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BAB 1
PENDAHULUAN

“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural adalah tema yang
ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, sebagai tahun
kunct untuk lepas dari tekanan pandemi COVID-19.”

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan
pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu
penyusunan RKP juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU)
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan
dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 memuat
arah kebijakan nasional tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara
terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. RKP Tahun 2022 telah ditetapkan
melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 5 Perpres tersebut, RKP Tahun 2022
dimutakhirkan berdasarkan pada UU APBN. Dengan ditetapkannya UU Nomor 6 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 APBN, maka
dilakukan pemutakhiran RKP Tahun 2022.

LUPAYA PENGENDALIAN
COVID-19 ‘r
|

Kebijakan

'Bnquatan Sistem

Pemberian bay
Iasyar kol Terdampas faksin secara bertahap

Intervensi Pemerintah

Pelz<sanaan vaksinasi
dunluk mencapai

1 immiunity

Pembangunan pada tahun 2020 dihadapkan pada tantangan vang berat dengan adanya
panderni COVID-19. Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka
kemiskinan juga mengalami peningkatan. Selain itu, hasil evaluasi pelaksanaan RKP Tahun
2020 juga menunjukkan bahwa realisasi Prioritas Nasional (PN) 3, terkait kinerja nilai
tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja masih belum menunjukkan hasil
vang optimal. Pemerintah sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya pengendalian
COVID-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem testing-tracing-treatment,
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dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak. Dalam mencapai herd immunity, pada
tahun 2021 telah dilakukan pemberian vaksin secara bertahap, yang terbukti mampu
berkontribusi dalam menekan penyebaran dan angka kematian akibat gelombang kedua
varian Delta COVID-19.

Dampak pandemi COVID-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022, karena itu,
berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif,
termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herd immunity perlu dilanjutkan. Pandemi
COVID-19 juga perlu dipandang sebagai momentum untuk penguatan sistem kesehatan
nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan.

Momentum Pandemi COVID-19 |

Dipandang sebagai momen penguatar sistem kesahatan nasional
dengan meningkatkan keamanar dan xetahanan kesehatan

7 o
|

I\ 4

L r
menjamin akses dan suplai pelayanan kesehatan

yang berkualitas ke selurab Indonesia
mendorong peningkatan peran serta masyarakat

dalam poncrapan pola hidup sehat

Kondisi pandemi COVID-19 tidak menyurutkan upaya untuk mewujudkan Visi Indonesia
2045 yaitu menjadi negara Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur. Pada tahun 2045, Indonesia
ditargetkan masuk dalam kelompok negara berpenghasilan tinggi dan lepas dari Middle
Income Trap. Untuk itu, pada tahun 2022 pemerintah akan melakukan transformasi ekonomi
melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor serta menemukan sumber penggerak
ekonomi dari sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Sektor manufaktur dan jasa
modern yang menghasilkan nilai tambah tinggi perlu dikembangkan dan diperkuat menjadi
basis perekonomian, sehingga dapat mengurangi ketergantungan ekonomi pada sumber
daya alam. Berbagai upaya dalam transformasi tersebut tetap dilakukan dalam koridor
pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya dalam rangka mendukung transformasi ekonomi,
dilakukan pula reformasi struktural melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan dan tata
kelola, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan sosial.

Mengacu kepada RPJMN Tahun 2020-2024, pembangunan nasional dilakukan dengan
memperhatikan tujuh Agenda Pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi PN pada
RKP Tahun 2022. Hal ini untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta
mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran
pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah
(1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
(2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
(3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental
dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung
pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup,
meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas
polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
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Tema RKP Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan sasaran RPJMN Tahun 2020-2024,
arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020, kebijakan pembangunan
tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2022 mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memuat 41 Proyek
Prioritas Strategis/Major Project (MP) yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mendukung
pencapaian sasaran PN. Dalam RKP Tahun 2022, MP tersebut tidak hanya dilanjutkan
pelaksanaannya, namun juga dilakukan penajaman dan penambahan jumlah menjadi
45 MP. Keberlanjutan dan penambahan MP tersebut diperlukan untuk mendukung tema
RKP Tahun 2022 dan menjamin efektivitas pencapaian sasaran PN dalam RPJMN Tahun
2020-2024. Penajaman MP dilakukan melalui mekanisme Clearing House dalam
memastikan kesiapan pelaksanaan proyek, serta sinkronisasi perencanaan dan
penganggaran. Mekanisme ini juga dilakukan untuk menjamin pelaksanaan proyek
bermanfaat bagi masyarakat, atau dengan kata lain proyek tidak hanya sent, namun
delivered.

Penyusunan RKP Tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan pendekatan
penganggaran berbasis money follow program serta pendekatan
perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)

ematik | . olistik ntegratif i:)asial_

—_ [ F—

Penentuan tema-tema
prioritas dalam suatu
jangka waktu
porencanaan

Penjabaran tematik
program Presiden ke
datam perencanaan yang
komprehensif mulai dari
hulu sampai ke hilir suatu
rangkaian Kegiatan

Uipaya keterpaduan pelaksanaan

perencanaan program Presiden
yang dilihat darl peran
kamenterianfembagaldaerah/
rlr-r'.:i:'ugiul k(\nr\nri"‘ugnn 'i.:'.'nn}-;\

dan upaya keterpaduan bertagai

Penjabaran program
Presiden dalam satu
kesatuan wilayah dan

keterkamtan antar wilayah

sumber pendanaan

L
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Besarnya skala dan cakupan pembangunan tahunan nasional juga membutuhkan sinergi,
integrasi, dan koordinasi antarpemangku kepentingan. Sinergi perencanaan pembangunan
pusat dan daerah dilakukan melalui sinkronisasi berbagai rapat koordinasi dan musyawarah
perencanaan pembangunan. Di samping itu, pada RKP Tahun 2022 juga dilakukan integrasi
berbagai sumber daya pembangunan, termasuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal
ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya
nasional dalam pembangunan.

Dengan demikian, RKP Tahun 2022 yang memuat arah kebijakan nasional tahunan, menjadi
acuan bagi K/L, pemerintah daerah, dan para pihak terkait dalam menyusun perencanaan
tahunan. Hal ini menjadi upaya bersama dari para pihak agar tujuan dan sasaran
pembangunan tahun 2022 dapat terwujud.
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1.2 Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 disusun sebagai acuan perencanaan, penganggaran,
dan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai
sasaran pembangunan nasional. Bagi pemerintah pusat, RKP menjadi acuan oleh K/L dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) K/L serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L, yang
selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja
Negara. Bagi pemerintah daerah, RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

1.3 Sistematika
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 memuat enam bab yang terdiri dari:
BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini terdiri dari (1) latar belakang, (2) tujuan, dan (3) sistematika. Latar belakang berisi
uraian kedudukan RKP Tahun 2022 dalam perencanaan pembangunan nasional, berbagai
isu dan acuan yang menjadi dasar pembentukan tema, pendekatan penyusunan RKP, dan
berbagai penguatan yang dilakukan dalam penyusunan RKP Tahun 2022. Sementara itu,
tujuan berisi uraian manfaat RKP sebagai acuan penyusunan perencanaan, penganggaran
dan pelaksanaan pembangunan nasional. Selanjutnya sistematika berisi uraian dari
dokumen RKP Tahun 2022.

BAB II SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Bagian ini terdiri dari (1) evaluasi RKP Tahun 2020, (2) kerangka ekonomi makro, (3) strategi
pengembangan wilayah, dan (4) strategi pendanaan pembangunan. Evaluasi RKP Tahun
2020 berisi evaluasi ex-post yang difokuskan pada pencapaian lima PN RKP Tahun 2020.
Sementara itu kerangka ekonomi makro berisi uraian perkembangan ekonomi terkini,
perkiraan ekonomi tahun 2022, serta kebutuhan investasi dan sumber pembiayaan.
Selanjutnya strategi pengembangan wilayah menguraikan tujuan pengembangan wilayah,
serta menjabarkan strategi pengembangan wilayah per pulau besar yaitu pulau Sumatera,
Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sedangkan strategi
pendanaan pembangunan berisi uraian prioritas pendanaan, sumber pendanaan
pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan.

BAB IIIl TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Bagian ini terdiri dari (1) RPJMN Tahun 2020-2024 dan arahan Presiden; (2) tema, sasaran,
arah kebijakan, dan strategi pembangunan; serta (3) prioritas nasional. Pembahasan RPJMN
Tahun 2020-2024 dan arahan Presiden mencakup Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024,
serta arahan Presiden yang menjadi landasan kebijakan pembangunan tahun 2022.
Selanjutnya tema, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan memuat uraian
terkait tema pembangunan, sasaran pembangunan, arah kebijakan dan strategi
pembangunan pada tahun 2022. Uraian prioritas nasional memuat tujuh prioritas nasional
beserta narasi sasarannya, dilengkapi dengan 13 Highlight Major Project.

BAB IV PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA

Bagian ini terdiri dari (1) prioritas nasional dan (2) pendanaan prioritas nasional. Prioritas
nasional memuat uraian tujuh PN yang difokuskan pada sasaran dan indikator kinerja PN-
PP, strategi/arah kebijakan, serta proyek prioritas strategis/ Major Project yang memiliki daya
ungkit signifikan dalam pencapaian keberhasilan pada masing-masing PN. Selanjutnya
pendanaan prioritas nasional berisi penjabaran alokasi yang diperlukan dalam pelaksanaan
masing-masing PN.
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BAB V KAIDAH PELAKSANAAN

Bagian ini terdiri dari (1) kerangka kelembagaan, (2) kerangka regulasi, serta (3) kerangka
evaluasi dan pengendalian pembangunan. Kerangka kelembagaan memuat kerangka
kelembagaan yang mendukung pencapaian prioritas nasional, dan pencapaian Major Project.
Selanjutnya kerangka regulasi memuat kerangka regulasi yang mendukung pencapaian
prioritas nasional, dan pencapaian Major Project. Kerangka evaluasi dan pengendalian
pembangunan memuat kaidah pelaksanaan tahap evaluasi dan pengendalian terhadap
pelaksanaan RKP.

BAB VI PENUTUP

Bagian ini berisi garis besar dari RKP Tahun 2022 dan harapan tentang pelaksanaan RKP
Tahun 2022 dalam mendukung pencapaian pembangunan pada RPJMN Tahun 2020-2024.
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BAE 11
SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

“Spektrum perencanaan pembangunan nasional yong memuat Hasil Evaluasi REP
Tahur 2020, Herangka Eikonom! Makro, Strategi Pengembangan Wilayah, dan
Strategt Pendanaan Pembangunan, menjadi landasan yany memperiiat grakh

pemulthan ekonomd dan reformasi struktural, agar Indonesia segera dapat lepas

darl tekanoar COVID-19."

2.1 Evaluasi REP Tahun 2020

A ¢ I ] WIS ] W " e—

Pencapaian sasaran Priontas Nasional (PN} Rencuna Kerja Pemerintah (RKP} Tahun 2020
hingga triwpulan IV sebagian besar menunjukkan kinerja yang baik. Namun derukian, dengan
adanya pandermi COVID-19 Kinerfa efektintas pencapaian sasaran PN 3 yaitu Nilai Tambah
Sektor Ril, Industriglisasi, dan Kesempatan Kerja perlu terus didorong agar mempercepat
pemuiihan skonomi.

Pelaksanaan Ewaluasi RKP Tahun 2020 hinpga triwulan IV ditekankan untuk dapat
memberikan umpan balik dalarn siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
nasional. Evaluasi im merupakan evaluasi ex-pest vang difokuskan pada pencapaian lima
PN RKP Tahun 2020 vang dyabarkan sebagaimana Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1
Prioritas Nagional RKP Tahun 2020

Sumber; Kemenleriwn FPh Tappenas, 20020

Secara umum, kinerja PN RKP Tahun 2020 hingga triwulan IV ditentukan melaluj dua aspek
yaitu (1} kinerja efektivitas, yaitu kinerja pencapaian sasaran dan target pembangunan dan
(2} kinerja optimalisasi, vaitu kinerja implementasi/pelaksanaan pembangunan termasuk
kemampuan penyverapan anggaran. Penilaian atas kinerja efektivitas pelaksanaan FN
dilakukan dengan mengidentifikasi pencapaian sasaran dibandingkan dengan target yang
ditetapkan. Hampir seluruh PN RKFP Tahun 2020 telah memiliki efektivitas pencapaian
sasaran dan target pembangunan yang baik (kinerja >90 persen), yaitu pada PK 1
Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, PN 2 [nfrastruktur dan Pemerataan
Wilayah, PN 4 Ketahanan Pangan, Alr, Energi dan Lingkungan Hidup, serta PN 5 Stabalitas
Pertahanan dan Keamanan. Sementara itu, pelaksanaan PN yang dinilai masih kurang
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efektif dalam pencapaian sasaran dan target pembangunan adalah pada PN 3 Nilai Tambah
Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja.

Kinerja optimalisasi pelaksanaan PN dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai
komponen kinerja, di antaranya capaian output (Rincian Output/RO) kementerian/lembaga
(K/L), penyerapan anggaran, dan juga aspek hasil/pemanfaatan (dilihat dari capaian
sasaran pembangunan). Berdasarkan penilaian optimalisasi tersebut, tiga PN telah
menunjukkan kinerja yang baik (kinerja di atas 90 persen), yaitu PN 1 Pembangunan
Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, PN 2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, serta
PN 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Dua PN lainnya masuk kategori cukup (kinerja
berkisar 60-90 persen), yaitu PN 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan
Kerja, serta PN 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup.

Kinerja akhir pelaksanaan PN dilakukan dengan membandingkan dua aspek kinerja tersebut
dalam bentuk rasio. Sebagian besar PN telah berhasil mencapai target sasaran
pembangunan relatif lebih baik dibandingkan dengan optimalisasi pelaksanaan
pembangunan (termasuk penyerapan anggaran yang digunakan) yang ditunjukkan dengan
empat PN memiliki nilai rasio lebih dari 1. Pencapaian seluruh PN RKP Tahun 2020 hingga
triwulan IV dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2020
Kinerja Kinerja
— . Efektivitas Optimalisasi Rasio
No. Prioritas Nasional Pelaksanaan PN | Pelaksanaan PN |Perbandingan
(Persen) (Persen)
1 Pembangunan Manusia dan 98,27 0) 94,65 @ 1,04
Pengentasan Kemiskinan
2 Infrastruktur dan Pemerataan 97,79 0) 92,56 @ 1,06
Wilayah
3 Nilai Tambah Sektor Riil, 49,20 @ 68,73 @) 0,72
Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja
4 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan 93,17 0) 87,32 @) 1,07
Lingkungan Hidup
5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan 98,67 0) 96,79 0) 1,02

Sumber Data: Diolah dari hasil self assessment pencapaian sasaran PN-PP-KP dan dukungan output (RO) K/L
Pelaksana serta data e-Monev.

Keterangan:
1. Kategori Kinerja: @ realisasi >90 persen target (kinerja baik);
O realisasi 60-90 persen target (kinerja cukup);
@ realisasi <60 persen target (kinerja kurang);
2. Kategori Nilai Rasio: >1 menunjukkan kinerja efektivitas pelaksanaan PN relatif lebih baik dibandingkan kinerja
optimalisasi pelaksanaan PN (termasuk kemampuan penyerapan anggaran);
<1 menunjukkan kinerja optimalisasi pelaksanaan PN (termasuk kemampuan penyerapan
anggaran) relatif lebih baik dibandingkan kinerja efektivitas pelaksanaan PN; dan
=1 menunjukkan kinerja efektivitas pelaksanaan PN setara dengan kinerja optimalisasi
pelaksanaan PN (termasuk kemampuan penyerapan anggaran).

Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2020 dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang
luar biasa memberikan dampak besar terhadap pencapaian target-target pembangunan.
Adanya pandemi COVID-19 membuat pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) dan refocusing anggaran sehingga berdampak pada kurang
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optimalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan utamanya kegiatan fisik dan terdapatnya
penyesuaian target pembangunan dalam RKP dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
(Renja K/L) tahun 2020. Bahkan terdapat pula sejumlah output (RO) K/L yang terpaksa
harus dihentikan atau tidak dilanjutkan pada tahun 2020. Pengaruh dari pandemi COVID-
19 ini sangat tercermin terutama pada pencapaian indikator sasaran PN 3 Nilai Tambah
Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya
kinerja industri dan pada saat bersamaan daya beli masyarakat menurun. Selain itu, dengan
terjadinya penurunan permintaan secara signifikan maka perlambatan aktivitas dunia
usaha yang berdampak terhadap penyediaan lapangan kerja tidak dapat dihindari. Sejalan
dengan penurunan pertumbuhan ekonomi global pada umumnya, pertumbuhan ekonomi
domestik mengalami pertumbuhan negatif.

Kendala lainnya dalam pelaksanaan PN RKP Tahun 2020 hingga triwulan IV antara lain
terkait permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) dan regulasi. Permasalahan SDM yang
dihadapi yaitu keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM terutama masih rendahnya
produktivitas yang ditandai dengan rendahnya pemanfaatan teknologi. Selanjutnya,
permasalahan regulasi yang muncul yaitu belum optimalnya koordinasi antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan masih terjadinya tumpang tindih
regulasi. Pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berikut
penjelasan ringkas kinerja efektivitas pencapaian sasaran setiap PN, yang memuat capaian
beberapa indikator terpilih/strategis.

Prioritas Nasional 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan pada triwulan
IV-2020 menunjukkan pencapaian kinerja efektivitas pencapaian sasaran yang baik. Dari
empat indikator sasaran PN 1, satu indikator yang telah tercapai (dengan adanya
penyesuaian target menjadi 9,7-10,2 persen) yaitu tingkat kemiskinan sebesar 10,19 persen.
Sementara itu, tiga indikator lainnya tidak tercapai namun sudah di atas 90 persen yaitu
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,94, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
sebesar 52,67, dan gini rasio sebesar 0,385.

Prioritas Nasional 2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah pada triwulan IV-2020
menunjukkan pencapaian kinerja efektivitas pencapaian sasaran yang baik. Dari lima
indikator sasaran PN 2, empat indikator telah tercapai, yaitu menurunnya waktu tempuh
moda jalan pada koridor utama pulau sebesar 2,16 jam/100 km; porsi rute pelayaran yang
membentuk loop sebesar 24 persen; Information and Communication Technologies (ICT)
Development Index sebesar 5,32; dan persentase rumah tangga yang menempati perumahan
dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau sebesar 59,54 persen. Sementara itu,
satu indikator lainnya tidak tercapai yaitu provinsi dengan penurunan risiko bencana terkait
daya rusak air sebanyak 20 provinsi dengan realisasi fisik 88,94 persen.

Prioritas Nasional 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja
pada triwulan IV-2020 menunjukkan pencapaian kinerja efektivitas pencapaian sasaran
yang kurang. Dari 12 indikator sasaran PN 3, tiga di antaranya telah tercapai, yaitu nilai
devisa pariwisata sebesar US$3,46 miliar, produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN) >25 persen sebesar 9.845 produk, dan kontribusi ekonomi digital sebesar 4,17
persen. Sementara itu, satu indikator lainnya masih dalam perhitungan yaitu kontribusi
PDB kemaritiman, sedangkan delapan indikator lainnya tidak tercapai yaitu pertumbuhan
PDB pertanian sebesar 2,59 persen, pertumbuhan PDB industri pengolahan sebesar -2,93
persen, nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp1.049,5 triliun, pertumbuhan ekspor barang
dan jasa sebesar -7,7 persen, pertumbuhan investasi (PMTB) sebesar -4,95 persen, laju
pertumbuhan PDB per tenaga kerja sebesar -1,84 persen, penyediaan lapangan kerja sebesar
-0,301 juta orang, serta rasio kewirausahaan nasional sebesar 2,93 persen.
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Prioritas Nasional 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup pada
triwulan IV-2020 menunjukkan pencapaian kinerja efektivitas pencapaian sasaran yang
baik. Dari 12 indikator sasaran PN 4, enam di antaranya telah tercapai, yaitu konsumsi
kalori sebesar 2.112 kkal/kapita/hari, konsumsi protein 62,1 gram/kapita/hari, luas
tutupan hutan dengan indeks jasa ekosistem tinggi sebesar 65 juta hektare, Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 70,27, luas kawasan konservasi perairan sebesar
24,11 juta hektare, dan Indeks Risiko Bencana Indonesia sebesar 143,6. Sementara itu, satu
indikator lainnya masih belum tersedia datanya yaitu koefisien limpasan, sedangkan lima
indikator lainnya tidak tercapai yaitu pola pangan harapan sebesar 86,3, prevalensi
ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) sebesar 7,66,
prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat (Food Insecurity
Experience Scale/FIES) sebesar 5,42, kapasitas tampungan air sebesar 12,42 miliar m3, dan
pemenuhan kebutuhan energi nasional sebesar 106,38 Millions of Tonnes of Oil Equivalent
(MTOE).

Prioritas Nasional 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan pada triwulan IV-2020
menunjukkan pencapaian kinerja efektivitas pencapaian sasaran yang baik. Dari empat
indikator sasaran PN 5, dua di antaranya telah tercapai, yaitu crime rate sebesar 103
orang/100.000 penduduk dan Indeks Pelayanan dan Perlindungan Warga Negara
Indonesia/Badan Hukum Indonesia (WNI/BHI) sebesar 88,35. Sementara itu, satu indikator
lainnya masih dalam tahap pengembangan dan perhitungan yaitu Indeks Pembangunan
Hukum, sedangkan satu indikator lainnya tidak tercapai namun kinerjanya sudah di atas
90 persen yaitu Indeks Kekuatan Militer sebesar 0,26.

2.2 Kerangka Ekonomi Makro

Pandemi COVID-19 yang lebih lama dan berdampak lebih besar dari perkiraan menyebabkan
proses pemulihan ekonomi Indonesia masih akan berlanjut pada tahun 2022. Pada saat yang
sama, pemerintah akan melanjutkan agenda reformasi struktural untuk meningkatkan daya
saing perekonomian pascapandemi COVID-19. Upaya akselerasi pemulihan dan reformasi
struktural perekonomian diarahkan untuk mendorong perekonomian kembali ke tingkat
sebelum krisis dan terus tumbuh dengan lebih baik.

Dalam RPJPN Tahun 2005-2025, perekonomian Indonesia ditargetkan masuk dalam
kategori Upper-Middle Income (negara berpendapatan menengah atas) pada tahun 2025.
Target tersebut mampu dicapai Indonesia pada tahun 2019 yang lalu. Namun akibat
pandemi COVID-19, Indonesia kembali turun menjadi kategori Lower-Middle Income pada
tahun 2020. Meskipun demikian, Indonesia diperkirakan akan masuk kembali ke kategori
Upper-Middle Income pada tahun 2022.

Indonesia memiliki aspirasi menjadi negara berpendapatan tinggi. Dalam Visi Indonesia
2045, Indonesia ditargetkan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle
income trap) sebelum peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Tahun 2020-2024
menjadi periode yang krusial sebagai titik awal pencapaian visi tersebut. Dalam RPJMN
Tahun 2020-2024, ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh rata-rata 5,7-6,0 persen
per tahun. Namun demikian, pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 terkoreksi
cukup tajam pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19.

Seiring dengan belum berakhirnya pandemi COVID-19 dan perkiraan vaksinasi yang
baru mencapai herd immunity pada awal tahun 2022, agenda pemulihan ekonomi masih
menjadi bagian penting dalam rangka mencapai sasaran kerangka ekonomi makro
RKP Tahun 2022. Langkah kebijakan untuk memastikan terkendalinya pandemi COVID-19
masih akan menjadi prioritas. Demikian pula, bantuan terhadap dunia usaha dan rumah
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tangga tetap perlu diberikan untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi. Upaya
pemulihan ekonomi dilakukan terutama pada sektor yang terkena dampak besar dari
pandemi COVID-19.

Untuk mengejar sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah-panjang, upaya
meningkatkan daya saing perekonomian pascapandemi COVID-19 harus dilakukan
bersamaan dengan agenda pemulihan ekonomi. Untuk itu, pemerintah akan kembali
melanjutkan agenda reformasi struktural pada tahun 2022, di antaranya melalui perbaikan
iklim investasi, reformasi kelembagaan, dan peningkatan kualitas SDM.

Dengan langkah kebijakan yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi
struktural tersebut, tahun 2022 akan memberikan fondasi yang kuat bagi proses
transformasi ekonomi Indonesia dalam jangka menengah-panjang. Upaya redesain
transformasi ekonomi sangat dibutuhkan, mengingat dampak pandemi COVID-19 telah
memberikan tantangan baru, yang menjadi perhatian khusus dalam penentuan sasaran
pembangunan jangka menengah-panjang.

2.2.1 Perkembangan Ekonomi Terkini

Pandemi COVID-19 berdampak cukup signifikan baik pada perekonomian dunia maupun
dalam negeri. Oleh karenanya, evaluasi dampak dan proses pemulihan ekonomi
pascapandemi COVID-19, serta langkah kebijakan yang diambil pada tahun 2021 menjadi
bagian penting dalam perumusan sasaran makro pembangunan tahun 2022.

2.2.1.1 Perkembangan Perekonomian Dunia
Dampak Pandemi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Pandemi COVID-19 telah menyebar sangat cepat ke berbagai negara di luar Cina sejak akhir
Februari 2020. Episentrum pandemi tidak lagi di Cina, tetapi beralih ke Amerika Serikat
(AS), Eropa, serta negara-negara berkembang, di antaranya Brasil, India, Rusia, Peru, Chili,
Meksiko, Pakistan, Afrika Selatan, Turki, dan Indonesia. Perkembangan yang ada mendorong
berbagai negara menutup perbatasan serta menerapkan kebijakan social distancing dan
lockdown. Kondisi ini berdampak besar terhadap penurunan aktivitas ekonomi, yang
selanjutnya memicu penurunan pertumbuhan yang tajam. Hampir semua negara mengalami
resesi pada tahun 2020, kecuali Cina, Vietnam, dan Taiwan yang berhasil menangani
penyebaran COVID-19 di negara tersebut. Sepanjang akhir tahun 2020 hingga awal tahun
2021, masih terjadi gelombang baru (second wave, third wave, ataupun fourth wave) kasus
COVID-19 di berbagai negara yang mendorong penerapan kembali social distancing dan
lockdown yang lebih ketat dari gelombang pertama. Peningkatan gelombang baru didorong
oleh munculnya varian baru virus corona yang menyebar lebih cepat dan diperkirakan lebih
berbahaya. Meski demikian, mulai meluasnya vaksinasi global diharapkan dapat
menurunkan tingkat infeksi.
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Gambar 2.2
Fertnmbuhan Ekonomi Beberapa Negara Tahun 2020 {Pecsen, 3oy
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Sumber: CEIC, 2021

Aktivitas dunia yang sempat mengalami gangguan besar dan menurun tajam akibat pandemi
COVID-19 mulai menunjukkan sinyal pemulihan, tecermin dari peningkatan Baltic Dry Index
(BDI) dan Purchasing Managers’ Index (PMI), baik PMI Manufacturing maupun Services. Mulai
meningkatnya BDI, yang sempat menurun tajam sejak Januari hingga pertengahan Mei
2020, menunjukkan pemulihan aktivitas perdagangan dunia meski belum sepenuhnya stabil
karena merebaknya varian Delta dan gangguan rantai pasokan. Volume perdagangan dunia
diperkirakan akan naik 10,8 persen pada tahun 2021, setelah turun hingga 5,3 persen pada
tahun 20201. PMI Manufacturing dan Services global mulai meningkat di atas level 50 sejak
Juli 2020, menggambarkan mulai adanya ekspansi di sektor manufaktur dan jasa dunia.
Sektor manufaktur dianggap cukup kuat dan mampu beradaptasi di tengah pandemi.
Meningkatnya angka PMI Manufacturing menunjukkan bahwa output pabrik mulai kembali
di atas prapandemi meski lockdown lanjutan di beberapa negara kembali diterapkan. Sektor
jasa juga mulai berekspansi meski masih di bawah level prapandemi. Meski demikian,
kelangkaan bahan baku akibat hambatan logistik kembali menekan aktivitas bisnis
utamanya di sektor manufaktur.

Meskipun terdapat sinyal pemulihan ekonomi, namun nilai investasi asing langsung (Foreign
Direct Investment/FDI) pada tahun 2021 diperkirakan masih lemah dengan penurunan
sekitar 5-10 persen, setelah sempat turun 42 persen pada tahun 2020, 30 persen lebih
rendah dari FDI saat Global Financial Crisis 2008/092. Masih lemahnya investasi didorong
faktor wait and see investor dalam menanamkan modal seiring dengan penerapan lockdown
dan gelombang baru di beberapa negara yang memicu tingginya ketidakpastian. Namun dari
sisi pariwisata, perjalanan wisatawan (outbound) internasional diperkirakan rebound sebesar
13,1 persen pada tahun 2021 lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, setelah turun hingga
72,5 persen pada tahun 20203.

1 Trade Statistics and Cutlook WTO (Dltober 2021)
2 pestrent Trend Mordor UNCTAD (Januari 2021)
¥ Global Travel Services Guford Economics (Olktober 2021)
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Gambar 2.3 Gambar 2.4
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Sumber: Bloomberg, IHS Marldi, 2021

Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia masth diperldrakan
mengalami rebound pada tahun 2021, tetapi tidak setinggi dari perkirgan awal. International
Monetary Fund (IMF, Juli 2021) menurunkan petkiraan pertumbuhan ekonemi global
nenjadi sebesar 5,9 persen dari 6,0 persen pada tahun 2021, yang utamanya didorong oleh
beberapa risike yang membebani pemulihan seperti meluasnya varian Delta, meningkatnya
gangguan di rantai pasokan, cepatnya laju peningkatan inflasi, serta lonjakan harga
makanan dan bahan bakar. Lembaga internagional lain, World Bank dan Organisation for
Economic Co-operationn and Development (OECD), juga memperkirakan terjadi rebound
ekonomi global, dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,6 persen dan 5,7 persen.

Gambar 2.5
Pertumbuhan Exonomi Global (Persen, 3oy}
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Sumber: WEO IMF, Oktober 2021
Dampak terhadap Sektor Keuangan Dunia

Kepanikan di pasar keuangan global mulai mereda, tecermin dari penurunan Chicago Board
Option Exchange’s Volatility Index (CBOE VIX Index), meski masih belum sepenuhnya stabil
dan kembali ke kondisi prapandemi. Capaian CBOE VIX Index sempat berada di level
tertinggi pada awal pandemi COVID-19, lebih tinggi dibandingkan saat krisis keuangan
global 2008. Kondisi pasar saham global juga semakin membaik, tecermin dari peningkatan
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Morgan Stanley Capital International All Country World Index (MSCI ACWI Index), seiring
dengan respons positif investor terhadap langkah kebijakan stimulus yang diambil oleh
banyak negara dan sinyal pemulihan perekonomian global, khususnya perekonomian utama
dunia. Pasar juga merespons tapering off negara maju dengan lebih tenang karena bank
sentral cenderung memberikan sinyal sejak awal, tidak serta-merta langsung
mengumumkan bahwa akan melakukan pengetatan.

Gambar 2.6 Gambar 2.7
CBOE VIX dan MSCI ACWI Index Monetary Base (Persen, yoy)
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Sumber: Bloomberg, 2021

Bank sentral utama dunia, seperti The Fed, Bank of Japan, dan European Central Bank
cenderung untuk menahan suku bunganya di level rendah setidaknya hingga tahun 2022
dan semakin memperkuat program quantitative easing melalui pembelian obligasi untuk
menginjeksi likuiditas ke sektor riil. Hal ini pun mendorong peningkatan likuiditas global,
tecermin dari peningkatan monetary base di bank sentral utama dunia. Meskipun demikian,
salah satu bank sentral utama dunia, The Fed, sudah memutuskan untuk memulai
pengurangan pembelian aset pada November tahun ini hingga pertengahan tahun 2022,
tetapi proses pengetatan ini tidak akan diikuti oleh normalisasi suku bunga acuan hingga
pasar tenaga kerja pulih. Namun, investor memperkirakan setengah poin persentase
kenaikan suku bunga Federal Reserve pada akhir tahun 2022 dan beberapa bank sentral
utama dunia telah menaikkan suku bunga beberapa kali dalam kurun waktu tersebut.
Kecenderungan dovish bank sentral utamanya didorong oleh tingginya realisasi inflasi yang
sudah melebihi target.

Dampak terhadap Harga Komoditas Dunia

Harga-harga komoditas kembali meningkat ke level tertinggi dalam delapan tahun terakhir,
seiring dengan optimisme pemulihan ekonomi global, utamanya AS dan Cina. Harga logam
memimpin peningkatan harga komoditas, tidak hanya dipicu oleh pemulihan ekonomi, tetapi
juga dorongan penggunaan clean and green energy secara global yang mendorong tingginya
permintaan. Logam dasar menghasilkan keuntungan terbesar, dengan harga nikel naik ke
level tertinggi sejak tahun 2014 dan harga tembaga terus mengalami kenaikan. Litium dan
timah juga terus mengalami peningkatan seiring penggunaannya pada mobil listrik.
Platinum menjadi logam mulia dengan kinerja terbaik, didorong penggunaannya dalam
konverter katalitik.
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Gambar 2.8
Harga Komoditas Internasional
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Sumber: World Bank Commodities Price Data (The Pink Sheet), 2021
Kebijakan Stimulus Ekonomi Dunia

Dihadapkan pada dampak ekonomi yang besar akibat pandemi COVID-19, pemerintah
berbagai negara mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus, baik dari sisi fiskal
maupun moneter. Stimulus ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga terjadi pemulihan
ekonomi yang setara atau lebih tinggi dari prapandemi. Dari sist fiskal, baik negara maju
maupun berkembang, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem
kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri

yang terdampak.
_ Gambar 2.9 Gambar 2.10
Stimulus Fiskal Negara Dunia Tahun 2020 Stimulus Fiskal Negara Dunia Tahun 2021
(Persen PDB) (Persen PDB)
Jepang I 4 0 I
[talia I 40 3 Jepang 57,0
Jerman IEEE——— 38,9 Filipina [ I 21,8
Inggris NN 32 4
Perancis I 23,5 Kanada [ 20,0
AS mmmmmm 19,2
Kanada s 18,7 As M 18,0
Spanyol NI 18,6 .
Australia I 18,0 Inggris [ 14,0
Brasil mmmmmm 14,5
Korea mHEEEE 13,6 Jerman [l 8,1
_ Turki = 10,1 Italia ] 5.6
Afrika Selatan mEE 9,8
India mmm 8,1 Indonesia* Wl 4,5
Cina mH 6,0 )
Argentina mm 5,7 Perancis JJ 3,7
Rusia M 4,4 .
Indonesia M 4,3 Singapura | 2,2
Arab Saudi ® 3,0 .
Meksiko B 2.0 Malaysia | 1,1

Sumber: IMF, Berbagai Sumber, 2021
Keterangan: *} Berdasarkan anggaran PEN Rp744,77 triliun dan estimasi Kementenan PPN/Bappenas untuk PDB
2021
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Dari sisi moneter, bank sentral di beberapa negara telah menetapkan kebijakan moneter
yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke
perekonomian seperti penurunan suku bunga dan quantitative easing melalui pembelian
aset. Sedangkan dari sisi keuangan, otoritas keuangan di beberapa negara juga menyusun
stimulus untuk mendukung industri serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui
diskonto kredit.

Tabel 2.2 Gambar 2.11
Respons Kebijakan Suku Bunga Pembelian Aset oleh Bank Sentral
Negara Dunia Negara Dunia (Persen PDB)
Penurunan
Februari Januari GHN ABS/ Covered bonds
Negara 2021 2020- TUR HH Private/ ETF
(Persen) Oktober ZAF Sovereign primary market
2021 ROU I m Sovereign secondary market

India 4,00 2x MYS i m Other
Indonesia 3,50 6x IND W
Filipina 2,50 5x IDN "Il
Vietnam 2,50 3x PHP _
Cina 2,00 1x HUN 1
Malaysia 1,75 3x THA
Hong Kong 0,50 4x coL ™
Korea Selatan 0,50 2x CHL |
Kanada 0,25 1x POL N
Australia 0,10 2x HRV
Inggris 0,10 1x EA DS
AS 0,25 Tetap JPN I
Perancis 0,00 Tetap Us ]
Jerman 0,00 Tetap UK
Italia 0,00 Tetap 0.0 5.0 10,0 15.0
Jepang -0,10 Tetap

Sumber: CEIC per Oktober 2021, GFSR IMF Oktober 2020
2.2.1.2 Perkembangan Perekonomian Domestik
Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami tekanan besar akibat pandemi
COVID-19. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2020
sebesar 2,1 persen, merupakan yang pertama Kkali sejak krisis ekonomi Asia tahun
1997/1998. Hal ini membawa Indonesia turun ke dalam kategori negara berpendapatan
menengah-bawah (lower middle income countries), setelah sempat masuk ke kategori negara
berpendapatan menengah-atas (upper middle income countries) pada tahun 2019.
Perlambatan pertumbuhan Indonesia tahun 2020 terjadi pada semua komponen PDB, baik
dari sisi pengeluaran, lapangan usaha, maupun wilayah.

Dari sisi PDB pengeluaran, pada tahun 2020, konsumsi masyarakat yang meliputi konsumsi
rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), terkontraksi
sebesar 2,7 persen. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya permintaan dan penurunan daya
beli masyarakat sebagai dampak pembatasan sosial yang diberlakukan hampir sepanjang
tahun 2020. Untuk konsumsi LNPRT, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada)
yang diselenggarakan pada akhir tahun 2020, tidak dapat mendorong pertumbuhan secara
signifikan. Konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya komponen PDB pengeluaran yang
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mampu bertahan dengan pertumbuhan sebesar 1,9 persen. Realisasi belanja negara
mencapai 94,6 persen dari pagu, atau naik 12,2 persen dari realisasi tahun sebelumnya.
Kondisi ini didukung oleh peningkatan stimulus fiskal dalam bentuk program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN). Pembentukan modal tetap bruto atau investasi terkontraksi
sebesar 4,9 persen, sejalan dengan pelemahan investasi swasta dan pemerintah. Ekspor dan
impor barang jasa terkena dampak negatif cukup besar dengan kontraksi masing-masing
sebesar 7,7 dan 14,7 persen, yang disebabkan oleh turunnya aktivitas perdagangan global
dan jumlah wisatawan secara signifikan.

Pada tahun 2021 ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh sebesar 3,8 persen. Namun, proses
pemulihan ini berpotensi berjalan lambat, dipengaruhi oleh penambahan kasus harian
COVID-19 yang tinggi serta munculnya varian baru virus corona varian Delta sehingga
kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kembali diterapkan.
Keberhasilan kebijakan penanganan COVID-19 akan menjadi kunci meningkatnya
keyakinan masyarakat serta dunia usaha, yang kemudian dapat meningkatkan konsumsi
dan investasi. Pemberian vaksin COVID-19 juga akan memulihkan keyakinan masyarakat
dalam melakukan aktivitas ekonomi. Perkembangan vaksinasi Indonesia menunjukkan
perkembangan positif dan terus bergulir sejak Januari 2021, bahkan mencapai di atas 1 juta
dosis per hari sejak Agustus 2021.

Investasi diharapkan menjadi kunci permulihan ekonomi agar mampu menciptakan lapangan
pekerjaan dan meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Pemulihan ekonomi secara
bertahap dan alokasi belanja modal yang lebih besar, diperkirakan mampu mendorong
pemulihan investasi pada kisaran 3,4 persen pada tahun 2021.

Konsumsi masyarakat diperkirakan pulih seiring dengan perbaikan daya beli masvarakat
dan berangsur normalnya perekonomian sebagai dampak positif vaksinasi. Konsumsi
masyarakat diperkirakan akan tumbuh sebesar 2,0 persen, sementara konsumsi pemerintah
diperkirakan tumbuh sebesar 4,4 persen. Hal ini dipengaruhi oleh stimulus PEN serta
program vaksinasi. Kinerja ekspor diperkirakan mengalami akselerasi seiring dengan
pemulihan ekonomi global, khususnya mitra dagang utama Indonesia, yaitu Cina, dan
peningkatan harga koemoditas internasional. Pemanfaatan beberapa perjanjian perdagangan
bilateral maupun regional juga membantu kinerja ekspor Indonesia yang diperkirakan
meningkat sebesar 23,5 persen. Sementara itu, impor diperkirakan tumbuh sebesar 22,9
persen, didorong oleh perbaikan permintaan domestik secara bertahap.

Tabel 2.3
Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2020-2021 (Persen)

Uraian 20201 RPJMN2Z %é‘;;k
Pertumbuhan PDB -2,1 5,4-5,7 3.8
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT -2,7 5,2-54 2,0
Konsumsi Pemerintah 1,9 4,546 4.4
Investasi (PMTB}) -4,.9 5,8-6,2 3,4
Ekspor Barang dan Jasa -7.7 3,042 23,5
Impor Barang dan Jasa -14,7 4,4-4.6 22,9

Sumber: 1) BPS, 2020; 2) RPJMN 2020-2024; dan 3) Perldraan Kementerian PPN/Bappenas, Novemnber 2021
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Dari sisi lapangan usaha, sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 adalah
jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,6 persen, diikuti sektor informasi dan
komunikasi sebesar 10,6 persen. Tingginya pertumbuhan kedua sektor tersebut didorong
oleh peningkatan permintaan selama masa pandemi COVID-19. Adapun sektor lainnya yang
mampu tumbuh positif adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pengadaan air,
pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; jasa keuangan dan asuransi; real estate; serta
jasa pendidikan.

Sementara itu, pertumbuhan tahunan terendah tahun 2020 dialami oleh sektor transportasi
dan pergudangan serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang masing-
masing terkontraksi sebesar 15,0 persen dan 10,2 persen. Sektor transportasi dan
pergudangan terkontraksi karena adanya penutupan perbatasan serta penghentian sebagian
besar aktivitas penerbangan domestik dan internasional. Sementara sektor penyediaan
akomodasi makan dan minum hanya mampu melayani delivery atau take-away, ditambah
dengan turunnya wisatawan, baik mancanegara dan domestik, yang terlihat salah satunya
dari tingkat okupansi hotel yang mengalami penurunan signifikan.

Selain itu, sektor industri pengolahan, yang memiliki kontribusi paling tinggi terhadap PDB,
juga mengalami kontraksi di tahun 2020 sebesar 2,9 persen. Kontraksi ini lebih dalam
dibandingkan kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini terjadi sebagai dampak
dari penurunan daya beli masyarakat, aktivitas perdagangan global, dan utilisasi produksi
sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Pada tahun 2021, kecepatan pemulihan antarsektor akan berbeda. Sektor industri
pengolahan diperkirakan mampu tumbuh mencapai 3,5 persen. Optimisme ditunjukkan
oleh indikator PMI Manufacturing yang mulai menunjukkan ekspansi sejak November 2020
dan terus berlanjut hingga Juni 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja industri
pengolahan menunjukkan perbaikan. Kinerja positif tersebut diharapkan terus bertahan
hingga akhir tahun 2021.

Sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan tumbuh sebesar 1,6 persen, yang salah
satunya didorong oleh peningkatan harga komoditas internasional dan program hilirisasi
pertambangan melalui pembangunan smelter serta implementasi UU Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu
bara, yang mengamanatkan agar tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah.

Pembangunan berbagai proyek infrastruktur yang sempat mengalami penundaan akibat
pandemi COVID-19, mulai dilanjutkan kembali pada tahun 2021. Keberlanjutan
pembangunan infrastruktur ini menunjukkan perbaikan kinerja sektor konstruksi yang
diharapkan mampu tumbuh mencapai 3,6 persen.

Sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi makan dan minum; dan
sektor perdagangan yang terkena dampak pandemi COVID-19 diperkirakan berangsur-
angsur pulih pada semester [1-2021 seiring dengan meluasnya vaksinasi.

Sektor yang tercatat mampu tumbuh tinggi di tengah kondisi pandemi COVID-19, yakni
sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor informasi dan komunikasi,
diperkirakan masih akan tumbuh tinggi pada tahun 2021 dengan pertumbuhan masing-
masing sebesar 7,8 persen dan 6,6 persen. Permintaan masyarakat terhadap sektor jasa
kesehatan seperti obat-obatan, alat kesehatan dan vaksinasi diperkirakan masih akan tinggi.
Sementara, tren perubahan pola kerja dan belajar ke arah digitalisasi terus berlanjut dan
masih akan membutuhkan dukungan sektor informasi dan komunikasi.
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Tabel 2.4
Pertumbuhan PDB S8isi Lapangan Usaha Tahun 2020-2021 {Persen, yoy)
Uraian 20201 RPJMN2 Qutook
Pertumbuhan PDB 2,1 5,4-5,7 3,8
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,8 3,7-3.8 2,2
Pertambangan dan Penggalian -2,0 1,9-1,9 1,6
Industri Pengolahan -2.9 5,2-5,5 3,5
Pengadaan Listrik dan Gas -2,3 5,2-5,2 4,7
Fengaden A1, Penglaan S | s
Konstruksi -3,3 5,8-6,1 3,6
Ferdaganan Dot dan Beeran, Reparas 5660
Transportasi dan Pergudangan -15,0 7,1-7,4 6,7
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -16,2 6,1-6,3 6.3
Infermasi dan Komunikasi 10,6 7,7-8,8 6,6
Jasa Keuangan dan Asuransi 3,2 6,4-6,9 3,4
Real Estate 2,3 5,0-5,0 3,0
Jasa Perusahaan -5,4 84-84 3,4
Adminsiasi Femeriiahen, Perishnan
Jasa Pendidikan 2,6 5,2-5,2 3,7
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 11,6 7,6-8,0 7.8
Jasa Lainnya -4,1 3,3-9,5 5,5

Sumber: 1} BPS, 2020 2) RFRJMN Tahun 2020-2024: 3) Perkiraan Kementerian PPN /Bappenas, November 2021
Neraca Pembayaran

Neraca Pembayaran Indonesia {(NPI] tahun 2020 mengalami surplus, sehingga ketahanan
sektor eksternal tetap terjaga di tengah tekanan pandermi COVID-19. Neraca Pembayaran
Indonesia tahun 2020 melanjutkan surplus sebesar US$2,6 miliar, sedikit lebih rendah dari
surplus pada tahun 2019 sebesar US$4,7 miliar. Hal ini didorong oleh penurunan defisit
transaksi berjalan serta surplus transaksi modal dan finansial.
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Defisit transaksi berjalan pada tahun 2020 sebesar US$4,3 miliar atau 0,4 persen dari PDB,
menurun signifikan dibandingkan defisit pada tahun 2019 sebesar US$30,3 miliar atau 2,7
persen dari PDB. Penurunan defisit tersebut didorong oleh kinerja ekspor yang terbatas
akibat melemahnya permintaan dari negara mitra dagang yang terdampak COVID-19,
sementara impor juga tertahan lebih dalam akibat belum kuatnya permintaan domestik.

Meskipun demikian, transaksi modal dan finansial pada tahun 2020 tetap surplus sebesar
US$7,6 miliar, sejalan dengan optimisme investor terhadap pemulihan ekonomi domestik
yang terjaga dan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global, terutama pada
semester 11-2020. Upaya pemerintah melalui kebijakan PEN dan PSBB serta upaya untuk
tetap menjaga arus perdagangan barang dan logistik menjadi kunci ketahanan eksternal

tahun 2020.
Tabel 2.5
Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2020-2021 (US$ Miliar)
Uraian 2020 Outlook 20212
Neraca Pembayaran Secara Keseluruhan 2,6 11,8
Neraca Transaksi Berjalan 4.3 (3,9
(% PDB) -0,4 {0,3)
Neraca Perdagangan Barang 28,2 38,1
Neraca Perdagangan Jasa -9,6 (14,2)
Neraca Pendapatan Primer -28,9 (33,9)
Neraca Pendapatan Sekunder 59 6,0
Neraca Modal dan Finansial 7.6 17,0
Investasi Langsung 13,6 20,0
Investasi Portofolio 3,4 10,0
Investasi Lainnya -9,4 (13,0
Posisi Cadangan Devisa 135,9 147,7
- dalam bulan impor 10,2 8,3

Sumber: 1) Bank Indonesia, 2021; 2) Perkiraan Kementerian PPN/Bappenas, November 2021

Neraca Pembayaran Indonesia tahun 2021 diperkirakan masih akan terus terjaga. Kinerja
tersebut ditopang oleh keberlanjutan surplus pada neraca barang, seiring dengan ekspor
yvang lebih tinggi mencapai sekitar US$225,4 miliar akibat peningkatan harga komoditas
ekspor utama Indonesia dan peningkatan impor yang terkelola sebesar US$187,3 miliar.
Selanjutnya, neraca transaksi modal dan finansial akan mengalami peningkatan, diderong
aliran dana asing ke dalam perekonomian domestik, terutama didukung oleh membaiknya
kinerja investasi langsung dan portofolio yang sejalan dengan pulihnya kondisi iklim dunia
usaha dan pasar keuangan. Implementasi UU Normor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
dan berdirinya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) akan menjadi akselerator meningkatnya
investasi di Indonesia. Dengan perkembangan tersebut, surplus neraca transaksi modal dan
finansial diperkirakan meningkat hingga US$17,0 miliar pada tahun 2021, dengan ditopang
oleh investasi langsung dan portofolio berturut-turut sebesar US$20,0 miliar dan US$10,0
miliar,
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Seiring dengan mulainya pemulihan ekonomi secara bertahap, defisit neraca transaksi
berjalan diperkirakan masih akan terjadi namun relatif rendah mencapai 0,3 persen dari
PDB pada tahun 2021. Hal tersebut didorong oleh surplus neraca perdagangan barang yang
berada pada kisaran US$38,1 miliar. Selanjutnya, defisit neraca perdagangan jasa akan
meningkat pada kisaran US$14,2 miliar. Sementara itu, defisit neraca pendapatan primer
diperkirakan mencapai US$33,9 miliar. Pada akhir tahun 2021 NPI diperkirakan akan
mengalami surplus sebesar US$11,8 miliar. Adapun cadangan devisa akan meningkat
mencapai US$147,7 miliar.

Keuangan Negara

Pandemi COVID-19 memberikan tekanan terhadap pendapatan negara dan hibah
pada tahun 2020. Tekanan tersebut menyebabkan pendapatan negara dan hibah pada
tahun 2020 hanya mencapai Rp1.647,8 triliun, lebih rendah 16,0 persen dari realisasi tahun
2019 yang sebesar Rp1.960,6 triliun, atau mencapai 96,9 persen dari target APBN (Perpres
Nomor 72 Tahun 2020). Dari sisi komponennya, penerimaan perpajakan mencapai
Rp1.285,1 triliun (8,3 persen PDB), turun sebesar 16,9 persen dibandingkan realisasi tahun
2019 sebesar Rp1.546,1 triliun.

Dari sisi belanja negara, pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan belanja negara
dalam rangka Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, telah dianggarkan
Rp695,2 triliun untuk penanganan pandemi COVID-19, menjaga daya beli masyarakat serta
upaya untuk memelihara keberlanjutan usaha terutama pada sektor-sektor terdampak.
Realisasi dari anggaran tersebut adalah sebesar Rp575,9 triliun.

Seiring dengan akselerasi PC-PEN tersebut di atas, realisasi belanja negara tahun 2020
mencapai Rp2.5935,5 triliun (16,8 persen PDB) atau 94,8 persen dari pagu APBN, lebih tinggi
12,4 persen dari realisasi belanja negara tahun 2019. Berdasarkan komponennya, realisasi
belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.833,0 triliun atau 11,9 persen PDB, dan realisasi
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp762,5 triliun atau 4,9 persen PDB.

Selanjutnya, berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, realisasi defisit
APBN tahun 2020 adalah sebesar Rp947,7 triliun, atau 6,1 persen PDB. Sementara itu,
realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp1.193,3 triliun. Realisasi pembiayaan anggaran
tersebut utamanya berasal dari pembiayaan utang sebesar Rpl1.229,6 triliun, pembiayaan
investasi sebesar negatif Rpl104,7 triliun dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar
Rp70,6 triliun. Dengan realisasi pembiayaan anggaran tersebut, terdapat kelebihan
pembiayaan pada tahun 2020 sebesar Rp245,6 triliun. Pada tahun 2020 dilaksanakan
mekanisme burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Skema tersebut
berdampak positif mengurangi beban bunga utang di kemudian hari akibat kebutuhan
pembiayaan besar dalam rangka mengatasi pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi.
Pembiayaan terkait burden sharing dengan Bank Indonesia terealisasi 100 persen,
meliputi pembiayaan Public Goods sebesar Rp397,56 triliun dan Non Public Goods sebesar
Rp177,03 triliun.

Pada tahun 2021, fokus APBN diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi
dan penguatan reformasi. Pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai
Rp1.743,6 triliun. Penerimaan perpajakan pada tahun 2021 ditargetkan sebesar
Rpl.444,5 triliun atau 8,2 persen PDB. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan
mencapai Rp298,2 triliun atau 1,7 persen PDB. Belanja negara diperkirakan mencapai
Rp2.750,0 triliun atau 15,6 persen PDB, dengan belanja pemerintah pusat diperkirakan
sebesar Rp1.954,5 triliun atau 11,1 persen PDB dan belanja TKDD diperkirakan mencapai
Rp795,5 triliun atau 4,5 persen PDB. Program PC-PEN tetap dilakukan dan dialokasikan
sebesar Rp744,75 triliun, yang terbagi dalam lima klaster utama, yaitu (1) pendanaan
perlindungan sosial sebesar Rpl86,64 triliun; (2) pendanaan kesehatan sebesar
Rp214,95 triliun; (3) pendanaan dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp162,40 triliun;
(4) pendanaan program prioritas sebesar Rp117,94 triliun; dan (5) pendanaan insentif usaha
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sebesar Rp62,83 triliun. Dengan pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran
pada tahun 2021 diperkirakan mencapai 5,7 persen PDB atau sebesar Rpl.006,4 triliun.
Pembiayaan anggaran masih didominasi oleh pembiayaan utang sebesar Rp1.177,4 triliun,
pembiayaan investasi sebesar negatif Rp184,5 triliun dan SAL sekitar Rp15,8 triliun.

Tabel 2.6
Gambaran APBN (Persen PDB)

Uraian Realigagi 2021

2020 APBN
Pendapatan Negara dan Hibah 10,7 9.9
Penerimaan Perpajakan 8.3 8,2
PNBP 2,2 1,7
Belanja Negara 16,8 15,6
Belanja Pemerintah Pusat 11,9 11,1
TKDD 4,9 4,5
Keseimbangan Primer -4,1 -3.6
Surplus / (Defisit) -6,1 -5,7
Rasio Utang 39,4 41,1

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP] Tahun 2020 (Audited) dan UU No.9 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, diolah

Moneter

Di tengah tekanan besar akibat pandemi COVID-19, stabilitas moneter terjaga dengan baik.
Hal tersebut tecermin dari realisasi inflasi sepanjang tahun 2020 yang tercatat rendah serta
nilai tukar yang menguat pada akhir tahun 2020, setelah sempat mengalami depresiasi
cukup dalam dan bergerak fluktuatif pada Maret 2020. Tingkat inflasi yang rendah pada
tahun 2020 dipengaruhi oleh lemahnya permintaan akibat pandemi COVID-19, dengan
ketersediaan pasokan yang memadai. Di sisi lain, penguatan nilai tukar rupiah dipengaruhi
oleh meredanya ketidakpastian pasar keuangan global, rencana implementasi program
vaksinasi COVID-19, tingginya likuiditas global, serta pasar keuangan domestik yang masih
kompetitif untuk menarik arus modal masuk (capital inflow) di tengah rendahnya suku
bunga dan yield obligasi negara maju.

Inflasi umum tahun 2020 terjaga rendah dan berada di bawah rentang target inflasi yang
ditetapkan oleh pemerintah bersama BI, yaitu sebesar 3,0 1 persen (yoy). Pada akhir tahun
2020, realisasi inflasi tahunan tercatat 1,68 persen (yoy), menurun dibandingkan inflasi
pada akhir tahun 2019 sebesar 2,72 persen (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi cleh
rendahnya tiga komponen inflasi, yaitu inflasi inti, inflasi harga bergejolak, dan inflasi harga
diatur pemerintah. Penurunan inflasi inti sepanjang tahun 2020 menjadi sinyal terjadinya
pelemahan daya beli masyarakat akibat tekanan pandemi COVID-19. Di sisi lain, rendahnya
inflasi bergejolak disebabkan oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan baik
domestik maupun global akibat turunnya permintaan, di tengah pasokan yang memadai,
serta terjaganya kelancaran distribusi. Sementara itu, perkembangan inflasi harga diatur
pemerintah dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan tarif listrik dalam rangka perlindungan
sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, kebijakan tarif cukai, dan
kebijakan tarif angkutan udara pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional dan tahun baru.
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Pada akhir triwulan 1-2021 inflasi tetap rendah mencapai 1,37 persen (yoy), lebih rendah
dari batas bawah sasaran inflasi 2021 yaitu 2,0-4,0 persen (yoy). Memasuki triwulan II,
inflasi masih rendah walaupun sempat mengalami peningkatan pada periode Ramadan dan
Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri. Namun inflasi kembali mengalami
penurunan mencapai 1,33 persen (yoy) pada Juni 2021, dipengaruhi penurunan inflasi inti,
inflasi harga bergejolak, dan inflasi harga diatur pemerintah, sejalan dengan normalisasi
permintaan dan penurunan tarif angkutan pasca HBKN Idulfitri. Pada akhir triwulan III
inflasi mengalami peningkatan mencapai 1,60 persen (yoy) pada September 2021, dan
kembali meningkat mencapai 1,66 persen (yoy) pada Oktober 2021. Pencapaian ini
memberikan sinyal mulai terjadinya peningkatan konsumsi masyarakat sejalan dengan
keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan COVID-19 dan implementasi vaksinasi.
Inflasi tahun 2021 dihadapkan pada risiko kenaikan (downside-risk), di antaranya (1)
kenaikan harga komoditas global sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan
keberhasilan implementasi vaksinasi; (2) berlanjutnya stimulus fiskal dan moneter global
yang akan menambah likuiditas perekonomian; serta (3) faktor cuaca dan permasalahan
struktural inflasi (pola tanam, logistik, pengelolaan pascapanen, dan lain-lain). Di sisi lain,
prospek pemulihan ekonomi AS yang lebih cepat dari perkiraan dan adanya rencana
normalisasi suku bunga kebijakan moneter di beberapa negara berpotensi menahan laju
inflasi sejalan dengan semakin terbatasnya ruang penurunan suku bunga acuan Bl 7 Days
Repo Rate. Pada tahun 2021 inflasi diperkirakan rendah dan terkendali pada kisaran 1,8
persen (yoy), berada di bawah batas bawah rentang sasaran inflasi yang ditetapkan, yaitu
sebesar 2,04,0 persen (yoy).

Gambar 2.12 Gambar 2.13
Perkembangan Inflasi Bulanan Perkembangan Inflasi Berdasarkan
(Persen) Komponen (Persen, yoy)
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Sumber: BPS, 2021

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (US$) menguat pada akhir tahun 2020, secara rata-
rata mencapai Rpl14.570/US$ setelah sempat terkoreksi tajam mencapai kisaran
Rp16.000/US$, pada saat awal merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia. Tekanan
tersebut disebabkan oleh meningkatnya aliran modal keluar sejalan dengan tingginya
ketidakpastian di pasar keuangan global akibat COVID-19. Dari sisi domestik, penguatan
nilai tukar rupiah pada akhir tahun 2020 ditopang oleh berbagai bauran kebijakan yang
ditempuh pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas pasar valuta asing
(valas) sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar, serta didukung implementasi
program PEN. Dari sisi eksternal, penguatan Rupiah dikontribusikan oleh meredanya
ketidakpastian pasar keuangan global, sejalan dengan naiknya sentimen positif terhadap
karena ketersediaan vaksin dan tingginya likuiditas global.
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Pada awal hingga pertengahan triwulan 1-2021, nilai tukar rupiah menguat didukung oleh
peningkatan aliran modal asing ke pasar keuangan domestik. Pada 1 Januari 2021 Rupiah
mencapai Rp14.050/US$. Penguatan di sisi domestik didorong oleh tingginya daya tarik aset
keuangan dalam negeri dan sentimen positif investor terhadap prospek ekonomi Indonesia
yang mendorong aliran modal asing masuk. Dari sisi eksternal penguatan ini dipengaruhi
oleh meredanya ketidakpastian pasar keuangan dan tingginya likuiditas global. Namun
demikian, disetujuinya tambahan stimulus AS (American Rescue Plan) sebesar US$1,9 triliun
dan perbaikan prospek pertumbuhan ekonomi AS yang lebih cepat dari perkiraan semula,
telah mendorong pelemahan nilai tukar rupiah pada akhir triwulan I sebesar 3,38 persen
(ytd), mencapai Rp14.525/US$ pada 31 Maret 2021.

Pada triwulan II-2021 nilai tukar rupiah mengalami pelemahan, dipengaruhi oleh ekspektasi
investor terhadap peningkatan suku bunga The Fed yang memicu capital outflow sehingga
menekan nilai tukar di sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia. Dari sisi
domestik, rencana pemerintah menerapkan kebijakan PPKM Darurat untuk meredam
lonjakan kasus COVID-19 turut menekan nilai tukar rupiah. Pada 30 Juni 2021, nilai tukar
rupiah mencapai level Rp14.500/US$, melemah sebesar 3,20 persen (ytd).

Namun demikian, pada akhir triwulan III tren nilai tukar mengalami perbaikan dengan
pelemahan yang lebih rendah dibanding triwulan I dan II, yaitu sebesar 1,87 persen (ytd).
Perbaikan tersebut berlanjut hingga 31 Oktober 2021 mencapai Rp14.168/US$, melemah
sebesar persen 0,84 (ytd). Dari sisi domestik, kondisi tersebut utamanya dipengaruhi
peningkatan aliran modal sejalan dengan persepsi positif investor terhadap fundamental
perekonomian Indonesia, tingginya imbal hasil aset keuangan domestik, kecukupan pasokan
valuta asing domestik, berlanjutnya stimulus fiskal dan moneter, serta pelonggaran
kebijakan PPKM. Dari sisi eksternal, perbaikan prospek perekonomian global turut
mendukung penguatan nilai tukar rupiah di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar
keuangan global akibat rencana tapering-off The Fed dan kenaikan kasus varian Delta
COVID-19. Pada akhir tahun 2021, nilai tukar rupiah diperkirakan stabil pada kisaran
Rp14.350/USS.

Gambar 2.14
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US$ (Rp/US$)
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Sumber: Bloomberg, 2021

Respons kebijakan moneter untuk mendorong pemulihan ekonomi ditempuh BI dengan cara
mempertahankan suku bunga acuan Bl, 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar
3,50 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 18-19 Oktober 2021. Kebijakan
mempertahankan suku bunga acuan tersebut sejalan dengan perlunya antisipasi menjaga
stabilitas nilai tukar rupiah di tengah peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global.
Selanjutnya, penurunan BI7DRR diharapkan diikuti oleh penurunan suku bunga kredit
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perbankan dan peningkatan penyaluran kredit, sehingga dapat menggerakkan aktivitas
perekonomian di sektor riil. Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2021 tetap diarahkan
dalam kerangka 4K (ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga,
dan komunikasi efektif) dan didukung oleh perkuatan koordinasi dalam forum Tim
Pengendalian Inflasi Nasional (Pusat/Daerah).

Sejalan dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, pemerintah bersama BI terus
berupaya menjaga ketahanan dan kecukupan likuiditas serta daya saing pasar keuangan
domestik. Setelah melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar perdana
sebesar Rp473,42 triliun untuk pendanaan APBN Tahun 2020, BI akan melanjutkan
pembelian SBN dari pasar perdana hingga Desember 2021 untuk mendukung pembiayaan
APBN Tahun 2021. Hal ini sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan
Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020, yang telah diperpanjang kembali pada
tanggal 11 Desember 2020. Hingga 15 Oktober 2021, Bank Indonesia telah melakukan
pembelian SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2021 sebesar Rp142,54 triliun.

Burden sharing pemerintah dan BI dalam penanganan COVID-19 dilanjutkan melalui Surat
Keputusan Bersama (SKB) III yang berlaku mulai tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan
31 Desember 2022. Melalui SKB ini, Bl akan membeli SBN melalui private placement sebesar
Rp215,0 triliun (2021) dan Rp224,0 triliun (2022) untuk penanganan kesehatan dan
kemanusiaan, antara lain: (i) program vaksinasi; (ii) program penanganan kesehatan terkait
pandemi COVID-19; dan (iii) program perlindungan masyarakat/usaha kecil terdampak.

Sektor Keuangan

Sepanjang tahun 2020, sektor keuangan Indonesia juga mengalami tekanan akibat pandemi
COVID-19. Penyebaran COVID-19 dan laju peningkatan kasus positif yang terus meningkat
di Indonesia memicu adanya ketidakpastian yang memengaruhi stabilitas sistem keuangan,
sehingga mendorong adanya aksi sell-off para investor asing, volatilitas harga, dan
peningkatan risiko pada sektor keuangan domestik. Namun demikian, penemuan vaksin dan
rencana program vaksinasi nasional sejak pertengahan tahun 2020 telah menimbulkan
optimisme positif, sehingga kondisi sektor keuangan perlahan membaik pada semester II-
2020.

Jika dibandingkan dengan kondisi saat kasus pertama COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia,
telah terjadi perbaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara signifikan pada akhir
tahun 2020. IHSG kemudian mengalami tekanan pada awal hingga pertengahan tahun 2021
akibat adanya sentimen negatif baik dari dalam, maupun luar negeri. Akan tetapi, pada
kuartal III tahun 2021, IHSG kembali mengalami penguatan yang cukup stabil seiring
dengan penurunan signifikan kasus COVID-19, percepatan vaksinasi, dan berlanjutnya
pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, penguatan tersebut juga didorong oleh kenaikan
bursa saham global dan harga komoditas yang disebabkan oleh adanya rebound ekonomi
global di tengah situasi pandemi COVID-19.

Sementara itu, setelah sebelumnya meningkat signifikan pada akhir bulan
Maret 2020, yield obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun telah mengalami perbaikan
dan nilainya relatif terus menurun pada awal hingga kuartal III tahun 2021. Kondisi tersebut
mencerminkan terjadinya penurunan premi risiko pada pasar. Selanjutnya, tekanan pada
pasar modal juga tecermin dari peningkatan aksi sell-off para investor asing. Porsi
kepemilikan asing masih terus mengalami penurunan yang cukup signifikan jika
dibandingkan dengan persentase pada awal Maret 2020 hingga berada di kisaran 21 persen
pada kuartal III tahun 2021. Sementara itu, Indonesia Composite Bond Index (ICBI) terus
mengalami tren peningkatan hingga kuartal III tahun 2021.
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Gambar 2.15 Gambar 2.16
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Sumber: Otoritas Jasa Kenangan, Bursa Efek Indonesia, dan IBPA, Juli 2021

Industri perbankan juga masih mengalami tekanan akibat pelemahan ekonomi dampak
COVID-19, yang tecermin dari penyaluran kredit perbankan konvensional yang terkontraksi
dan meningkatnya risiko Kkredit bermasalah pada perbankan konvensional. Sejak
kemunculan kasus positif COVID-19 di Indonesia, penyaluran kredit terus mengalami
penurunan. Walaupun sedikit mengalami perbaikan pada awal tahun dan cenderung stabil
hingga pertengahan 2021, namun nilainya masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan
tahun sebelumnya. Dari sisi permintaan, pelemahan ekonomi mendorong berkurangnya
permintaan kredit baru. Sementara dari sisi penawaran, perbankan cenderung lebih berhati-
hati dalam menyalurkan kredit seiring dengan semakin tingginya risiko kredit bermasalah.
Risiko kredit bermasalah tercatat terus mengalami peningkatan hingga pertengahan tahun
2021. Namun di sisi lain, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat terus meningkat
bahkan mencapai level double digit sejak pertengahan tahun 2020 dan hingga pertengahan
tahun 2021. Pertumbuhan DPK tersebut sejalan dengan konsumsi rumah tangga yang
tertahan dan perilaku berjaga-jaga (precautionary) masyarakat dalam menghadapi pandemi.
Dalam perspektif ke depan, industri perbankan akan dihadapkan oleh berbagai tantangan,
salah satunya vaitu risiko kredit pasca berakhirnya masa relaksasi atau restrukturisasi
kredit perbankan.

Gambar 2.17 Gambar 2.18
Pertumbuhan Kredit dan DPK Rasio Kredit Bermasalah
15,00 35
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Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021
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Kondisi sektor jasa keuangan syariah secara umum cukup terkendali, tecermin dari
stabilnya perkembangan perbankan syariah, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah
dan pasar modal syariah. Untuk perbankan syariah, angka pertumbuhan penghimpunan
DPK mencapai double digit, penyaluran pembiayaan tumbuh positif dengan rasio
pembiayaan bermasalah relatif rendah dan stabil sejak awal tahun hingga pertengahan
triwulan III-2021, Perkembangan positif perbankan syariah ini didorong pula oleh
terlaksananya merger dari tiga bank Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Untuk
industri keuangan nonbank syariah (IKNB Syariah) dan pasar modal syariah, peningkatan
nilai total aset masih terus terjaga meskipun fluktuatif pada beberapa bulan tertentu, namun
secara umum nilai asetnya menunjukkan tren positif sejak awal tahun hingga triwulan III-
2021.

Tekanan besar terhadap perekonomian termasuk sektor keuangan secara keseluruhan
mendorong pemerintah mengeluarkan beberapa stimulus kebijakan pada sektor jasa
keuangan. Stimulus kebijakan tersebut antara lain berupa 1) penurunan suku bunga acuan,
2) pemberian restrukturisasi kredit dan pembiayaan, 3) penetapan kualitas aset, 4) relaksasi
kredit usaha rakyat, 5) pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM), 6) pelonggaran kebijakan
Kredit Kendaraan Bermotor (KKB}, dan berbagai stimulus pada pasar modal dan Industri
Keuangan Non Bank (IKNB}. Stimulus kebijakan tersebut terus diperkuat untuk mendukung
pemulihan sektor keuangan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan, dengan
perpanjangan beberapa stimulus dilakukan hingga tahun 2022,

Pertumbuhan yang Berkunalitas dan Berkesinambungan
Target Pembangunan

Prospek pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2021 diperkirakan
memberikan dampak positif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Tingkat pengangguran
terbuka dan tingkat kemiskinan diperkirakan menurun, tingkat kesenjangan mengecil, dan
Indeks Pembangunan Manusia {IPMj meningkat.

Tabel 2.7
Target dan Indikator Pembangunan Tahun 2021 (Persen)

Uraian 20201 Outlook 20212

Target Pembangunan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 7,07 6,493
Tingkat Kemiskinan (%) 10,19 9,5-10,1
Rasio Gini (nilai) 0,385 0,377-0,382
IPM (nilai) 71,94 72,60-72,65
Penurunan Emisi GRK 25,93 23,55
Indikator Pembangunan

Nilai Tukar Petani (NTP) 101,65 102-104
Nilai Tukar Nelayan (NTN) 100,22 102-104

Sumber; 1) Target dan indikator pembangunan tahun 2020 merupakan perhitungan BPS, sementara khusus
penurunan Emisi GRK merupakan perhitungan Kementerian PPN/Bappenas; 2} Perkiraan Kementerian
PPN/Bappenas, Agustus 2021; 3) Angka realisasi periode Agustus 2021, Sakernas BPS
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Tingkat Pengangguran Terbuka

Tekanan pandemi COVID-19 pada perekonomian Indonesia tahun 2020 menyebabkan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat menjadi 7,07 persen atau 9,77 juta orang
(Agustus, 2020). Jumlah penganggur ini bertambah 2,67 juta jika dibandingkan dengan
periode yang sama tahun 2019. Selain menambah pengangguran, pandemi COVID-19
berdampak besar pada pengurangan jam kerja dan penurunan upah pekerja. Beberapa
upaya telah dilakukan untuk menekan dampak pandemi COVID-19 terhadap tenaga kerja.
Untuk menekan bertambahnya pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK]),
pemerintah memberikan berbagai stimulus bagi dunia usaha, termasuk Usaha Ultra Mikro
(UMi) dan UMKM, seperti penundaan pokok dan bunga, subsidi bunga kredit, insentif
perpajakan, penjaminan kredit modal kerja, dan penyediaan dana talangan. Sementara itu,
pada tahun 2020 upaya untuk mempertahankan daya beli yang dilakukan antara lain
melalui implementasi Kartu Prakerja dengan desain “semi-bantuan sosial” bagi 5,5 juta
orang terkena PHK, pemberian bantuan subsidi upah bagi sekitar 24,5 juta pekerja
berpenghasilan Rp5 juta ke bawah, dan penyaluran berbagai bantuan sosial lainnya ke
masyarakat termasuk ke pekerja informal.

Pada tahun 2021, seiring dengan proses pemulihan perekonomian yang terus menunjukkan
perkembangan positif, TPT dapat menurun menjadi 6,49 persen. Untuk menopang daya beli
penganggur akibat PHK yang belum mendapat kesempatan, program Kartu Prakerja akan
dilanjutkan dengan desain “semi-bantuan sosial” pada semester 1-2021 dan pada semester
II-2021 desain program akan dikembalikan pada desain asal sebagai sarana peningkatan
keahlian dan produktivitas tenaga kerja.

Tingkat Kemiskinan

Pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap aspek sosial dan ekonomi. Salah satu
dampaknya adalah penurunan pengeluaran dan peningkatan pengangguran yang
menyebabkan kenaikan angka kemiskinan sebesar 0,36 persen poin, dari 9,78 persen
menjadi 10,14 persen (Maret, 2021). Wilayah yang paling terdampak akibat pandemi COVID-
19 adalah perkotaan, ditunjukkan dengan peningkatan angka kemiskinan yang lebih besar
dibandingkan wilayah perdesaan.

Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah penduduk miskin,
antara lain melalui perluasan cakupan maupun peningkatan Indeks Bantuan Sosial. Selain
itu, pemerintah telah mengeluarkan bantuan khusus melalui skema baru untuk mengurangi
beban pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan, yaitu melalui skema nontunai. Namun,
saat ini tingkat akurasi data penyaluran bantuan sosial yang dapat menjamin ketepatan
sasaran penduduk miskin dan rentan, relatif masih rendah. Belajar dari pelaksanaan
kebijakan penanganan pandemi COVID-19, pemerintah berupaya melakukan reformasi di
bidang sistem perlindungan sosial yang dilakukan secara bertahap dan multitahun, dimulai
dari tahun 2021. Reformasi tersebut terdiri dari enam komponen, yaitu (1) transformasi data
menuju registrasi sosial-ekonomi dengan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) dan pengembangan sistem pendataan terintegrasi dengan cakupan 60 persen
penduduk; (2) pengembangan skema perlindungan sosial adaptif dari bencana alam maupun
nonalam; (3) digitalisasi penyaluran dengan pemanfaatan platform digital dan pembayaran;
(4) reformasi skema pembiayaan yang inovatif, ekspansif, dan berkesinambungan;
(5) pengembangan mekanisme distribusi secara digital; dan (6) integrasi program pada
bantuan sosial, jaminan sosial, serta rehabilitasi sosial untuk peningkatan efektivitas
dampak. Dengan menimbang kondisi ekonomi terkini serta berbagai agenda pembangunan
reformasi perlindungan sosial ekonomi, diharapkan tingkat kemiskinan masih dapat ditekan
pada kisaran 9,5-10,1 persen pada tahun 2021.
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Rasio Gini

Rasio gini, seperti yang sudah diperkirakan, mengalami kenaikan akibat dari pandemi
COVID-19. Pada September 2019 angka rasio gini sempat mencapai 0,380 namun pada akhir
tahun 2020 angka rasio gini kembali naik ke angka 0,385. Peningkatan angka rasio gini
terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Rasio gini perkotaan pada September 2020
adalah sebesar 0,399 atau mengalami kenaikan sebesar 0,008 poin dibanding rasio gini
September 2019 yang sebesar 0,391. Sedangkan rasio gini pedesaan pada September 2020
tercatat sebesar 0,319, naik 0,004 poin dibandingkan September 2019. Diperkirakan pada
tahun 2021, rasio gini akan mengalami penurunan pada kisaran angka 0,377-0,382, seiring
dengan membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia.

Indeks Pembangunan Manusia

Pada kuartal pertama tahun 2021, pandemi COVID-19 mulai menunjukkan kecenderungan
menurun, walaupun masih belum signifikan. Kasus baru COVID-19 masih terjadi dan
memberikan tekanan yang berat bagi perekonomian. Aktivitas ekonomi yang menurun
berimbas pada IPM, terutama komponen pengeluaran per kapita. Pembatasan aktivitas
penduduk menyebabkan banyaknya pemutusan hubungan kerja, terhentinya aktivitas
ekonomi pekerja informal, serta menurunnya konsumsi rumah tangga sebagai akibat
turunnya pendapatan dan daya beli.

Pelayanan kesehatan esensial, seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat
dan pengendalian penyakit juga terhambat selama pandemi. Kondisi ini dipengaruhi oleh
fokus utama sistem kesehatan untuk mencegah penularan dan menekan kematian akibat
COVID-19. Di sisi lain, masyarakat juga membatasi kunjungan ke fasilitas pelayanan
kesehatan sebagai upaya untuk mengurangi potensi terpapar virus. Inovasi penggunaan
pelayanan kesehatan digital masih belum mampu mendongkrak capaian pelayanan
kesehatan. Apabila kondisi ini berlanjut, akan berdampak pada indikator kesehatan lainnya,
seperti peningkatan angka kematian ibu dan bayi, serta kematian akibat penyakit lainnya.

Pandemi COVID-19 juga berdampak pada penyelenggaraan pendidikan. Perubahan proses
belajar mengajar, yang semula dilakukan secara tatap muka menjadi Pembelajaran Jarak
Jauh (PJJ), baik luring maupun daring, belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Selain
itu, ketidaksiapan keluarga untuk pendampingan anak dalam PJJ dan kapasitas keluarga
yang beragam, termasuk kemampuan finansial, memberikan pengaruh pada menurunnya
hasil belajar dan munculnya potensi putus sekolah.

Tekanan yang cukup besar bagi perekonomian dan pembangunan SDM ini dapat
diminimalisir jika sistem kesehatan mampu mengendalikan pandemi. Vaksinasi COVID-19
bagi seluruh penduduk dan penerapan protokol kesehatan yang ketat diharapkan dapat
menghentikan penularan serta mencegah jumlah kematian yang lebih besar. Oleh
karenanya, membangun sistem kesehatan yang kuat dan dukungan pembiayaan kesehatan
pemerintah (government health expenditure) yang memadai, akan meningkatkan daya saing
SDM sekaligus bentuk perlindungan terhadap tekanan ekonomi akibat pandemi.

Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon

Pada tahun 2021, aktivitas perekonomian diperkirakan mulai kembali berjalan normal
seiring dengan dilakukannya vaksinasi kepada masyarakat, dengan perkiraan perbaikan
pertumbuhan ekonomi. Adapun program dan kegiatan pemerintah pada tahun 2021 masih
difokuskan untuk menstimulasi dan mempercepat pemulihan ekonomi. Sementara itu, aksi
pembangunan rendah karbon dapat dikatakan belum berjalan secara optimal.
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Proses pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial di tahun 2021 diperkirakan akan berdampak
pada meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di tahun tersebut, di mana penurunan
emisi diproyeksikan mengalami pelemahan dari 25,93 persen di tahun 2020 menjadi
23,55 persen di tahun 2021. Beberapa penyebabnya adalah sebagai berikut: Pertama,
pemulihan aktivitas ekonomi di tahun 2021 tidak diiringi oleh peningkatan aksi
pembangunan rendah karbon yang dapat menekan laju emisi GRK. Kedua, dampak dari
tidak optimalnya aksi pembangunan rendah karbon di tahun 2020 juga berlanjut hingga
2021, karena ada beberapa aksi pembangunan rendah karbon yang baru dapat dirasakan
dampaknya setelah beberapa tahun kemudian, seperti aksi restorasi gambut dan reforestasi.

Gambar 2.19
Proyeksi Penurunan Emisi GRK

2020 2021 2022 2023 2024

-23,55
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-25,93
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Sumber: Hasil Analisis dan Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas, Agustus 2021

Kondisi di atas menunjukkan pentingnya peningkatan program dan anggaran pemerintah
yang diarahkan untuk mendukung aksi pembangunan rendah karbon. Bentuk aksi dapat
berupa reforestasi, pencegahan deforestasi, peningkatan kapasitas Energi Baru Terbarukan
(EBT), dan efisiensi energi agar proses pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial pascapandemi
COVID-19 dapat sejalan dengan upaya menurunkan emisi GRK.

Nilai Tukar Petani (NTP)

Secara nasional, NTP Januari hingga Desember 2020 adalah sebesar 101,65. Sepanjang
tahun 2020 NTP menurun sejak Februari hingga Agustus akibat pandemi CGVID-19. Hal ini
diperkirakan karena diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
yang menghambat distribusi sarana produksi dan distribusi hasil panen. Namun, mulai
September hingga Desember, NTP terus meningkat hingga mencapai 101,65 pada akhir
tahun 2020. Peningkatan NTP tersebut, salah satunya disebabkan karena musim panen raya
pada komeoditas padi. Sejak Januari hingga Oktober 2021, NTP cenderung stabil pada angka
103 yang ditopang karena peningkatan harga komoditas perkebunan global.
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Gambar 2.20
Perkembangan Nilai Tukar Petani
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Sumber: BPS, Oktober 2021 (diclah)
Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Pada triwulan [-2020, secara nasional NTN mengalami penurunan, yaitu dari 101,11 pada
bulan Januari menjadi 98,49 pada bulan April. Nilai Tukar Nelayan kemudian perlahan
mulai meningkat pada bulan Mei hingga Desember. Penurunan NTN pada awal tahun
mengindikasikan adanya penurunan pendapatan nelayan karena terbatasnya aktivitas
usaha nelayan akibat pandemi COVID-19, Pembatasan aktivitas masyarakat melalui
kebijakan PPKM berdampak pada turunnya permintaan produk perikanan di berbagai
daerah, vang juga menyebabkan turunnya harga di tingkat produsen. Nilai rata-rata NTN
pada tahun 2020 adalah sebesar 100,22 dengan rata-rata pertumbuhan 0,08 persen per
bulan.

Gambar 2.21
Perkembangan Nilai Tukar Nelayan
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Sumber: BPS, Oktober 2021
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Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan aktivitas usaha perikanan dalam rangka
meningkatkan NTN, di antaranya adalah (1) peningkatan produksi perikanan tangkap
melalui bantuan input produksi (kapal di bawah 10 GT dan alat tangkap); (2) pemberian
asuransi untuk nelayan; (3) penyerapan produksi ikan melalui gerakan gemar makan ikan;
(4) sistem rantai dingin; (5) kerja sama pemasaran digital; dan (6) kemudahan perizinan.
Pada tahun 2021, NTN menunjukkan peningkatan dari tahun 2020. Nilai Tukar Nelayan
diharapkan mampu mencapai target yang telah ditetapkan senilai 102-104 pada akhir tahun
2021.

Pembangunan Wilayah

Selama pandemi COVID-19, perekonomian Wilayah Jawa-Bali mengalami tekanan yang
terbesar dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Wilayah Jawa-
Bali pada tahun 2020 tercatat kontraksi sebesar 2,67 persen. Tekanan ini terjadi pada
berbagai sektor di antaranya sektor perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan
akibat terhambatnya mobilitas dan aktivitas perdagangan. Tekanan yang besar terhadap
perekonomian Jawa-Bali menyebabkan peningkatan pada tingkat kemiskinan hingga
9,6 persen. Perlambatan aktivitas ekonomi di Jawa-Bali juga berdampak pada penurunan
penciptaan kesempatan kerja dan besarnya jumlah pekerja yang dirumahkan atau
diberhentikan. Hal ini menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa-Bali
meningkat menjadi 8,0 persen.

Pada tahun 2021, Wilayah Jawa-Bali diperkirakan tumbuh sebesar 3,71 persen akibat
membaiknya ekspor, permintaan domestik, dan investasi. Pemulihan ekspor diperkirakan
sejalan dengan membaiknya aktivitas perdagangan dunia, sementara permintaan domestik
sejalan dengan peningkatan keyakinan konsumen, pemulihan aktivitas wisatawan
nusantara melalui program vaksinasi, dan berlanjutnya program bantuan sosial.
Peningkatan kinerja investasi, didorong oleh berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis
Nasional (PSN), di antaranya Kawasan Industri Wilmar, Kawasan Industri Terpadu Batang,
Pelabuhan Patimban, Tol Jogja-Bawen, dan Tol Serpong-Balaraja. Perbaikan kinerja
perekonomian juga diharapkan turut mendorong penurunan tingkat kemiskinan hingga
9,10 persen. Pada Agustus 2021, tingkat pengangguran terbuka di wilayah Jawa-Bali
mampu menurun hingga 7,39 persen.

Kontraksi juga terjadi di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, dan Kalimantan akibat
turunnya permintaan negara mitra dagang utama, penurunan harga komoditas (batu bara,
liquefied natural gas, nikel, minyak mentah), dan ketidakpastian global yang membuat aliran
investasi terhambat. Wilayah tersebut masing-masing terkontraksi sebesar 1,19 persen,
0,72 persen, dan 2,27 persen. Kondisi perekonomian yang memburuk menjadi salah satu
penyumbang kenaikan angka kemiskinan di tahun 2020 dengan masing-masing menjadi
10,2 persen, 17,8 persen, dan 6,2 persen. Tekanan ini menyebabkan TPT meningkat
di Wilayah Sumatera (6,1 persen), Nusa Tenggara (4,3 persen), dan Kalimantan (5,5 persen).

Pada 2021, pertumbuhan Wilayah Sumatera dan Kalimantan diperkirakan akan didorong
oleh peningkatan permintaan komoditas primer seiring dengan pemulihan ekonomi global
dan proyeksi harga yang positif untuk minyak kelapa sawit, karet olahan, dan batu bara.
Berlanjutnya proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol lintas Sumatera,
pengembangan kawasan industri, dan realisasi investasi swasta yang tertunda sebelumnya
diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera sebesar 3,36 persen.
Membaiknya kondisi perekonomian yang diiringi oleh perbaikan akurasi data dan perluasan
program-program perlindungan sosial diharapkan dapat mencapai target penurunan
kemiskinan hingga 9,80 persen di Sumatera. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi
Sumatera, Wilayah Kalimantan juga  diperkirakan akan tumbuh  sebesar
3,46 persen yang didorong oleh beroperasinya Pelabuhan Kijing, pengembangan kawasan
sentra produksi pangan (Food Estate), pembangunan Ibu Kota Negara baru, dan
berlanjutnya hilirisasi olahan tambang. Aktivitas ekonomi tersebut diharapkan berdampak
secara inklusif sehingga menyumbang pada penurunan kemiskinan di Wilayah Kalimantan
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menjadi 5,68 persen. Pada Agustus 2021, TPT Wilayah Sumatera menurun menjadi 5,63
persen dan Wilayah Kalimantan sebesar 5,55 persen.

Sementara perekonomian Wilayah Nusa Tenggara diperkirakan tumbuh sebesar 3,40 persen
yang didorong oleh program pemulihan ekonomi. Ekspor tembaga dari Nusa Tenggara Barat
(NTB) diperkirakan tetap solid seiring dengan tetap kuatnya permintaan dari Cina.
Pertumbuhan ekonomi tersebut juga sejalan dengan dilaksanakannya proyek investasi
pemerintah dan swasta yang sempat tertunda pada 2020, antara lain proyek jalan tol, hotel
di sejumlah destinasi wisata, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Bandara Komodo,
serta proyek hilirisasi pertambangan tembaga. Dampak dari berbagai kebijakan tersebut
diharapkan dapat menyumbang pada penurunan kemiskinan ke kondisi awal sebelum
pandemi yaitu di kisaran angka 17,21 persen. Seiring dengan pemulihan ekonomi di Wilayah
Nusa Tenggara, TPT di wilayah tersebut pun menurun hingga 3,40 persen pada periode
Agustus 2021.

Di sisi lain, perekonomian Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua pada tahun 2020 tumbuh
positif yang masing-masing tumbuh sebesar 0,23 persen; 1,78 persen; dan 1,34 persen.
Sulawesi tumbuh positif ditopang oleh pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah karena
terjaganya kinerja industri baja dan besi, serta peningkatan produksi smelter baru nickel pig
iron (NPI). Pertumbuhan ekonomi yang positif tidak mampu membendung kenaikan angka
kemiskinan akibat dampak pandemi menjadi 10,4 persen. Sementara perekonomian Maluku
tumbuh positif didukung oleh pertumbuhan di Maluku Utara seiring dengan beroperasinya
smelter pirometalurgi. Namun demikian, angka kemiskinan masih meningkat sebesar
0,2 persen menjadi 13,5 persen. Pertumbuhan ekonomi Papua didorong oleh tumbuh
positifnya sektor pertambangan dan penggalian, khususnya peningkatan produksi tembaga.
Selain itu, kasus COVID-19 di tahun 2020 belum banyak terjadi di Wilayah Papua sehingga
aktivitas ekonomi khususnya penduduk miskin dan rentan belum secara signifikan
terpengaruh, walaupun demikian masih ada peningkatan kemiskinan sebesar -0,2 menjadi
25,7 persen. Tekanan pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah
pengangguran di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Wilayah Sulawesi, Maluku, dan
Papua. Tingkat pengangguran terbuka meningkat masing-masing sebesar 5,5 persen;
6,6 persen; dan 4,8 persen.

Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh masing-
masing sebesar 5,41 persen; 7,66 persen; dan 8,05 persen. Pertumbuhan Sulawesi didorong
oleh prospek permintaan negara mitra dagang utama, khususnya Cina, yang diperkirakan
akan terus meningkat, baik untuk tembaga maupun besi baja. Progres hilirisasi di Morowali
juga masih berlanjut seiring dengan konstruksi usaha industri logam dasar, barang logam
bukan mesin dan peralatannya. Perbaikan konsumsi, peningkatan kinerja ekspor komoditas
utama, serta rencana pengembangan Lumbung Ikan Nasional diperkirakan mampu
mendorong pertumbuhan di Maluku. Sementara, pertumbuhan ekonomi Papua
diperkirakan akan didorong oleh perbaikan pada sektor tambang. Di samping kegiatan
ekonomi, Sulawesi, Maluku dan Papua merupakan wilayah-wilayah dengan tingkat
pemutakhiran data yang masih rendah. Dengan adanya perbaikan akurasi data penyaluran
bantuan pemerintah diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan masing-masing
menjadi 9,96 persen, 12,96 persen, dan 25,29 persen. Untuk mendukung proses pemulihan
ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia, upaya strategis ketenagakerjaan diarahkan pada
program peningkatan keahlian tenaga kerja melalui reformasi sistem pendidikan dan
pelatihan vokasi, penguatan sistem informasi pasar kerja, dan penguatan sistem
perlindungan sosial pekerja. Pada Agustus 2021, TPT di Wilayah Sulawesi, Maluku, dan
Papua menurun masing-masing sebesar 4,97 persen, 6,02 persen, dan 3,85 persen.
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Tahel 2.8
Pembangunan Wilavah Tahun 2020-2021
Wilayah 2020m Outiook 2021%
Sumaters
» Pertumbuhan Ekonomi 4] -1,19 3,36
- Tingkat Kemiskinan %) 10,22 9,80
- Tingkat Pengangguran [%) 4,1 5,639
Jawn-Bali
- Pertumbuhan Ekonomi (%o} -2.67 3,71
- Tingkat Kemiskinan (%) 9,56 9,10
- Tingkat Pengangguran (%) 8,0 7,300
Musa Tenggara
- Pertumbuhan Ekonomi (%} -0,72 3,40
- Tingkat Kemiskinan (%) 17,81 17,21
» Tingkat Pengangguran (4 4,3 3,406
Kalimantan
- Pertumbuhan Ekoenomi (%) -2,27 3,46
- Tingkat Kemiskinan (%} 6,15 5,68
- Tingkat Pengangeuran (%) 8,5 5,554
Sulawesai
- Pertumbuhan Ekonomi (%) 0,23 541
- Tingkat Kermuslanan (%) 10,41 4.06
«» Tingkar Pengangguran (*a) 5,5 4,974
Maluku
= Pertumbuhan Ekonomi (%9) 1,78 7.86
- Tingkat Kemiskinan (%) 13,45 12,96
- Tingkat Penpgangrican (%) 6.6 6,02
Papua
= Pertumbuhan Ekonomi [%%) 1,34 B OS5
- Tingkat Kemiskinan (%) 25,65 2529
- Tingkat Pengangguran &} 4.8 3,850

Sumnber: Badan Puaar Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas

Keterangan: a) Angka realizasi; bj Perkdraan Kementerian PPN/Bappenas, November 2021; dan
o) Angka realisas periode Apnstua 2021, Sakernas BPS
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2.2.2 Perkiraan Ekonomi Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan
ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan
ekonomi pascapandemi COVID-19 dan peningkatan daya saing perekonomian yang
terkoreksi akibat COVID-19. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pemulihan
ekonomi akan berlangsung sepenuhnya ketika COVID-19 berhasil dikendalikan. Bantuan
dari pemerintah perlu tetap diberikan kepada dunia usaha dan rumah tangga untuk
memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat, seiring dengan peningkatan
efektivitas pengendalian COVID-19, termasuk proses vaksinasi. Sementara itu, peningkatan
daya saing perekonomian dilakukan melalui reformasi struktural yang mencakup perbaikan
iklim investasi, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur, dan
peningkatan kualitas SDM. Melalui langkah akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi
struktural, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami
peningkatan.

2.2.2.1 Tantangan dan Risiko Perekonomian

Kondisi perekonomian global diperkirakan relatif baik pada tahun 2022. Meskipun
pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi
global tahun 2022 diperkirakan masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, yakni
4,4 persen. Hal ini sejalan dengan meningkatnya volume perdagangan global yang
diperkirakan tumbuh tinggi, sebesar 6,5 persen. Kondisi ini didukung oleh penanganan
pandemi COVID-19 yang terkendali dan besarnya stimulus yang diberikan oleh berbagai
pemerintah negara dunia. Namun, meningkatnya kasus COVID-19 seiring dengan
berkembangnya varian baru virus COVID-19 atau kendala pada proses vaksinasi berpotensi
menyebabkan terhambatnya pemulihan aktivitas ekonomi global.

Peningkatan harga komoditas internasional, yang dipicu oleh pulihnya permintaan dunia,
juga berkontribusi pada tingginya pertumbuhan ekonomi. Harga komoditas yang tinggi akan
mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dari sisi ekspor, tetapi
juga konsumsi dan investasi. Hingga awal tahun 2021, harga komoditas ekspor utama
Indonesia seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel berada pada tingkat yang tinggi.
Namun demikian, harga komoditas batu bara dan kelapa sawit berpotensi menghadapi
penurunan harga akibat pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 yang lebih mengarah
ke Green Recovery.

Keberhasilan pengendalian COVID-19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan
ekonomi dalam negeri. Pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas pengendalian untuk
menurunkan kasus penularan dan melakukan vaksinasi dengan target mencapai herd
immunity pada awal tahun 2022. Hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu dipercepat
dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin berlangsungnya pemulihan ekonomi.

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan pencapaian
sasaran ekonomi tahun 2022. Akibat pandemi COVID-19, sebagian dunia usaha telah
bangkrut dan menutup permanen usahanya. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan
dari sisi neraca keuangan. Konsumsi rumah tangga juga tertekan karena pendapatannya
menurun secara signifikan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan sumber
pendapatan. Kelas menengah juga masih menahan konsumsi, seiring dengan tingkat
keyakinan konsumen yang masih pada zona pesimis. Tanpa adanya upaya untuk
mengembalikan kondisi dunia usaha dan rumah tangga kembali ke tingkat sebelum krisis,
pemulihan ekonomi akan berjalan lambat.

Dari sisi moneter, prospek pemulihan ekonomi AS yang diperkirakan lebih cepat, serta
rencana normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara berpotensi meningkatkan risiko
tekanan terhadap nilai tukar rupiah pada tahun 2022, yang ditransmisikan melalui arus
modal keluar (capital outflow} dari emerging markets, termasuk salah satunya Indonesia.
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2.2.2.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2022
Samaran Ekonomi Makro

Upaya pemulihan eckonomi dan reformasi struktural diharapkan dapat mendorong
pertumbuban ekonomi mencapai 5,2-5,5 persen pada tahun 2022 (Tabel 2.9). Tingkat
pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan Gross National Incomre (GNI) per Kapita
[Atlas Method) menjadi US$4.360-4 470 pada tahun 2022, membawa kembali Indonesia ke
dalam kategori upper-middie income countries.

Tabel 2.9
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2022

2021 2022
Uraian 2020
Outicok RPJMN Sasaran
Perkirann Besaran-Begaran Pokok
Pertunibuhan PDE (%, oy -2,1 3.8 5.7-6,0 5.2-5.5
Laju inflasi, [ndelta Harpa 1,7 1,8 2.9 3.0
Konsumen {THK) (%, yoy): Alchir
Perniode
Neraca Pembayaran
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas
-0,6 339 7.2 05812
(%'r woud
Cadangan Devisa ([US$ miliar) 1359 147.7 138,8 | 1554-157.9
- dalam bulan impor 10,2 8.3 6.9 8.3-8.2
Defisit Neraca Transaksi Berjalan
-4 (0,3 2,1 {0,8(1,1)
{% PDB)
Eeuangan Negara
Penerimaan Perpajakan (% PDEB) B3 a8,z 19,3-11.2 g.44
Keseimbangan Primer (% FDB) -4,1 -3,6 ¢ 1-0.0 -2,58
Surplus/Defisit AFBN {% FDE) -f,1 -5,7 1,817 -4,85
Stok Utang Pemerintah (% PDB] 3u.4 41,1 2G,1-20,8 43,76
PHMTB/Investasi
Pertutnbuhan lnvestasi (PMTE) {35) -4.9 3.4 5,.3-6,9 5,4-6,3
Reglﬁsasi Investasi PMA dan PMDN 826 3 8S8.5 1.128,3 9684
(Triliun Rp) ' i
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Uraian 2020
Outlook RPJMN Sasaran

Target Pembangunan

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 7,07 6,49 4,4-4,9 5,5-6,3

Tingkat Kemiskinan (%) 10,19 9,5-10,1 7,5-8,0 8,5-9,0

Rasio Gini 0,385 | 0,377-0,382 0,374-0,378 0,376-0,378

:I“F?N‘ﬁ‘s Pembangunan Manusia 71,04 | 72,60-72,65 74,014 | 73,41-73,46
Penurunan Emisi GRK 25,93 23,55 26,70 26,87
Indikator Pembangunan

Nilai Tukar Petani (NTP) 101,654 102-104 102-104 103-105

Nilai Tukar Nelayan {(NTN) 100,224 102-104 105 104-106

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) Kesepakatan interdept 8 November 2021 dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 3,8 persen;
b} Exercise Internal Kementerian PPN/Bappenas, ¢) Data Tahunan Capaian 2020 BFPS, d) Capaian Rata-Rata
Tahun 2020 (BPS)

Stabilitas makroekonomi diupayakan tetap mendukung proses pemulihan pascapandemi
COVID-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0-4,0 persen dan nilai tukar rupiah
diperkirakan berada pada kisaran Rp13.900,00-Rp14.800,00 per US$.

Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2022 diiringi oleh peningkatan kualitas
pertumbuhan berkelanjutan. Tingkat kemiskinan dan TPT pada tahun 2022 diharapkan
turun, masing-masing menjadi 8,5-9,0 dan 5,5-6,3 persen. Demikian pula rasio gini turun
menjadi 0,376-0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat,
vang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,41-73,46. Kebijakan peningkatan
kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat
kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP sebesar 103-105
dan NTN pada kisaran 104-106.
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Gambar 2.22
Tema RKP Tahun 2022: Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

Pengendalian Covid-19 melalui
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021
Arah Kebijakan

Tahun 2022 akan menjadi tahun kunci bagi pemulihan ekonomi dan akselerasi
pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang,
menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045. Pemulihan ekonomi diarahkan
untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan
agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk
mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari COVID-19 dan
mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat.

Di samping pemulihan ekonomi, peningkatan daya saing juga akan terus dilakukan melalui
reformasi struktural. Agenda reformasi struktural akan mempercepat pemulihan dan
membentuk perekonomian yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

(1) Pemulihan Daya Beli Masyarakat dan Dunia Usaha

Penuntasan krisis kesehatan. Terkendalinya pandemi COVID-19 menjadi faktor utama
pemulihan ekonomi. Penurunan kasus COVID-19 dan vaksinasi yang berjalan cepat
akan mendorong tingkat keyakinan masyarakat dan dunia usaha untuk kembali
melakukan aktivitas ekonomi secara normal.

Pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha. Pandemi COVID-19 berdampak
besar terhadap kondisi dunia usaha, terutama UMKM. Kondisi dunia usaha yang belum
sepenuhnya pulih masih perlu diberikan bantuan untuk mengakselerasi proses
pemulihan ekonomi. Bantuan diberikan terutama untuk mendorong peningkatan
investasi dan diarahkan pada sektor yang terkena dampak besar, seperti sektor
pariwisata dan industri.

Pemberian bantuan untuk menjaga daya beli rumah tangga. Bantuan sosial masih
dibutuhkan terutama untuk membantu masyarakat yang masih belum sepenuhnya
kembali bekerja dan mengalami penurunan pendapatan. Bantuan pelatihan prakerja
akan meningkatkan keterampilan dan menjaga tingkat produktivitas tenaga kerja yang
dapat membantu mempercepat pencarian pekerjaan.
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Percepatan pembangunan infrastruktur secara padat karya. Selain membantu
meningkatkan daya beli masyarakat, pembangunan infrastruktur juga akan
berkontribusi bagi peningkatan investasi.

Program khusus. Program khusus dapat diarahkan pada program lain yang dapat
mendorong peningkatan permintaan agregat. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan
adalah memastikan kembalinya murid ke sekolah (pembelajaran offline). Selain murid
mendapatkan pembelajaran yang lebih baik, kembalinya murid ke sekolah dapat
memberikan ketenangan kepada orang tua untuk kembali melakukan aktivitasnya
secara normal.

(2) Diversifikasi Ekonomi

Upaya diversifikasi ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi dilakukan dengan cara
peningkatan nilai tambah melalui peningkatan kontribusi industri pengolahan dan
pengembangan produk pertanian. Peningkatan produksi pangan dilakukan melalui
pembangunan food estate. Pemulihan dan peningkatan daya saing ekonomi dilakukan
dengan menerapkan konsep pembangunan rendah karbon (green recovery). Di samping
itu, dilakukan transformasi menuju ekonomi digital melalui langkah-langkah perluasan,
pemerataan, dan peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan digital.

(3) Reformasi Struktural

Agenda reformasi struktural tetap akan dilaksanakan pada tahun 2022. Perbaikan iklim
investasi akan terus dilanjutkan dengan memastikan implementasi UU Cipta Kerja dan
melanjutkan pembangunan infrastruktur ekonomi yang sempat tertunda. Reformasi
kelembagaan dan tata kelola dilakukan, antara lain dengan mendorong reformasi
birokrasi dan penyempurnaan ekosistem inovasi dan pengetahuan. Peningkatan kualitas
SDM, terutama untuk menghadapi tantangan digitalisasi dan perubahan pekerjaan ke
depan (future of work), dilakukan melalui perbaikan sistem kesehatan, pendidikan, dan
perlindungan sosial.

Secara lebih rinci, strategi pemulihan dan reformasi struktural tersebut diimplementasikan
melalui upaya sebagai berikut.

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2022 merupakan tahap pemantapan pemulihan ekonomi. Kebijakan pemerintah
diarahkan pada perbaikan secara fundamental dan menyeluruh untuk menyediakan fondasi
yang kokoh bagi kebangkitan ekonomi Indonesia. Peningkatan pertumbuhan ekonomi
diharapkan bersumber dari investasi, ekspor, dan industri pengolahan. Sektor jasa yang
terkena dampak besar akibat pandemi COVID-19 akan mengalami akselerasi.

Dari sisi pengeluaran (Tabel 2.10), pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 diharapkan akan
mampu tumbuh 5,2-5,5 persen. Akselerasi pertumbuhan ekonomi ditopang oleh
meningkatnya investasi, yang diperkirakan tumbuh 5,4-6,3 persen dan ekspor barang dan
jasa yang tumbuh sebesar 5,1-5,5 persen. Peningkatan investasi dan ekspor akan
meningkatkan kapasitas produktif dan produktivitas perekonomian, yang sempat turun
karena dampak COVID-19. Di samping itu juga menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih
besar, sehingga dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang menganggur. Meningkatnya
ekspor juga akan mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan.
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Tabel 2.10
Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Tahun 2022 (Persen, yoy)

Uraian RPJMN= Sasaran 2022b

Pertumbuhan PDB 5,7-6,0 5,2-5,5
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT 5,4-5,6 5,1-5.3
Konsumsi Pemerintah 4,6—4.,9 3,2-4.4
Investasi (Pembentukan Modal Tetap

Bruto/ PMTB) 6,3-6,9 5,4-6,3
Ekspor Barang dan Jasa 4,6—4.8 5,1-5,5
Impor Barang dan Jasa 4,7-4,8 4,5-51

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021
Keterangan: a) RPFJMN 2020-2024; b) Perhitungan Kementerian PPN /Bappenas November 2021

Konsumsi masyarakat juga diperkirakan mengalami rebound, tumbuh mencapai 5,1-5,3
persen, karena daya beli masyarakat yang meningkat dan tingkat inflasi yang rendah. Faktor
lain yang akan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat adalah revenge spending,
seiring dengan pulihnya tingkat keyakinan masyarakat, terutama kelompok kelas menengah
ke atas. Dalam masa pandemi COVID-19, tabungan masyarakat kelompok ini menunjukkan
peningkatan, namun menahan konsumsinya seiring dengan ketidakpastian penyelesaian
COVID-19. Ketika COVID-19 terkendali, tabungan masyarakat yang tinggi akan menjadi
sumber bagi peningkatan konsumsi masyarakat.

Konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh relatif lambat, 3,2-4,4 persen, namun
diharapkan tetap dapat memberi dorongan pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan
konsumsi pemerintah didukung oleh kebijakan fiskal yang akomodatif, meski di saat yang
bersamaan secara bertahap melakukan proses konsolidasi. Konsumsi pemerintah yang
relatif melambat juga didorong, salah satunya oleh realokasi belanja ke belanja yang lebih
produktif.

Impor barang dan jasa diperkirakan akan tumbuh 4,5-5,1 persen, mencerminkan aktivitas
ekonomi domestik yang menguat. Peningkatan impor juga didorong oleh meningkatnya
impor jasa seiring pulihnya aktivitas ekspor dan impor, serta perjalanan ke luar negeri.

Dari sisi lapangan usaha (Tabel 2.11), sektor industri pengolahan diharapkan menjadi motor
penggerak pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor yang terkena dampak negatif pandemi
diharapkan dapat pulih cepat sejalan dengan kembali normalnya kondisi global dan
domestik, sehingga mampu menggerakkan roda produksi dan mendatangkan wisatawan.

SK No 130058 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-11.35 -
Tabel 2.11
Sasaran Pertumbuhan PDB 8isi Lapangan Usaha Tahun 2022 (Persen, yoy)
Uraian RPJMN» Sasaran 2022b%
Pertumbuhan PDB 5,7-6,0 5,2-5,5
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,8-3,9 3,6-3,7
Pertambangan dan Penggalian 1,9-2,0 1,8-1,9
Industri Pengolahan 6,2-6,5 5,3-5,7
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih 5,2-5,6 5,5-5,8
Efsgz.daan Air, Pengelolaan S8ampah, Limbah dan Daur 4,546 52.53
Konstrukesi 6,1-6,4 6,0-6,5
gzgcizgaa&%igrbesar dan eceran, dan Reparasi Mobil dan 5.9-6.5 4,853
Transportasi dan Pergudangan 7,3-7,7 7.5-7,7
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,3-6,5 6,0-6,3
Informasi dan Komunikasi 8,4-9,2 8,5-9,0
Jasa Keuangan 6,7-7,1 5,5-5,7
Real Estate 5.,0-5,2 5.3-5.4
Jasa Perusahaan 8,5-8,5 7.5-7,7
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib 5,1-5,4 3,2-3,5
Jasa Pendidikan 5,2-5,3 5,5-5,8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,1-8,2 6,9-7,1
Jasa Lainnya 9,5-9.6 6,7-7,0

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas, 2021

Keterangan: a) RPJMN 2020-2024; b) Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan,
November 2021

Sektor industri mampu pulih karena didorong oleh aktivitas produksi yang kembali menuju
tingkat normal dan tren perturnbuhan positif beberapa subsektor esensial selama pandemi,
seperti industri makanan, minuman, dan farmasi. Faktor-faktor pendorong pertumbuhan
industri pengolahan pada tahun 2022 antara lain, (1) keberlanjutan pertumbuhan subsektor
industri makanan dan kimia farmasi, (2) peningkatan investasi di subsektor industri logam
dasar, khususnya yang terkait dengan produksi baterai untuk kendaraan listrik,
(3) pulihnya ekspor produk manufaktur Indonesia ke mitra dagang utama (ASEAN, Cina,
Jepang, dan AS8), (4) percepatan transisi sektor industri pengolahan dalam beradaptasi
dengan otomasi, digitalisasi dan perluasan penerapan industri hijau (Circular Economy).
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Pemulihan sektor industri pengolahan dilaksanakan melalui strategi (1) peningkatan belanja
pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk produk dalam negeri,
(2) peningkatan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong dalam tingkat yang
kompetitif, (3) penyediaan stimulus dunia usaha, (4) pemulihan tenaga kerja dan pemulihan
jam kerja melalui re-hiring dan re-training tenaga kerja, (5) percepatan pembangunan
Kawasan Industri prioritas untuk menampung relokasi investasi, dan (6) perluasan
pendanaan proyek industri prioritas.

Dalam rangka transformasi ekonomi, strategi yang akan dilaksanakan mencakup
(1) hilirisasi peningkatan nilai tambah SDA dan perbaikan rantai pasok berbasis investasi
teknologi maju dan orientasi ekspor/Global Value Chain (GVC), (2) perluasan penerapan
industri 4.0 pada 6 subsektor prioritas, (3) peningkatan peran industri kecil dan menengah
dalam rantai pasok domestik dan global, (4) peningkatan kualitas SDM industri melalui
re-skilling dan upskilling tenaga kerja industri, (5) peningkatan dan perluasan ekspor,
(6) peningkatan standar kualitas, dan (7) konsolidasi logistik dan pemasaran yang didukung
oleh digitalisasi.

Sektor pertanian dan informasi dan komunikasi, sebagai sektor esensial dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat, tetap akan tumbuh positif. Sektor pertambangan akan pulih, karena
peningkatan harga komoditas di pasar internasional dan beroperasinya smelter nikel dan
alumina. Sektor konstruksi diperkirakan pulih ke level sebelum pandemi dengan didukung
peningkatan pembangunan infrastruktur. Sektor perdagangan akan pulih seiring dengan
pulihnya pasar ekspor. Sektor transportasi akan pulih pada tahun 2022, di mana
perekonomian baru akan relatif bebas dari COVID-19.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum diperkirakan pulih pada 2022, seiring
dengan perekonomian yang relatif bebas dari COVID-19. Modalitas pertumbuhan sektor
pariwisata pada tahun 2022 antara lain melalui, 1) Program Vaksinasi Nasional yang
dilaksanakan oleh pemerintah; 2) kondisi kesehatan yang membaik di Indonesia dan negara-
negara pasar wisatawan mancanegara; 3) meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas
ekonomi masyarakat dalam negeri; 4) kesiapan tata kelola dan pengembangan Destinasi
Pariwisata Prioritas dengan penerapan standar kebersihan, keamanan, keselamatan, dan
keberlanjutan lingkungan yang didukung penciptaan nilai tambah dari ekonomi kreatif;
5) pemasaran melalui branding, advertising, selling serta pelaksanaan Meeting, Incentive,
Convention, and Exhibition (MICE) dan event minat khusus yang dapat menarik pasar
wisatawan baru dan meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran dari wisatawan.

Pemulihan sektor pariwisata dilaksanakan melalui strategi (1) pemulihan pasar wisatawan
melalui pemberian insentif paket wisata, MICE pemerintah, dan pengembangan travel
bubble/ corridor bilateral dan regional; (2) pemulihan lapangan kerja melalui pemulihan
tenaga kerja, pemulihan jam kerja serta re-hiring tenaga kerja; (3) pemulihan industri
pariwisata melalui hibah pemulihan dunia usaha, penerapan standar Cleanliness, Health,
Safety and Environmental Sustainability (CHSE) di destinasi dan industri pariwisata,
penyelesaian pembangunan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP); serta
(4) pemulihan pariwisata Bali dan destinasi pariwisata unggulan lainnya (Batam-Bintan,
Bandung, dan Banyuwangi). Dalam rangka transformasi ekonomi, strategi yang akan
dilaksanakan mencakup (a) penguatan pasar pariwisata yang didukung pengembangan
tourism hub, niche tourism package, pembuatan film di sebuah destinasi, bidding event minat
khusus, MICE, sport tourism, dan pemanfaatan big data; (b) perluasan ekspor gastronomi
melalui Indonesia Spice Up the World, (c) peningkatan kualitas pariwisata melalui penataan
destinasi dan desa wisata, re-skilling dan upskilling tenaga kerja pariwisata dan ekonomi
kreatif; (d) regenerasi kota warisan yang mendukung aktivitas pariwisata dan ekonomi
kreatif;, (e) penguatan konten dan kemasan dengan dukungan ekonomi kreatif; dan
() peningkatan vokasi geowisata untuk mendukung pengembangan geopark sebagai
destinasi pariwisata.
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Stabilitas Eksternal

Pada tahun 2022, perekonomian global diproyeksikan akan pulih, seiring dengan semakin
terkendalinya pandemi COVID-19 dan juga membaiknya ekonomi negara mitra dagang
utama Indonesia, termasuk Cina. Hal ini berdampak terhadap perekonomian Indonesia
terutama dari sektor perdagangan dan investasi. Pada sisi perdagangan, terjadi pemulihan
utilisasi sektor industri manufaktur yang akan menyebabkan peningkatan ekspor barang.
Untuk perdagangan jasa, sektor pariwisata diperkirakan akan mengalami peningkatan
didorong oleh mulai pulihnya rasa confidence wisatawan mancanegara untuk melakukan
perjalanan dan dibukanya pembatasan penerbangan internasional secara bertahap, sebagai
dampak dari pelaksanaan program vaksinasi massal dan pengendalian pandemi COVID-19.
Selain itu, pada sisi investasi, investasi langsung dan investasi portofolioc akan kembali
masuk ke Indonesia seiring dengan semakin membaiknya pasar keuangan global, pemulihan
ekonomi nasional, dan reformasi regulasi dan kelembagaan.

Tabel 2.12
Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2022 (US$ Miliar)

Uraian RPJMN" Sasaranb
Neraca Pembayaran Secara Keseluruhan 5.6 7,7-10,2
Neraca Transaksi Berjalan -30,2 (9,4)-(13,8)
(% PDB} 2,1 {0,8)-{1,1}
Barang 3,0 31,7-31,4
Jasa-jasa -5,3 (12,1)-(13,2)
Pendapatan Primer -35,9 {35,3)-{38.5)
Pendapatan Sekunder 7.9 6,3-6,5
Neraca Transaksi Modal dan Finansial 35,8 18,4-25.3
Investasi Langsung 24,3 21,1-24.7
Investasi Portofolio 19,7 11,2-15,3
Investasi Lainnya -8,3 (14,0)-(14,7)
Posisi Cadangan Devisa 138,8 155.,4-157,9
- Dalam bulan impor 6,9 8,3-8,2

Sumber: Bank Indonesia, 2021
Keterangan: a) RPJMN 2020-2024; b) Perkiraan Kementerian PPN /Bappenas, November 2021

Indonesia diperkirakan akan mengalami stabilitas eksternal yang baik pada tahun 2022.
Neraca keseluruhan diproyeksikan mengalami surplus, terutama didorong oleh surplus yang
cukup besar pada neraca transaksi modal dan finansial, yaitu US$18,4-25,3 miliar, terutama
disumbang oleh investasi langsung dan portofolio. Sementara itu, neraca transaksi berjalan
diperkirakan defisit sekitar US$9,4-13,8 miliar, atau sekitar 0,8-1,1 persen dari PDB.
Perkembangan neraca pembayaran yang mengalami surplus akan meningkatkan cadangan
devisa 2022 menjadi US$155,4-157,9 miliar, cukup untuk membiayai impor selama 8,3-8,2
bulan.
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Arah Kebijakan Fiskal

Postur makro fiskal 2022 diarahkan untuk mendukung konsolidasi fiskal jangka menengah
dan percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Berdasarkan arah kebijakan
tersebut, kebijakan fiskal tahun 2022 diuraikan sebagai berikut.

(1) Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai 10,32 persen dari PDB, yang terdiri
dari penerimaan perpajakan sebesar 8,44 persen dan PNBP sebesar 1,87 persen dari PDB.
Target tersebut dicapai melalui kebijakan:

(a) reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan untuk mendukung pemulihan dan
transformasi ekonomi pascapandemi COVID-19, mencakup (i) inovasi penggalian
potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia
usaha; (ii) perluasan basis perpajakan; (iii) penguatan sistem perpajakan yang sejalan
dengan struktur perekonomian; dan (iv) pemberian insentif fiskal secara terukur untuk
kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai multiplier kuat.

(b) penguatan PNBP yang mencakup (i) optimalisasi pengelolaan SDA dengan tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan; (ii) optimalisasi pengelolaan aset agar lebih
produktif; (iii) peningkatan inovasi dan kualitas layanan pada satuan kerja dan Badan
Layanan Umum (BLU); (iv) optimalisasi penerimaan dividen dari BUMN dengan
mempertimbangkan aspek kesinambungan dan mitigasi risiko, penataan/penyehatan
serta efisiensi kinerja BUMN; (v) penguatan tata kelola dan penyempurnaan kebijakan;
dan (vi) perluasan penggunaan teknologi informasi dan peningkatan kapasitas sarana
prasarana.

(2) Belanja Negara

Pada tahun 2022, belanja negara ditargetkan mencapai 15,17 persen PDB, terdiri dari
belanja pemerintah pusat sebesar 10,87 persen PDB dan TKDD sebesar 4,30 persen PDB.
Kebijakan belanja negara difokuskan pada upaya peningkatan kualitas SDM (kesehatan,
perlindungan sosial, dan pendidikan), peningkatan infrastruktur dasar dan digital, serta
penguatan kelembagaan berupa reformasi birokrasi dan regulasi.

Upaya tersebut dilaksanakan melalui (a) penguatan tata kelola belanja secara lebih
optimal agar belanja lebih efisien, produktif, dan fokus pada prioritas serta sinergis untuk
mendukung recovery dan agenda reformasi; (b) peningkatan efektivitas dan efisiensi
belanja; (c) penguatan kualitas pemanfaatan TKDD untuk pemantapan pemulihan,
transformasi ekonomi, pendidikan dan kesehatan; (d) melanjutkan penguatan sinergi
perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja Kementerian/
Lembaga dan TKDD terutama DAK fisik; serta (e) mengoneksikan belanja strategis untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan
ketimpangan.

(3) Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Defisit anggaran diupayakan menurun dari 5,7 persen PDB pada tahun 2021 menjadi
4,85 persen PDB pada tahun 2022. Keseimbangan primer juga diarahkan membaik dari
-3,6 persen PDB pada tahun 2021 menjadi sekitar -2,58 persen PDB pada tahun 2022.
Dengan besaran defisit anggaran dan keseimbangan primer yang lebih terjaga,
kesinambungan fiskal tetap dapat terjaga. Rasio utang diperkirakan sebesar 43,76 persen
PDB.

Pada sisi pembiayaan, kebijakan diarahkan pada inovasi pembiayaan untuk
countercyclical melalui: (a) pemanfaatan utang sebagai instrumen penguatan
countercyclical untuk mendukung agenda reformasi struktural; (b) pendalaman pasar
untuk mendukung fleksibilitas dan pengendalian vulnerabilitas utang; (c) penguatan
badan usaha yang menjalankan peran khusus dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI)
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sebagai quasi fiskal; (d) mendorong efektivitas pembiayaan investasi antara lain melalui
pemberdayaan peran BUMN sebagai agen pembangunan dilakukan secara selektif; dan
(e) mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui antara lain implementasi
skema KPBU.

Berdasarkan penerimaan, belanja, dan pembiayaan tersebut di atas, rincian perkiraan
postur makro fiskal terdapat dalam Tabel 2.13 berikut.

Tabel 2,13
Sasaran Fiskal Tahun 2022 (Persen PDB)

Uraian RPJMN» Sasaran®
Pendapatan Negara dan Hibah 12,6-13,8 10,32
Penerimaan Perpajakan 10,3-11,2 8,44
PNBP 2,3-2,5 1,87
Belanja Negara 14,2-15,5 15,17
Belanja Pemerintah Pusat 9,.3-10.4 10,87
TKDD 4,9-5,1 4,30
Keseimbangan Primer 0,1-0,0 -2,58
Surplus/Defisit (1,6)-(1,7) -4.,85
Rasio Utang 29,1-29,8 43,76

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2022

Keterangan: a) RPJMN 2020-2024; b) APBN Tahun Anggaran 2022.
Stabilitas Moneter

Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2022 diarahkan pada upaya menjaga keterjangkauan
harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi yang
mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Kebijakan pengendalian
inflasi tersebut berfokus pada (1) penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk
komoditas pangan strategis; (2) optimalisasi pasokan pangan melalui kawasan sentra
produksi pangan atau food estate; (3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem logistik
nasional untuk mengurangi kesenjangan harga; (4) mendorong dan menguatkan skema
kemitraan petani dan nelayan dengan pelaku usaha ritel modern untuk memotong rantai
pasok dan meningkatkan efisiensi pasar untuk kelancaran distribusi; (5) mempercepat
penyediaan infrastruktur pendukung pertanian dan pengendalian banjir; (6) meningkatkan
akurasi serta kredibilitas data pangan dan pertanian; serta (7) optimalisasi pemanfaatan
Teknologi Informasi (TI) dalam semua aspek {pasokan, distribusi, dan komunikasi kebijakan
inflasi).

Kebijakan nilai tukar rupiah tahun 2022 diarahkan pada bauran kebijakan moneter yang
selaras dengan kebijakan fiskal dan sektor keuangan sehingga dapat menjaga stabilitas
rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan mekanisme pasar. Kebijakan moneter diarahkan
untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga tingkat inflasi
dan stabilitas sistem keuangan. Strategi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah
dilakukan dengan melanjutkan bauran kebijakan, sebagai berikut (1) memperkuat triple
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intervention di pasar valas; (2) memperkuat strategi operasi moneter; (3) menjaga inflasi pada
tingkat yang rendah dan stabil; (4) menetapkan tingkat suku bunga BI7DRR yang optimal;
(5) mendorong akselerasi transmisi kebijakan moneter; serta (6) mendorong percepatan
digitalisasi ekonomi dan keuangan.

Sinergi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal dan sektor keuangan terus dilanjutkan
untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan memitigasi risiko dari tingginya
ketidakpastian ekonomi global. Koordinasi yang sangat erat antara pemerintah, BI, dan OJK
terus diperkuat untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat COVID-19 sehingga
stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga.

Stabilitas Sistem Keuangan

Kondisi sektor keuangan yang mulai menunjukkan perbaikan sejak semester I11-2020
diperkirakan akan terus berlanjut. Kemajuan penanganan COVID-19 termasuk program
vaksinasi yang mulai dilakukan pada awal tahun 2021, serta berbagai stimulus pemulihan
ekonomi yang terus berlanjut, mendukung optimisme dan sentimen positif pada pasar.
Namun demikian, pada tahun 2022, sektor keuangan domestik yang cenderung bersifat
demand-following masih dihadapkan pada kondisi permintaan dari sektor riil yang
kemungkinan belum pulih sepenuhnya, serta kemungkinan pengetatan likuiditas dunia
setelah kebijakan akomodatif dilakukan oleh berbagai negara.

Sebagai upaya mendorong pemulihan perekonomian Indonesia di tengah kemungkinan
pengetatan likuiditas dunia, percepatan pendalaman sektor keuangan guna optimalisasi
pembiayaan terhadap sektor riil tetap dilakukan. Pendalaman sektor keuangan ke depan
akan difokuskan melalui (1) peningkatan literasi dan akses keuangan; (2) pemanfaatan
ekosistemn digital pada sektor keuangan; (3) peningkatan kapasitas dan daya saing sektor
keuangan dengan memperkuat permodalan, mendorong konsolidasi pada lembaga
keuangan, dan meningkatkan efisiensi lembaga keuangan; (4) pengembangan berbagai
alternatif sumber pembiayaan jangka panjang; (5) pengembangan sektor keuangan dan
ekonomi syariah; (6) perluasan basis investor ritel; (7) penguatan infrastruktur sektor
keuangan; serta (8) penguatan dan harmonisasi regulasi sektor keuangan.

Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkesinambungan
Tingkat Pengangguran Terbuka

Keberhasilan upaya pemulihan ekonomi melalui penanganan penyebaran COVID-19,
pelaksanaan vaksinasi, keberlanjutan stimulus fiskal dan moneter, implementasi reformasi
struktural seperti UU Cipta Kerja menjadi faktor kunci pencapaian target pembangunan ke
depan. Keberhasilan ini diperkirakan dapat menurunkan TPT pada kisaran 5,5-6,3 persen
pada tahun 2022. Penciptaan kesempatan kerja baru ditargetkan mencapai 2,3-2,8 juta
orang yang dapat tercapai melalui upaya penumbuhan investasi padat pekerja, penguatan
konsumsi masyarakat, dan pengembangan UMKM. Upaya strategis lainnya antara lain
(1) peningkatan keahlian tenaga kerja melalui reformasi sistem pendidikan dan pelatihan
vokasi, (2) penguatan sistem informasi pasar kerja yang kredibel sebagai dasar intervensi
kebijakan ketenagakerjaan, dan (3) penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekerja.

Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 8,5-9,0 persen pada tahun 2022.
Untuk itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, inflasi yang stabil, penciptaan
lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan rentan, iklim investasi yang terjaga, serta
infrastruktur terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan menjadi sasaran yang
harus dicapai.
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Selain kondisi ekonomi makro yang membaik, upaya penurunan penduduk miskin dan
rentan baru akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020 terus dilakukan melalui strategi dan
arah kebijakan afirmasi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Dua strategi utama
pemerintah melalui penurunan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan penduduk
miskin dan rentan terus dipertajam.

Dalam rangka pemulihan ekonomi pada tahun 2022, strategi tersebut diterjemahkan dalam
arah kebijakan mencakup (1) integrasi dan digitalisasi bantuan sosial secara nontunai,
antara lain, (a) integrasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar
(PIP), (b) transformasi subsidi energi (LPG dan listrik) menjadi bansos yang kemudian akan
berintegrasi dengan Program Sembako, (c) penguatan desain pembayaran bantuan sosial
nontunai yang salah satunya untuk meningkatkan akses dan literasi penduduk terhadap
keuangan digital, (d) pengembangan graduasi berkelanjutan untuk seluruh program
bantuan sosial; (2) penguatan fungsi pendampingan dalam melaksanakan program bantuan
sosial serta edukasi penerima manfaat untuk mendorong perubahan perilaku kesehatan,
pendidikan, dan ekonomi; (3) penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan
dan ketenagakerjaan yang komprehensif dan terintegrasi; (4) penguatan sistem perlindungan
sosial menjadi lebih adaptif; (5) peningkatan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan,
antara lain anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, kelompok tuna sosial, migran
bermasalah dan korban perdagangan orang; (6) penguatan skema pendampingan dan
layanan terpadu serta perluasan data registrasi sosial ekonomi mencakup 70 persen
populasi melalui digitalisasi monografi desa/kelurahan pada tahun 2022; serta (7)
pengembangan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi
kelompok miskin dan rentan, antara lain melalui akselerasi penguatan ekonomi keluarga,
pendampingan usaha dan peningkatan kualitas produksi usaha kecil dan mikro, akses
permodalan usaha dengan bunga rendah, keperantaraan usaha, kemitraan, dampak sosial,
serta penataan penguasaan dan penggunaan lahan melalui pelaksanaan reforma agraria dan
perhutanan sosial.

Rasio Gini

Pada tahun 2022, terdapat penyesuaian target rasio gini menjadi 0,376-0,378. Kebijakan
untuk menjaga rasio gini agar dapat memenuhi target, terus diarahkan pada kelompok
masyarakat pendapatan menengah-bawah dan masyarakat pendapatan tinggi. Pemerintah
akan menyempurnakan intervensi kebijakan afirmasi kelompok 40 persen terbawah melalui
reformasi sistem perlindungan sosial yang meliputi pengembangan registrasi sosial ekonomi;
peningkatan akurasi penargetan; integrasi dan penyederhanaan program; serta penyaluran
secara digital, cepat, dan responsif kebencanaan. Selanjutnya, penguatan kelembagaan
pelatihan vokasi di seluruh Indonesia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja
masa depan. Pengembangan UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kelompok
menengah, serta penguatan kebijakan fiskal untuk redistribusi yang merata.

Indeks Pembangunan Manusia

Upaya untuk percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing ditandai
dengan terus meningkatnya IPM hingga mencapai 71,94 (2020). Peningkatan ini
menunjukkan adanya kemajuan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan
ekonomi. Walaupun meningkat, pembangunan SDM juga terkena imbas dari pandemi
COVID-19. Rendahnya kenaikan IPM dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu 0,02 poin,
menunjukkan bahwa kenaikan komponen kesehatan dan pendidikan dikoreksi oleh
menurunnya pengeluaran per kapita penduduk sebagai dampak dari menurunnya aktivitas
ekonomi selama pandemi. Pemulihan ekonomi pada tahun 2022 akan sangat bergantung
pada penanganan dan pengendalian COVID-19.
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Pada tahun 2022, IPM Indonesia ditargetkan mencapai 73,41-73,46, melalui:

(1) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada percepatan
penurunan kematian ibu dan bayi, perbaikan gizi masyarakat, penguatan upaya
promotif dan preventif, serta penguatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah,;

(2) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui peningkatan kualitas
pengajaran dan pembelajaran termasuk pembelajaran jarak jauh dan pemanfaatan
teknologi dalam pendidikan, afirmasi akses di semua jenjang pendidikan, percepatan
pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, dengan perhatian khusus penanganan anak tidak
sekolah dan keberpihakan pada anak dari keluarga kurang mampu; dan

(3) Upaya di bidang ekonomi terutama bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat
kelompok berpenghasilan rendah dan insentif kepada dunia usaha untuk kelompok
yang pendapatannya turun dan pengangguran. Selain itu, UU Cipta Tenaga Kerja dan
Lembaga Pengelola Investasi (LPI) diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi
yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon

Pada tahun 2022, kegiatan perekonomian dan sosial diperkirakan kembali bangkit, dengan
sasaran pertumbuhan sebesar 5,2-5,5 persen, sehingga berbagai aktivitas industri dan
mobilitas penduduk mulai berjalan secara normal. Hal ini kemudian memengaruhi laju
peningkatan emisi GRK yang cukup signifikan pada tahun 2022. Sementara itu, program
dan kegiatan pemerintah pada tahun 2022 diperkirakan mulai memasuki fase pemulihan
dan transisi menuju transformasi ekonomi. Dalam kondisi tersebut, aksi pembangunan
rendah karbon, seperti reforestasi, restorasi gambut, serta pengembangan EBT dan efisiensi
energi perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan transformasi menuju ekonomi hijau
yang lebih ramah lingkungan.

Dalam situasi tersebut, aksi pembangunan rendah karbon diarahkan tidak hanya pada
program dan kegiatan yang dapat memberikan dampak terhadap penurunan emisi GRK
secara signifikan, namun juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program
pemulihan ekonomi. Hal tersebut kemudian dapat menjadi dasar untuk melaksanakan
transisi dari kegiatan perekonomian yang intensif karbon menjadi kegiatan perekonomian
yang lebih ramah lingkungan dan meminimalkan dampak terhadap peningkatan laju emisi
GRK, seperti mempercepat transisi menuju energi terbarukan, revitalisasi perkebunan
rakyat untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi laju deforestasi, serta mendorong
usaha kecil dan menengah yang bergerak dibidang pengelolaan sampah untuk mengurangi
emisi dari limbah padat. Secara bersamaan, berbagai aksi pembangunan rendah karbon
yang memiliki kontribusi signifikan dan berdampak langsung pada penurunan emisi juga
perlu ditingkatkan, utamanya pada sektor lahan dan energi. Dengan fokus tersebut,
diharapkan kinerja penurunan emisi GRK pada tahun 2022 dapat mencapai 26,87 persen
terhadap baseline. Besaran angka tersebut menunjukkan bahwa persentase penurunan
emisi GRK mulai kembali pada jalurnya, sebagaimana target yang tercantum dalam RPJMN
Tahun 2020-2024.

Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani pada tahun 2022 dijaga pada sebesar 103-105. Dengan nilai NTP tersebut,
menunjukkan adanya kestabilan kesejahteraan petani. Kebijakan untuk menjaga NTP pada
nilai 103-105 diarahkan pada kegiatan-kegiatan produktivitas pangan dan pertanian serta
penciptaan nilai tambah pertanian melalui jaminan ketersediaan input pertanian,
pembentukan korporasi petani dan nelayan, food estate (kawasan sentra produksi pangan),
pengembangan sentra produksi pangan berbasis pertanian digital, efisiensi distribusi
pangan melalui penguatan konektivitas produksi (jalan usahatani) dan sistem logistik
pangan, percepatan transformasi platform e-commerce pertanian/rantai pasok online, serta
pengolahan primer produksi pangan dan pertanian serta regenerasi petani.
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Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Dalam rangka menjaga NTN pada kisaran 104-106 pada tahun 2022, pembangunan sektor
kelautan dan perikanan difokuskan pada (1) peningkatan produksi dan produktivitas
kelautan dan perikanan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana pelaku usaha
perikanan serta digitalisasi usaha kelautan dan perikanan, termasuk inkubasi start-up
sektor kelautan dan perikanan; (2) penguatan rantai pasok hasil perikanan (termasuk rantai
dingin) dan pengembangan pemasaran perikanan dalam rangka mendukung sistem logistik
ikan; (3) pengembangan sentra produksi kelautan dan perikanan termasuk pengembangan
kampung-kampung perikanan, serta desa wisata bahari; (4) penguatan kelembagaan pelaku
usaha perikanan, termasuk pembentukan korporasi nelayan; (5) perlindungan bagi pelaku
usaha perikanan; dan (6) pendampingan dan penyuluhan, serta peningkatan padat karya.

Pemerataan Pembangunan

Pada tahun 2022, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI)
diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI),
sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.14. Akselerasi pertumbuhan ekonomi KTI merupakan
kontribusi dari membaiknya kinerja pertambangan, berhasilnya program hilirisasi
pertambangan, mulai beroperasinya Kawasan Industri (KI)/ Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
baru, operasionalisasi smelter baru, dan implementasi program Lumbung Ikan Nasional.
Harga komoditas internasional, khususnya baja dan besi yang diproyeksikan meningkat
sehingga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi KTI.

Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara pada 2022 mencapai 5,12-5,47 persen, didorong oleh
peningkatan produksi tembaga, peningkatan ekspor konsentrat tembaga sebagai hasil
program hilirisasi, penataan destinasi wisata, beroperasinya KEK Mandalika, serta
pembangunan infrastruktur Bandara Komodo. Sejalan dengan target pertumbuhan tersebut,
tingkat kemiskinan diperkirakan akan menurun hingga 16,75 persen dan tingkat
pengangguran menurun hingga 2,61-3,16 persen.

Ekonomi Wilayah Kalimantan diperkirakan tumbuh 5,22-5,52 persen. Pertumbuhan wilayah
ini didukung oleh keberlanjutnya proyek pengembangan kawasan sentra produksi pangan
(food estate) dan proyek pembangunan infrastruktur pendukung IKN, operasionalisasi
Pelabuhan Kijing dan pengembangan Kawasan Industri yang termasuk dalam Proyek
Strategis Nasional (PSN) di antaranya KI Landak, KI Ketapang, KI Jorong, KI Tanah Kuning,
dan proyek hilirisasi sektor energi termasuk biodiesel. Peningkatan ekspor minyak kelapa
sawit, kayu, dan batu bara diperkirakan juga memberikan kontribusi dalam pertumbuhan
ekonomi Kalimantan. Kegiatan ekonomi ini diperkirakan dapat juga menyumbang pada
penurunan angka kemiskinan hingga di angka 5,15 persen. Keberlanjutan proyek di Wilayah
Kalimantan diperkirakan akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru di wilayah
tersebut dan mampu menurunkan TPT hingga pada kisaran 4,47-5,36 persen.

Pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sulawesi pada tahun 2022 diproyeksikan mencapai 6,58-
7,07 persen. Selanjutnya, TPT diproyeksikan menurun pada kisaran 4,31-4,86 persen. Mulai
beroperasinya KI/KEK Palu, operasionalisasi smelter baru, dan peningkatan harga
komoditas baja dan besi beserta produk turunannya merupakan faktor yang mendukung
tingkat pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka pengangguran. Selain dari aktivitas
kegiatan ekonomi, perbaikan data dan perluasan cakupan registrasi sosial ekonomi untuk
meningkatkan akurasi penargetan program-program perlindungan sosial diharapkan dapat
menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,58 persen.

Implementasi program Lumbung lkan Nasional, peningkatan produksi feronikel, dan
pembangunan pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik diperkirakan akan mampu
mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku pada tahun 2022 mencapai 6,66-6,99 persen
yang juga ditargetkan dapat menyumbang pada penurunan angka kemiskinan di angka
12,19 persen dan menurunkan angka TPT pada kisaran 5,53-5,95 persen.
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Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi Papua tahun 2022 diperkirakan akan mencapai 5,92-
6,26 persen, didorong oleh perbaikan kinerja dan produktivitas pertambangan tembaga dan
emas. Peningkatan investasi seiring dengan implementasi Proyek Strategis Nasional,
di antaranya KEK Sorong, KI Bintuni, dan Pelabuhan Internasional Seget di Kabupaten
Sorong juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Papua. Sejalan dengan hal
tersebut, perbaikan penyaluran program-program perlindungan sosial yang diiringi oleh
perbaikan infrastruktur dasar diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di angka
23,84 persen. Penguatan perekonomian di Papua diperkirakan mampu menurunkan TPT
di wilayah tersebut hingga pada kisaran 3,52-3,80 persen.

Meskipun pertumbuhan KBI diproyeksikan lebih rendah dibandingkan KTI, namun tetap
menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi karena kontribusinya yang besar terhadap
pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Sumatera diperkirakan akan
didorong oleh adanya peningkatan volume ekspor dan harga komoditas CPO dan batu bara.
Hal ini didukung oleh adanya perjanjian perdagangan Regional Comprehensive Economic
Partnership (RCEP) yang berpotensi untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan kerja
sama Indonesia dengan Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Di samping mulai
beroperasinya beberapa kawasan industri, berlanjutnya pembangunan proyek jalan tol lintas
Sumatera, dan peningkatan investasi swasta dalam proses hilirisasi industri juga
berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Sumatera, yang diperkirakan tumbuh 4,43-4,74
persen pada tahun 2022. Aktivitas ekonomi ini diharapkan dapat juga berdampak secara
inklusif untuk seluruh penduduk terutama penduduk miskin dan rentan sehingga dapat
menyumbang pada penurunan kemiskinan sebesar 9,13 persen. TPT di Wilayah Sumatera
pun diperkirakan menurun menjadi 4,91-5,50 persen.

Sementara itu, ekonomi Wilayah Jawa-Bali pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh 5,20-
5,55 persen. Pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa ditopang oleh beberapa faktor, termasuk
dilanjutkannya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sempat tertunda, pengembangan KI
Subang dan KI Batang, meningkatnya investasi, serta meningkatnya permintaan barang dan
jasa di pasar domestik maupun pasar dunia, yang didukung oleh peningkatan efisiensi
sistem logistik. Perekonomian di Bali perlahan mulai pulih didorong oleh peningkatan
aktivitas wisatawan nusantara seiring dengan perkembangan pandemi COVID-19 yang mulai
mereda dan peningkatan aktivitas serta mobilitas masyarakat. Peningkatan aktivitas
ekonomi yang terus didukung oleh perbaikan dan penguatan program-program afirmasi
diharapkan dapat menurunkan kemiskinan di Wilayah Jawa-Bali menjadi 8,45 persen.
Peningkatan aktivitas ekonomi ini pun diperkirakan akan mampu menurunkan TPT di
Wilayah Jawa-Bali hingga pada kisaran 6,16-7,09 persen. Keberhasilan upaya pemulihan
ekonomi di berbagai Wilayah Indonesia diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja
baru melalui penumbuhan investasi padat pekerja dan pengembangan UMKM. Untuk
mendukung perbaikan kinerja investasi di berbagai wilayah di Indonesia, upaya strategis
bidang ketenagakerjaan yang dilakukan antara lain (1) peningkatan keahlian tenaga kerja
melalui reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, (2) penguatan sistem informasi
pasar kerja yang kredibel sebagai dasar intervensi kebijakan ketenagakerjaan, dan
(3) penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekerja.
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Tabel 2.14
Sasaran Pembangunan Wilayah Tahun 2022
Wilayah RP.JMN» 2022

Sumatera

- Pertumbuhan Ekonomi (%} 6,0 4.43-4,74
- Tingkat Kemiskinan (%} 7,06 9,13
- Tingkat Pengangguran (%) 3,6 4,91-5,50
Jawa-Bali

- Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,9 5,20-5,55
- Tingkat Kemiskinan (%) 6,05 8,45
- Tingkat Pengangguran (%) 4,1 6,16-7,09
Nusa Tenggara

- Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,1 5,12-5,47
- Tingkat Kemiskinan (%) 10,69 16,75
- Tingkat Pengangguran (%) 2,1 2,61-3,16
Kalimantan

- Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,6 5,22-5,52
- Tingkat Kemiskinan (%) 2,91 5,15
- Tingkat Pengangguran (%] 3.4 4,47-5,36
Sulawesi

- Perturmnbuhan Ekonorni (%) 7,5 6,58-7,07
- Tingkat Kemiskinan (%) 6,48 9,58
- Tingkat Pengangguran (%) 3,5 4,31-4,86
Maluku

- Pertumbuhan Ekonomi (%) 7,1 6,66-6,99
- Tingkat Kemiskinan (%) 8,21 12,19
- Tinglcat Pengangguran (%} 4.6 5,53-5,95
Papua

- Pertumbuhan Ekonomi (%6) 7,1 5,92-6,26
- Tingkat Kemiskinan (%) 16,29 23,84
- Tinglat Pengangguran (%} 2,5 3,52-3,80

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) Pertumbuhan ekonomi merupakan rata-rata tahun 2020-2024, sementara
tingkat kemislkanan dan pengangguran merupakan target 2024 pada RPJMN 2020-2024; b)
Perkiraan Kementerian PPN/Bappenas, November 2021
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Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022, maka pertumbuhan
ekonomi di setiap provinsi adalah sebagai berikut:

Gambar 2.23
Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi Tahun 2022

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021
2.2.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan
2.2.3.1 Kebutuhan Investasi

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2022, dibutuhkan investasi
Rp5.955,3-Rp5.977,8 triliun, yang bersumber dari investasi pemerintah, BUMN, dan swasta.
Dari total kebutuhan investasi, sekitar 85,9-87,6 persen dipenuhi oleh dunia usaha, swasta
dan masyarakat. Nilai investasi pemerintah berkontribusi sekitar 5,9-6,0 persen. Di samping
itu, BUMN diperkirakan akan berkontribusi sekitar 6,4-8,1 persen dari total investasi vang
dibutuhkan,

Rincian daftar rencana investasi prioritas BUMN tahun 2022 dituangkan lebih lanjut dalam
Subbab 2.2.4 tentang Investasi BUMN dalam Pembangunan, dan diarahkan untuk mencapai
sasaran pembangunan nasional, baik sasaran prioritas nasional maupun sasaran major
project. Penjelasan rinci terhadap masing-rasing Proyek Prioritas BUMN ini dituangkan
dalam dokumen Rencana Investasi Prioritas BUMN tahun 2022 yang menjadi dokumen
pelengkap dari Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022,

BUMN diharapkan tetap menjaga peran dan kontribusinva sebagai garda terdepan dalam
inisiatif-inisiatif strategis pemerintah dan berperan aktif dalam perekonomian secara
seimbang dengan sektor swasta, sehingga kontribusi BUMN dapat lebih optimal dalam
mendorong pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Dalam kaitan ini, BUMN perlu
mempersiapkan landasan untuk inovasi model bisnis baru melalui restrukturisasi korporasi,
termasuk melakukan konsolidasi dan simplifikasi.
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Tabel 2.15
Kebutuhan Investasi Tahun 2022 [Persen)
Uraian Share (Persen)
a. Investasi Pemerintah 5,9-8.0
b. Investasi BLIMN 6,451
£, Investazi Swasta 85,9-87.6

Sumker; Kementerian PPN/ Bappenas, 2021
2.2.3.2 Sumber Pembiayaan

Untuk memenuhi kebutuhan investasi pada tahun 2022, dibutuhkan sumber pembiayaan
yang dapat dipercleh dari instrumen pembiayaan investasi seperti kredit perbankarn,
penerbitan saham, penerbitan obligasi, dana internal BUMMN, serta dana internal
masyarakat. Dana internal masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam sumber
pembiayaan dalam negeri, yaitu sebesar 71,7-73.6 persen dari total pembiayaan investasi.
(Tabel 2.16).

Tabel 2.16
Sumber Pembiayaan Investasi Tahun 2022 [Persen)
Uraian Share (Persen}
Kredit Perbankan 53,1-5,1
Penerbitan Saham ,8-0,8
Penerbitan Obligasi 16,3-17,0
Dana Internal BUMN 4,2-5,4
Dana Intermal Masyarakat 71.7-73.6

Sumber: Kement=rian FPN/Bappenas, 2021
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2.3 Strategi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah tahun 2022 diarahkan untuk memantapkan pemulihan kondisi sosial
ekonomi masyarakat, mempercepat transformasi dan pertumbuhan ekonomi wilayah, serta
tetap mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah melalui peningkatan peran wilayah
di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali.

2.3.1 Tujuan Pengembangan Wilayah

Sejalan dengan berbagai upaya yang dilakukan pada tahun 2021, pengembangan wilayah
pada tahun 2022 ditujukan untuk memantapkan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi di
berbagai wilayah terdampak COVID-19, percepatan transformasi sosial ekonomi dengan
mengoptimalkan potensi dan keunggulan kompetitif wilayah, serta pemerataan kualitas
hidup antarwilayah. Dalam mendukung langkah tersebut, strategi pengembangan wilayah
dilakukan secara terpadu dengan pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan
yang ditunjang dengan penguatan ketahanan bencana.

Secara umum, pemantapan pemulihan ekonomi serta transformasi sosial ekonomi wilayah
dilakukan dengan mendorong hilirisasi industri berbasis sumber daya alam untuk
memperkuat rantai nilai di daerah, meningkatkan produktivitas komoditas unggulan
wilayah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat konektivitas dan
perdagangan antarwilayah. Fokus percepatan pertumbuhan wilayah adalah mendorong
realisasi investasi khususnya di kawasan-kawasan strategis melalui penerapan sistem
Online Single Submission (0OSS). Pengembangan kawasan strategis meliputi Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas (KPBPB), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) khususnya Destinasi
Pariwisata Prioritas (DPP) dan Destinasi Pariwisata Pengembangan serta Revitalisasi, dan
kawasan perkotaan. Salah satu persyaratan agar sistem perizinan investasi OSS berjalan
dengan efisien adalah terintegrasinya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam format
digital. Oleh karena itu, penuntasan RDTR di kawasan-kawasan strategis menjadi prioritas.
Dalam upaya peningkatan daya saing kawasan strategis, selain penyediaan paket insentif
fiskal bagi pelaku usaha, juga dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung
di sekitar kawasan.

Sementara itu, pengembangan kawasan perkotaan, baik Wilayah Metropolitan (WM}, kota
besar, kota sedang, kota kecil, kota baru, Ibu Kota Negara (IKN), maupun kawasan perkotaan
di dalam wilayah kabupaten diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan dan simpul
pembentukan rantai nilai wilayah, serta pusat pelayanan bagi wilayah sekitarnya.
Pembangunan perkotaan akan difokuskan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan pelayanan publik, penguatan kerja sama antara kota-kota utama dan kota-
kota penyangganya, serta penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Sejalan dengan pendekatan pertumbuhan, pada tahun 2022, pemerataan pembangunan
antarwilayah akan dilakukan dengan meningkatkan kemudahan akses dan kualitas
pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan permukiman. Langkah ini akan
didukung dengan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal khususnya
di kawasan dan daerah yang relatif Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), serta diperkuat
dengan kebijakan afirmatif dalam upaya peningkatan konektivitas kawasan ini dengan
pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Fokus pemerataan pembangunan pada tahun 2022
adalah percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan
perdesaan, kawasan transmigrasi, dan wilayah kepulauan.
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Selanjutnya, dengan memperhatikan capaian, tantangan, dan sasaran pengembangan
wilayah sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.14, secara khusus strategi pengembangan
wilayah dijabarkan ke dalam tujuh wilayah pembangunan berbasis wilayah pulau atau
kepulauan dengan memperhatikan karakter geografis, sosial, potensi unggulan dan isu
strategis wilayah, serta skala ekonomi pengembangan wilayah. Ketujuh wilayah
pembangunan tersebut adalah Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa-Bali, Wilayah Nusa
Tenggara, Wilayah Kalimantan, Wilayah Sulawesi, Wilayah Maluku, dan Wilayah Papua.
Perbedaan kondisi alam, sosial budaya, ekonomi, dan infrastruktur di antara ketujuh
wilayah tersebut memerlukan penyesuaian-penyesuaian strategi pertumbuhan, pemerataan,
dan mitigasi bencana untuk masing-masing wilayah. Penyesuaian strategi pengembangan
wilayah di sini terutama memperhitungkan tingkat kesiapan masyarakat dan dunia usaha,
kapasitas pemerintah daerah, dan tingkat diversifikasi ekonomi yang sudah berlangsung.
Sedangkan penyesuaian strategi mitigasi bencana dilakukan dengan mempertimbangkan
risiko bencana alam wilayah seperti ancaman gempa tektonik, tsunami, dan erupsi gunung
berapi, dan menekan risiko bencana akibat perbuatan manusia, seperti banjir, longsor, dan
kebakaran lahan, serta mengantisipasi risiko bencana nonalam seperti wabah penyakit
(pandemi).

2.3.2 Strategi Pengembangan Wilayah Sumatera

Pengembangan Wilayah Sumatera diarahkan untuk mengoptimalkan pengembangan
hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan khususnya di wilayah Pesisir Timur
Sumatera, mewujudkan Wilayah Sumatera menjadi pintu gerbang Indonesia dalam
perdagangan internasional serta menjadi lumbung energi nasional dan lumbung pangan
nasional, mempercepat pemulihan industri, pariwisata, dan investasi pascapandemi
COVID-19 melalui pengembangan kawasan strategis di Pulau Sumatera yang berdaya saing
internasional, serta meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah Pesisir Barat
Sumatera dan daerah rawan bencana. Industrialisasi di Wilayah Sumatera bertumpu pada
hilirisasi komoditas-komoditas utama wilayah, antara lain kelapa sawit, karet, kopi, kelapa,
kakao, lada, pala, perikanan tangkap, perikanan budidaya, batu bara, timah, emas, dan
migas. Selama ini sebagian besar dari komoditas-komoditas tersebut diekspor
ke luar wilayah dalam bentuk mentah sehingga terdapat potensi kehilangan nilai tambah
yang cukup besar dari proses pengolahan yang menghasilkan produk turunan.

Pada tahun 2022 terdapat sembilan langkah dalam strategi percepatan pertumbuhan dan
transformasi Wilayah Sumatera. Pertama, mempercepat realisasi investasi dan
beroperasinya secara penuh KI dan KEK melalui optimalisasi paket-paket insentif fiskal dan
nonfiskal khususnya di sekitar jaringan infrastruktur Tol Trans Sumatera dan pelabuhan
utama, antara lain KEK Arun Lhokseumawe, KI/KEK Sei Mangkei, KI/KEK Galang Batang,
KI Bintan Aerospace, KI Sadai, serta KPBPB Batam-Bintan-Karimun dan Sabang. Sementara
itu, terdapat dua KEK yang baru ditetapkan tahun 2021 dan masih dalam proses persiapan
kelembagaan kawasan yaitu KEK Nongsa dan KEK Batam Aero Technic. Kedua, memacu
pengembangan kawasan pariwisata unggulan khususnya di DPP Danau Toba dan
sekitarnya, dan DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang, Destinasi Pariwisata
Pengembangan Batam-Bintan, Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi
berbasis rencana induk pengembangan kawasan pariwisata terpadu. Ketiga, memperkuat
integrasi sistem transportasi wilayah multimoda (tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara)
dengan pengembangan kawasan strategis. Keempat, merevitalisasi usaha-usaha pertanian,
perkebunan, dan perikanan khususnya skala usaha rakyat. Kelima, meningkatkan
kapasitas, jangkauan, dan distribusi pelayanan dasar dan sistem transportasi serta
kelayakhunian kota-kota termasuk WM Medan dan WM Palembang. Keenam, meningkatkan
kemudahan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama dalam upaya
peningkatan daya saing antardaerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah
Sumatera dan kerja sama regional antarnegara Indonesia-Malaysia-Thailand Growth
Triangle (IMT-GT). Ketujuh, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui
pemberian sertipikat hak atas tanah. Kedelapan, meningkatkan kualitas dan ketersediaan
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SDM untuk mendukung pengembangan kawasan pertumbuhan melalui pengembangan
Balai Latihan Kerja (BLK), sekolah vokasi, pendidikan tinggi terapan, dan pelatihan tenaga
kerja berbasis kompetensi. Kesembilan, mempercepat proses penyusunan dan penetapan
rencana tata ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun RDTR sebagai acuan
pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan dan
bantuan teknis kepada pemerintah daerah.

Di sisi lain, terdapat tujuh langkah dalam strategi pemerataan intrawilayah Sumatera.
Pertama, memperluas cakupan dan kualitas pelayanan dasar khususnya di bidang
pendidikan dasar dan menengah umum/kejuruan, dan kesehatan yang menjangkau
masyarakat langsung (puskesmas dan klinik). Kedua, meningkatkan penerapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat, sosial, Ketenteraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), serta penyediaan perumahan
layak huni di kota-kota kecil. Ketiga, mendorong percepatan pembangunan pada kawasan
3T, transmigrasi dan pedesaan, serta daerah rawan bencana dengan perluasan jaringan
listrik, telekomunikasi, sarana prasarana mitigasi risiko bencana, serta infrastruktur dasar
dan konektivitas (bandara/jalur penerbangan perintis dan jalan lingkar} untuk memperkuat
keterkaitan dengan kota-kota terdekat. Keempat, mempercepat penuntasan jaringan
transportasi pengumpan (feeder) yang menghubungkan kawasan tengah dan barat dengan
jaringan infrastruktur utama Tol Trans Sumatera di pesisir timur. Kelima, meningkatkan
ekonomi lokal melalui pengembangan industri kecil dan menengah berbasis sumber daya
alam dan pariwisata. Keenam, meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah
dan desa (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) dalam rangka peningkatan daya saing dan
kemandirian daerah. Ketujuh, mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh dan
pembangunan alternatif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.

Terkait upaya penguatan ketahanan bencana di Wilayah Sumatera, langkah-langkah yang
ditempuh adalah memantapkan sistem dan peralatan deteksi dini khususnya di lokasi-lokasi
yang memiliki risiko terjadinya gempa dan tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, longsor,
serta kebakaran lahan dan hutan, yang diikuti dengan pemutakhiran data kebencanaan.
Langkah berikutnya adalah internalisasi mitigasi bencana dalam perencanaan proyek-
proyek strategis disertai dengan peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah.
Di samping itu, peningkatan kesadaran bencana di masyarakat dan revitalisasi kearifan
lokal dalam tanggap bencana akan diperkuat. Terakhir, mendorong penguatan kerja sama
multipihak dan lintas daerah khususnya dalam sinergi pendanaan penanggulangan
bencana.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Sumatera pada tahun 2022 adalah
(1) terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) menurunnya kemiskinan dan
kesenjangan; serta (3) meningkatnya kesempatan kerja, dengan target sebagaimana tertuang
dalam Tabel 2.17. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya pemulihan
kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah pandemi COVID-19.
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Tabel 2.17
Target Pengembangan Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)
Target Tahun 2022
Indikator Kep Kep
Aceh |Sumut|Sumbar| Riau | Jambi [Sumsel Bengkulu|Lampung Babel | Riau
Pertumbuhan | 3,74-( 5,18- 5,41-| 2,30-| 4,26~ 5,76- 4,91- 4,80-| 4,55-| 4,80-
Ekonomi?) 4,25| 5,50 5,60 2,56| 4,55 6,15 5,10 5,03| 5,05 5,14
Tingkat 14,46-| 7,80- 5,99- 6,40-| 6,77-|11,43- 13,80- 11,82-| 3,75-| 5,30-
Kemiskinanb) 15,00 8,20 6,28| 6,55 7,10| 11,94 14,20 12,30 4,55 5,60
Tingkat 5,15-| 5,93- 5,92- 4,11-| 4,18-| 4,08- 3,35- 3,85-| 4,45-! 8,20-
Pengangguran 6,11 6,25 6,45 4.40 5,05 4,86 3,56 4.63 4.94 9,21
Terbukab)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) Target tahun 2022 merupakan assessment Kementerian PPN /Bappenas dengan mempertimbangkan
dampak COVID-19 dan angka realisasi triwulan III-2021. b) Target tahun 2022 merupakan hasil proyeksi
Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan assessment terakhir
pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.3.3 Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali

Pengembangan Wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk mempercepat pemulihan industri,
pariwisata, dan investasi pascapandemi COVID-19 dengan memperhatikan daya dukung dan
daya tampung lingkungan; memantapkan pertumbuhan pembangunan Wilayah Jawa
bagian utara dan Bali bagian selatan sebagai pusat ekonomi dan budaya yang berdaya saing
di tingkat nasional dan global dengan bertumpu pada industri manufaktur berteknologi
tinggi, ekonomi kreatif dan jasa pariwisata, serta penghasil produk akhir dan produk antara
yang berorientasi ekspor. Di samping itu, pengembangan Wilayah Jawa-Bali juga diarahkan
untuk mengakselerasi pemerataan pembangunan Wilayah Jawa bagian selatan dan Bali
bagian utara sebagai pusat pengembangan ekonomi skala lokal dan regional dengan
bertumpu pada agroindustri dan ekowisata, memberdayakan masyarakat dalam rangka
pencapaian ketahanan sosial ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi
kesenjangan pendapatan, mendorong pengembangan kawasan yang memiliki daya ungkit
tinggi dalam pencapaian strategi pertumbuhan dan pemerataan, serta mempertahankan
peran Pulau Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional.

Pada tahun 2022, strategi pertumbuhan dan transformasi Wilayah Jawa-Bali dilakukan
dengan tujuh langkah. Pertama, meningkatkan konektivitas antarkawasan pengembangan,
kota-kota, dan pusat pelayanan dalam memperluas jangkauan layanan dan distribusi.
Kedua, mendorong pengembangan KEK Kendal, KEK Singhasari, KEK Tanjung Lesung,
KI Terpadu Batang, KI Subang, Kawasan Perkotaan, DPP Borobudur dan sekitarnya, DPP
Bromo-Tengger-Semeru, Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-
Bandung-Pangandaran, Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi, serta Revitalisasi
Destinasi Pariwisata Bali. Selain itu, terdapat dua KEK yang baru ditetapkan tahun 2021
dan masih dalam proses persiapan kelembagaan kawasan yaitu KEK Lido dan KEK Gresik.
Ketiga, mengendalikan konversi lahan-lahan subur pertanian dan mempertahankan
jaringan irigasi di kawasan-kawasan lumbung beras. Keempat, mendorong operasionalisasi
dan peningkatan investasi dengan memantapkan pasokan energi dan mengoptimalkan
paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal sesuai dengan potensi pengembangan kawasan
serta meningkatkan upaya pemulihan ekonomi nasional dari pandemi COVID-19. Kelima,
meningkatkan produktivitas UMKM melalui pembiayaan, pengembangan kewirausahaan,
kemudahan akses pemasaran, peningkatan kualitas SDM, serta pemenuhan tenaga kerja
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yang terampil melalui peningkatan kualitas pendidikan kejuruan dan kualitas BLK untuk
kebutuhan industrialisasi berteknologi tinggi, ekonomi kreatif, jasa pariwisata, dan produk
berorientasi ekspor. Keenam, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui
pemberian sertipikat hak atas tanah. Ketujuh, mempercepat proses penyusunan dan
penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR sebagai acuan pemberian
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan maupun bantuan
teknis kepada pemerintah daerah.

Sementara itu, strategi pemerataan pembangunan intrawilayah Jawa-Bali dijabarkan ke
dalam enam langkah. Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas di
Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian utara dalam mendukung pengembangan
ekowisata dan agroindustri. Kedua, meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan
menengah dan tinggi serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang difokuskan
pada perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, pemerataan jaminan kesehatan,
pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, dan peningkatan tata kelola
pelayanan kesehatan. Ketiga, meningkatkan penerapan SPM bidang perumahan rakyat,
kesehatan, dan pekerjaan umum. Keempat, mendorong pengembangan Kawasan Perdesaan
Prioritas Nasional dan Daerah Tertinggal Entas. Kelima, mengembangkan agroindustri dan
ekowisata sebagai sektor unggulan khususnya di Jawa bagian selatan serta pemberdayaan
masyarakat dalam rangka pencapaian ketahanan sosial ekonomi untuk mengentaskan
kemiskinan di perdesaan dan mengurangi kesenjangan pendapatan di perkotaan. Keenam,
meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur,
kelembagaan, dan keuangan) dalam rangka peningkatan daya saing dan kemandirian
daerah termasuk pelaksanaan kebijakan Daerah Keistimewaan Yogyakarta.

Adapun upaya penguatan ketahanan bencana di Wilayah Jawa-Bali secara spasial akan
difokuskan pada wilayah ujung barat dan pesisir selatan Pulau Jawa untuk mengantisipasi
ancaman bencana gempa tektonik, tsunami, dan tanah longsor. Sementara itu, untuk
kawasan perkotaan dan pesisir pantai utara, penguatan mitigasi bencana difokuskan untuk
mengantisipasi potensi banjir, abrasi garis pantai, dan penurunan muka tanah. Untuk
menunjang penguatan ketahanan bencana di wilayah ini, langkah-langkah yang dilakukan
adalah peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana deteksi dini kebencanaan,
pengembangan data kebencanaan, pemantapan kelembagaan di daerah hingga desa,
pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran bencana, revitalisasi
mekanisme kerja sama lintas daerah dan multipihak, serta peningkatan sinergi pembiayaan
penanggulangan bencana.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Jawa-Bali pada tahun 2022 adalah (1) pulihnya
pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di
perdesaan; serta (3) meningkatnya kesempatan kerja khususnya di perkotaan, dengan target
sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.18. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan
adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah pandemi COVID-19.
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Tabel 2.18
Target Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)
Target Tahun 2022
Indikator DKI Jawa Jawa D. L Jawa Banten Bali
Jakarta Barat Tengah | Yogyakarta | Timur

Pertumbuhan 5,76~ 4,74- 4,96 5,03~ 5,16- 5,00- 5,50~
Ekonomial 5,98 5,18 5,43 5,48 5,48 5,48 5,77
Tingkat 3,45 6,86— 10,27~ 11,00 10,47 4,99- 1,90-
Kemiskinanb 3,90 7,50 11,42 11,70 10,76 5,18 3,12
Tingkat 6,98 8,73~ 5,40- 3,57- 4,23- 8,18 1,70-
Pengangeuran 8,38 9,57 5,89 4,45 5,58 8,92 2,68
Terbukab

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas, 2021

Keterangan: a) Target tahun 2022 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas dengan
mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi tiwulan OI-2021. b} Target tahun 2022 merupakan
hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan assessment
terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.3.4 Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk memacu transformasi
perekonomian daerah untuk memantapkan peran wilayah sebagai gerbang pariwisata alam
dan budaya dengan keunikan tinggi, didukung dengan percepatan pembangunan manusia
dan pertumbuhan wilayah, serta penuntasan pemulihan pascabencana di Wilayah Nusa
Tenggara. Transformasi perekonomian Wilayah Nusa Tenggara berbasis pada sektor-sektor
perikanan dan kelautan, pertanian, peternakan, perkebunan kopi, pertambangan tembaga
dan emas, serta pariwisata untuk memperkuat daya saing wilayah (keunggulan kompetitif).

Pada tahun 2022, strategi percepatan pertumbuhan Wilayah Nusa Tenggara dilakukan
dengan sembilan langkah. Pertama, mendorong pengembangan industri Meeting, Incentives,
Conference, and Exhibition (MICE) yang didukung dengan penyelenggaraan kegiatan olahraga
internasional dan festival budaya sebagai sarana promosi pariwisata khususnya di DPP
Lombok-Mandalika/KEK Mandalika dan DPP Labuan Bajo. Kedua, meningkatkan
produktivitas usaha perikanan termasuk tambak garam, terutama pada SKPT Sumba Timur
dan SKPT Rote Ndao, peternakan, perkebunan, budidaya tanaman pangan termasuk
pengembangan food estate di Kabupaten Belu dan Kabupaten Sumba Tengah, serta
pembangunan pasar ikan yang terintegrasi dengan pelabuhan. Ketiga, mendorong
pengembangan ekonomi kreatif bernilai tinggi termasuk industri kerajinan mutiara dan kain
tenun tradisional. Keempat, meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah
kepulauan dan memperkuat keterhubungan transportasi Wilayah Nusa Tenggara dengan
hub pariwisata internasional utama Bali. Kelima, mengembangkan perekonomian kawasan
perbatasan terutama PKSN Atambua dan PKSN Kefamenanu serta memperkuat kerja sama
perdagangan dengan negara tetangga yaitu Timor Leste. Keenam, mengembangkan kawasan
perkotaan untuk mendukung pengembangan industri dan pariwisata wilayah dengan fokus
pada penyediaan air minum dan sanitasi, akses terhadap energi, pengelolaan sampah dan
limbah, penyediaan perumahan, drainase, dan transportasi publik perkotaan. Ketujuh,
meningkatkan kapasitas daerah dalam pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja
sama antardaerah. Kedelapan, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui
pemberian sertipikat hak atas tanah. Kesembilan, mempercepat proses penyusunan dan
penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR sebagai acuan pemberian
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan maupun bantuan
teknis kepada pemerintah daerah.
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Sementara itu, strategi pemerataan Wilayah Nusa Tenggara tahun 2022 dilakukan dengan
tujuh langkah. Pertama, meningkatkan pemerataan akses rumah tangga pada pelayanan
pendidikan dan kesehatan untuk mempercepat pembangunan manusia terutama
pendidikan dasar dan menengah. Kedua, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan
pengembangan pendidikan keterampilan hidup serta vokasional untuk mempersiapkan
partisipasi masyarakat khususnya pada sektor strategis dan kawasan strategis. Ketiga,
mempercepat pembangunan kawasan perdesaan dan daerah tertinggal, kawasan
transmigrasi, kawasan perbatasan, termasuk pulau-pulau terluar dengan memperkuat
keterkaitannya dengan kota-kota kecil dan sedang terdekat. Keempat, menuntaskan
pembangunan infrastruktur dasar khususnya untuk meningkatkan elektrifikasi rumah
tangga serta akses air minum dan sanitasi di perdesaan. Kelima, mempercepat peneraparn
SPM di bidang perumahan rakyat, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat (Trantibumlinmas), dan pendidikan. Keenam, meningkatkan tata kelola dan
kapasitas pemerintah daerah dan desa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dan
dana desa untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi lokal. Ketujuh, menuntaskan
pemulihan sosial ekonomi dampak bencana di Nusa Tenggara.

Adapun untuk memperkuat ketahanan bencana wilayah akan dilakukan langkah-langkah
memperkuat kesiapsiagaan masyarakat berbasis kearifan lokal, mengembangkan data
kebencanaan, meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana deteksi dini bencana,
memperkuat kerja sama lintas pelaku dalam mitigasi dan tanggap bencana, dan
mengembangkan sinergi pembiayaan penanggulangan bencana. Penguatan mitigasi bencana
diprioritaskan pada kawasan-kawasan strategis pariwisata dan daerah-daerah relatif padat
penduduk.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2022 adalah
(1) terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) menurunnya kemiskinan dan
kesenjangan khususnya di perdesaan; serta (3) terbukanya lapangan kerja berkualitas,
dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.19. Sasaran ini ditetapkan dengan
mempertimbangkan adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah pandemi

COVID-19.
Tabel 2.19
Target Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)
Target Tahun 2022
Indikator
Nusa Tenggara Barat | Nusa Tenggara Timur
Pertumbuhan Ekonomia 4.23-4,77 6,33-6,43
Tingkat Kemiskinan® 13,00-13,13 17,15-18,55
Tingkat Pengangguran Terbukab 2,81-2,91 2,41-3,40

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) Target tahun 2022 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan
dampak COVID-19 dan angka realisasi triwulan II-2021. b) Target tahun 2022 merupakan hasil proyeksi
Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan assessment terakhir
pertumbuhan ekonom wilayah.
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2.3.5 Strategi Pengembangan Wilayah Kalimantan

Pengembangan Wilayah Kalimantan diarahkan untuk menjaga perannya sebagai paru-paru
dunia sekaligus memantapkan kontribusinya sebagai salah satu lumbung energi nasional.
Selain itu, sebagai upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah, maka pengembangan
Wilayah Kalimantan akan difokuskan pada pembangunan Wilayah Kalimantan bagian utara
terutama di wilayah perbatasan. Potensi industrialisasi di Wilayah Kalimantan bertumpu
pada komoditas-komoditas utama seperti batu bara dan migas, serta komoditas lainnya
seperti bauksit, pasir zirkon, pasir kuarsa, bijih besi, karet, kelapa sawit, dan perikanan
yang sebagian besar diekspor dalam bentuk mentah. Pengembangan hilirisasi komoditas-
komoditas tersebut diperlukan untuk mendorong peningkatan nilai tambah bagi
perekonomian Wilayah Kalimantan.

Pada tahun 2022, terdapat delapan langkah dalam strategi percepatan pertumbuhan dan
transformasi Wilayah Kalimantan. Pertama, membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi
Kalimantan Timur beserta infrastruktur pendukungnya sebagai pusat pemerintahan baru
dan pendorong diversifikasi ekonomi wilayah. Kedua, mempercepat realisasi investasi dan
mendorong optimalisasi pengelolaan kawasan-kawasan strategis yang meliputi KEK Maloy
Batuta Trans Kalimantan, KI Surya Borneo, KI Ketapang, Destinasi Pariwisata
Pengembangan Derawan-Berau, serta Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-
Singkawang. Ketiga, mengembangkan komoditas unggulan wilayah yaitu sawit, karet, dan
perikanan, dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas dan/atau penguatan rantai
pasok dengan industri pengolahnya. Keempat, mengembangkan kawasan perkotaan
termasuk WM Banjarmasin dan Kota Baru Tanjung Selor sebagai pusat pelayanan wilayah
dan pendukung kawasan industri dan pariwisata di sekitarnya, serta kota penyangga IKN
baru yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Kelima, mengembangkan sentra produksi
pangan (food estate) dengan didukung korporasi petani. Keenam, memperkuat forum kerja
sama regional Wilayah Kalimantan serta meningkatkan investasi melalui perbaikan
pelayanan perizinan untuk meningkatkan daya saing wilayah. Ketujuh, meningkatkan
kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah. Kedelapan,
mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun
RDTR sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian
bimbingan maupun bantuan teknis kepada pemerintah daerah.

Sementara itu, terdapat delapan langkah dalam strategi pemerataan intrawilayah
Kalimantan. Pertama, mempercepat penyambungan jaringan transportasi wilayah dengan
menghubungkan infrastruktur berbagai multimoda transportasi darat, sungai, laut, dan
udara dengan jaringan Trans Kalimantan. Kedua, mengembangkan kota-kota kecil dan
menengah sebagai pusat pelayanan dan basis pengembangan ekonomi lokal bagi kawasan
perdesaan dan transmigrasi. Ketiga, meningkatkan pembangunan Wilayah Kalimantan
bagian utara, khususnya kawasan perbatasan untuk menjaga kedaulatan nasional,
mendorong pemerataan, serta mengurangi kesenjangan dengan negara tetangga. Keempat,
mempercepat penerapan SPM di bidang perumahan rakyat, sosial, dan pendidikan. Kelima,
meningkatkan kapasitas aparatur, keuangan, dan kelembagaan pemerintah daerah dan
desa dalam rangka peningkatan daya saing dan kemandirian daerah. Keenam,
meningkatkan aksesibilitas masyarakat, khususnya di daerah 3T terhadap pelayanan dasar
di bidang pendidikan dan kesehatan serta balai-balai latihan kerja. Ketujuh,
mengoptimalkan kebijakan dan implementasi pengentasan kemiskinan, salah satunya
melalui cakupan perlindungan sosial. Kedelapan, meningkatkan upaya pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan serta ketangguhan terhadap ancaman bencana
dengan meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat, mempertahankan fungsi ekologis
serta pelestarian lingkungan di kawasan mangrove/bakau dan hutan tropis Kalimantan.

Secara geografis, Wilayah Kalimantan cenderung aman dari ancaman bencana gempa.
Namun, di musim kering, Wilayah Kalimantan memiliki risiko tinggi untuk bencana
kebakaran hutan dan lahan. Tingginya risiko ini disebabkan oleh tingginya kandungan
gambut, praktik membuka lahan baru dengan pembakaran, serta kondisi cuaca. Sementara
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itu, kota-kota besar di Wilayah Kalimantan juga menghadapi ancaman banjir yang
diakibatkan oleh ekosistem gambut dan rawa yang rusak, perkembangan kawasan
permukiman yang sangat cepat sehingga menghilangkan sebagian besar daerah resapan,
sempadan sungai, dan dataran rendah, serta buruknya sistem drainase perkotaan.

Terkait upaya penguatan sistem ketahanan bencana di Wilayah Kalimantan, langkah-
langkah yang ditempuh antara lain pencegahan dan mitigasi di lokasi-lokasi yang memiliki
risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan melalui penguatan kerja sama, khususnya
dengan perusahaan perkebunan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bencana
dengan melakukan sosialisasi, serta penguatan revitalisasi kearifan lokal dalam tanggap
bencana. Sedangkan sebagai upaya pencegahan banjir, diperlukan peningkatan rehabilitasi
Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lahan kritis serta penataan dan pengendalian pemanfaatan
ruang, khususnya di perkotaan. Langkah berikutnya adalah internalisasi mitigasi bencana
dalam perencanaan proyek-proyek strategis dan peningkatan kapasitas aparat pemerintah
daerah yang diikuti dengan pemutakhiran data kebencanaan. Terakhir, mendorong
penguatan kerja sama multipihak dan lintas daerah khususnya dalam sinergi pendanaan
penanggulangan bencana.

Pada tahun 2022, sasaran utama pengembangan Wilayah Kalimantan difokuskan pada
(1) terakselerasinya laju pertumbuhan ekonomi; (2) menurunnya tingkat kemiskinan; serta
(3) meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas. Adapun target pengembangan Wilayah
Kalimantan sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.20. Sasaran ini ditetapkan dengan
mempertimbangkan adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah
terdampak pandemi COVID-19.

Tabel 2.20
Target Pengembangan Wilayah Kalimantan Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)
Target Tahun 2022
Indikator Kalimantan | Kalimantan | Kalimantan | Kalimantan | Kalimantan
Barat Tengah Selatan Timur Utara

Pertumbuhan Ekonomia 5,26-5,67 5,64-5,97 4,50-4,80 5,30-5,55 5,40-5,73
Tingkat Kemiskinan? 6,25-7,23 4,43-4,80 3,99-4,60 5,32-5,80 6,10-6,80
Tingkat Pengangguran 4,22-529 | 3,70-4,49 | 4,03-4,91 5,93-6,79 |  4,24-4,53
Terbukab)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) Target tahun 2022 merupakan assessment Kementerian PPN /Bappenas dengan mempertimbangkan
dampak COVID-19 dan angka realisasi tniwulan III-2021. b) Target tahun 2022 merupakan hasil proyeksi
Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan assessment terakhir
pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.3.6 Strategi Pengembangan Wilayah Sulawesi

Pengembangan Wilayah Sulawesi diarahkan sebagai hub dan pintu utama kawasan timur
untuk jalur perdagangan internasional sekaligus berperan sebagai salah satu lumbung
pangan nasional. Selain itu, Wilayah Sulawesi juga diarahkan untuk percepatan
pertumbuhan ekonomi untuk mendorong pemerataan pembangunan melalui transformasi
perekonomian wilayah berbasis komoditas unggulan, pengembangan pariwisata serta
diversifikasi kegiatan ekonomi lainnya. Pengembangan hilirisasi komoditas-komoditas
unggulan seperti kelapa, lada, pala, cengkeh, kopi, kakao, tebu, dan kelapa sawit untuk
sektor pertanian dan perkebunan; sektor peternakan sapi; hasil hutan berupa rotan; hasil
perikanan tangkap dan budi daya; serta sumber daya alam di sektor pertambangan seperti
aspal, nikel, bijih besi, dan gas bumi terus dilakukan untuk mendorong peningkatan nilai
tambah bagi perekonomian Wilayah Sulawesi.
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Pada tahun 2022 terdapat enam langkah dalam strategi percepatan pertumbuhan dan
transformasi Wilayah Sulawesi. Pertama, memperkuat pusat-pusat pertumbuhan wilayah
dengan mempercepat realisasi investasi serta optimalisasi peran kawasan industri KEK/KI
Palu dan KEK Bitung, serta kawasan pariwisata unggulan DPP Manado-Likupang/KEK
Likupang, DPP Wakatobi, dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-Selayar.
Kedua, meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan untuk mendukung
pengembangan sektor industri dan pariwisata, termasuk WM Makassar dan WM Manado.
Pengembangan difokuskan pada transportasi massal, drainase perkotaan, akses energi,
perumahan, ketersediaan air minum yang bersih dan sanitasi yang baik, pengelolaan
persampahan, dan disertai pengendalian pemanfaatan ruang sebagai upaya untuk
mencegah urban sprawl. Ketiga, mempercepat pengembangan infrastruktur penghubung
antarwilayah yang meliputi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan keterkaitan
kawasan strategis dengan kawasan penyangganya, serta infrastruktur laut dan udara yang
dapat menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di Wilayah Sulawesi dengan wilayah
lainnya. Keempat, memperkuat forum kerja sama regional Wilayah Sulawesi serta
meningkatkan investasi melalui perbaikan pelayanan perizinan untuk meningkatkan daya
saing wilayah. Kelima, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian
sertipikat hak atas tanah. Keenam, mempercepat proses penyusunan dan penetapan
rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR sebagai acuan pemberian kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan maupun bantuan teknis kepada
pemerintah daerah.

Di sisi lain, terdapat enam langkah dalam strategi pemerataan intrawilayah Sulawesi.
Pertama, memperluas cakupan dan kualitas pelayanan dasar khususnya di bidang
pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, perumahan dan pemukiman, serta
pengelolaan sampah dan limbah. Fokus peningkatan bidang pendidikan diselaraskan
dengan kebutuhan input industrialisasi Wilayah Sulawesi yaitu pendidikan menengah,
pendidikan kejuruan/vokasional, dan pendidikan tinggi terapan. Kedua, meningkatkan
pengembangan produk unggulan di desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi,
kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, serta daerah tertinggal. Ketiga, mempercepat
penyambungan jaringan transportasi pengumpan (feeder) yang menghubungkan kota-kota
kecil dan kawasan perdesaan dengan jaringan transportasi utama Trans Sulawesi. Keempat,
mempercepat penerapan SPM di bidang perumahan rakyat, sosial, dan Ketenteraman,
Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Kelima, meningkatkan
kapasitas aparatur, keuangan, dan kelembagaan pemerintah daerah dan desa dalam rangka
peningkatan daya saing dan kemandirian daerah. Keenam, menguatkan upaya pengurangan
risiko bencana dan memantapkan pemulihan kondisi sosial ekonomi akibat dampak
bencana di berbagai wilayah di Sulawesi, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah dan
Provinsi Sulawesi Barat.

Terkait upaya penguatan sistem ketahanan bencana di Wilayah Sulawesi, langkah-langkah
yang ditempuh antara lain pencegahan dan pengurangan risiko melaiui mitigasi di lokasi-
lokasi yang memiliki risiko bencana dan perubahan iklim yang sangat tinggi khususnya
gempa bumi, likuefaksi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan erupsi gunung berapi. Langkah
berikutnya adalah internalisasi mitigasi bencana dalam perencanaan proyek-proyek
strategis serta peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah yang disertai dengan
pemutakhiran data kebencanaan. Terakhir, mendorong penguatan kerja sama multipihak
dan lintas daerah khususnya dalam sinergi pendanaan penanggulangan bencana.

Pada tahun 2022, sasaran utama pengembangan Wilayah Sulawesi difokuskan pada
(1) terakselerasinya laju pertumbuhan ekonomi; (2) menurunnya tingkat kemiskinan; serta
(3) meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas. Adapun target pengembangan Wilayah
Sulawesi tertuang dalam Tabel 2.21. Sasaran utama pembangunan Wilayah Sulawesi
ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi
masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19.
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Tabel 2.21
Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)
Target Tahun 2022
Indikator Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Gorontalo Sulawesi
Utara Tengah Selatan Tenggara Barat
Pertumbuhan 4.50- 8,82- 6,40— 6,31- 6,10- 551-
Ekonomial 4,93 9,10 7,07 6,60 6,57 5,78
Tingkat 6,90- 9,90~ 8,38- 10,10- 14,33- 10,25-
Kemiskinan? 7,50 10,30 9,19 11,00 14,71 10,50
Tingkat 6,63— 2,48 5,12- 3,26 2,87- 2,36—
Pengangguran 7,02 3,37 5,61 3,86 2,97 3,06
Terbukab

Sumber: Kementernian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) Target tahun 2022 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan
dampak COVID-19 dan angka realisasi triwulan III-2021. b) Target tahun 2022 merupakan hasil proyeksi
Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan assessment terakhir
pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.3.7 Strategi Pengembangan Wilayah Maluku

Pengembangan Wilayah Maluku diarahkan pada transformasi ekonomi dengan peningkatan
produktivitas komoditas-komoditas unggulan sektor perkebunan yang meliputi kelapa, pala,
dan cengkeh, serta sektor kelautan dan perikanan yang sekaligus untuk mengoptimalkan
peran Wilayah Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), serta dengan memperpanjang
rantai nilai tambah dari hilirisasi industri pengolahan berbasis mineral, seperti nikel,
tembaga, dan emas. Pengembangan Wilayah Maluku juga diarahkan untuk meningkatkan
daya saing wisata berbasis bahari dan sejarah. Transformasi ekonomi dan pengembangan
berbagai sektor tersebut didukung oleh penguatan konektivitas intrawilayah Maluku serta
antara Wilayah Maluku dengan wilayah lainnya.

Pada tahun 2022 terdapat delapan langkah dalam strategi percepatan pertumbuhan dan
transformasi Wilayah Maluku. Pertama, mempercepat pengembangan dan realisasi investasi
pusat-pusat industri pengolahan hasil perkebunan serta industri pengolahan nikel dan
bahan tambang lainnya, khususnya di KI Teluk Weda. Kedua, meningkatkan produktivitas
komoditas unggulan perikanan melalui optimalisasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu
(SKPT) Moa, SKPT Saumlaki, SKPT Morotai, dan pembangunan Pelabuhan Ambon Baru yang
terhubung dengan jaringan pelabuhan perikanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Ketiga,
mempercepat pengembangan DPP Morotai/KEK Morotai sebagai kawasan pariwisata
unggulan wilayah. Keempat, mempercepat penyiapan rencana pengembangan kawasan
industri terintegrasi yang meliputi kawasan kegiatan turunan migas, kawasan permukiman
untuk pekerja, serta fasilitas pendukung lainnya untuk mendukung pengembangan Blok
Masela. Kelima, mengembangkan kapasitas pelayanan serta kelayakhunian wilayah
perkotaan, termasuk Kota Baru Sofifi sebagai pusat pemerintahan, dengan fokus pada
pengembangan transportasi publik perkotaan, air minum yang bersih dan sanitasi, drainase
perkotaan, serta pengelolaan sampah dan limbah yang aman. Keenam, memperkuat forum
kerja sama regional Wilayah Maluku serta meningkatkan investasi melalui perbaikan
pelayanan perizinan untuk meningkatkan daya saing wilayah. Ketujuh, meningkatkan
kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah. Kedelapan,
mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun
RDTR sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian
bimbingan maupun bantuan teknis kepada pemerintah daerah.
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Di sisi lain, terdapat lima langkah dalam strategi pemerataan intrawilayah Maluku. Pertama,
memperluas cakupan dan kualitas pelayanan dasar secara merata, khususnya di bidang
pendidikan dan kesehatan. Kedua, mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kawasan
perbatasan, kawasan transmigrasi, pulau-pulau terluar, dan perdesaan dengan memperkuat
keterkaitannya dengan kota-kota terdekat untuk mendorong kegiatan ekonomi. Ketiga,
mempercepat penyambungan jaringan transportasi yang menghubungkan antarpulau
melalui peningkatan infrastruktur penyeberangan antarpulau. Keempat, mempercepat
penerapan SPM di bidang perumahan rakyat, sosial, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat {(Trantibumlinmas), dan pekerjaan umum. Kelima, meningkatkan
tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah dan desa (kelembagaan, aparatur, dan
keuangan daerah) guna mendorong peningkatan daya saing dan kemandirian daerah.

Terkait upaya penguatan sistem ketahanan bencana di Wilayah Maluku, langkah-langkah
yang ditempuh antara lain pencegahan dan pengurangan risiko melalui mitigasi di lokasi-
lokasi yang memiliki risiko bencana dan perubahan iklim yang sangat tinggi seperti gempa
bumi, erupsi gunung berapi, banjir, dan tanah longsor. Selain itu, kondisi geografis Wilayah
Maluku yang merupakan wilayah kepulauan sangat rentan terhadap fluktuasi harga
kebutuhan bahan pokok dan barang-barang lainnya karena tergantung terhadap pasokan
dari luar wilayah, terutama pada saat cuaca ekstrem dan gelombang laut yvang tinggi yang
menyebabkan terganggunya pelayaran dan distribusi barang antarpulau. Oleh karena itu,
diperlukan penguatan mitigasi bencana dalam perencanaan proyek-proyek strategis serta
peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah yang diikuti dengan pemutakhiran data
kebencanaan serta peningkatan kapasitas dalam mengatur pengamanan ketersediaan stok
kebutuhan pokok serta distribusinya saat kondisi cuaca ekstrem. Terakhir, mendorong
penguatan kerja sama multipihak dan lintas daerah khusushya dalam sinergi pendanaan
penanggulangan bencana.

Pada tahun 2022, sasaran utama pengembangan Wilayah Maluku difokuskan pada
(1) terakselerasinya laju pertumbuhan ekonomi; (2} menurunnya tingkat kemiskinan; serta
(3) meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas. Adapun target pengembangan Wilayah
Maluku tertuang dalam Tabel 2.22. Sasaran utama pembangunan Wilayah Maluku
ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi
masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19,

Tabel 2.22
Target Pengembangan Wilayah Maluku Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)

Target Tahun 2022
Indikator
Maluku Maluku Utara
Pertumbuhan Ekonomi? 5,82-6,04 7,53-7,97
Tingkat Kemiskinan?l 17,00-17,25 5,71-5,75
Tingkat Pengangguran Terbuka® 6,27-6,84 4,50-4,71

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas, 2021

Keterangan: a) Target tahun 2022 merupakan assessment Kementerian PPN /Bappenas dengan mempertimbangkan
dampak COVID-19 dan angka realisasi triwulan I1I-2021. b) Target tahun 2022 merupakan hasil proyeksi
Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan assessment terakhir
pertumbuhan ekonorm wilayah.

SK No 130083 A



¥

m@@f”ﬂg

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11.60 -

2.3.8 Strategi Pengembangan Wilayah Papua

Pengembangan Wilayah Papua difokuskan pada percepatan pembangunan kesejahteraan
dengan pendekatan berbasis tujuh wilayah adat yaitu Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago,
Anim Ha, Bomberay, dan Domberay. Percepatan pembangunan kesejahteraan ditujukan
untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pelayanan dasar
serta perluasan akses di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja bagi orang
asli Papua. Selain itu, pembangunan kesejahteraan juga dilaksanakan dengan
mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus secara terpadu dalam: (a) pemerataan
pelayanan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dengan memprioritaskan
OAP; (b) pengembangan ekonomi kerakyatan dengan memperhatikan SDM setempat dengan
memprioritaskan OAP; (¢) pembangunan infrastruktur berkualitas terutama yang
mendukung pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih,
telekomunikasi, sanitasi lingkungan, pemukiman dan perumahan, serta infrastruktur dasar
lainnya dengan memprioritaskan distrik dan kampung yang merupakan basis OAP; (d)
peningkatan kesejahteraan kualitas hidup OAP, (e) pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak, dan pemberdayaan masyarakat adat; (f) pemerataan pembangunan dan pelayanan
publik; serta (g) pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kerja sama dan kemitraan antardaerah akan terus diperkuat melalui pendekatan berbasis
wilayah adat. Seiring dengan hal tersebut, optimalisasi sistem nilai dan norma dalam wilayah
adat juga dituyjukan untuk dapat mendorong aktivitas sosial dan ekonomi melalui
pergerakan penduduk dan barang. Di samping itu, peran distrik sebagai pusat data,
informasi, dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat adat,
pusat inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan,
serta pusat pertumbuhan daerah akan terus dilanjutkan.

Pada tahun 2022 terdapat delapan langkah dalam strategi percepatan pertumbuhan dan
transformasi Wilayah Papua. Pertama, melanjutkan pembangunan jaringan infrastruktur
yang terintegrasi antara pusat-pusat produksi rakyat dengan pusat-pusat pertumbuhan
wilayah seperti KEK Sorong dan KI Teluk Bintuni. Kedua, mengembangkan komoditas lokal
pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan serta mendorong
pengembangan industri pengolahan berbasis teknologi tepat guna. Ketiga, mendorong
ekonomi kemaritiman di DPP Raja Ampat dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-
Teluk Cenderawasih dengan mempercepat pengembangan sentra kelautan perikanan
terpadu dan pariwisata bahari. Keempat, mempercepat pengembangan Papua Youth Creative
Hub untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi lokal melalui peningkatan
keterampilan sumber daya manusia, kewirausahaan, serta pengembangan kreativitas dan
inovasi kaum muda asli Papua. Kelima, mempercepat pengembangan kawasan perkotaan,
termasuk pembangunan Kota Baru Sorong, yang ditujukan sebagai pusat aglomerasi
wilayah, pendukung kawasan industri dan pariwisata dengan fokus pada pengembangan
transportasi publik perkotaan, air minum yang bersih dan sanitasi, drainase, serta
pengelolaan sampah dan limbah yang aman. Keenam, memperkuat forum kerja sama
regional Wilayah Papua serta meningkatkan investasi melalui perbaikan pelayanan perizinan
untuk meningkatkan daya saing wilayah. Ketujuh, meningkatkan kepastian hukum hak atas
tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah, serta peningkatan daya dukung
lingkungan dan kawasan konservasi untuk pembangunan rendah karbon. Kedelapan,
mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun
RDTR sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian
bimbingan maupun bantuan teknis kepada pemerintah daerah.

Selanjutnya, terdapat empat langkah dalam strategi pemerataan intrawilayah Papua.
Pertama, memanfaatkan potensi lokal untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan,
memperluas lapangan pekerjaan, serta memperbaiki sistem pembelajaran dan tingkat
kesehatan masyarakat. Kedua, mempercepat penerapan SPM dengan memperluas cakupan
dan kualitas pelayanan dasar di bidang sosial, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan perumahan rakyat. Selain itu, untuk
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menjangkau pelayanan penduduk di daerah pegunungan, terpencil, dan terisolasi, akan
terus dilakukan kebijakan pengembangan sekolah terpadu berpola asrama, flying healtheare,
dan telemedicine. Ketiga, mempercepat pembangunan daerah tertinggal serta kawasan
perbatasan termasuk kampung dengan pendekatan pembangunan berbasis wilayah adat
dan distrik. Keempat, meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah dan
desa (kelembagaan, aparatur, dan keuangan daerah) untuk mendorong peningkatan daya
saing dan kemandirian daerah baik di tingkat distrik maupun kampung yang melibatkan
masyarakat dalam perencanaan, dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus serta Dana Desa.

Terkait upaya penguatan sistem ketahanan bencana di Wilayah Papua, langkah-langkah
yang ditempuh antara lain pencegahan dan pengurangan risiko melalui mitigasi di lokasi-
lokasi dengan risiko gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. Oleh karena itu, di tahun 2022
dilakukan penguatan mitigasi bencana dalam perencanaan proyek-proyek strategis serta
peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah yang diikuti dengan pemutakhiran data
kebencanaan. Terakhir, mendorong penguatan kerja sama multipihak dan lintas daerah
khususnya dalam sinergi pendanaan penanggulangan bencana.

Pada tahun 2022, sasaran utama pengembangan Wilayah Papua difokuskan pada
(1) terakselerasinya laju pertumbuhan ekonomi; (2) menurunnya tingkat kemiskinan; serta
(3) meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas. Adapun target pengembangan Wilayah
Papua tertuang dalam Tabel 2.23. Sasaran utama pembangunan Wilayah Papua ditetapkan
dengan mempertimbangkan adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah
terdampak pandemi COVID-19,

Tabel 2.23
Target Pengembangan Wilayah Papua Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)
Target Tahun 2022
Indikator

Papua Barat Papua
Pertumbuhan Ekonomia 5,64-6,11 6,03-6,32
Tingkat Kemiskinan? 19,92-20,01 25,00-25,20
Tingkat Pengangguran Terbukab 5,22-5,81 3,11-3,32

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) Target tahun 2022 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas dengan
mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi tmwulan I1I-2021. b) Target tahun 2022 merupakan
hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan assessment
terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.
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2.4 Strategi Pendanaan Pembangunan

Arah penyediaan pendanaan pembangunan tahun 2022 ditujukan untuk penanganan
pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi melalui pelaksanaan vaksinasi, menjaga daya
beli masyarakat, dan revitalisasi ekonomi domestik. Selain itu, penyediaan pendanaan akan
difokuskan untuk mendorong transformasi yang dilakukan melalui reformasi menyeluruh,
menjaga agenda pembangunan melalui pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dan
kegiatan investasi publik yang memiliki dampak langsung untuk menjaga momentum
pembangunan, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan pendanaan untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas sumber-sumber pendanaan.

2.4.1 Prioritas Pendanaan

Sampai dengan tahun 2021, pandemi COVID-19 masih membayangi pembangunan
nasional. Tahun 2022 diharapkan pandemi COVID-19 telah mereda, sehingga pemerintah
dapat mendorong pemulihan ekonomi yang diharapkan dapat menjadi landasan untuk
transformasi ekonomi pada tahun-tahun berikutnya. Penanganan pascapandemi COVID-19
memerlukan beberapa penajaman dalam pemanfaatan pendanaan baik pendanaan
pemerintah pusat maupun daerah dengan fokus pada kegiatan (1) penanganan pandemi
COVID-19 pada aspek medis, terutama penyediaan vaksinasi, (2) menjaga daya beli
masyarakat, dan (3) revitalisasi ekonomi domestik.

Dalam mendukung upaya tersebut, pemerintah pusat melakukan efisiensi belanja untuk
mengoptimalisasi pendanaan yang tersedia, sehingga terdapat celah fiskal yang dapat
dimanfaatkan. Efisiensi dilakukan dengan penundaan beberapa kegiatan yang belum
dimulai pelaksanaannya dan realokasi kegiatan yang tidak memiliki tingkat urgensi yang
tinggi. Untuk proyek yang dapat memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang tinggi
dapat dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan proyek yang telah dimulai
pelaksanaannya. Selain melakukan efisiensi dalam belanja, pemerintah dapat
memanfaatkan beberapa tambahan pendanaan, baik melalui pinjaman dan hibah dalam
maupun luar negeri, serta penerbitan SBN.

Untuk pendanaan pemerintah daerah, pemerintah pusat telah melakukan refocusing TKDD
dengan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan pada kegiatan pascabencana
COVID-19 khususnya untuk kegiatan pemulihan ekonomi dan pemanfaatan Dana Desa
untuk merespons secara cepat dampak bencana COVID-19. Diharapkan pemerintah daerah
dapat menerapkan strategi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
yang sejalan dengan fokus pemerintah pusat yakni penanganan bencana pandemi COVID-
19.

Dalam menangani dampak pandemi ini, selain tetap melaksanakan efisiensi dan refocusing
anggaran, khususnya yang terkait dengan stimulus kepada sektor perekonomian, perlu
dilakukan percepatan penyiapan proyek-proyek dan kegiatan untuk mendukung bangkitnya
perekonomian pascabencana, terutama pada proyek padat karya yang dapat menciptakan
lapangan kerja, serta penataan kembali strategi investasi publik sehingga anggaran negara
dapat diposisikan sebagai pilihan terakhir sumber pembiayaan (last resorf). Adanya
refocusing, realokasi, dan efisiensi anggaran pemerintah juga perlu digunakan sebagai
momentum untuk meningkatkan partisipasi swasta dalam pendanaan pembangunan
melalui berbagai mekanisme kerja sama seperti KPBU dan skema pendanaan inovatif.
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2.4.2 Sumber Pendanaan Pembangunan
2.4.2.1 Sumber Pendanaan dalam APBN

Pendanaan pemerintah dapat bersumber dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
maupun sumber keuangan lain seperti penerbitan SBN, pinjaman dan hibah dari dalam dan
luar negeri yang berasal dari (1) lembaga pembiayaan multilateral dan negara bilateral; (2)
lembaga keuangan (bank dan nonbank]); dan (3) investor, baik perseorangan maupun badan
usaha.

Pendanaan yang bersumber dari penerimaan pajak, PNBP, dan penerbitan SBN akan
digunakan untuk kegiatan operasional dan investasi pemerintah di berbagai sektor prioritas
pembangunan, khususnya penyediaan layanan umum dan dasar yang termasuk
di dalamnya penanggulangan pandemi COVID-19 dan pembangunan infrastruktur untuk
percepatan pemulihan ekonomi nasional. Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
untuk pembiayaan proyek, sebagai bagian dari SBN, akan difokuskan pada pembangunan
infrastruktur, penyediaan sarana pelayanan umum, dan pemberdayaan industri dalam
negeri yang kegiatannya memiliki aset yang dapat digunakan sebagai underlying. Penerbitan
SBSN dapat digunakan juga untuk membiayai secara langsung kegiatan-kegiatan Prioritas
Nasional (PN) maupun Major Project (MP) dalam RPJMN 2020-2024.

Penerbitan SBSN untuk pembiayaan proyek akan dimanfaatkan untuk pembangunan
infrastruktur, di antaranya infrastruktur transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian
serta infrastruktur sumber daya air. Selain itu, untuk pelayanan umum, seperti sektor
pendidikan dan agama, pertanian dan perkebunan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
konservasi sumber daya alam.

Pendanaan melalui pinjaman luar negeri diarahkan untuk kegiatan yang memiliki nilai
tambah yang tinggi, peluang alih teknologi dan praktik baik internasional, penyiapan konsep
baru (piloting), serta sebagai pengungkit pemanfaatan sumber dan skema pendanaan lainnya
(blended finance). Pemanfaatan pinjaman luar negeri difokuskan pada upaya penanganan
pandemi COVID-19 dan PEN serta mendorong transformasi ekonomi dan percepatan
investasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Selain itu, tetap melanjutkan
kegiatan pada beberapa sektor prioritas antara lain: pengembangan dan penguatan sumber
daya manusia; pembangunan infrastruktur; penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim dan keberlanjutan lingkungan; ketahanan air dan pangan; ketahanan energi;
manajemen risiko bencana, mendukung kegiatan riset, inovasi dan pengembangan
teknologi; serta meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan. Di samping itu, juga
dimanfaatkan untuk kegiatan baru secara selektif.

Untuk pinjaman dalam negeri akan digunakan utamanya pada kegiatan yang dapat
mendukung pengembangan industri dalam negeri. Sedangkan hibah akan digunakan untuk
mendukung program pembangunan nasional di bidang pembangunan rendah karbon,
peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kualitas sumber daya manusia,
pengembangan kebijakan dan bantuan untuk memperkuat kelembagaan, dukungan inovasi
untuk mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), berbagi
pengetahuan, penanggulangan bencana alam dan nonalam, serta bantuan kemanusiaan.
Selain itu, hibah juga akan diarahkan untuk peningkatan sistem investasi publik melalui (1)
peningkatan kualitas perencanaan dan penyiapan proyek; (2) menaikkan profil/kredibilitas
proyek; (3) capacity building; dan (4) derisking proyek.

2.4.2.2 Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan bagian pendanaan yang terintegrasi dalam
mendanai pembangunan khususnya yang menjadi kewenangan daerah. TKDD tahun 2022
diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD Tahun 2022
serta dukungan terhadap prioritas nasional dalam RKP Tahun 2022. Oleh karena itu, arah
kebijakan TKDD didasarkan pada tema RKP Tahun 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan
Reformasi Struktural”, dengan tujuh prioritas nasional, sepuluh strategi pembangunan serta
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dukungan terhadap MP. Memperhatikan hal tersebut, arah kebijakan umum TKDD tahun
2022 disusun sebagai berikut:

(1) Melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan
pemerataan kesejahteraan antardaerah;

(2) Melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan
harmonisasi belanja kementerian/lembaga dan TKDD terutama DAK Fisik;

(3) Melanjutkan kebijakan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) untuk peningkatan
kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM
pendidikan, dan adanya penambahan untuk belanja kesehatan prioritas;

(4) Meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Transfer Khusus (DTK), penyaluran DAK
Fisik berbasis kontrak untuk menekan idle cash di daerah, dan DAK Nonfisik untuk
mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan
kualitas layanan; dan

(5) Memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui
program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan COVID-19, dan mendukung
sektor prioritas.

(1) Dana Perimbangan

Pertama, Dana Transfer Umum. Dana Transfer Umum merupakan transfer ke daerah yang
bersifat block grant yang pemanfaatannya sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. DTU
terbagi menjadi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2022,
arah kebijakan untuk DBH dan DAU lebih ditujukan untuk perbaikan tata kelola dan fokus
pemanfaatan.

Dana Bagi Hasil (DBH)
Arah kebijakan DBH tahun 2022 adalah sebagai berikut:

(a) alokasi DBH berdasarkan realisasi minimal 3 tahun terakhir yang bertujuan untuk
meminimalkan potensi kurang/lebih bayar;

(b) penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara dan kinerja daerah dalam
mendukung optimalisasi penerimaan negara dan pemeliharaan lingkungan;

(c) penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau untuk dukungan bidang kesehatan,
kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum; dan

(d) penggunaan DBH Sumber Daya Alam Dana Reboisasi untuk dukungan bidang
lingkungan hidup dan kehutanan.

Sebagai upaya pemulihan ekonomi sesuai dengan tema RKP Tahun 2022, pemanfaatan DBH
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan mendorong fokus
pemanfaatan DBH pada sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja dan
mendukung UMKM.

Dana Alokasi Umum (DAU)
Arah kebijakan DAU tahun 2022 adalah sebagai berikut:

(a) tetap menerapkan kebijakan Pagu DAU Nasional dalam APBN bersifat dinamis mengikuti
perkembangan PDN Neto dan/atau sesuai kebijakan pemerintah;

(b) melanjutkan perhitungan komponen berdasarkan kebutuhan belanja pegawai Aparatur
Sipil Negara (ASN) Daerah, termasuk gaji ke-13, Tunjangan Hari Raya (THR), dan formasi
calon ASN Daerah;

(c) menyempurnakan formula DAU dengan melakukan evaluasi terhadap bobot alokasi
dasar, bobot variabel kebutuhan fiskal, dan bobot variabel kapasitas fiskal daerah;
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(d) penerapan penyaluran DAU berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah serta
mempertimbangkan Kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD; dan

(e) mendorong penggunaan DAU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah,
p g
perlindungan sosial, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM pendidikan, dan
belanja kesehatan prioritas.

Kedua, Dana Transfer Khusus (DTK). DTK merupakan transfer ke daerah yang bersifat
specific grant, dan ditujukan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan daerah dalam mendukung PN. Pada tahun 2022, salah satu strategi yang dilakukan
dalam meningkatkan efektivitas DTK sehingga berdampak langsung adalah penguatan
tematik pada DAK Fisik Penugasan. Penguatan tematik ini mengusung penerapan konsep
Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) melalui sinkronisasi fokus dan lokus pada
setiap tematik.

Dana Alokasi Khusus Fisik.
Arah kebijakan umum DAK Fisik tahun 2022 adalah sebagai berikut:

(a) mempertajam fokus kegiatan DAK Fisik sehingga berdampak langsung pada
pertumbuhan ekonomi sebagai respons dampak pandemi COVID-19;

(b) melanjutkan penguatan atas upaya pemerataan layanan dan penyediaan infrastruktur
dasar di daerah;

(c) percepatan pencapaian target prioritas nasional melalui DAK Fisik Penugasan berbasis
tematik khususnya pada sektor Pariwisata dan Industri Kecil dan Menengah (IKM), Food
Estate dan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani, serta Konektivitas
Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua;,

(d) mempertajam penentuan lokasi prioritas berbasis sektoral dan regional;

(e) memperkuat sinergi pemanfaatan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh
sumber pendanaan lainnya; dan

(f) peningkatan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi berbasis
kinerja dan penguatan kualitas pengawasan.

DAK Fisik terdiri dari jenis DAK Reguler dan DAK Penugasan. DAK Reguler difokuskan pada
pemenuhan pelayanan dasar dalam upaya penyiapan SDM berdaya saing. DAK Reguler
terdiri dari (a) bidang pendidikan; (b) bidang kesehatan termasuk kesehatan reproduksi dan
Keluarga Berencana (KB); serta (c) bidang-bidang yang mendukung infrastruktur dasar, yang
terdiri atas (i) bidang jalan, (ii) bidang air minum, (iii) bidang sanitasi, dan (iv) bidang
perumahan dan permukiman.

DAK Penugasan terdiri atas tiga tematik yang bersifat lintas sektor dalam mendukung
pencapaian sasaran MP tertentu sejalan dengan tema RKP Tahun 2022. Tematik-tematik
tersebut mencakup antara lain:

(a) Tematik Penguatan DPP dan Sentra Industri Kecil Menengah, terdiri atas bidang
(i) pariwisata; (ii) industri kecil menengah; (iii} jalan; (iv) lingkungan hidup;
(v) perdagangan; dan (vi) UMKM,;

(b) Tematik Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian,
Perikanan, dan Hewani, terdiri dari bidang (i) pertanian; (ii) kelautan perikanan,; (iii) jalan;
(iv) irigasi; (v} kehutanan; dan (vi) perdagangan,;

(c) Tematik Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di Wilayah
Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, terdiri dari bidang (i) transportasi perdesaan;
(ii) transportasi laut; dan (iii) jalan.
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Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
Arah kebijakan umum DAK Nonfisik Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

(a) dukungan pendanaan DAK Nonfisik bagi program prioritas nasional yang menjadi fokus
APBN TA 2022;

(b) penyempurnaan besaran unit cost dengan penerapan unit cost majemuk untuk Dana
BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan;

(c) perluasan target output Tunjangan Guru dengan penambahan output guru PPPK untuk
TPG, Tamsil, dan TKG, sesuai amanat UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN;

(d) pemantauan capaian output/outcome dalam rangka mendukung pemenuhan SPM
daerah melalui integrasi pelaporan antarkementerian; dan

(e) pendanaan untuk mendukung kegiatan bidang industri kecil dan menengah yang
merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional dan meningkatkan nilai tambah dan
daya saing produk di dalam Sentra IKM.

DAK Nonfisik Tahun 2022 juga tetap melanjutkan dukungan dalam peningkatan kualitas
layanan sektor produktif seperti pariwisata dan pertanian, serta mendorong peningkatan
investasi di daerah.

Berdasarkan hal di atas, DAK Nonfisik Tahun 2022 terdiri dari (ij Bantuan
Operasional Sekolah (BOS), (ii) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini (BOP PAUD), (iii) Tunjangan khusus guru ASN daerah di daerah khusus, (iv) Tambahan
Penghasilan (Tamsil) Guru ASN daerah, (v) Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN daerah,
(vi) Dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, (vii) Dana bantuan
operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya, (viijj Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK), (ix) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), (x) Dana fasilitasi
penanaman modal, (xi) Dana pelayanan kepariwisataan, (xii) Dana penguatan kapasitas
kelembagaan sentra IKM, (xiii) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
(PK2UMK), (xiv) Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS),
(xv)] Dana ketahanan pangan dan pertanian, serta (xvi) Dana Pelayanan Perlindungan
Perempuan dan Anak (PPA)

(2) Dana Insentif Daerah
Arah kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2022 adalah sebagai berikut:

(a) perbaikan terhadap indikator penilaian kriteria utama dan kategori kinerja yang fokus,
relevan dan memberikan dampak pada peningkatan tata kelola APBD, pelayanan publik,
serta kesejahteraan masyarakat di samping merupakan kinerja pemerintah daerah
secara langsung;

(b) mengarahkan penggunaan DID untuk mendukung pencapaian prioritas nasional seperti
pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;

(c) pengalokasian DID dilakukan berdasarkan penilaian atas prestasi capaian kinerja tahun
sebelumnya dan prestasi capaian kinerja tahun berjalan; dan

(d) penguatan asistensi dan supervisi serta monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan DID
yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang melibatkan
kementerian/ lembaga terkait.

(3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta
Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus).

Arah kebijakan umum Dana Otsus Aceh tahun 2022 adalah untuk mendanai pembangunan
dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan,
pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan, serta program pembangunan pelaksanaan
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keistimewaan Aceh dan penguatan perdamaian. Pendanaan tersebut dilakukan dalam
rangka penguatan dan pemberdayaan rakyat Aceh berlandaskan budaya dan syariat Islam,
peningkatan kesiapan mitigasi, dan ketahanan terhadap bencana serta pencapaian sasaran
pembangunan (pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, indeks
pembangunan manusia, dan rasio gini). Dalam mendukung arah kebijakan tersebut, Dana
Otsus Aceh dilakukan perbaikan tata kelola sebagai berikut:

(a) penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang partisipatif, transparan,
akuntabel, dan adil;

(b) peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja;

(¢) memperkuat koordinasi, kerja sama, dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Aceh
dengan pemerintah kabupaten, kota, dan K/L dalam perencanaan, pengalokasian,
penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
pemanfaatan dana;

(d) memperbaiki fokus dan prioritas penggunaan anggaran, khususnya dalam rangka
persiapan berkurangnya alokasi Dana Otsus dari tahun 2023;

(¢) memperbaiki tata kelola Dana Otsus dengan memperkuat peran Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran;
dan

(f mempertajam sinkronisasi dan integrasi pemanfaatan Dana Otsus dengan kegiatan yang
didukung oleh sumber pendanaan lainnya, termasuk dunia usaha dan mitra
pembangunan.

Arah kebijakan umum Dana Otsus Papua dan Papua Barat tahun 2022 ditujukan bagi
percepatan pembangunan SDM khususnya pendidikan, kesehatan, ekonomi dan
kesejahteraan rakyat, dan kemajuan daerah dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi.
Adapun sektor prioritas yang menjadi fokus intervensi adalah (a) pertambangan dan energi;
(b) kehutanan; (c) pendidikan; (d) kesehatan; (e) infrastruktur dasar; (f) ekonomi; (g) koperasi
dan UKM; (h) ketenagakerjaan; (i) kependudukan; (j) perkebunan, peternakan, dan
pertanian; (k) kelautan dan perikanan; (1) perhubungan dan transportasi; serta (m) TIK.

Selain kebijakan pemanfaatan tersebut arah kebijakan umum Dana Otsus Papua dan Papua
Barat dalam meningkatkan penatakelolaan adalah sebagai berikut:

(a) pengalokasian Dana Otsus Papua sebesar 2,25 persen dari pagu DAU Nasional, hal ini
sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,;

(b) mengarahkan penggunaan Dana Otsus Papua dalam bentuk 1 persen block grant dan
1,25 persen performance based berdasarkan kinerja penggunaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

(c) meningkatkan kualitas pengelolaan melalui penyusunan grand design dengan capaian
output yang jelas dan terukur serta selaras dengan kebijakan belanja pemerintah dan
pengembangan sistem informasi terintegrasi;

(d) penguatan asistensi dan supervisi dalam pemanfaatan Dana Otsus yang berdampak
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama Orang Asli Papua dengan
pelibatan kementerian/lembaga terkait; dan

(¢) meningkatkan pengawasan pelaksanaan Dana Otsus dengan melibatkan Aparat
Pengawas dan Masyarakat.

Mengingat arahan penggunaan Dana Otsus akan mempertimbangkan aspek kinerja, maka
pemanfaatannya perlu sejalan dengan koridor percepatan pembangunan Papua sebagai
berikut:
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(a) meningkatkan pemanfaatan Dana Otsus Papua untuk: (i meningkatkan IPM;
(i) meningkatkan kompetensi Orang Asli Papua di semua bidang pembangunan;
(iii) menurunkan angka kemiskinan; (iv) meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
(v) menumbuhkan Sentra Ekonomi Baru di 7 Wilayah Adat; (vi) menurunkan biaya
kemahalan; (vii) terjaganya lingkungan hidup yang berkelanjutan; (viii) terbangunnya
kehidupan sosial yang inklusif, aman, dan damai; serta (ix) meningkatkan pembangunan
infrastruktur dasar, TIK, energi, melalui Dana Tambahan Infrastruktur (DTI} yang
besarannya disepakati antara pemerintah dan DPR-RI atas usulan provinsi;

(b) memperkuat koordinasi, kerja sama, dan kemitraan antara pemerintah provinsi dengan
pemerintah kabupaten/kota, K/L, dan masyarakat dalam penyaluran, pelaporan,
pemantauan, pengendalian, serta evaluasi pemanfaatan dana dan capaian kinerja Dana
Otsus;

(c) memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan masing-masing kabupaten/kota
di Papua secara bertahap hingga tercapainya Transformasi Papua yang berkelanjutan;

(d) fokus pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua
yang melalui: (i) transformasi ekonomi berbasis wilayah adat hulu ke hilir;
(i) peningkatan SDM unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual Papua;
(iiij peningkatan infrastruktur dasar dan ekonomi; (iv) peningkatan tata kelola
pemerintahan dan keamanan dengan menjunjung tinggi penghormatan terhadap HAM,;
(v) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Dana Keistimewaan DIY

Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, ruang lingkup
penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY adalah (a) tata cara pengisian jabatan,
kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) kelembagaan
Pemerintah DIY; (c) kebudayaan; (d) pertanahan; serta (e} tata ruang.

Arah kebijakan umum Dana Keistimewaan DIY Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

(a) meningkatkan kualitas pengelolaan melalui penyusunan grand design dengan capaian
output yang jelas dan terukur serta selaras dengan kebijakan belanja pemerintah dan
pengembangan sistem informasi yang terintegrasi;

(b) memperkuat koordinasi, kerja sama, kemitraan, asistensi, dan supervisi yang
melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di DIY dan K/L terkait dalam
pemanfaatan Dana Keistimewaan DIY yang berdampak terhadap: (i) penguatan dan
pemberdayaan masyarakat berlandaskan budaya dan adat; (ii) penguatan tata kelola
pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan
pelayanan prima; serta (iiij pencapaian ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan daerah;

(c) meningkatkan pengawasan pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY dengan melibatkan
aparat pengawas dan masyarakat dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja
pembangunan;

(d) memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan masing-masing kabupaten/kota
di DIY dalam penentuan alokasi Dana Keistimewaan DIY.

(4) Dana Desa

Arah kebijakan umum Dana Desa tahun 2022 ditujukan untuk mendukung pemulihan
ekonomi, kesejahteraan sosial, dan mendukung sektor prioritas. Selain itu, mengacu pada
arah kebijakan RPJMN 2020-2024, arah kebijakan umum dan khusus Dana Desa adalah
sebagai berikut.
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Arah Kebijakan Umum

(a) mendukung pencapaian sasaran nasional pembangunan desa, yaitu berkurangnya
10.000 desa tertinggal dan meningkatnya 5.000 desa mandiri, menurunkan angka
kemiskinan perdesaan hingga satu digit dan revitalisasi BUMDes/BUMDes Bersama;

(b) mendukung tema dan 10 strategi pembangunan RKP Tahun 2022;
(c) mengarusutamakan tujuan pembangunan berkelanjutan;
(d) memprioritaskan pemberdayaan masyarakat desa;

(e) mengintegrasikan perspektif gender dan kaum marjinal dan mengedepankan
transparansi dan akuntabilitas.

Arah Kebijakan Khusus

(a) memperkuat fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa dalam rangka:
i. program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
ii. dukungan program sektor prioritas di desa, antara lain:

¢ mendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk peningkatan kualitas
pelayanan desa;

e prioritas lainnya antara lain: program ketahanan pangan, ketahanan hewani,
program pembangunan infrastruktur desa melalui program Padat Karya Tunai
Desa (PKTD), pengembangan desa wisata, dan peningkatan kesehatan masyarakat
desa.

(b) memperkuat dukungan fasilitas ekonomi dan lingkungan perdesaan terutama di desa
tertinggal dan desa berkembang, yaitu fasilitas ekonomi berupa pasar desa dan UMKM
dan fasilitas lingkungan berupa sistem pembuangan/ pengolahan sampah, fasilitas
Buang Air Besar (BAB), dan fasilitas ketahanan bencana,

(c) mendukung pemulihan ekonomi melalui penguatan jaring pengaman sosial dan
kegiatan padat karya tunai, kesehatan keluarga, penanganan wabah penyakit, dan
respons terhadap COVID-19.

Selanjutnya dalam meningkatkan tata kelola, arah kebijakan Dana Desa Tahun 2022 adalah
sebagai berikut:

(a) peningkatan kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),
meliputi:

i. penyempurnaan kebijakan pengalokasian, dengan melakukan reposisi formula
perhitungan, penyesuaian bobot, penajaman indikator dan kriteria yang digunakan
dalam perhitungan alokasi;

ii. penguatan kebijakan penyaluran, melalui kebijakan penyaluran langsung dari
Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKDesa) serta penerapan
mekanisme penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output
kegiatan;

iii. peningkatan kualitas aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa dan
pengembangan potensi desa.

(b) peningkatan penyediaan kualitas data sumber serta pemantauan dan evaluasi Dana
Desa.
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2.4.2.3 Sumber Pendanaan Non-Pemerintah

Sesuai dengan amanat dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024,
paradigma baru pendanaan infrastruktur adalah menjadikan APBN/APBD sebagai sumber
daya terakhir (last resource). Mengutamakan skema pembiayaan kreatif serta
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor
38 Tahun 2015.

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha merupakan kerja sama antara pemerintah dengan
badan usaha dalam menyediakan infrastruktur berdasarkan pembagian risiko yang optimal
antara pemerintah dan badan usaha. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dilakukan
untuk (1) menjembatani kesenjangan pendanaan dan pembiayaan pemerintah melalui
investasi swasta, termasuk prakarsa badan usaha (unsolicited) pada penyediaan
infrastruktur; dan (2) mendapatkan efisiensi investasi dari badan usaha melalui upaya
optimalisasi pembagian risiko. Dengan skema KPBU ini, pemerintah melalui badan usaha
pelaksana dapat menyediakan infrastruktur dengan tepat waktu (on schedule), tepat
anggaran (on budget), dan tepat layanan (on service).

Pemanfaatan KPBU untuk pembangunan infrastruktur ekonomi akan terus diperluas dan
sudah mulai dikembangkan juga untuk infrastruktur sosial antara lain pendidikan,
kesehatan, dan lain-lain. Saat ini, peraturan pemerintah yang mengatur
kerja sama antarsektor sudah disempurnakan dalam Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor
2 Tahun 2020. Sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mempertimbangkan tingkat
kesiapan KPBU dan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan rencana pembangunan
nasional, maka sesuai dengan Perpres Nomor 38 Tahun 2015 dan Permen PPN/Kepala
Bappenas tersebut di atas, Menteri PPN menetapkan Daftar Rencana KPBU (DRK), yang
terdiri dari daftar proyek KPBU yang siap ditawarkan dan dalam proses penyiapan.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan percepatan pelaksanaan proyek-proyek KPBU,
pemerintah telah membentuk suatu wadah koordinasi antar-K/L yang tergabung dalam
Kantor Bersama KPBU yang berperan sebagai koordinator dan fasilitator perencanaan,
penyiapan, transaksi, pelaksanaan, dan pengawasan (monitoring), serta pengevaluasian
proyek-proyek yang akan menggunakan skema KPBU. Selain itu, Kantor Bersama KPBU juga
berfungsi sebagai pusat informasi dan peningkatan kapasitas untuk pemangku kepentingan
KPBU. Fasilitasi yang diberikan oleh anggota Kantor Bersama sesuai dengan kewenangan
masing-masing yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor
Bersama KPBU juga telah memiliki SOP untuk proses fasilitasi kepala K/L/D maupun juga
badan usaha.

Sebagai dampak adanya penurunan perekonomian global yang disebabkan pandemi
COVID-19, dalam jangka menengah investasi melalui skema KPBU yang berbasis pengguna
membayar (user pay) diperkirakan akan sulit untuk direalisasikan. Untuk itu, pemerintah
akan mengedepankan proyek KPBU dengan skema pembayaran atas dasar ketersediaan
layanan (availability payment) dengan tetap meningkatkan kesiapan proyek-proyek KPBU
secara umum. Dalam upaya mendorong pemanfaatan skema KPBU dalam pelaksanaan
proyek, arah kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah (1) menstandardisasi
proses penyeleksian proyek KPBU (screening) dengan memperkuat analisis Value for Money
dan aspek Analisis Biaya Manfaat Sosial (ABMS) proyek; (2) meningkatkan komitmen
menteri/kepala lembaga/kepala daerah sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
(PJPK) dalam melaksanakan proyek KPBU dengan penyediaan anggaran pada tahap
perencanaan, penyiapan, transaksi, dan dukungan kelayakan proyek melalui APBN
dan/atau APBD; dan (3) meningkatkan kualitas perencanaan, penyiapan, transaksi, dan
pelaksanaan proyek dengan mengembangkan metode-metode dan prinsip-prinsip yang
dipakai dalam standar internasional, antara lain Five Case Model (5CM), Project Initiation
Routemap (PIR) dan Building Information Modelling (BIM), dan lain-lain.

Untuk meningkatkan investasi infrastruktur melalui pembiayaan kreatif, beberapa upaya
dilakukan oleh pemerintah, antara lain (1) identifikasi proyek yang membutuhkan
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pembiayaan kreatif, (2) menghubungkan berbagai sumber pembiayaan kreatif seperti
pemanfaatan dana filantropi, dana pensiun, serta dana kelolaan jangka panjang; dan
(3) sinergi dan optimalisasi skema KPBU, pengelolaan hak terbatas, dan pembiayaan melalui
LPI dalam pembiayaan kreatif.

Untuk pemanfaatan tanggung jawab  sosial perusahaan (Corporate  Social
Responsibility/ CSR), filantropi, dan dana keagamaan akan berfokus pada pembangunan
sarana prasarana sosial, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan dana
tersebut akan diselaraskan kegiatannya dengan program pemerintah dalam mendukung
pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Diharapkan bahwa banyak investasi publik di masa depan akan didanai dari bauran
berbagai sumber pendanaan (blended finance) untuk kegiatan dengan manfaat publik yang
besar terutama yang terkait dengan pencapaian SDGs. Dalam pelaksanaan dan
pengembangan bauran pembiayaan (blended finance) diperlukan beberapa langkah
di antaranya (1) menyediakan dan menyempurnakan kerangka hukum dan peraturan
sebagai dasar inovasi pendanaan, mengingat peluang mendapatkan pendanaan berbiaya
lunak dan konvensional diperkirakan semakin terbatas; (2) memosisikan pembiayaan
pemerintah sebagai pengungkit (leveraging) dan katalisator untuk mengembangkan sumber
pendanaan nonpemerintah; serta (3) mengutamakan penggunaan sumber-sumber
pendanaan nonpemerintah sesuai dengan kelayakan finansial, ekonomi, dan sosial.

2.4.2.4 Integrasi dan Sinergi Pendanaan Pembangunan

Secara umum, pendanaan pembangunan mengedepankan paradigma bahwa pemanfaatan
pendanaan harus dilakukan dengan urutan prioritas yaitu (1) pendanaan swasta, (2) KPBU,
(3) BUMN, dan (4) APBN sebagai sumber terakhir yang dapat digunakan. Namun demikian,
pendanaan dalam RKP Tahun 2022 masih difokuskan pada pembiayaan stimulus
perekonomian untuk meminimalkan dampak pandemi COVID-19, dengan sumber utama
berasal dari APBN. Selain itu, pendanaan dalam RKP Tahun 2022 juga diarahkan untuk
pembiayaan MP, khususnya yang memberikan dampak langsung terhadap penyerapan
tenaga kerja dan pemulihan ekonomi seperti pariwisata, pembangunan infrastruktur daerah,
dan industri.

Pendanaan proyek secara umum harus menyinergikan berbagai potensi sumber pendanaan
melalui pengambilan kebijakan yang tepat dan menyeluruh. Untuk melakukan hal tersebut,
terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah, antara lain (1) koordinasi
lintas K/L dan antartingkat pemerintahan pada semua tahapan kegiatan dimulai dari
perencanaan, penyiapan, penganggaran, pengadaan hingga ke tahap operasionalisasi
kegiatan; (2) pengembangan integrasi sistem dan data pada dokumen perencanaan,
penganggaran; serta (3) evaluasi melalui pemanfaatan basis data yang sama dan
termutakhir. Hal ini sekaligus akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas
pemanfaatan belanja negara. Pada sisi penguatan sinergi pusat dan daerah dilakukan
dengan pengembangan dan perluasan mekanisme hibah ke daerah melalui transfer berbasis
kinerja (output based transfer). Hal ini juga sangat terkait dengan pengendalian program
untuk menjamin pencapaian PN di daerah.

2.4.3 Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Pendanaan

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dalam RKP Tahun 2022 diperlukan optimalisasi
pemanfaatan sumber pendanaan baik sumber pendanaan APBN maupun non-APBN.
Strategi yang perlu dilakukan untuk melakukan optimalisasi tersebut di antaranya:

(1) Melanjutkan Proyek yang Sedang Berjalan

Kementerian/lembaga perlu untuk melihat kegiatan prioritas apa saja yang sedang berjalan
untuk dapat melakukan percepatan kegiatan sehingga kegiatan tersebut dapat selesai
sebelum masa RPJMN berakhir. Percepatan pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi
salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dari sisi belanja pemerintah.
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(2) Mengakomodasi Kegiatan Prioritas

Proyek dengan tingkat urgensi tinggi seperti penanganan pascapandemi COVID-19
pemulihan ekonomi nasional, pembangunan IKN, serta prioritas lainnya dalam RPJMN
2020-2024 perlu dilaksanakan dan dalam penyediaan pendanaan pada kegiatan tersebut
K/L perlu memanfaatkan sumber-sumber pendanaan existing dengan melakukan: (a)
penajaman/realokasi kegiatan pada kegiatan yang lebih prioritas;
(b) memaksimalkan penggunaan sisa dana pinjaman; dan (c) mengoptimalkan alokasi telah
tersedia pada dokumen perencanaan pendanaan jangka menengah.

(3) Meningkatkan Kesiapan Proyek

Penyiapan investasi pemerintah perlu segera dilakukan sebagai bagian dari konsolidasi
kegiatan untuk menjaga momentum pembangunan. Kesiapan usulan kegiatan
pembangunan sangat diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat
secara konkret berkontribusi dalam pencapaian sasaran pembangunan. Maka diperlukan
penajaman terhadap persiapan proyek baik pada kesiapan strategis maupun kesiapan
teknis.

Kesiapan pada aspek strategis mencakup kesesuaian kegiatan dengan prioritas dan
pemenuhan aspek kelayakan ekonomi. Pada tahun 2022 pendanaan terhadap kegiatan akan
difokuskan pada (a) penanganan pandemi COVID-19; (b) PEN; (c) PN; (d) Proyek Prioritas
Strategis (Major Project), dan (e) Arahan Presiden. Setelah kegiatan tersebut telah sesuai
dengan fokus pendanaan tahun 2022 maka kegiatan yang siap untuk dilaksanakan
diharapkan memenuhi aspek kelayakan ekonomi dengan memberikan efek pengganda pada
perekonomian seperti pada penciptaan lapangan kerja.

Sedangkan pada sisi teknis kegiatan yang dibiayai, sudah harus siap dengan beberapa hal
yang perlu dipenuhi, seperti (a) sudah memiliki lahan yang siap digunakan; dan (b) dokumen
pendukung kegiatan seperti Feasibility Study (FS)/Kerangka Acuan Kerja (KAK), Detail
Engineering Design (DED), dan dokumen lelang. Aspek teknis lainnya yang perlu
ditingkatkan kesiapannya adalah manajemen kegiatan yang meliputi organisasi proyek,
prosedur pelaksanaan, SDM, serta sumber daya pendukungnya. Apabila kegiatan yang
diusulkan belum memenuhi kriteria kesiapan untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2022,
maka perlu dilakukan restrukturisasi dan percepatan proses penyiapan agar kegiatan
tersebut dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

2.4.4 Investasi BUMN dalam Pembangunan
2.4.4.1 Peran Penting Investasi BUMN

BUMN adalah salah satu pemangku kepentingan dalam pembangunan nasional. Peran
penting BUMN dalam pembangunan juga tercantum dalam UU Nomor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Maksud dan tujuan pendirian BUMN antara lain
adalah untuk (1) memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dan pertumbuhan
perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; serta (2)
menyelenggarakan kebermanfaatan umum dan menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha
yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

Sebagai salah satu agen pembangunan (agent of development), posisi BUMN adalah sebagai
garda terdepan dalam mendukung inisiatif-inisiatif strategis pemerintah guna mencapai
sasaran pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan asas penyelenggaraan negara
yang bersih, sehat, dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Salah satu
bentuk dukungan BUMN adalah investasi BUMN (capital expenditure/capex), yang
mendukung dan selaras dengan PN dan Major Projects.

Investasi BUMN diklasifikasikan sebagai Proyek Prioritas BUMN dalam RKP 2022 jika
memenuhi kriteria untuk mendukung pencapaian sasaran nasional tahun 2022. Adapun
kriteria dari Proyek Prioritas BUMN dalam RKP 2022 adalah:
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(1) Investasi (capital expenditure/capex) BUMN sebagai aksi korporasi, yang selaras dengan
PN dan Major Projects tahun 2022;

(2) Investasi (capex) BUMN sebagai penugasan pemerintah dalam mendukung Major
Projects. Penugasan pemerintah dapat berupa kegiatan yang ditetapkan oleh Peraturan
Presiden, penugasan dari kementerian/lembaga, ataupun sebagai hasil kesepakatan;

(3) Investasi melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagai penugasan dari pemerintah
kepada BUMN.

Seiring dengan Proyek Prioritas BUMN yang merupakan proyek untuk mendukung PN,
pemerintah akan berkontribusi dalam memastikan pelaksanaan proyek tersebut, yang
antara lain pengawalan dalam siklus end-to-end proyek yang dimulai dari inisiasi-
perencanaan-groundbreaking-konstruksi-operasi-project closure, monitoring, de-
bottlenecking, dan koordinasi lintas lembaga. Oleh karena itu, pemerintah akan memberikan
dukungan, antara lain:

(1) Memastikan kesiapan regulasi dan perencanaan Proyek Prioritas BUMN, seperti
dukungan kebijakan, akselerasi perizinan, dan sinkronisasi perencanaan lintas sektor
dan lintas wilayah;

(2) Dukungan aspek finansial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
seperti: joint financing, Viability Gap Fund (VGF), dan Availability Payment (AP);

3 Pengusulan Penyertaan Modal Negara PMN), jika ada keterbatasan permodalan sesuai
g J
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, pemerintah mengalokasikan penyaluran PMN sebesar
Rp38.500,00 miliar pada tahun 2022. Penyertaan Modal Negara tersebut disalurkan antara
lain kepada PT Perusahaan Listrik Negara, PT Hutama Karya, PT Adhi Karya, PT Waskita
Karya, PT Sarana Multigriya Finansial, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, dan Perum
Perumnas. Sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri BUMN PER-
01/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan
Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan
Perseroan Terbatas, tujuan dan penggunaan dari PMN adalah:

(1) Penambahan PMN ke dalam suatu BUMN dan Perseroan Terbatas dilakukan dalam
rangka:

(a) Memperbaiki struktur permodalan BUMN dan Perseroan Terbatas;
(b) Meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan Perseroan Terbatas.
(2) Penambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
(a) Melaksanakan penugasan pemerintah kepada BUMN;
(b) Melakukan restrukturisasi dan/atau penyelamatan BUMN; dan/atau
(c) Melakukan pengembangan usaha BUMN.

Penjelasan rinci terhadap masing-masing Proyek Prioritas BUMN ini dituangkan dalam
dokumen Rencana Investasi Prioritas BUMN Tahun 2022 yang menjadi dokumen pelengkap
dari Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

2.4.4.2 Proyek Prioritas Investasi BUMN

Investasi BUMN dalam RKP 2022 terdiri atas 94 Proyek Prioritas BUMN yang mendukung
pembangunan nasional, dengan jumlah BUMN terlibat sebanyak 54 BUMN. Jumlah total
investasi BUMN sekitar Rp292.024,75 miliar, yang dipenuhi melalui penyertaan ekuitas,
PMN, dan pendanaan dan/atau instrumen investasi lainnya. Kontribusi Proyek Prioritas
BUMN diperkirakan sekitar 4,33 persen terhadap PDB. Selain itu, Proyek Prioritas BUMN
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juga mendukung pencapaian 15 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable
Development Goals/SDGs) yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan
Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi
Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi,
dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang
Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (14) Ekosistem
Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16} Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
(17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Gambar 2.24
Gambaran Umum Proyek Prioritas BUMN

Sumber: BUMN terkait, proyeksi awal Kementerian PPN /Bappenas.

Gambar 2.25
Kontribusi BUMN dalam Prioritas Nasional

Sumber: BUMN terkait, proyeks: awal Kementenian PPN /Bappenas.

Proyek Prioritas BUMN akan dilaksanakan secara merata di seluruh pulau di Indonesia.
Pada tahun 2022, terdapat 12 Proyek Prioritas BUMN yang dilaksanakan di Pulau Sumatera
dan Kepulauan Riau dengan total investasi tahun 2022 sekitar Rp61.134,27 miliar. Di Pulau
Jawa, terdapat 33 Proyek Prioritas BUMN dengan total investasi sekitar Rp96.309,91 miliar
pada tahun 2022, serta 9 Proyek Prioritas BUMN di Pulau Kalimantan dengan total investasi
tahun 2022 sekitar Rp65.511,97 miliar. Selanjutnya, terdapat 6 Proyek Prioritas BUMN di
Pulau Sulawesi dan Maluku dengan total investasi tahun 2022 sekitar Rp7.484,97 miliar, 4
Proyek Prioritas BUMN di Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan total investasi tahun 2022
sekitar Rp3.743,22 miliar, dan 3 Proyek Prioritas BUMN di Pulau Papua dengan total
investasi tahun 2022 sekitar Rp1.671,40 miliar. Selain itu, terdapat 28 proyek yang tersebar
di seluruh Indonesia dengan total nilai investasi tahun 2022 sekitar Rp56.168,91 miliar.
Total cakupan spasial Proyek Prioritas BUMN adalah 34 provinsi dan 89 kabupaten/kota.
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Gambar 2.26

Beharan Proyek Prioritas BUMN di 8eluruvh Indonesia

Sumber: BUMM terkeit, proveksi awal Kementennan PPN /Bappenas.
2.4.4.3 Proyek Prioritas Investazi BUMN yang Mendukung Prioritas Nasional 1

Prioritas Nasional 1 bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekenomi untuk pertumbuban
vang berkualitas dan berkeadilan. Kebijakan pembangunan pada PN 1 diarahkan untuk
mendukung pemulihan aktivitas produlssi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas
dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Untuk itu,
terdapat 43 Proyek Prioritas BUMN yang mendukung terlaksananya sasaran dan indikator
pembangunan pada PN 1 dengan total nilai investasi sekitar Rp71.932,13 miliar.

Tabel 2.24
Daftar Proyek Prioritas Investasl BUMN yang Mendukung Frioritas Nasional 1
Nilai Invesiasi BUMN
Mafor Project No. Proyek Prioritas (Rp Miliaz)
Proyek Fasilitas Pengelolaan Sarnpah
1 (FPSA) Wilayah Layanan Barat DKI
Jakarta
Akselerasi
Pengembangan 3 Pengembangan Pabrik Katalis Metah
Etergi Terbarukan Putih 3.931,87
dan Konservasi
Energi 3 | Pembangunan Green Refinery RU I Plaju
4 Fengembangan Biomassa untuk Suplai
FLTU Batubara
5 Pengembangan KEK Tanamori Labuan
Bajo
D“P i tinaﬂm Pariwlsata 6 Pembangunan Jalan Tol Ruas Probolinggo 32.127.58
Banyuwnngi
7 Marina Labuan Bajo
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Nilai Investasi BUMN
Major Profect No. Proyek Prioritas (Rp Miliar)
8 Pembangunan Jalan Tol Bogor Ciawi
Sukabumi
9 Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-
Bawen
10 Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta—
Kulonprogo
Pengembangan Pelabuhan Benoa
11 | (Pengembangan Bali Maritime Tourism
Hub)
Pengembangan Transportasi Darat untuk
12 | Mendukung 10 Wilayah Pariwisata
Prioritas
13 Pembangunan Jalan Tol Malang-
Kepanjen
14 | Pembangunan Tol Serang Panimbang
15 Hilirisasi Batubara menjadi Gas Batubara
DME
Optimalisasi dan Efisiensi Pabrik Pusri-
16
1B
17 | Pembangunan Pabrik Amurea Bintuni
18 | Pembangunan Pabrik Methanol Bintuni
1 Optimalisasi dan Efisiensi Pabrik Pupuk
9
NPK
Industri 4.0di 6 20 Pengembangan Fasilitas Pemanfaatan
Subsektor Prioritas Side Product Pabrik AIF3-I1 5.028,83
21 Pengembangan Produk Adjacent Chemical
Pabrik Ammonium Nitrat
29 Pembangunan Pabrik Nitrobernzene dan
PAP di Cilacap
Pendirian Pabrik untuk Peningkatan
23 | Fasilitas Natural Extract Alat Keschatan
Domestik
24 Pengembangan Pesawat N219 untuk
Wilayah 3T
Revitalisasi Tambak
di Kawasan Sentra . . .
Produksi Udang dan 25 | Peningkatan Tambak Perikanan Budidaya 62,20
Bandeng
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Nilai Investani BUMN
Mgajor Profect No. Proyek Prioritas (Rp Miliaz}
26 Pembangunan Smeker Pengolahan
Tembaga dan Anode Slime
27 Fembangunan Smelfer Grade Alumimna
Refinery (3GAR)
o8 Fengembangan Kawasan Industr Terpadu
Batang
290 | KI Terpadu Subang
Kawasan [ndustri .
Kawasan Industri Subang / Rebana >2 553,89
31 Pengemnbangan mdustri BY Battery
Terintegras
Pembangunan Smeleer [RKEF)
32 | Pengelolaan Pemurnian Nikel dan Cobalt
(HFAL)
a3 Kawasan Ekonomi Khusus Sei Manglei
Proyek [nfrastruktur Dalam Kawasan
34 | Telkem Digital Venture
Pengelclaan Terpadu Pengembangan Aplikasi Warung Pangan
UMKM 3% 1 untuk UMKM 8.001,20
36 | Penjaminan KUR UMKM-K
Food Extate Pengemhbangan Food Estate Kalimanian
{Kawasan Eenira 27 | Tengah dan Humbang Hasundutan Data belum tersedia
Produksi Pangan) (Surmut}
18 Pemberntukan Korporasi Petani
Memperkuat Rantai Pasok Padi-Beras
Pengembangan Ekosistem Pertanian
39 | Berbasis Digital {Agricudture Ecosystem
4.0j
Jaminan 4q | Pengembangan Aplikasi Digital dan Kartu
Usaha Berta 350 Tani Berjaya di Lampung
226,56
Korporasi Petani dan
Heolayan 41 | Digitalisasi Proses Kredit untul Pelaiu
UMKM
42 Praototype Integrated Commodity Chain
Telar
43 Pengembangan Program Jaringan Rumah
Pangan
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2.4.4.4 Proyek Prioritas Investasi BUMN yang Mendukung Prioritas Nasional 2

Prioritas Nasional 2 bertujuan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan
menjamin pemerataan. Kebijakan pembangunan wilayah pada PN 2 diarahkan untuk
menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, mempercepat
pemulihan dampak pandemi COVID-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi,
mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas
hidup antarwilayah. Terdapat 6 Proyek Prioritas BUMN yang mendukung 3 Major Project
pada PN 2 dengan total nilai investasi sekitar Rpl10.956,60 miliar. Namun, 2 dari 6 Proyek
Prioritas BUMN tersebut merupakan bagian dari Proyek Prioritas Pembangunan Jaringan
Transmisi dan Gardu Induk: Backbone Interkoneksi Kalimantan pada PN 5, sehingga jumlah
provek dan alokasi diakomodir pada PN 5.

Tabel 2.25
Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN yang Mendukung Prioritas Nasional 2

Nilai Investasi BUMN
Major Project No. Proyek Prioritas (Rp Miliar)
Pembangunan
Wilayah Batam- 1 Pengembangan Bandara Hang Nadim 882,00
Bintan
Pemulihan
Pascabencana: Kota
Palu dan Sekitarnya,
Pulau Lombok dan 2 | Pembangunan Jalan Tol Gedebage- 9.276,00
Sekitarnya, serta Y P
Kawasan Pesisir Selat
Sunda
Pembangunan Infrastruktur Jaringan
3 Utama Telekomunikasi (Akses, Backbone,
Core System)
4 Pembangunan Infrastruktur Jaringan
Telekomunikasi (BTS)
Pembangunan Ibu Jaringan Interkoneksi (merupakan bagian 708 60
Kota Negara (IKN) 5 | dari Proyek Prioritas Pembangunan ’
Jaringan Transmisi dan Gardu Induk:
Backbone Interkoneksi Kalimantan)
Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi
(merupakan bagian dari Proyek Prioritas
6 Pembangunan Jaringan Transmisi dan
Gardu Induk: Backbone Interkoneksi
Kalimantan)

2.4.4.5 Proyek Prioritas Investasi BUMN yang Mendukung Prioritas Nasional 3

Prioritas Nasional 3 bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan
berdaya saing. Pembangunan SDM pada tahun 2022 akan ditekankan pada Reformasi
Sistemn Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting, Pembangunan Science Technopark (Optimalisasi Triple Helix di 4
Mgjor Universitas), serta Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0. Untuk
mencapai sasaran dan indikator yang akan diwujudkan dalam rangka meningkatkan
sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, terdapat 7 Proyek Prioritas BUMN yang
mendukung Major Project pada PN 3 dengan total nilai investasi sekitar Rp9.503,50 miliar.
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Tabel 2.26
Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN yang Mendukung Prioritas Nasional 3
Nilai Investasi BUMN
Major Project No. Proyek Prioritas (Rp Miliar)

Proyek Pengembangan Vaksin COVID-19,
Fasilitas Pengembangan Produk Skala

1 | Pilot dan Biosimilar {Trastuzumab),
Proyek Fasilitas Yeast-Based (Produksi
Bulk Hepatitis B, Insulin, Hpv}

Peningkatan Kualitas Pelayanan RS
Holding BUMN

Pengembangan Fasilitas RnD dan
Produksi untuk Vaksin Non-EPI

i Sist
l‘::g':;”:::;?‘a;:“ml 4 | Pengembangan Vaksin COVID-19, 9.503,50

termasuk Vaksin Merah Putih

Membangun Ekosistem Kesehatan
5 | melalui Sinergi Holding Farmasi dengan
IHC

6 | Integrated Digital Health Care Super Apps

Budidaya Tanaman dan Pengembangan
7 Fasilitas Ekstraksi, Fraksionasi, dan
Isolasi Produk Herbal

2.4.4.6 Proyek Prioritas Investasi BUMN yang Mendukung Prioritas Nasional 4

Prioritas Nasional 4 fokus pada pengembangan revolusi mental dan pembangunan
kebudayaan. Untuk mencapai sasaran dan indikator yang akan diwujudkan dalam rangka
revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, terdapat 1 Proyek Prioritas BUMN yang
mendukung PN 4 dengan total nilai investasi sekitar Rp10.420,00 miliar.

Tabel 2.27
Daftar Proyek Prioritas Investasi BUMN yang Mendukung Prioritas Nasional 4

Nilai Investasi BUMN
No. Proyek Prioritas (Rp Miliar)
1 | Pembangunan Fasilitas Rumah Indonesia di Mekkah 10.420,00

2.4.4.7 Proyek Prioritas Investasi BUMN yang Mendukung Prioritas Nasional 5

Prioritas Nasional 5 bertujuan untuk memperkuat infrastruktur untuk mendukung
pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Pembangunan infrastruktur tahun 2022 akan
mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui program prioritas pada
pengembangan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, Infrastruktur
Perkotaan, Energi dan Ketenagalistrikan, serta Transformasi Digital. Untuk mencapai
sasaran dan indikator yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat infrastruktur
untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, terdapat 39 Proyek
Prioritas BUMN yang mendukung Major Project pada PN 5 dengan total nilai investasi sekitar
Rp189.212,53 miliar.
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Tabel 2.28
Daftar Proyek Prioritaz Investazi BUMN yang Mendukung Prioritas Nasional 8
o Nilai Investasi BUMN
Major Project No. Proyck Priorvitas (Rp Milias)
Akges Alr Minum 1 SPAM Regional Jatiluhur [
Perpipaan {10 Juta 1.093.45
Sambungan Rumah) 2 | SPAM Regional Karian Serpong
Pembangunan -Jalan Tol Ruas:
1. Medan-Binjai
2. Bakauheni-T Besar
3. TBPPKA
4. Palsmbang-Indralaya
5. Pekanbarin-Dumai
Jalag Tol Trans . n
Sumatern Aceh~ 3 | 6. Binjai-Langsa 40.000,00
Lampung 7. Indralaya—Muara Enim
2. Kisaran-Indrapura
9, Kuala Tanjung-Parapat
14, Penanjung-Bengkulu
11. Sigli -Banda Aceh
12, Sicincin-Padang
13. Pangkalan—Pekanbaru
4 | Pengsmbangan Pelabuhan Belawan
5 | Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung
& | Pengambangan Pelabuhan Kijing
Pengembangan Tertninal Peri Kemas
Jaringan Pelabnhan 7 , .
Dtama T du Pelabuhan Tanjung Priok 12.444,53
8 | Pengembangan Pelabuhan Makassar
a Pembangunan New Priok Eastern Access
{NFEA}
10 | Pengembangan Pelabuhan Ambon
EA Escepatan Tioggi
Polan Jawa {Jakarta- 11 Pembangunan High Speed Railway 24 998 OO
Semarang dan Jakarta-Pandung ' !
Jakarta-Bandung)
12 Pembangunan Grass Roost Refinery (GRR)
Tuban
Pembangunan dan 52702
Pengembungan . . T2 24
Kit Mi : 13 | RDMP Rescading U II Duma

14

RDMP Rescaling RU Il Plaju
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No.

Proyek Prioritas

Widai Investasi BUMN
(Rp Miliar)

15

Pembangunan Kilang Olefin

16

FDMP Rescaling RU IV Cilacap

17

RDMF Rescaling RU ¥V Balikpapan

18

EDMP Rescaling RU VI Balongan

Jufrastruktar

Jaringan Gas Hota
untuk 4 Juta

Sambungan Rumah

19

Pembengunan Jaringan Gas Kota:

DKI Jakarta
Tangerang
Bekasi
Karawang
Cirebon
Cilegon
Bogor
Semarang
Bajonegoro
10. Surabava

. Sidoarjo

. Pasuruan

. Medan

. Dumai

. Batam

. Palembang
. Lampung

el A U R e

Pt e i
~ hoh kW k-

8.000,00

Pengamanan Pesisir 5
Perkotaan Pantora
Jawa

20

Pembangunan Jalan Tcl Semarang-
Demeslk

1.879,62

Penyedinan Tenags
Listrik: Pembangkit
Listrik 27000 MW,
Transmisl 19.000
kms dan Gardu Induk
38.000D0 MVA

21

Co-firing Pembangkit Batu Bara

22

Pambangunan Pembangkit Listrik:
Pembangkit Listrik Terbarukan Lainnya

23

Pembangunan Jaringan Transmisi dan
Gardu Induk: Backbone Interkoneksi
Sumatera

24

Pembangunan Jaringan Transmis: dan
Gardu Induk: Backbone Interkoneksi
Kalimantan

23

Pembangunan Jaringan Transmisi dan
Gardu Induk: Backbone Interkoneksi
Sulawesi

24.251,22
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Nilai Investusi BUMN
I Prioritas
Mafor Project No. Proye (Rp Miliar)
Pembangunan Jaringan Transmisi dan
26 | Gardy Induk: Backbone Interkoueksi
Nuss Tenggara
27 | Advance Metering Infrastructure {(AMI)
28 Infrastrukiur Pengisian Lisceik uwntak
Kendaraan Bermotor Listrik
Pembangunan Jaringan Distribusi dan
29 | Gardu Distribusi: Penuntagan dan
Perbaiken Alses Tenaga, Listrile
Rumsh Susun Revitaliaasi Rumah Susun dan Integrated .
Perkot {1 Juta) 20 P portation Project Data belum tarsedia
Bistem Angkulan 31 | Pembangunan LRT Jabodebek
Umum Massal di 6
Wilayah
Metropolitan: FPengembangan Trangportasi Massal 1.683,00
Jakarta, Surahays, 4 o di 6 1
Bandung, Medan, 32 | [Arma a‘Bus] Peackotaan di ofa
Metropolitan
Makassar
33 Nationa! Data Exchange Platform (Sata
Data)
14 2nd Internet Intermational Gateway {Wave
broadband)
a5 Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL)
Papua Uiara (PATARA)
Transformasi Digital 261247
36 | Hyperscale Data Center
37 | Digitalisasi SPBU
38 | Percepatan Pengembangan Digital PLN
39 Program Dygital Talent Incubetor dan

Digital Transformation Lab (ITDRI PEN)
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BAB III
TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN

“Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 diarahkan pada pemulihan ekonomi
yang didukung oleh reformasi struktural. Penentuan tema dan sasaran dilakukan dengan
memperhatikan Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024, arahan Presiden, hasil evaluasi
pembangunan tahun 2020, dan keb{jakan pembangunan tahun 2021,
serta beberapa isu strategis.”

3.1 RPJMN Tahun 2020-2024 dan Arahan Presiden
3.1.1 Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024

Pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dinyatakan bahwa RPJMN Tahun 2020-
2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) Tahun 2005-2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian
target pembangunan dalam RPJPN Tahun 2005-2025. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak
awal tahun 2020 menjadi tantangan besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN Tahun
2020-2024.

Sesuai arahan RPJPN Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun
2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan
makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di
berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan
berdaya saing. Dalam mewujudkan sasaran tersebut, diperlukan upaya yang optimal,
peningkatan sinergi pemerintah pusat dan daerah serta penguatan kolaborasi pemerintah
dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menjadi acuan
penyusunan Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024.
Sementara itu, Visi Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” sedangkan Misi
Presiden tertuang dalam sembilan poin Nawacita yang ditujukan untuk mencapai visi
tersebut, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang
Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4)
Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan
Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan
Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada
Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; serta (9)
Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna meneguhkan dan mempercepat pencapaian tujuan kehidupan berbangsa dan
bernegara serta sebagai peta jalan menuju 100 tahun Indonesia merdeka, Presiden
mengamanatkan untuk menyusun Visi Indonesia 2045 yang menjadi bagian integral dari
RPJMN Tahun 2020-2024. Upaya pencapaian Visi Indonesia 2045 dimulai pada periode
RPJMN Tahun 2020-2024.
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3.1.2 Arahan Presiden

Dalam rangka melaksanakan misi Nawacita dan pencapaion sasaran Visi Indonesia 2045
ditetapkan lima arahen Presiden dalamn RPJMN Tahun 2020-2024. Kelima arahan tersebut
mencakup Pembangunan SDM, Pembanpgunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi,
Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Pencapaian vi » melalui transformasi
ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri
dengan memanfaatkan sumber daya manusia,
infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan
reformasi birokrasi.

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerja sama industri dan talenta
global.

Melanjutkan pembangunan konektivitas kawasan produksi dengan kawasan
distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja
baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
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Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law,
terutama menerbitkan dua undang-undang (UU). Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja.
Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4 | Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi dalam upaya penciptaan lapangan kerja, memangkas
prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi (jabatan
struktural).

5 | Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam
menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah
tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang disusun
berlandaskan RPJPN Tahun 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih,
selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan yang meliputi (1} Memperkuat
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
(2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
(3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental
dan Pembangunan Kebudayaan; (5} Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

3.2 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan
3.2.1 Tema Pembangunan

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan
sasaran RPJMN Tahun 2020-2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan
tahun 2020, kebijakan pembangunan tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi
perhatian. Tema RKP Tahun 2022 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia
yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi COVID-19. Krisis kesehatan
akibat pandemi COVID-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional,
terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada
tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli
masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan
ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022, dan sekaligus menyiapkan
landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang
telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024.
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Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan RKP Tahun 2022 diarahkan untuk
pemulihan dampak COVID-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih
baik (Build Forward Beftter). Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2022 adalah
“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.

SK No 130111 A

et g Sistem
-j‘ Kesehatan

&)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1114 -

hidupan Era
New Normal

F

Peningkatan -

Tren Telework *ﬁ

Pandemi COVID-19 merupakan unprecedented shock yang mengubah secara signifikan pola
interaksi antarmanusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi,
sosial, serta pelayanan publik. Penerapan social distancing dan protokol kesehatan
menuntut penggunaan teknologi digital secara intensif dalam mendukung aktivitas manusia.
Kondisi demikian tetap akan berlangsung dalam kehidupan era new normal, meskipun herd
immunity diharapkan telah tercapai di tahun 2022.

=IViA RKP TAHUN 2022

PEMULIHAN EKONOMI DAN
REFORMASI STRUKTURAL

Akselerasi
| Otomasi dan
]_ Digitalisasl

% Evaluasi Pelaksanaan

RKP Tahun 2020

Y Kondisi Pandermi
COVID-19

Keluar dari Afidoie
fncenrie Trap

I 0\ Konsistensi dengan

WLV Araban RPIMN

= lsueisu Stretegis

Kebijakan
pembarngunan 2021

peyEeyadwa Bwal veunsniuag



w?@

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1015 -

Tema tersebut berfokus pada dua hal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.
Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat
dan dunia usaha serta diversifikasi ekonormi. Pemulihan daya beli dan usaha yang dilakukan
sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk
pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan
infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga program-program khusus untuk
mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat
bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambabh,
ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, serta pemerataan infrastruktur dan
kualitas layanan digital.

Gambar 3.1
Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2022

PEMULIHAN EKONOMI 1

5

i Y ' .
Wy Pemulihan Daya Bell dan Usaha I,pL.. Diversifikas| Ekonomi

4 Penuntasan krisis kesehatan : ] .
» Waksinasi dan Intervensi Kesehatan 4Peningkatan Nilai Tambah & Strategi Transformasi
inpya (TE) » Peningkatan kornitribusi industri Ekonomi Indonesia
. fee;qs?gaganan kasus COVID-1%2 yang pengolahan {fangka Menengah-
a Paimbrian By Uik parnolin 4 » Hilrisasi Produk Pertanian (al sekiar Panjang)
usaha perkebunan dan perkanan)
* Jaminan pinjaman untuk dunia usaha 1.50M Berdaya Saing
* [nsentif usaha di Investasi, Pariwisata, 2 Produktivitas Sektar
dan [ndustn aKetahanan Pangan ) o
* Permuliban UMKM Pem Rendah Kart 3 :Ekonomi Hijau
z h{mfﬁjﬁzgﬁi;ﬁm i e ? 4 Transformasi Digital
o Pelatihan Prakeria I:ﬂ:ﬂgkiﬂn pemerataan infrastruktur dan S1ntegrasi Ekanomi
# Percepatan Pembangunan Infrastruktur ugits layanan digital COINERI
Padat Karya ¥ &.Pemindahan [KM
“ Program Khusus (prioritas arshan Presiden)
= Cantoh - Percepatan Pembelajaran
Offiine
e o S J -,
REFORMASI STRUKTURAL J
g ’ Reformasi Peningkatzn Kualitas Sumber Daya
Reformast Tidim Invest:s Manusia (SDM) dan Perlincungan Sosil

= Sister Kesshatan Nasion
| = Perdidikan dan Keterampilan
Reformasi Kelembagaan dan Tata Kelok = Sistem Periindungan Sosial

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Selanjutnya dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, dilakukan pula reformasi
struktural. Reformasi struktural dilakukan untuk mendukung/menciptakan ekosistem yang
kondusif dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi melalui reformasi iklim
investasi, reformasi kelembagaan dan tata kelola, serta reformasi peningkatan kualitas SDM
dan perlindungan sosial.
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Reformasi iklim investasi utamanya dilakukan melalui perbaikan infrastruktur ekonomi,
untuk menjawab keterbatasan infrastruktur yang sering kali menjadi akar masalah dari
rendahnya investasi. Selanjutnya, reformasi kelembagaan dan tata kelola ditekankan pada
perbaikan ekosistem inovasi dan pengetahuan, di samping melanjutkan reformasi birokrasi
yang telah dilakukan selama ini. Sedangkan reformasi sistem kesehatan, reformasi
pendidikan keterampilan, serta reformasi perlindungan sosial akan menjadi bagian dari
reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Dengan penerjemahan tema ke dalam fokus prioritas tersebut, diharapkan dapat menjadi
dasar bagi Indonesia untuk menuju proses Transformasi Ekonomi Indonesia dalam koridor
jangka menengah dan panjang. Transformasi ekonomi yang merupakan arahan Presiden
telah dituangkan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Di samping itu, transformasi ekonomi
merupakan salah satu strategi mencapai sasaran dalam Visi Indonesia 20435, utamanya agar
Indonesia ditargetkan keluar dari negara Middle Income Trap (MIT) di tahun 2036 dengan
rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen. Namun demikian, akibat pandemi
COVID-19, target tersebut terkoreksi dari tahun 2036 menjadi tahun 2043, dengan
pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,0 persen. Adanya perubahan pola di masyarakat seperti
sistem kesehatan, peningkatan tren telework, akselerasi digitalisasi dan otomasi,
peningkatan peran artificial inteligence dan big data serta ekonomi hijau, menjadi faktor
utama dalam merumuskan redesain strategi transformasi ekonomi ke depan.

Strategi redesain transformasi ekonomi tersebut bersifat jangka menengah-panjang, yang
akan difokuskan pada (1) SDM berdaya saing, (2) produktivitas sektor ekonomi, (3) ekonomi
hijau (green economy), (4) transformasi digital, (5) integrasi ekonomi domestik, dan
(6) pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Dalam pelaksanaan dan pencapaian sasarannya,
strategi tersebut dilakukan dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
sebagai instrumen utama.

Mengingat konsep transformasi ekonomi merupakan pekerjaan bersama dan memerlukan
orkestrasi, maka dibutuhkan koordinasi mulai dari perencanaan hingga implementasi yang
terintegrasi dalam rencana pembangunan baik jangka menengah-panjang serta bersifat
antarlintas pelaku, lintas sektor dan wilayah serta lintas antartingkat pemerintahan.

3.2.2 Sasaran Pembangunan
Sasaran pembangunan tahun 2022 adalah:

(1) percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat
pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;

(2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks
pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, indikator pembangunan tahun 2022 juga menitikberatkan pada indikator nilai
tukar petani dan nilai tukar nelayan. Target sasaran dan indikator pembangunan tahun
2022 ditunjukkan oleh Gambar 3.2.
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Gambar 3.2
Indikator Sasaran Pemmbangunan Tahun 2022

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

3.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2022, ditetapkan arah kebijakan
pembangunan untuk tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural
melalui diversifikasi ekonomi dan pemulihan daya beli dan usaha yang didukung dengan
reformasi perlindungan sosial, reformasi peningkatan kualitas SDM, reformasi iklim
investasi, serta reformasi kelembagaan dan tata kelola.

Arah Kebijakan

‘{5 i-‘n il
D~
' A L
Diversifikasi Pemulihan Daya
Ckonomi Beli dan Uszha
| | 3
- =iim
] 2&' ‘ I g =
Re‘ormasi
¥ T -
pgii_‘;’:]?:“;n Peningkatan Reformasi Iklim Refarrrasi
i |':'I Kualitas SOM Investasi Kelembagaan
50518 dan Tata Kelola

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan, disusun sepuluh strategi pembangunan, yakni
(1) meningkatkan nilai tambah sektor industri, (2) mempercepat pemulihan dan
pertumbuhan sektor pariwisata, (3) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat,
(4) meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, (5) meningkatkan pemerataan

SK No 130114 A



FRESIDEN
REPLELIK INDONESIA

-TI1.8 -

infrastruktur, (6} meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, (7} meningkatkan
capaian penurunan emisi dan intensitas emisi (ias Rumah Kaca (GRK), |8) mempercepat

reformasi perlindungan sosizl, (9) meningkatkan Kualitas dan dava saing SDM, serta (10)
memperkuat sistem keschatan nasional dan penangenan COVID-19.
Gambar 3.3
Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2022

|
—
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dan penanganan

dan daya o
- saing SDM/ CoviD-19

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas, 2021
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3.3 Prioritas Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2022 selanjutnya dituangkan ke
dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2022. Tujuh PN merupakan Agenda
Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada
RKP Tahun 2022 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi
pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta
mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka
menengah. Lebih lanjut tujuh PN RKP Tahun 2022 ditunjukkan oleh Gambar 3.4.

Gambar 3.4
Prioritas Nasional Tahun 2022

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Secara rinci sasaran dari masing-masing PN disampaikan sebagai berikut:

€330
%) PN 1| Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

\a

Sasaran PN 1 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi
energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan,
serta (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan secara
berkelanjutan;
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(2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing
perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b)
pertumbuhan PDB pertanian, (¢} pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB
industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata,
(g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) pertumbuhan
investasi (PMTB]), (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor
riil barang dan jasa, serta (1) rasio perpajakan terhadap PDB.

PN 2 I Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Sasaran PN 2 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di
Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) KTI, serta
(c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;

(2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan
Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di
KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.

—y

s4ag PN 3 |Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

=

Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut:

(1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan
dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (7otal Fertility Rate/TFR) dan (b)
meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);

(2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong
peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan
(b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial
pemerintah;

(3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menurunkan
(a) Angka Kematian Ibu (AKI), (b) Angka Kematian Bayi (AKB), (¢} prevalensi stunting
pada balita, (d) insidensi tuberculosis, (e) prevalensi obesitas pada penduduk umur >18
tahun, (f) persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, serta meningkatkan (g) nilai
rata-rata PISA (membaca, matematika, sains), (h) rata-rata lama sekolah penduduk usia
15 tahun ke atas, dan (i) harapan lama sekolah;

(4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks
Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks
Pembangunan Pemuda (IPP);

(5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong
kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;

(6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase
angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi yang
masuk dalam world class university, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang
keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat global innovation index.
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Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut:

(1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan
ketahanan budaya dengan mendorong peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental,;

(2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam
pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan,;

(3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong
optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;

(4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun
harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan
Umat Beragama;

(5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa dengan
mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin
pertama perempuan,;

(6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif,
dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar

PN 5|

Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan
(a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio
fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c)
peningkatan persentase luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif),
dan mendorong peningkatan (d} persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);

(2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju
pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) waktu tempuh pada jalan lintas
utama pulau (jam/ 100 km}, dan (b} persentase rute pelayaran yang saling terhubung
{loop);

(3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan {a) jumlah
kota metropolitan dengan sistemn angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan
dikembangkan (kota), serta (b} rumah tangga yang menempati hunian layak dan
terjangkau di perkotaan;

(4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a}
rasio elektrifikasi, (b} rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi} listrik (kWh/kapita),
dan (¢} penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton};

(5) Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui
peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4Gj).
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; .\\@ PN & I Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan lklim

Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);

(2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong
penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total
PDB,;

(3) Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline
dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan
intensitas emisi GRK.

(1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya
kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara
optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan
dan program prioritas pemerintah;

(2) Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran
Indonesia di dunia internasional,

(3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan
indeks pembangunan hukum;

(4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan
publik;

(5) Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong
peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

Dalam rangka mendukung pencapaian PN, terdapat 45 proyek prioritas strategis/Major
Project (MP) yang diharapkan memiliki kontribusi signifikan dalam RKP Tahun 2022. Major
Project selalu mengalami pemutakhiran sejak pertama kali digunakan dalam RPJMN Tahun
2020-2024. Pada RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 41 MP yang kemudian berkembang
menjadi 43 MP pada RKP Tahun 2021. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang
terjadi, jumlah MP kembali dimutakhirkan menjadi 45 pada RKP Tahun 2022. Secara rinci,
informasi 45 MP tersebut disampaikan pada Bab IV.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian prioritas pembangunan tahun 2022 menuntut adanya
upaya konkret melalui pelaksanaan beberapa MP yang secara langsung memiliki relevansi
terhadap tema dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi
pembangunan. Untuk itu ditetapkan 13 MP yang menjadi penekanan (highlight), yakni
(1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi
Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) Food Estate (Kawasan Sentra
Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat
Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota Negara, (8) Reformasi
Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (10) Reformasi
Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0),
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(11) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (12} Transformasi Digital, dan {13) Pembangunan
Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Gambar 3.5
Penekanan (Highlight} Major Project RKP Tahun 2022

larimgan Pelabuhan
tama Terpadu

HIGHLIGHT
MAJOR PROJECT

Food Lstate
{Kawasar
Produksi
Pangam]

— _. Qi rere
[ Pricritus
% ‘!'.1 05

Reformasi Sistem m Ll Wikiah Adat Papl:
Pedindungan Sosial ‘il & Witapah Adat Lea Page dan

Wilapah Aeat Donnbaray
0 8 Permbangunam
I Kota Megara 0 6

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Proses perencanaan MP diperkuat dengan penerapan mekanisme Clearing House yang
meliputi tahap penyusunan project executive summary, cascading, info memo, dan quality
assurance terhadap MP. Tahapan tersebut dilakukan sebagai upaya memenuhi readiness
criteria MP sehingga dapat menjamin keterpaduan dan kesiapan pelaksanaan proyek. Pada
akhirnya diharapkan manfaat proyek dapat secara optimal dinikmati oleh masyarakat luas,
bukan hanya sent namun delivered. Clearing House juga menghasilkan struktur proyek
dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) yang
disertai dengan target outcome kuantitatif pada tahun 2022.

Lebih lanjut, dalam rangka mendukung capaian PN, pemerintah menyusun kebijakan Proyek
Strategis Nasional (PSN) yang terdiri dari 208 proyek dan 10 program, dengan rincian PN 1
didukung 7 proyek dan 4 program, PN 2 didukung 17 proyek dan 2 program, PN 3 didukung
2 proyek, PN 5 didukung 181 proyek dan 4 program, serta PN 7 didukung 1 proyek.
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Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter (1 dari )
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Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter (2 dari 4)
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Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter (3 dari 4)
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Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter (4 varia)
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Ma;or Project Pengelolaan Terpadu UMKM {1 dari 5)

MP Pengelolaan Terpadu UMKM
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Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM (2 dari 5)

gelolaan Terpadu UMKM
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Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM (3 dari 5)
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Major Pm;ec‘t Pengelolaan Terpadu UMKM (a4 dari 5)

MP Pengelolaan Terpadu UMEM
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Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM (s dari 5)

MP Pengelolaan Terpadu UMEKM
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Major Project Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan
Konservasi Energi
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Major Project Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) (i deri 2)
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Major Project Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) (2 dar 2)
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Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas (1 dari 4)
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Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas (2 dar 4)
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Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas (3 dari 4)
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Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas (4 dai 4)
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Major Project Pembangunan |bu Kota Negara
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Major Project Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
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Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
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Major Project Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (1 dari 2)
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Major Project Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (2 dar 2)
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Major Project Transformasi Digital (2 dari 3)
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Major Project Pembangunan Fasilitas Pengulahan Limbah B3
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BAB IV
PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA

“Untuk menjaga kesinambungan antara REKP Tahun 2022 dengan RPJMN
Tahun 20202024, tujuh Agendg Pembangunogn RPJMN tetap dipertahankan
menfadi tyyfuh Prioritas Nasional schagat koridor pencapaian tema, arah
kebifakan dan strategi pembangunan taehun 2022, Prioritas Nastonal tersebut
didukung dengan pelaksanaan 45 Proyek Prioritas Strategis/Mqfor Project yang
memiliki daga ungkit tinggi dalam mencapal target-target pembangtinon. ™

4.1 Prioritaz Nasional

Dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, pada RKP tahun
2022 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam tujuh
Prioritas Nasional (PN), seperti dijabarkan pada Gambar 4.1. Penjelasan masing-masing PN
mencakup tantangan atau permasalaban pembangunan yang melatarbelakangi penentuan
sasaran PN yang hendak dicapai, dilanjutkan dengan penjelasan Program Prioritas (PP} dan
Proyek Pricritas Strategis/ Major Project [MP).

Gambar 4.1
Kerangks Prioritas Nasional RKP Tahun 2022

Reva kA | Mertal
dan Fembon gunan
H(-Lmll‘arairl

wrvluk P rgurang)
Kesen jongan don

et iR n Way AR

£

Sumber: Kementenan PPN/Bappenas, 2021

Selain itu, dijelaskan pula berbagai strategi dan upaya pemulihan dan peningkatan nilai
lambali ekonomi melalui kegiatan-kegiatan vang terkait pada setiap PN. Pelaksanaan PN
didukung dengan kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta alokasi pendanaan yang
difokuskan pada provek prioritas yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran
prioritas.
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4.1.1 Prioritas Nasional 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas dan Berkeadilan

Kebijakan pembangunan pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta
peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara
sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian;
industri pengolahan, pariwisata; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); serta didukung
penguatan reformasi fiskal; penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi;
peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik;
percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT); pemanfaatan digitalisasi; dan
ekonomi hijau.

4.1.1.1 Pendahuluan

Secara umum, tantangan pada tahun 2022 diperkirakan masih akan meliputi percepatan
penanganan COVID-19 dengan dukungan program vaksinasi dan penerapan protokol
kesehatan yang menentukan pemulihan aktivitas di dalam negeri dan secara global.
Kondisi perekonomian secara umum juga masih beradaptasi untuk menemukan
keseimbangan baru sebagai respons terhadap pemulihan dunia usaha dan rantai pasok,
peningkatan harga komoditas global, pemulihan konsumsi, serta keterbatasan fiskal dan
moneter. Dunia pascapandemi COVID-19 juga membawa perubahan dalam bentuk
(1) akselerasi otomasi dan digitalisasi; (2) peningkatan peran big data dan Artificial
Intelligence (Al); (3) perubahan Global Value Chain (GVC); (4) peningkatan tren telework; dan
(5) pemulihan hijau (green recovery).

Tantangan yang dihadapi secara khusus oleh masing-masing sektor, antara lain sektor
pariwisata yang terdampak paling berat oleh pandemi COVID-19 akan melalui proses
pemulihan yang bertahap, termasuk dalam hal pemulihan jam kerja. Tantangannya tidak
saja mencakup kurangnya Kkonsistensi penerapan standar kebersihan, kesehatan,
keamanan dan keberlanjutan lingkungan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat,
namun juga lambatnya reaktivasi pasar pariwisata yang sangat ditentukan oleh keyakinan
konsumen untuk aman berwisata. Pada saat yang sama sebagian besar negara belum siap
untuk membuka perbatasan dan mengelola risiko yang ditimbulkan dari pergerakan
manusia antarwilayah, termasuk pergerakan wisatawan antarnegara. Penanganan
tantangan di sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi pengungkit untuk mendorong
pemulihan di sektor-sektor terkait dalam rantai pasoknya, seperti sektor pertanian, industri,
konstruksi, transportasi, perdagangan, keuangan, dan jasa-jasa lainnya.

Sektor industri pengolahan juga menjadi sektor kedua yang mengalami tantangan terbesar
dari pandemi COVID-19. Proses pemulihannya membutuhkan dukungan stimulus fiskal dan
nonfiskal untuk mengembalikan tingkat kapasitas produksi seperti sebelum pandemi, dan
sekaligus memberikan fondasi yang lebih kuat untuk meningkatkan produktivitas di masa
yang akan datang. Pemulihan konsumsi dan daya beli masyarakat juga menjadi tantangan
untuk menggerakkan permintaan terhadap produk-produk industri pengolahan, yang akan
mendorong perbaikan kapasitas finansial perusahaan dan pemulihan jam kerja dari tenaga
kerja di sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan juga akan mengalami proses
transisi untuk beradaptasi lebih cepat dengan otomatisasi, digitalisasi, dan perluasan
penerapan industri hijau.

Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga mengalami dampak yang
signifikan akibat pandemi COVID-19 baik terkait masalah keuangan maupun nonkeuangan.
Masalah keuangan berkutat pada sisi penurunan pendapatan yang cukup besar sehingga
memengaruhi arus kas para pelaku UMKM. Masalah nonkeuangan berupa akses terhadap
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bahan baku yang sulit, harga bahan baku yang meningkat, berkurangnya penjualan, dan
sulitnya distribusi produk. Penyaluran stimulus kepada pelaku UMKM yang tepat sasaran
menjadi sebuah tantangan untuk mendorong pemulihan usaha secara lebih cepat.
Di samping itu, terdapat tantangan pengembangan UMKM lain yang mendesak seperti belum
terintegrasinya kegiatan lintas kementerian/lembaga (K/L) terkait UMKM, nilai tambah
produk UMKM yang masih rendah, kurangnya akses informasi pembiayaan dan pemasaran
kepada pelaku UMKM, serta belum optimalnya layanan pendampingan dan konsultasi
usaha.

Tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian meliputi keterbatasan sistem logistik dan
melemahnya daya beli masyarakat untuk konsumsi pangan karena dampak pandemi
COVID-19. Pembatasan aktivitas selama pandemi COVID-19 juga memengaruhi distribusi
input produksi dan hasil produksi. Hal ini berdampak pada gangguan rantai pasok pangan
berupa berkurangnya ketersediaan input di petani dan ketersediaan pangan
di masyarakat. Tantangan lainnya meliputi upaya memperkuat sistem distribusi pangan,
menjaga stabilitas harga pangan, dan meningkatkan akses petani ke pasar.

Tantangan yang dihadapi sektor perikanan dalam pemulihan dampak pandemi COVID-19
adalah penurunan daya beli masyarakat, dan pembatasan aktivitas masyarakat di dalam
negeri dan aktivitas perdagangan ke negara-negara tujuan ekspor, serta adanya persyaratan
tambahan dari negara importir yang berdampak pada penurunan permintaan produk
perikanan baik domestik maupun ekspor. Kondisi ini selanjutnya menyebabkan penurunan
harga di tingkat produsen.

Tantangan yang dihadapi sektor energi berkaitan dengan percepatan transisi energi fosil
ke Energi Baru Terbarukan (EBT). Ketersediaan energi di Indonesia saat ini mayoritas
ditopang oleh energi fosil. Di sisi lain, dukungan global dalam penyediaan EBT dan energi
bersih semakin tinggi, seperti ditunjukkan oleh deklarasi beberapa negara terkait target
carbon neutrality pada tahun 2050. Pengembangan EBT di Indonesia yang berbasis kelapa
sawit juga masih bersinggungan dengan isu konservasi dan keberlanjutan dalam
pendekatan global. Selanjutnya, tantangan pada sektor sumber daya mineral dihadapkan
pada hilirisasi mineral dan batu bara yang belum optimal, lemahnya sistem pengawasan dan
pengendalian pada Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan pertambangan rakyat, rendahnya
kualitas data potensi energi dan sumber daya mineral, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
bidang sumber daya mineral yang belum merata, serta pengelolaan warisan geologi
{geoheritage) yang belum masif.

Di sektor keuangan, tantangan yang dihadapi meliputi dominasi atau ketergantungan pada
sektor perbankan yang masih sangat tinggi, ketahanan dan daya saing sektor keuangan yang
belum optimal, ketimpangan antara inklusi keuangan dengan literasi keuangan, akselerasi
transformasi digital pada sektor keuangan, kurangnya SDM yang kompeten terutama pada
sektor keuangan syariah, serta perlunya peningkatan efisiensi perbankan guna
meningkatkan pertumbuhan penyaluran kredit kepada sektor riil. Di sisi lain, dukungan
sektor keuangan pada pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional {(PEN) diharapkan terus
berlanjut.

Tantangan yang dihadapi oleh sektor perdagangan dan investasi meliputi kinerja ekspor
yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih.
Tantangan lainnya meliputi masih tingginya biaya memulai ekspor yang menyebabkan
rendahnya minat pelaku usaha untuk ekspor, terbatasnya akses bahan baku, rendahnya
produktivitas dan kemampuan inovasi pelaku ekspor, terbatasnya akses pembiayaan
ekspor, kinerja logistik ekspor dan antarwilayah yang masih kurang efisien, tren penurunan
pendapatan dan pengunjung gerai ritel sebagai dampak dari digitalisasi, tren penurunan
investasi global, serta kualitas investasi di Indonesia yang belum optimal dan merata.
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Dari aspek keuangan negara, upaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan sebagai
sumber utama pendanaan pembangunan masih dihadapkan pada tantangan masih
rendahnya rasio perpajakan terhadap PDB disebabkan belum tergalinya potensi pajak dan
kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih serta tingkat kepatuhan wajib pajak
yang masih belum optimal.

Kontribusi PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan diarahkan untuk mendorong pemulihan aktivitas produksi, reformasi
struktural, dan peningkatan nilai tambah ekonomi yang mencakup upaya terstruktur untuk
meningkatkan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara
sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada pemulihan dan
peningkatan produktivitas sektor pertanian, industri pengolahan, dan UMKM, serta
pemulihan dan penguatan citra sektor pariwisata yang terdampak COVID-19. Keempat fokus
tersebut didukung oleh reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas
investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem
logistik, dan pengembangan EBT.

Fokus strategi yang akan dilaksanakan dalam menangani berbagai tantangan tersebut
meliputi (1) peningkatan produktivitas pangan dan pertanian untuk pasokan dalam negeri,
bahan baku industri dan ekspor, penguatan rantai pasok, ekstensifikasi dan digitalisasi,
serta regenerasi melalui pelatihan vokasi petani muda; (2) penguatan produktivitas dan daya
saing industri pengolahan melalui peningkatan kualitas SDM, hilirisasi Sumber Daya Alam
(SDA) melalui peningkatan nilai tambah dan penguatan rantai pasok, pembangunan
kawasan industri destinasi investasi, penerapan industri 4.0 dan digitalisasi, penguatan
produk dalam negeri, dan peningkatan ekspor; (3) pemulihan pasar pariwisata, penguatan
tata kelola destinasi dengan standar infrastruktur, kebersihan dan keberlanjutan,
pengembangan destinasi dan atraksi unggulan yang didukung penciptaan nilai tambah dari
ekonomi kreatif, pengembangan SDM terampil, serta perluasan pasar wisata untuk
persiapan pemulihannya di tahun 2023; serta (4) penguatan UMKM melalui pelatihan dan
pendampingan, penyelenggaraan basis data tunggal UMKM, pengelolaan terpadu UMKM
berbasis kewilayahan, kemitraan strategis berbasis rantai pasok/nilai dan ekspor, serta
konsolidasi usaha yang didukung ruang produksi bersama, digitalisasi, dan inovasi
pembiayaan.

Keempat fokus strategi di atas akan didukung dengan pelaksanaan kebijakan (1) reformasi
fiskal dengan memperkuat regulasi perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian
hukum, sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak
(antara lain pengenaan pajak karbon, pajak digital, penambahan Barang Kena Cukai) dan
penyesuaian tarif (peningkatan tarif PPN, perubahan lapisan dan tarif Penghasilan Kena
Pajak, serta simplifikasi dan peningkatan tarif Cukai Hasil Tembakau); (2) penguatan sistem
keuangan; (3) peningkatan kualitas investasi; (4) perbaikan sistem logistik; dan (5)
percepatan transisi menuju EBT.

4.1.1.2 Sasaran Prioritas Nasional

Pada tahun 2022, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan
ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan tercantum dalam Tabel 4.1.
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Tabel 4.1

Sasaran, Indikator, dan Target PN 1
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk

Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Baseline | Realisasi Target
No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2024
1 Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
1.1 Porsi EBT dalam bauran energi g,180 11,2 14,5 15,7 ~23,0
nasional (%)
1.2 Skor Pola Pangan Harapan 86,4 86,3 81,6 92.8 95,2
(PFH)
1.3 Pengelolaan dan pemanfaatan 11 11 11 11 11
Wilayah Pengelolaan Perikanan
(WPP) secara berkelanjutan
(WPP)
2 Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing
perekonomian
2.1 Rasio kewirausahaan nasional 3,272 2,93 3,65 3,75 3,95
(%)
2.2 Pertumbuhan PDB pertanian 3,64 1.8 2,2 3,6-3,7 4.0-
(%) 4.1
2.3 Pertumbuhan PDB perikanan & 5,81 0,739 8,11 4,00- 8,7
(%) 6,00
2.4 Pertumbuhan PDB industri 3,8 -2,9 3,541 | 5,3-5,74 8,1
pengolahan (9.2.1}) 2 (%)
2.5 Kontribusi PDB industri 19,7 19,9 19,84 19,9- 21,0
pengolahan (9.2.1b) (%) 20,04
2.6 Nilai devisa pariwisata 18,452 3,46 0,36- 0,86- 10,70-
(8.9.1(c))* (miliar USH) 0,37 1,71 16,11
2.7 | Kontribusi PDB pariwisata 4,8 4,0 4,2 4,3 4.5
(8.9.1)% (%)
2.8 | Penyediaan lapangan kerja per 2,473 -0,30 2,60¢ 2,6-3,1 2,7-
tahun (juta orang) 3,0
2.9 Pertumbuhan investasi (PMTB) 4,45 -4.9 3,491 5,4-6,39 5,8-
(%) 7,54
2.10 | Pertumbuhan ekspor industri -2,60 3,61 8,07 8,45 10,10
pengolahan (%)
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Baseline | Realisasi Target
No. Sasaran/Indikntor
2019 2020 2021 2022 2024

2.11 | Pertumbuban ekspor riil barang -0,92 -7.7 23,541 | 5 1-5,5d 58

dazn jasa (9%} 6,2
2.12 | Rasio perpajakan terhadap PDBE 9,76 8,30 8,20 5,440 B.41-

(17.1. 1) (%} 8 87¢

Sumber; Dolamen RPJMN Tahun 2020-2024; Rencana Strategis KfL Tehun 2020-2024; RKP 20215 1) Update
Permtakhiran dari data Handbook of Enargy & Econonuc Statistics of Indenesio (HEESI] Kementetian ESDM 2019,

2] Update Pemutakhiran Realisasi Data BPS 2019, 3) Update Pemutakhiran Reabisasi Data Sakernas BPS 2019, dan
4] Target APEN 2021.

Keterangan: a) Indikator usulan bata di leve] PH: b) Indikator nasional yang sesuai dengan indikarer global untuk
Sustainable Development Goals |SDGs]; o) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LEPP) Tahun 2020 (Audited), di
Angka proyeksi sementara Kementerian PPN/Bappenas per Novembar 2021; e] Realisasi berdasarkan Sakermas
Agustus 2021; f) Anggaran Peodapatan dan Belania Negars Tahun Anggaran 2022, dan g) Kerangka Ekonomi Makre
dan Pokok-Polok Kebijakan Fiskal Tahun 2022,

4.1.1.3 Program Prioritas

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN Memperkuat Ketahanan
Ekorlomi untuk Pertumbuhan yang Berlcualitas dan Berkeadilan, akan dilakukan melalui
delapan PP. Sasaran, indikator, dan target PP pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan terdapat pada Tabel 4.2,

Gambar 4.2
Herangka PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi
antuk Pertumbuhan vang Berltualitas dan Berkeadilan

PP PEMENUHAN KEEUTLRHAN ENERG| % | PFPENINGKATAN KUANTITAS/RETAHANAN
DEMGAN MENGUTAMAKAN PENINGKATAM Al UMTLE MENDURUNG PERTUMBLHAN
EMERGI BARL DIAN TERDARLEEAN (£8T) | Exonom
J
PP PENGULATAN FELAR FERTUERLEH Ak Jr ‘i—_ﬁ‘ PP PEMINGEATAN KETERSEDIAAN
DAN DYA SAING EKDNOM] h ]| \\-.. ¥ EWERET AN NI IR KT
f PANGAN

o
e

PEFENIMGRATAN EKSPOR SERNILAL -
TAMBAH TINGG! DAM PENGUATAN :;Sg’:ﬁ?n::‘:rr;;:gﬁl;mum
TIRGKAT KANDUNGAN DAL PN 1 MECADTAE | i
NEGER!I [THDN]
MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI

UNTUK PERTUMBUHAN YANG
BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

y 054

PP PERITNGRATAR NIL AT TARRMBAH, Q‘ PP PENGUATAN KEWIRAUSAHAAN,

LAPANGAN NERIA, DAN INVESTAS DI UsAHA MICRD, KECIL MENENGAH
SEETOR RIL, BANINDUSTRIALISAS] (LR CRAN K OPERASI

Sumbker: Kementerian PPN /Bappenas, 202]
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Tabel 4.2
Saesaran, Indikator, dan Target PP dari PN 1
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuban yang Berkualitas dan Berkeadilan

Target
Baseline | Realinasi
No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2024
PP 1. Pemeonuhan Eebntuhan Energl dengan Mengutamakan Poningkatan Energi Barn
Terbarukan (EBT)
Meningkainys pemennhan kebutuhan energi dengan mengutamalcn peningkatan Energi Baru
Terbarukan {EBT)
1.1 |Kapaaitas terpasang 10,29 10,50 11,98 13,91 19,204
pernbangkit EBT [gigawatt) -
lumulatif
1.2 | Pemanfaatan dofuel untuk 6,399 8,40 G224 64 17,40
dornestik (jute Kilo liter)
PP 2. Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Alr untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
Maningkatnys kuantitas/ketahanan air untuk mendvwkung pertumbnhan skonomi
2.1 | Produktivitas air (trater Hjad 3.34 3,510 357 3,670
productivity) {m3/kg)
PP 3. Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Enalitas Konagoai Pangan
Meningkatnys ketersediaan, aksen, dan kyalitas konsumsi pangan
3.1 Nilas Tukar Petani (NTEF} 1005« | 101,653 102-104 103-105 105
3.2 | Angks Keculupen Energi 2,121+ 2.138 2.100 2100 2.100
{AKE] kkal/kapita / hati)
3.3 | Angka Keculupan Protein 57 526 57 57 57
{AKP| (gram fkepita/ hari)
34 | Prevalence of 6,7 766 5.8 5.5 5.0
Undernourishment {Pol) (56)
3.5 | Food lsecurity Experience 5.4 5,13 4.8 4.5 4,0
Seale (FIES) (246}
FFP 4. Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Helautan
heningkatnya peagelolaan kemaritinman, perikanan, dan kelautan
4.1 |Konservasi kawasan 23,10 24,11 24,6 25,1 26,9

kelautan [14.5. 1) fjuta ha)
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Target
Baseline | Realisasi
No. SBasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2024

4.2 |Proporsi tangkapan jenis 53,609 56,918 =67 <72 80

ikan yang berada dalam

batasan biologis yang aman

(14.4.19) (%)
4.3 |Produksi perikanan {juta ton) 23,86 23,168 27,55 29,42 32,7
4.4 {Produksi garam (juta ton) 2,85 1,37 3,1 2,6 3.4
4.5 Nilai tukar nelayan 1000 100,228 102-104 104-106 107

PP 5. Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi
Menguatnya kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah {UMKM) dan koperasi

5.1 Proporsi UMKM yang 24,332 24,40 26,50 27.80 30,80

mengakses kredit lembaga

keuangan formal (8.3.1(c)?)

(%)
5.2 |Pertumbuhan wirausaha (%) 1,712 -7,17 2,50 3,00 4,00
5.3 |Kontribusi koperasi terhadap 5,54 6,20 5,20 5,30 5,50

PDB (%)

PP 6. Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan

Industrialisasi

Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi

6.1

Pertumbuhan PDB industri
pengeolahan nonmigas (%)

4,3

-2,5

3,90

5,3-5,7

8,4

6.2

Kontribusi PDB industri
pengolahan nonmigas (%}

17,58

17,9

17,8%

18,0-18,11

18,9

6.3

Nilai tambah ekonomi kreatif
{triliun rapiah)

1.153,42

1.049,5

1.191,0

1.236,0

1.347,0

6.4

Jumlah tenaga kerja industri
pengolahan {juta orang)

18,90

17,48

18,35

20,9

22,50

6.5

Kontribusi tenaga kerja di
sektor industri terhadap total
pekerja (9.2.24) (%)

14,96

13,61

14,00

15,00

15,70

6.6

Jumlah tenaga kerja
pariwisata (8.9.24) (juta
orang)

14,96

13,9

14,3

14,7

15,0

6.7

Jumlah tenaga kerja
ekonomi kreatif (juta orang)

19,24

18,76

19,19

19,91

21,54
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Baseline | Realisasi
No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2024

6.8 [Nilai realisasi PMA dan 809,63 826,3 858,5 968,4 1.239,30
PMDN (triliun rupiah)

6.9 [Nilai realisasi PMA dan 215,94 2729 268,7 352,5 646,11
PMDN industri pengolahan
(triliun rupiah)

6.10 | Pertumbuhan PDB 3,61 2,11 3,6-3,8 3,6-3,8 3,6-3,8
pertanian, peternakan,
perburuan dan jasa
pertanian (S

PP 7. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam

index (skor)b)

Negeri {TKDN)
Meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri
(TKDN)
7.1 |Neraca perdagangan barang 3.5 28,2 38,1v | 31,4-31,74 15,04
(miliar USS$)
7.2 |Pertumbuhan ekspor -4,32 -0,6% 33,9 0,8-1,20 9,81
nonmigas (%)
7.3 [Jumlah wisatawan 16,11 4,0 1,5 1,8-3,6 9,5-14,3
mancanegara (8.9.1(a)) (futa
kunjungan}
7.4 [Jumlah kunjungan 282,93 198,03 180-220 260-280 320-335
wisatawan nusantara {juta
perjalanan)
7.5 |Nilai ekspor hasil perikanan 4,93 5,208 6,05 7,13 8,00
(miliar USS)b
7.6 | Pertumbuhan ekspor produk -4,7 -5,4 7,84 8,2-10,14] 13,0-13,4¢
industri berteknologi tinggi
(%)
PP 8. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
8.1 Kontribusi sektor jasa 4,24 4,5 4,510 4,530 4,54-4,701
keuangan/PDB (%)
8.2 | Skor logistic performance 3,159 3,15% 3,20 3,40 3,50
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Baseline | Realisasi are
No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2024
8.3 |Rasioc M2/PDB (%) 38,76 44,7 46,31 47,41 | 50,9-52,19
8.4 |Peringkat travel and tourism 40 40 36-39 36-392 20-342
competitiveness index
{peringkat)}
8.5 |Pembaruan sistem inti 0 1,97 285 665 1008
administrasi perpajakan (core
tax administration systemn)
(%)
8.6 |Imbal hasil (yield) surat 7,30 6,99 | menurun menurun menurun
berharga negara (%)
8.7 |Rasio TKDD yang berbasis 10,38 26,05 25,04 28,94 34,94
kinerja terhadap TKDD
meningkat (%)
Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024; Rencana Strategis K/L Tahun 2020-2024; RKP 2021;

1) Travel and Tourism Competitiveness Index terbit dua tahun sekali setiap tahun ganjil, 2) Update Pemutakhiran
Realisasi Data  Kementerian ESDM/BPS/Badan Ketahanan Pangan/Kementerian KUKM/Bank
Indenesia/Kementerian /Badan Parekraf 2019, 3} Update Pemutakhiran data tahunan realisasi BPS 2020,
4] Penyesuaian target dengan capaian realisasi tahun 2020 (Data Kementerian ESDM), 5) Berdasarkan hasi
Trilateral Meefing Renja Kementerian Keuangan TA 2022, serta 6) Sesua Arahan Presiden Dalam Ratas, 20 Jum
2017 tentang Modernisasi Teknologi Informasi Perpajakan dan Target Renstra Kementenan Keuangan 2020-2024,

Keterangan: a) Indikator nasional yang sesnai dengan indikator global untuk Sustairable Development Goals (SDGs);
b) Indikator baru yang diusulkan naik memnjadi level PP; ¢} Indikator usulan baru di level PP;
d) Indikator baru ada pada tahun 2020 /data belum rilis; ¢) Angka realisasi tahun 2018; f) Terdapat perubahan pada
tahun dasar; g) Angka realisas sementara tahun 2020; h) Exercise baru dari Kementerian PPN/Bappenas 2021; i)
Angka proveksi sementara Kementenan PPN/Bappenas per November 2021; j) Penyesuaian Target RPJMN
berdasarkan kesepakatan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementenan Investasi/Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM); dan k) Angka/proyeksi sementara.

Dalam rangka pemulihan dan peningkatan nilai tambah ekonomi, berbagai strategi yang
dapat dilakukan sebagai berikut:

(1) Pada PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT,
strategi pemulihan ekonomi yang dilaksanakan mencakup (a) percepatan penambahan
kapasitas EBT melalui optimalisasi implementasi kebijakan fiskal yakni tax holiday dan
tax allowance, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk impor pengadaan
barang dan jasa, pembebasan bea masuk impor untuk barang modal, bantuan
pendanaan pemasangan PLT Surya Atap (rooftop), perluasan pembangunan PLT Surya
Atap (rooftop) terutama untuk gedung pemerintah, dukungan penurunan risike pada
pengembangan proyek; (b) percepatan penyusunan kebijakan harga pembelian dari EBT;
serta (c] penyederhanaan skema perizinan pengusahaan di bidang energi dan sumber
daya mineral sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya. Selanjutnya, strategi peningkatan nilai
tambah ekonomi yang dilaksanakan, yaitu peningkatan konversi dan substitusi energi
primer fosil baik dengan menggunakan teknologi yang existing maupun teknologi baru.
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(2) Pada PP Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan
Ekonomi, strategi pemulihan ekonomi yang dilaksanakan mencakup (a) upaya
konservasi sumber daya air dan ekosistemnya; (b) rehabilitasi hutan dan lahan dengan
melibatkan masyarakat yang disinergikan dengan kegiatan prioritas lainnya seperti
perhutanan sosial; (c) perlindungan dan penyelamatan kawasan hutan; (d) percepatan
penyelesaian pembangunan waduk multiguna serta pemanfaatannya; serta
(e) pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta peningkatan persentase irigasi
premium, termasuk pelaksanaan program padat karya Program Percepatan Peningkatan
Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI). Selanjutnya, strategi peningkatan nilai tambah ekonomi
yang dilaksanakan mencakup (a) penguatan pengelolaan hutan berkelanjutan; (b)
optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan; (c) penyediaan air untuk
pertanian yang mendukung ketahanan pangan; (d) pemberdayaan ekonomi masyarakat
melalui kegiatan perhutanan sosial; (¢) penyelamatan danau prioritas nasional yang
dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan air dan pengembangan ekowisata;
serta (f) meningkatkan layanan dan efisiensi sistem irigasi melalui pembangunan,
peningkatan, rehabilitasi serta modernisasi irigasi, termasuk menyediakan air untuk
komoditas pertanian bernilai tinggi.

(3) Pada PP Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan, strategi
pemulihan ekonomi difokuskan pada produksi domestik berkelanjutan dan
ketersediaan untuk mencukupi kebutuhan/permintaan pangan berkualitas dan aman
melalui (a) penguatan akses petani ke input produksi dan lembaga keuangan;
(b) pengawalan dan pendampingan lapangan (secara ketat); (c) pelatihan vokasional
petani muda; (d) penguatan stimulus pangan melalui bantuan pangan untuk rumah
tangga rawan pangan dan penguatan fungsi rantai pasok dan penyimpanan; serta
(e) penguatan sistem pangan nasional dan lokal yang bergizi, inklusif, adil, yang andal
dan berkelanjutan; serta (f) pengembangan potensi pangan lokal dan pangan lain,
termasuk sorgum yang didukung dengan kelembagaan riset, promosi, pusat distribusi
dan akses pasar. Selanjutnya, strategi peningkatan nilai tambah ekonomi yang
dilaksanakan mencakup (a) pembentukan korporasi petani dan nelayan; (b) efisiensi
distribusi pangan melalui penguatan konektivitas produksi (jalan usaha tani) dan sistem
logistik pangan; (c) percepatan transformasi platform e-commerce pertanian/rantai
pasok online; (d) pengolahan primer produksi pangan dan pertanian; (e) penguatan kerja
sama triple helix; (f) pengembangan protein fungsional; (g) pengembangan food estate
(kawasan sentra produksi pangan) berbasis pertanian digital; (h) pengembangan
pertanian presisi; (ij pengembangan pertanian organik dan beras biofortifikasi; (j)
pelaksanaan pendekatan yurisdiksi berkelanjutan; serta (k) pengembangan asuransi
pertanian berbasis area yield index.

(4) Pada PP Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan, strategi
pemulihan ekonomi mencakup (a) peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan
perikanan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana nelayan, pembudi daya,
pengolah dan pemasar, serta petambak garam; (b) penguatan rantai pasok hasil
perikanan (termasuk rantai dingin) dalam rangka mendukung sistem logistik ikan;
(c) pengembangan sentra produksi kelautan dan perikanan melalui pengembangan
klaster kawasan tambak udang dan bandeng, kampung perikanan budi daya, kampung
nelayan maju yang difokuskan pada komoditas lokal, serta desa wisata bahari; (d)
penguatan kelembagaan pelaku usaha perikanan, termasuk pembentukan korporasi
nelayan dan pembudi daya; (e} perlindungan bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan
petambak garam; (f) pendampingan dan penyuluhan; serta (g) peningkatan padat karya.

Selanjutnya, strategi peningkatan nilai tambah ekonomi yang dilaksanakan mencakup
(a) digitalisasi usaha kelautan dan perikanan, termasuk inkubasi start-up sektor
kelautan dan perikanan; (b) penguatan riset dan inovasi perikanan; (c) penguatan
pendataan produk perikanan dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) perikanan; (d) sistem resi gudang untuk produk perikanan;
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(e) pengembangan pelabuhan perikanan terpadu berstandar internasional; (f) perluasan
akses pasar dalam dan luar negeri; (g) pembangunan fasilitas pemasaran perikanan
berskala internasional; (h) penguatan branding produk perikanan Indonesia; serta
(i) penguatan jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan.

(5) Pada PP Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi, strategi pemulihan ekonomi
mencakup (a) penyediaan akses pembiayaan yang lebih luas melalui Kredit Usaha
Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (UMi), Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi
Keluarga Sejahtera dan Unit Layanan Modal Mikro (PNM Mekaar dan ULaMM), Lembaga
Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB KUMKM), dan lainnya;
(b) pemberian subsidi bunga, restrukturisasi kredit, dan penjaminan kredit bagi pelaku
UMKM yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan; (c) pendampingan pemulihan
usaha dan konsultasi bisnis untuk rencana keberlanjutan usaha; dan (d) pelatihan
ketahanan usaha untuk pengelolaan keuangan dan operasional.

Selanjutnya, strategi peningkatan nilai tambah ekonomi yang dilaksanakan mencakup
(a) peningkatan akses terhadap teknologi informasi untuk memperluas akses
pembiayaan dan pemasaran; (b) pengelolaan terpadu UMKM berbasis tematik
kewilayahan sesuai potensi wilayah melalui fasilitasi ruang produksi bersama dalam
bentuk sentra/klaster; (c) fasilitasi pelibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa
pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN); (d) peningkatan kemitraan usaha
antara Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah Besar (UMB) untuk
menciptakan rantai pasok domestik yang terintegrasi serta mendorong produktivitas
dan partisipasi di rantai pasok global; (e) penguatan lembaga konsultasi dan
pendampingan usaha sebagai mentor/pelatih bagi pelaku UMKM; (f) kurasi dan
standardisasi produk UMKM; dan (g) pengembangan inovasi pembiayaan bagi UMKM.

(6) Pada PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan
Industrialisasi strategi pemulihan ekonomi mencakup (a) peningkatan ketersediaan
bahan baku dan bahan penolong dalam tingkat harga yang kompetitif; (b) penyediaan
stimulus dunia usaha; (c) pemulihan tenaga kerja dan pemulihan jam kerja melalui
rehiring dan retraining tenaga kerja; (d) percepatan pembangunan Kawasan Industri
Prioritas untuk menampung relokasi investasi, termasuk pengembangan Kawasan
Industri Halal; (e} perluasan pendanaan proyek industri prioritas; (f) pemulihan industri
pariwisata melalui hibah pemulihan dunia usaha, penerapan standar Cleanliness,
Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE) di destinasi dan industri
pariwisata; (g) penyelesaian pembangunan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas
(DPSP); (h) pemulihan pariwisata Bali dan destinasi pariwisata unggulan lainnya
(Batam-Bintan, Bandung, dan Banyuwangi); (i) pemulihan usaha kreatif yang didukung
akses pembiayaan dan reaktivasi pasar produk dan jasa kreatif; serta (j) peningkatan
realisasi investasi yang berskala besar dan menyerap tenaga kerja.

Sementara itu, strategi peningkatan nilai tambah ekonomi yang dilaksanakan
mencakup (a) hilirisasi peningkatan nilai tambah SDA, termasuk sumber daya mineral,
dan perbaikan rantai pasok berbasis investasi teknologi maju dan orientasi ekspor/GVC;
(b) peningkatan kualitas SDM yang didukung reskilling dan upskilling tenaga kerja;
(c) akselerasi hilirisasi komoditas mineral dan batu bara melalui pembangunan smelter
dan infrastruktur pendukung; (d) pengembangan pertambangan rakyat yang bernilai
tambah untuk mendukung pemulihan ekonomi; (e) peningkatan standar kualitas
produk industri; (f) peningkatan kualitas pariwisata melalui penataan destinasi dan desa
wisata serta diversifikasi wisata, yaitu wisata medis, wisata religi, dan wisata minat
khusus termasuk agrowisata dan wisata olahraga; (g) regenerasi kota warisan yang
mendukung aktivitas pariwisata; (h) peningkatan vokasi geowisata untuk mendukung
pengembangan geopark sebagai destinasi pariwisata; (i) penguatan konten, narasi
storytelling, dan kemasan atraksi dan produk wisata dengan dukungan ekonomi kreatif;
(j) peningkatan talenta kreatif melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), pendampingan,
dan pengembangan local champion yang didukung kerja sama pentahelix; (k)
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peningkatan inovasi produk kreatif berbasis keunggulan lokal, termasuk pengembangan
industri gim lokal; () akselerasi start-up yang didukung akses pembiayaan dan kerja
sama investasi; (m) pengembangan skema pembiayaan berbasis Hak Kekayaan
Intelektual (HKI); (n) revitalisasi infrastruktur ekonomi kreatif serta penguatan
klaster/kota kreatif; (0) peningkatan investasi di industri pengolahan dan sektor digital;
(p) pengembangan industri halal yang didukung penyusunan rencana induk
pengembangan produk halal; serta (q) peningkatan investasi hijau.

(7) Pada PP Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan
Dalam Negeri (TKDN), strategi pemulihan ekonomi mencakup (a) peningkatan belanja
pemerintah dan BUMN untuk produk dalam negeri; (b) pemulihan pasar wisatawan
melalui pemberian insentif paket wisata, Meeting, Incentive, Convention and Exhibition
(MICE) pemerintah, dan pengembangan Travel Bubble/Corridor bilateral dan regional;
(c) peningkatan konsumsi produk ekonomi kreatif melalui gerakan Bangga Buatan
Indonesia dan Beli Kreatif Lokal, serta pemasaran produk ekonomi kreatif lokal yang
didukung digitalisasi; (d) penguatan fasilitasi perdagangan yang meliputi
penyederhanaan prosedur perdagangan, peningkatan akses pembiayaan ekspor, dan
pemanfaatan teknologi digital; (e) penurunan biaya memulai ekspor (sunk costs) melalui
pelayanan informasi ekspor terintegrasi (market intelligence, INATRADE, Free Trade
Agreement (FTA) center, export center); serta (f) pelaksanaan promosi dan business
matching secara virtual.

Dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi, strategi yang akan dilaksanakan
mencakup (a) pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Ekspor yang antara lain
mencakup peningkatan dan perluasan ekspor, harmonisasi kebijakan yang outward
looking, peningkatan jumlah pengekspor baru yang didukung penguatan SDM ekspor,
serta peningkatan partisipasi pelaku usaha dalam ekspor jasa; (b) konsolidasi logistik
dan pemasaran internasional yang didukung oleh digitalisasi; (c) penguatan pasar
pariwisata yang didukung pengembangan tourism hub, niche tourism package,
pembuatan film di destinasi wisata, bidding event minat khusus, MICE, sport tourism,
dan pemanfaatan big data; (d) perluasan ekspor gastronomi melalui Indonesia Spice up
the World, serta (e) optimalisasi pemanfaatan perjanjian perdagangan dalam bentuk
Preferential Trade Agreement/Free Trade Agreement/Comprehensive Economic
Partnership Agreement (PTA/FTA/CEPA) dan diplomasi ekonomi.

(8) Pada PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, strategi pemulihan
ekonomi mencakup (a) penjagaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok dan bahan
penting; (b) peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan dan pemanfaatan
teknologi informasi dan e-commerce; (c) penerapan protokol kesehatan di pasar rakyat
dan gerai ritel lainnya; (d) pemberian stimulus fiskal pada sektor-sektor yang
mendukung PN; serta (e) peningkatan efektivitas belanja perpajakan/insentif fiskal dan
keberlanjutannya secara selektif dan terukur.

Dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi, strategi yang akan dilaksanakan
mencakup (a) peningkatan literasi keuangan yang didukung digitalisasi; (b) peningkatan
kapasitas dan daya saing sektor keuangan dengan meningkatkan harmonisasi regulasi
serta memperkuat permodalan, konsolidasi, infrastruktur, dan efisiensi;
(c) pengembangan sektor keuangan dan ekonomi syariah; (d) pengembangan sumber
pembiayaan jangka panjang; (e) perluasan basis investor ritel; (f) perluasan penerapan
industri 4.0 pada enam subsektor industri pengolahan prioritas dan pengembangan
industri digital; (g) pengembangan pariwisata berkelanjutan dan industri hijau; (h)
peningkatan kualitas perlindungan konsumen, termasuk antisipasi terhadap
perkembangan digitalisasi dan perdagangan lintas negara; (i) peningkatan efisiensi dan
penguatan ekosistem logistik melalui National Logistic Ecosystem (NLE) yang didukung
integrasi transportasi dan perdagangan antarpulau antardaerah; (j) penguatan pasar
untuk mendukung peningkatan aktivitas ekonomi lokal; (k) penguatan kebijakan
asymmetric fiscal incentive dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi; (1)
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penerapan pajak layanan digital dalam rangka meningkatkan penerimaan negara; (m)

pengembangan pembiayaan kreatif untuk dana

peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang difokuskan pada data dan
informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, pariwisata, ekonomi
kreatif, dan ekonomi digital; serta (o) penguatan pembinaan statistik sektoral untuk
mendorong integrasi dan sinkronisasi kegiatan statistik yang sesuai dengan kaidah Satu

Data Indonesia.
4.1.1.4 Proyek Prioritas Strategis/ Major Project

Dalam PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan telah disusun sembilan MP sebagai langkah konkret pencapaian sasaran yang
dirinci hingga urgensi, outcorne/impact, kelemmbagaan, lokasi, sumber pendanaan, alokasi
pendanaan, serta proyek terpilih (selected) beserta aspeknya. Sembilan MP tersebut sebagai

berikut:
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MP Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan

Urgensl Outromedmpact Instansl Palaksana

» Belum terintegrasirya 1029 kiaster

komad|tas pertanian basls produksl pertanian * Meningkatkan Nilai Tukar Petani {NTP Penanggung lawab Proyek:

dw;n lh:l: pasar; N s 103-105); xnmmfi:'trmﬁupmn: [FParpres
= Abses sumber daya produktif rendak o * Meningkatkan nila tambah per tenaga Korporash Petani dan Nelayan),

KEIR Lt 1eksae perpiniar hire 239 kerja pertanian : 54.3 juta rupiahftenaga .

dan keterbatasan nefayan untuk mengakses eerjatahis Lintas RILIO

skemna perkreditan, permadalan, teknologl szl ": Kementan, Kafien KB Keman KUK,

dan pasar * Meningkatkan Nilal Tukar Nelayan (NTN BUMN, Swasta, dan Perguruan T‘W
= filat Tukar Patani tahun 2020; 102,48, Nilai 104-106). :

Tukar Nalayan £100,57

Lokasi SumiBor Pendarsan ) Selected Proyek
Punaidpan Soed Agricdliral fracties San Preciilon  Hemmicasn ELKM Rertanian dan Paril
Farriirig Agra- facitios 4.0 = LM yang Ditingkutan Kompetens flidang
<65 Klaster Korporasi; Kab KL dan BUMN. * Wmamian Soyporad Seradka i) s Praduke i (KL i
“Rarawang, Katy Embnu-‘an Kab: HWWWM Halapan = Digitsisas Prows Brodit urius Pelsu URIER
Lebak, le’mhiﬂ.:::_ Cianjir, %"mgﬁmifﬂmmn ﬂmﬂ
K‘E' i m?jﬂh i * Esembagaai Uisha Pembudl Caya ian ping = At clers Bimin Pertamian Pra Fanen Sub Sekor
hwﬂmn?:uf i i . ikanbanghan syl Koy sbadi S Taman Pagan (L)
{3ufitra Niokayat dan Fombudid Alokasi Pendanaan e * SaranaFasapanen dan Pengoianan:
i b 741 aya Fambingaan tan fsmani Seator Perbaman e Praikabiran Minduk g Knepoisd Ratanf (=1L
Penkanan
le.'lﬁ!i,ﬁ‘-l M' L MIMWMUkumurw\u

& Bauiasl Patanian (L]

*1 Beberaps alowast aerdgnacn peoyek BUMS monib da aen proces penafaman

MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi

Urgensi Outcomalmpact Instansi Pelaksana

 Target porsi bauran enengl terbarukan dalam batean energl primer nasianal
mencapal 235 di tahun 2025 (RUEN): Sampai dengan tabun 2020, capaian pars|

* Muemifghitiys pors enang) Penanggung Jawab

I;-:l%l:‘l mrﬂltﬂlbamkmdilln‘r bauran anengl nrkm!nhinni'l barl mencapai bar I:B[hifnjl‘l.in e it "

o Potensi eneng tarbartukan di Indonesia mencanal 4183 GW Bemanfaatan energl hayran energi nasional Kementerian ESOM, BLMN,
tarbarukan sampal dangan tahun 2020 bary mencapa: 10,46 G menjadi 15,70%; dar Swasta.

= indonesia memilikl perkebunan sawit rakyat mencapal 5,8 |_u:tn ha. Indonesia * Tercapainya hntensitas endrg|
miarupakan nagara panahasl minysk s tarbesa di sunia, Proguksi RO frifmay sebisar 136,68 S8M/ Lirtas KLD;
tahlin 2022 sebesat 5 juta ton; ruillar ruplat Kementan, Kemenperin,

§ tas el final (indikator konservas) enengll ditangetean turm §5tahen * Penurunan emisi GRE sekize femen PUPR, dan BRIN.
sampal dengan tahin 2025 (KEN dan AUEN) poargi sebanar 10,580 :

* Pemanfaatan energi terbarukan dan konservas) eneegs berpotensi menurinkan terhadan Basefire (AL}

emisi GRK sektar endrgl sampal dengan 314 juta ton CO2e pada-tahun 2030,

Lokas| Sumber Selected Proyel

= PLET dungan ok tenabar Pendanaan PEmbangunan FLT Alr Puinbsangunn Grounfuil
= PLTS Aep off s Pemia; o BN IRAL + uinlume Biafiel nhk Domasts: (1]
® Wilsrg BUN (Pertaming] Revsmorg | & = BUAISY AT, & Snrat Tanda Dafta) Budi dags BTDE) Sawit Rakgal L]

Il il AL IV Cilacapt KoL dan BLIMN, Pessdaariguran LY Syt « Fengmniangan Pabrik Katwls Murs futil (SN,
e e e i o PLES AR (KL * ot Ml ot WL il Vogetable Ot Lauric O

Bumsall & LT Suirygs 30T M yang Dihangun whagal Sahen § i J.'i:nn:nul:l |k
» Putiguinianigan Falt Catalls Moy Pembanguisan PLT Baypu + Pembangunan Gron ffinery FL I Pla (UMM

Puti Ppuk Kujare di Cltampek; Alokasi + PLE Baiga 2 ISP o ity HBM Mowdvoning | &1 Clacip®e+:
= Pumbangucan BBF plant untul Pandanasn “ Benguribangan Riset dan inovass Parilsangainin ADF Frant

enemi di Lombok, Uandung, Tuban, L * Aita RO EHT dulamiangha. © Probel Fusiiies Pengeloinen Sempaty OF5A) vilayan Layenmn St DK

Purwakarta, fan Karnvang Rewijratam Womnm PLT B, Iakmrte |BLINR] S
. mwm!ﬂ!hhm&!ﬂﬂl Rpd 075,81 M Hitlrm. rlan Brmasa (KA mrmhmmm antik Sepial PLTU S Bar [SURIN]
= PLTS Atdp of ©UL BHPRY EPKP! Raiman PIT | LT Panas Bumi

PR ARLO vty EEDA * PLF BioSg/Em 43 e  PAT P land VR A0

Puntinghatan Kualits Data Panas Busl
2 Frovok ind monanatay aapan dan Fruy e "o bangunen # Rikcrmerelinl Kopeisaisker Soimbser Doy idin Caanguii Panes G| [kLI,
Agmbanceit Listric Pembanokit Listrk csenga [EVRAN Haand rl'Rl gty
) Mrayiadh ek B ASAET WG SEHGTELN IR
T g e T R Tk + Peoururen intenaney treegi final [l
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MP Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi
Udang dan Bandeng

Urgﬁnsl

* Liiary merupakan komaditss utama skapar Perikanan Indonsss. Pads
tahun 2019 ekipor udang mencapai 1,72 milkar LS5 [34,83% akspor
perikanan), dengan negara tuuan utama: AS dan Jepang;

* |ndonesia adalah negara peadusen wdang terbesar Kedua dunia setalah
China Pada tahun 2018, praduksi udang Indanasia sebesar 08 ribu tan
atay 11,8% dari produksi dnia.

Produltivitas Lahan Bud| Daya Rendah

= Potensl lahan bodi daya air payau sebesar 2,5 juta ha baru

dimarfagtian sekitar 157,92 ribu ha, stau 25.58% (2018);
= Lahan budi daya masih ditakukan secara tradisional, sehingga rata-rata
produksi [ahan hanya rmencagai 1,5 toalhattahun.

Sumber
Pendanaan

Kab. Tanggamus, Kab,

Indramanyy, Kab, Luww,
Kab. Pinrang, iakb.

Lampung Selatan, Kab,
Lampung Timur, Kab.

Takalar, Kab. Bone, dan
Kab. Lombok Tengah:

SK No 130165 A

Alokasi
Pandanaan

Rp333,21 M

Outeomeadmpact

Feningkatan produlsl ikan kit
daya 8,59 jula ton pada tahun
2032 dan 10,32 pada tahun 2004;
Peninghatan kesejatiteraan
pembsudi daya ikan (iai tukar
permisudi dayas lkan 103 pada
tahun 2022 dan W5 pada tahun
024k

Wilai ekapor hasil perikanan 7,13

Instans! Paelakisana

Penanggung Jawab Proyek:
Kementarlan Kelautan dan
Perlkanan, Pemerintah Dasrah,

Lintas K/LiD:

Kemen PUPR, Kermendey POTT,
Kemen ESCH, Kemenhib,
Kemendag, Kemenkomarvin.

+* o

KAL clan BURMPN,

millar LSS pada tahun 2022 dan
B0 rrviliar USS pada tatun 2024
(ydang menyumbang 35-40%),

Selected Proyek
Pembangunan (nlasnrisdur Kelim b Pengambangan Benik dan Induk Barkisalitas Tinggl
Saliran Irigas] Tambak ® Prasaraia Produks Parikanan Budi Daya df WeT L]

* Sarana Kinwidan dan Kesehatan Ranymng e Cajon ingak Uiggul Drian Dl ukan ke W kat
Disaburkdr ke Masyarakat [KiL]; ¥ mﬁ? P B L

* Kluster Kinvipsart Tarmbak Lidarie o * Ealon Inthik Unggil Ban Alr Payas) yang Disalurian ko
Aandhend yang Dikembarghkan (KL Masyarakat KLk a

Irimas! Perikanan yarg Dikelala weara = Bendh Ldang yang Disalyrkan ke Masyatakat (KL,
Partisipatit IPITAP] [KAL Bt [Kan Alr Fayiu yang Disaludean ke Masparakat (KL

-

= |ndrastrukiiue Bud Daya Udang A kS
f ying Eiting i JHILL :‘qﬁmﬂmtﬂ::‘lln dan Perfkarian Skala I rmasion
- mah brigasi kemnatang yang Dibangun [ . i
o Peninghaten Tk Rerikanar Do Daga © NIOMERSEU CEIA (KL,
[ELIa|
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MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)

Urgens|

+ Foodand Agricalture Orgamzation {FAD) 1elah
memberikan periegatan dinl kepada seluruh
pemimpin neqgara mengeral kemungkinan
buruk dampalk; gandemi COVITN 1% terhadap
ketahanan pangan;

* Sebelurn panderni, diperkirakan sekitar 820
Juta arang felah menderits akitat kekurangan
pangam '
* Partambabian jumiah penduduk vang dikuth
dengan peningkatan jumish kebutuhan
pangan,

Dutcomedmpact

= Ketersediaan beras {44 Juta tan);
* Produks jagung 433,01 juta ton);
* Produksi daging (5.6 juta fon);
= Peninghatan nilai tukar petan| {haseline:
mn=1n1.is. 2022=103-105)

nilai tarnah p&r‘hﬂnghk:ql
pgmnlmmaz = fp5d, 3 jutaiorangiahunk,

Lintas
Kernentan, Kemen LHK, Kemenperin
sermendes

Instansi Pelaksana

KiLiD:
POTT, Kemen KUKM, BLMN,

semenhul, Kemenkey, Kemenhan,
Kemenparin, dan Kemen PUPR.

Selected Proyek

Lokasi Sumber Perdanaan T
3 2 Geoagaslil otf Farm:
Ealimantan Tengah, * Puta Tematin Partanafan dan fuang (KLl * Salana Pacaganan Tanaman Fangan Mendueang
tora Utara, KL BUMN, DAK, » neklor Satwn yariy Otk ubila e Mecduking fooc Extavs Food Exfaie KL}
Sumatera Selatan, dan Swasta [l = Pangakihan den Pemasaran Hmdl Horthdtuin
Nuta b * Pembangurnn Belaliuban Babae (WL Wendubiung Food Exfste - Pusst [
Timur din P, . E F = Perigermbidngan Coperail Kelompok
st din Papus nlun.rupmn.nmw:m!m-mnnm - i o Enlangar K
0 Farm Tergar
B Humhmu Hn.ndum Muﬂllum
Alokasl Pandananm & Karsinan Food Fifete [KILL . gesnicol Ryl

= Kawasan Tansmen Tsbwnan dan Perpegar Mendubiung focel

Esfirle KA

:l.lq!:m Fn::ulld Pangan [DEK]

Rp1.527,87 M*

(Bl urr rmmanuk
ik iragan LM dan Yaauta)

At clan Wi Pertandar oo Bt R

Airea Pyngendallan OFT Mandubung Food Extale (KAL
Partanian - Temati Pangemoangan Sood st dan Senbia
Prodoki Panman [AX]

=t Slakasd pevlaraen arcpek BUMKH masih selar proses penajamaen

MP Pengelolaan Terpadu UMKM

Urgensi

= UMK borkontribusl pada 57% PO rasknal sarta mamperap 97% darl
tatal jumlah paku]-n

. aan progea wgan UMEM forsabar di bestragai €11,
m bedum rﬂmtugrlﬂdm rerknondingsi dengan balk antsr KL

= LIMKM menghadapi kandala pada berhagal avpek usaha diantaranya

hahm Bk, M. pesmasacan, teknologl dan SDM,;

LMK yang manjalin komitraan, tarmask bedgejaring dalami rantai nilai

global masih rerdah 7%

Kantribusi skegar UMEM masih sebesar 14% terhadap total ekspes

Indonesia.
Lokasi Sumber Pendanaan
K/, DAK, dan
* Provinsi foeh; BLIMA.

*+ Provind fawa Tengah;

= Proving! Miigas Tenggara Timur;
= Provins Kabmantan Timur,

= Provins Sulawes Utara,

Alokasi Pendanaan

RpBETT A8 M

silak ican secara nasicnal.

* Proyek

NG 130166 A

Outcomaimpact

+ Propars UMKM yang mengakses
Kiwdit smbaga kevangan formal
riieningkat dari 24,33% pada tahwn
J01E mengacll I 80%,

+ Perturmbuhan wirausaha meningkat
darl 1,71% pada tabun 2019
riienjadi 3,00% pada tahun IM.T;

Kelembagaan

Penanggung Jawasb Proyek:
Kementerian Koperas dan LKA,

Lintas KiLD:

‘Bemenperi, Kemendag, Kemenkominfa,
Kemendikbadrivtek, Kemenpaca, Kermen
AP, Kemendes #OTT, Kemenaker, BSH,

* Wendukung kantribusi kope e par i Rt LG KA.
mdﬂp—!m sehesar 53“ ﬁﬂd-.‘ Eemeritan, KememinyesBERM, KPPU,
talvn 2027, el Ll

e ':vr,.s_y
- 4

Selected Proyek

i kses Bahon Bikis dan Rusng’
m’:ﬂnﬂﬂ
« Liessentro yang Otaslitas
Pengembnrugan Factary Shaving (KA
Kurasi don Standardisasi Produk
= Sarifikat Halal UMK KL
Pesiaiasan Akses Fasar dan Kenitrousshasn
» Eeenitraan Lisaha yang Diperias dan
Deberrt ik [KiLL

Panyodiaan Ases Pambiayaan

» LOWSsntra yang Ofasiiitas skies
Femblayaan [KAL

* Telkom Digital Vs [BUMN]®

Pendamgingan SOM LBKS

& LRASTart- Ui u-nmunlh Peningkatan
‘Kapasitas Bisnks kL]

Rageilasi dan Fendataan LIV |

» Shtem Infarmesl Terintegras Data
Tungagal LIBIER [RL].
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4.1.1.5 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN Memperkuat
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan adalah:

(1) Badan Pangan Nasional.
4.1.1.6 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN Memperkuat
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan adalah:

(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (RUUPK);

(2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional
Manado-Likupang;

(3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional
Bangka Belitung;

(4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia
Pascapandemi COVID-19;

(5) Rancangan Peraturan Presiden tentang Peningkatan Daya Saing Jasa Konsultansi
Nasional.

4.1.2 Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pembangunan wilayah pada tahun 2022 diarahkan untuk menumbuhkan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-
19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif
wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

4.1.2.1 Pendahuluan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20052025 menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif
di berbagai wilayah dengan didukung SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
Pembangunan nasional yang dilakukan selama ini telah menghasilkan berbagai kemajuan
antara lain meningkatnya pendapatan per kapita (PDB per kapita) dan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM), serta pada saat bersamaan menurunnya tingkat kemiskinan. Berbagai
kemajuan tersebut belum terjadi dengan kecepatan yang seimbang antarwilayah disebabkan
oleh perbedaan keunggulan kompetitif dan keuntungan aglomerasi, serta perbedaan
keunggulan komparatif berupa SDA yang bernilai ekonomi tinggi.

Pengembangan wilayah merupakan salah satu prioritas nasional dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan tujuan utama
mengurangi ketimpangan antarwilayah. Ketimpangan tersebut tidak hanya pada dimensi
ekonomi, tetapi juga dalam hal kualitas hidup dan akses pada pelayanan dasar. Sementara
itu, pengembangan wilayah saat ini juga dihadapkan pada tantangan pemulihan pandemi
COVID-19 yang memerlukan adaptasi praktik baru agar mobilitas barang dan penduduk
antarwilayah dapat berlangsung dengan aman. Oleh karena itu, pada tahun 2022 arah
kebijakan pengembangan wilayah berfokus pada upaya-upaya (1) mempercepat pemulihan
dampak pandemi COVID-19; (2) melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk
meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah; (3) mengoptimalkan keunggulan
kompetitif wilayah; dan (4) meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.
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4.1.2.2 Sasaran Prioritas Nasional

Sasaran pengembangan wilayah pada RPJMN 2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan
antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah
Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan
Papua, serta tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera.
Pada tahun 2022, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka mengembangkan wilayah
untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Sasaran, Indikator dan Target PN 2 Mengembangkan
Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

B . Target
No. Sasaran/Indikator 20 lligne Re;;’;;ﬂ
2021 2022 2024
1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan
Timur Indonesia (KTI)
Laju pertumbuhan Produk
1.1 | Domestik Regional Bruto (PDRB} 3,87 -0,82 4,27 | 5,79-6,15 7,90
KTI (% ftahun)a
N 60,84 60,44-| 61,38 62,06-| 63,94-
1.2 | IPM KTI (nilai min-maks]®b 76,61 76.24 77,53 78.11 79,25
1.3 E/Z;je”tase penduduk miskin KTl 11,60 11,99 | 11,46 1097 713
2 Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan
Barat Indonesia {(KBI)
Laju pertumbuhan PDRB KBI
2.1 %/ tahun)® 5,24 -2,29 4,91 | 4,99-533 6,30
o 69,57- 69,69- | 70,02 70,51- | 71,90-
2.2 | IPM KBI (nilai min-mals)® 80.76 80,77 82,44 82,99 84,23
23 Ez;‘cs]entase penduduk miskin KBI 8.61 9,74 9,05 8.64 6,33

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a] Angka tehun 2020 merupakan angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2021 dan 2022 merupakan
assessment Kementerian PPN/Bappenas denpgan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi
kuartal [-2021. Angka tahun 2024 merupakan angka sasaran yang mengacu pada dokumen RPJMN 2020-2024; b)
Angka tahun 2020 adalah realisasi (BPS). Angka tahun 2021 dan 2022 merupakan hasil proyeksi Kementerian
PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan assessment terakhir pertumbuhan ekonomi
wilayah. Angka tahun 2024 adalah indikator RPJMN 2020-2024; ¢} Baselme 2019 dan angka tahun 2020
merupakan angka realisasi pada tahun tersebut (BPS, diolah). Angka tahun 2020 dan 2022 berdasarkan outlook
tingkat kemiskinan dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19, jumlah digit menyesuaikan dengan
target nasional. Angka tahun 2024 adalah target RPJMN 2020-2024.

Dalam rangka mencapai sasaran PN di atas, tentunya pembangunan wilayah didukung oleh
kontribusi dari percepatan pembangunan kawasan yang diprioritaskan serta pemerataan
wilayah lainnya dengan memperhatikan tata ruang dan tata kelola pembangunan daerah.
Dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan wilayah RPJMN 2020-2024, serta
dengan memperhatikan arahan Presiden RI, maka pembangunan wilayah pada tahun 2022
akan tetap mempertimbangkan beberapa indikator ketercapaian pembangunan wilayah
sebagaimana Tabel 4.4, sehingga dapat menjaga kesinambungan pembangunan wilayah
sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024.
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Tabel 4.4
Indikator Pembangunan Kewilayahan
Baseline Realisasi Target
No. Indikator
2019 2020 2021 2022 2024
1 Rasio pertumbuhan N/A -0,294) >1 >1 >1
investasi kawasan

{KEK/KI/DPP/KPBPB)

terhadap pertumbuhan

investasi wilayah

2 | Jumlah kawasan pusat

pertumbuhan yang

difasilitasi dan

dikembangkan:

- Destinasi Pariwisata 3 (nasional) 10 10 10 10
Prioritas (DPP) (kumulatif)
{jumlah destinasi)

- Destinasi Pariwisata N/A 9 9 9 9
Pengembangan dan (kurmutatif)
Revitalisasi (jumlah
destinasi)

- KEK herbasis 15 (kurmulatif 12 11 14 18
pariwisata dan nasional) (kumulatif) |(kumulatify |{kumulatif)
industri (kawasan)

- KI Prioritas dan Kl 8 5 7 11 27
Pengembangan (kumulatif {kumulatif) [{(kumulatif] |{kumulatif)
(jumlah Kl nasional)

- Kawasan Perdagangan 2 2 2 2 2
Bebas dan Pelabuhan
Bebas {jumlah KPBPB}

3 Persentase

pengembangan seltor

unggulan per tahunbth

- Kelapa Sawit (%) 9.9 2,5 2,9 5,9 6,0

Kakao (%) -4,3 2,9 2,1 2,5 2,7

- Kopi (%) -0,5 0,2 1,5 1,5 1,5

- Kelapa (%} -0,01 -0,1 0,2 0,7 0,9

- Tebu (%) 2,6 -4,3 10,9 6,0 1,5

- Karet (%) -9,1 -12,6 8,2 0,9 1,9

- Lada (%) -0,7 0,7 1,0 0,1 0,4
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Baseline Realisasi Target

No. Indikator
2019 2020 2021 2022 2024

- Pala (%) -7.7 -0,3 0,5 0.1 0,1

- Cengkeh (%) 7.5 0,01 0,1 0,1 0,1

- Perikanan Tangkap 2,3 2.3 4.9 9.9 7.1
(%)

- Perikanan Budidaya 3,5 -5,3 25,9 5,2 4.8
(%)

- Garam (%) 5,6 -51,9 126,3 -16,1 3,0

4 | Jumlah Wilayah 3 3 3 3 3
Metropolitan (WM) di
luar Jawa yang
direncanakan (WM}

5 | Jumlah WM di luar 3 3 6 6 6
Jawa yang
dikemnbangkan (WM}

6 | Jumlah WM di Jawa yang 1 2 2 4 4
ditingkatkan kualitasnya

(WM)

7 Luas area 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600
pembangunan Ibu Kota
Negara (ha)

8 | Jumlah Kota Besar, 20 11 52 52 524
Sedang, Kecil yang
dikembangkan sebagai
Pusat Kegiatan Nasional
(PKN)/Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW} (kota)

9 | Jumlah Kota Baru yang 119 4 4 4 4
dibangun (kota)

10 | Jumlah Peninjauan ) 0 1 1 )
Kembali Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN) yang
diselesaikan (dokumen
Peninjauan Kembali)

11 | Jumlah Perpres 1 1 1 2 0
Rencana Tata Ruang
Pulau/Kepulauan yang
diselesaikan (revisi)
(materi teknis dan
RPerpres)
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No. Indikator
2019 2020 2021 2022 2024

12 | Jumlah Rencana Detail 0 2 2 1 0
Tata Ruang di Ibu Kota
Negara (IKN) Ibu Kota
Negara (IKN) (jumlah
materi teknis dan
Rancangan Peraturan)

13 | Jumlah Dokumen ) 0 10 0 )
Harmonisasi RPerpres
Rencana Tata Ruang
(RTR} Kawasan Strategis
Nasional (KSN) [KN yang
diselesaikan {dokumen)

14 | Jumlah Dokumen ) ) 28 4 )
Harmonisasi Rancangan
Peraturan Rencana
Detail Tata Ruang
(RDTR) di IKN yang
diselesaikan (dokumen)

15 | Rata-rata nilai indeks 56,52 58,71 59,65 61,00 62,05
desa untuk mengulur {(Mandiri: Mandiri:
perkembangan status 1.444; { %n 4 ;1:
desa ’ '

Berkem-
b . Berkem-
anE: bang:
54.291; 59.291.
Ter'ilgg]gsagl; Tertinggal:
’ 9,152)

16 | Persentase kemiskinan 12,60 13,20 11,80 - 11,20 - 9,90 -
perdesaan (%) 12,30 11,70 10,40

17 | Jumlah revitalisasi Maju: Maju: Maju: Maju: Maju:
Badan Usaha Milik 600; 800; 1.080; 1.250; 1.800;
g?(ﬁ]sanflfaa h status Berkem- Berkem- Berkem- Berkem- Berkem-
(BUM Desa) bang: bang: bang: bang: bang:

5.000 6.000 7.000 8.000 10.000

18 | Jumlah revitalisasi Maju: Maju: Maju: Maju: Maju:
BUMDes Bersama 120; 130; 150; 170; 200;
berdasarkan status Berkem- Berkem- Berkem- Berkem-| Berkem-
{(Bumdes})

bang: bang: bang: bang: bang:
200 210 240 260 300

19 | Rata-rata nilai Indeks 51,10 61,32h 54,14 55,66 58,70
Perkembangan 62
Kawasan Perdesaan
Prioritas Nasional
(KPPN)
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No.

Indikator

Baseline
2019

Realizsasi
2020

Target

2021

2022

2024

20

Rata-rata nilai Indeks
Perkembangan 52
Kawasan Transmigrasi
yvang direvitalisasi

46,55

48,74

50,93

53,12

57,50

21

Jumlah kecamatan
lokasi prioritas
perbatasan negara yang
ditinglatlkan
kesejahteraan dan tata
kelolanya (kecamatan)

187

222w

560

1120

222

22

Rata-rata nilai Indeks
Pengelolaan Kawasan
Perbatasan (IPKP) di 18
Pusat Kegiatan Strategis
Nasional (PKSN)

0,42

0,439

0,450

0,47

0,52

23

Jumlah daerah
tertinggal (kabupaten)

62

62

N/Au

N/A»

37
{terentas-
kan

25
kabupaten)

24

Persentase penduduk
miskin di daerah
tertinggal (%)

25,85

25,32

24.7-252

24,3-24,8

23,524

25

Rata-rata IPM di daerah
tertinggal (nilai)

58,91

59,02

60-60,5

60,7-61,2

62,2-62,7

26

Persentase pelayanan
publik yang berhasil
dipulihkan (%)

N/A

29

35

50

100

27

Jumlah daerah yang
memiliki Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
(PTSP) Prima berbasis
elektronik (kab/kota)

159

22w

75

74

76

28

Jumlah daerah dengan
penerimaan daerah
meningkat (daerah)

313

328

349

409

542

29

Jumlah daerah dengan
realisasi belanjanya
berkualitas (daerah)

102

51

210

318

542

30

Persentase capaian SPM
di daerah (%)

74,24

55,29

74,28

82,85

100
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No.

Indikator

Baseline
2019

Realisasi
2020

Target

2021

2022

2024

31

Jumlah luasan data
geospasial dasar skala
1:5.000 yang diakuisisi
{km?)

49.728
{nasional)

4.903

989.342

14.000

32

Cakupan peta RBI skala
1:5.000 (km?)

40.216
(nasional)

17.956,79

13.205

584.030

14.000

33

Jumlah kesepakatan
teknis batas wilayah
administrasi
desa/kelurahan yang
dihasilkan
{kesepakatan)

0

209

4.334

4.000

4.000

34

Jumlah layanan data
center jaringan informasi
geospasial nasional
beroperasi (layanan)™

35

Jumlah daerah yang
melaksanakan
Kesepakatan dan
Perjanjian Kerja SBama
Daerah (daerah)

14

48

51

86

36

Persentase jumlah
daerah yang memiliki
indeks inovasi tinggi (%)

12

34,25

18

24

36

37

Jumlah daerah yang
melakukan deregulasi/
harmeonisasi dan
penyesuaian Perda
PDRD (Pajak Dan
Retribusi Daerah) dalam
rangka memberikan
kemudahan investasi
{daerah)

34

51

210

318

542

38

Luas cakupan bidang
tanah bersertipikat vang
terdigitasi dan memiliki
georeferensi yang baik
(ha)

17.817.153
.60
(kumulatif)

24,279.103
73

{kumulatif)

4.176.840

(8.353.679
Bidang}

2.443.986

(4.887.971
Bidang)

10.274.866

39

Luas cakupan peta
dasar pertanahan (haj

33.972.698
12
{kumulatif)

35.721.146
84
{kumulatif)

2.022.250

2.022.250

7.110.790

40

Jumlah kantor wilayah
dan kantor pertanahan
yang menerapkan
pelayanan pertanahan
modern berbasis digital
(satker)

0

156

82

20

492
(lkurnulatif
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Baseline Realisasi Target

No. Indikator
2019 2020 2021 2022 2024

41 | Panjang kawasan hutan 3.179 1.339 2.422 | 2.906,47 5.000
yang dilakukan
perapatan batas (km)

42 | Terbentuk dan 0 0 1 1 1
operasional lembaga
Bank Tanah {lembaga)

43 | Jumlah provinsi yang 10¢! 3 33 33 33
mendapatkan sosialisasi
untuk penetapan
peraturan perundangan
terkait tanah
adat/ulayat (provinsi)

44 | Jumlah materi teknis 34 (nasionalj 40 35 51 45
yang dihasilkan dari
bimbingan teknis
peninjauan kembali/
penyusunan Rencana
Tata Ruang (materi
teknis dan Raperda
RTR)

45 | Jumlah materi teknis 15 [nasional) 9 6 ) 5
vang dihasilkan dari
bantuan teknis
penyusunan mmateri
teknis RDTR (materi
teknis dan Raperda
RDTR}

46 | Jumlah materi teknis 13 (nasional) 5 15 12 0
yang dihasilkan dari
bantuan teknis
penyusunan RDTR
Kawasan Tematik
Arahan Prioritas
Nasional (KI/ KEK/
KSPN/KRB/KPPN)
{materi teknis dan
Raperda RDTR)

47 | Jumlah materi teknis 36 25 145 182 245
vang dihasilkan dari
bimbingan teknis
penyusunan RDTR
{materi teknis dan
Raperda RDTR}

48 | Jumlah pelaksanaan 27 63 140 149 240
dan pendampingan
persetujuan substansi
teknis RTR
Provinsi/Kabupaten /Ko
ta (persetujuan
substansi)
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Baseline | Realisasi Target
No. Indikator
2019 2020 2021 2022 2024
49 | Jumlah RPerpres RTR 10 2 3 3 4
KSN yang diselesaikan
(materi teknis dan
RPerpres)
50 1 Jumlah RPerpres RDTR 10 (nasional) 2 2 0 2
Kawasan Perbatasan
Negara yang
diselesaikan (materi
teknis dan RPerpres})

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) perhitungan realisasi rasioc pertumbuhan investasi kawasan hanya dilakukan pada Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); b] Angka sangat
sementara. Merupakan perhitungan awal yang didapat dari sektor Kementerian PPN/Bappenas untuk
dikoordinasikan dan dimutakhirkan kembali bersama sektor di Kementerian PPN /Bappenas; ¢) Tahap perencanaan
{penyusunan Pra Masterplan}; d) Sesuai dengan lampiran [V Peraturan Presiden No. 18/2020 tentang RPJMN 2020~
2024; e) Tahap perencanaan (penyusunan Materi Teknis RDTR); f) Menyesuaikan dengan legalisasi RUU IKN; g
Menyesuaikan dengan legalisasi RUU IKN; h] Rata-rata Pengukuran IPKP Tahun 2020 dari 36 KPPN dari total 62
KPPN; i) Sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP No PRC/30.04/2416/XI/2021 tanggal 16
November 2021; j) Jumlah kecamatan lokasi prioritas (lokpri) yang difokuskan pembangunannya berdasarkan
Rancangan Perpres Rencana Induk {Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan {PBWNKF)
Tahun 2020-2024. Progress pembangunan berdasarkan laporan capaian PBWNKP yang dirilis BNPP (Badan
Nasional Pengelola Perbatasan; k) Sesuai PP Nomor 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal,
evaluasi dan penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap lima tahun, yaitu pada akhir pelaksanaan RPJMN,
sehingga jumlah daerah tertinggal untuk tahun 2021-2022 tidak dapat ditentukan; 1} Sesuai PP Nomeor 78/2014
tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, evaluasi dan penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap
lima tahun, yaitu pada akhir pelaksanaan RPJMN, sehingga jumlah daerah tertingged untuk tahun 2021-2022 tidak
dapat ditentukan; m) Setelah adanya pemotongan anggaran akibat COVID-19, target diturunkan memjadi level
provinsi; n} Terjadi perubahan satuan karena adanya Redesain Sistern Perencanaan dan Penganggaran {(RSFP); o)
Sesuai SK Menten Dalam Negeri Nomor 100-4672 Tahun 2020 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten
dan Kota 2020; dan p) Jumlah provinsi yang mendapatkan sesialisasi untuk penetapan peraturan perundangan
terkait tanah adat/ulayat, yang dijadikan baseltine tahun 2019, merupakan data monev terbaru dari Kementerian
ATR/BPN bulan Juli 2020,

4.1.2.3 Program Prioritas Nasional

Pencapaian sasaran PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan dijabarkan ke dalam tujuh PP sebagaimana tergambar dalam Gambar
4.3. Sasaran, indikator, dan target PP pada PN Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dapat dilihat pada Tabel 4.5.
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Gambar 4.3

Kerangka PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangl Hesenjangan dan Menjamin Pemeératadn

PP PEMBANGUNAN
WILAYAH PAPUA

PP PEMEANGLNAN
WILAYAH MALUKU

PP PEMBANG UNAN
WILAYAH SUMATERA

PP PEMBANGUNAN
WILAYAH JAWA-BALI

PP PEMBANGUNAN
WILAYAH NUSA TENGGARA

PN 2

MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK J,’;

R MENGURANGI KESENJANGAN

PP PEMBANGUNAN
WILAYAH SULAVVESI

DAN MENJAMIN PEMERATAAN ,;”

i

PP PEMBANGUNAN
WILAYAH KALIMANTAN

Sumber: Kementerian FEN/Bappenaa, 2021

Tabel 4.5

Sasaran, Indikator dan Target PP pada PN 2 Mengembangkan
Wilayah ontuk Mengurangl Eesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Sasaran/Indikatar

Target

PBoscline | Realisasi

2019 2020

2021 2022

2024

PP 1. Pembanguninan Wilsyab Sumaters

Terjaganya pertumbnhan chonomi dan tngkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sumatera

Laju pertumbuhan PDRE Wilayah i
1.1 Sumatera (% /tahunj 4,53 1,19 4,00 | 4,434,74 5,60
12 IPM Provinsi di Wilayah Sumatera 69,57- 69,60- | 70,02- 7051-| 7190-
' (nilai min-maksjt 75,48 75,59 76,44 76,91 78,19
Persentage periduduk miskin
1.3 Wilayah Sumatera (%) 982 10,22 9.62 %413 7,08
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Baseline | Realisasi Target
No. Sasaran/Indikator 019 2
201 020 2021 2022 2024

PP 2. Pembangunan Wilayah Jawa-Bali

Terjaganya pertumbuban ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Jawa-Bali

Laju pertumbuhan PDRB Wilayah
2.1 Jawa-Bali {%/tahun)? 5,49 -2,67 5,10 5,20-5,55 6,30
5.0 1PM Provinsi di Wilayah Jawa-Bali 71,50~ 71,71- 72,70~ 73,26- 74,60-
’ {nilai min-maks)®b 80,76 80,77 82,44 82,99 84,23
Persentase penduduk miskin
2.3 Wilayah Jawa-Bali (%} 8,16 9,56 8,84 8,45 6,05

PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara

Meningkatnya pertumbubhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Nusa

Tenggara
Laju pertumbuhan PDRB Wilayah
3.1 Nusa Tenggara (%; tahun)s! 4,46 -0,72 3,07 | 5,12-5,47 5,10
35 [PM Provinsi di Wilayah Nusa 65,23- 65,19- 66,24 66,87 68,35
’ Tenggara [nilai min-maksj) 68,14 68,25 69,41 70,20 71,91
Persentase penduduk miskin
3.3 Wilayah Nusa Tenggara (%)°) 17,38 17,81 17,33 16,75 10,69
PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah
Kalimantan
Laju pertumbuhan PDRB Wilayah
4.1 Kalimantan (% tahun) 4,99 -2,27 3,29 | 5,22-5,52 5,40
4.2 IPM Provinsi di Wilayah 67,65 67,66~ 69,01- 69,60- 71,22-
) Kalimantan [nilai min-maks)b 76,61 76,24 77,53 78,11 79,25
Persentase penduduk miskin
4.3 Wilayah Kalimantan (%) 5,81 6,16 5,51 5,15 2,91
PP S. Pembangunan Wilayah Sulawesi
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah
Sulawesi
Laju pertumbuhan PDRB Wilayah
5.1 Sulawesi {%/tahun)® 6,96 0,23 5,58 | 6,58-7,07 6,90
5.2 IPM Provinsi di Wilayah Sulawesi 65,73~ 66,11— 67,06- 67,72- 69,41
’ {nilai min-malcs)o 72,99 72,93 73,93 74,48 75,83
Persentase penduduk miskin
5.3 Wilayah Sulawesi (%) 10,06 10,41 9,91 9,58 6,48
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No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2024

PP §. Pembangunan Wilayah Malukn

Meningkatnys pertumbohan ekanomi dan tingkat kexejahteraan masyarakat di Wilavah
Maluku

. Laju pertumbuhan PDEB Wilayah
a.1 Maluku (¥ tahunjd 5,72 1,78 .17 | 6,666,599 G,00
6.2 IPM Provins: di Wilayah Maluku a8, 70- £5,49- 70,20~ 0.92- 72,250
' inilai min-maks® 69,45 £64,49 70,50 71,08 72,33
Persentase penduduk miskin . = - .
6.2 Wilayah Maluku (%)) 13,24 13,45 12,63 12,19 8,21

PP 7. Pembangunan Wilavah Papua

Meningkatnya psrtumbuhan skonomi dan tingkat kesejahterann masyarakat di Wilayah Papua

Luju pertumbuhan PDRE Wilavah ]
7 Papn (% tatuim 10,69 1,34 B.26 | 592626 6,00
75 1EM Provinsi di Wilayah Papun &), 54 60,49- 61,38 62 06— 63,94
' [nilai min-malks)™ &4,70 65,00 65,35 65 92 67,24
Persentase penduduk miskin ==
73 Wilayah Papua (%} 2543 2565 25,55 23,84 16,29

Sumber. Kementerian PPN/ Bappenas, 2031

Keterangan: a) Angka tahun 2020 merupakan anglka realisa= (BI*S, dinlah|. Angka tahun 2021 dan 2032 merupakan
asszsarment HKementerian PPN/ Bappenas dengan mempertimbanghkan dampak COVID 19 dan angka realisasi
kuartal T-202}. Angka 2024 merupakan angka sasaran dalam dokumen ERJMN 2020-2024; b) Anglea tahun 2020
adalah rechisasi (RPS). Angla tahun 2021 dan 2022 mempakan hasil proyeksi Kementerian PPN /Bappenas setelah
mempertimbangkan dampak COVID- 19 dan assessment teralchir pertumbuhan ckonomi wilayah. Angka tahun
2024 adalabh indikator REJMN 2020-2024; dan ¢ Angka rahun 3030 adulah angks realisagi (BPS, diclah). Angka
tahun 3031 dan tahun 3022 berdasarkan ouflosk ingkat kemiskinan dengan mempertimbanghan dampak pandemi
COVID-19, jumlah digil menyesuaikan dengan laagel nasional, Angka tahun 2024 adalah target yang wigin dicapal
pada tahun 2024,

Masing-masing PP dalam PN Mengembanghkan Wilayah untuk Mengurang Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan Pembangunan Wilayah pada tahun 2022 didukung oleh beberapa KP.
Fokus untuk masing-masing KP adalah:

{l} Pengembangan Kawasan 3irategis

(a] kawasan strategis berbasis industri yaitu Kawasan Tndustri (K[}, Kawasan Ekonomi
Khusus [KEK} dan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBFB] terbagi
ke dalam tiga tahapan pengembangan, yaitu {1} tahap pembangunan kawasan; {ii} tahap
operasionalisasi kawasan; dan [iii] tahap peningkalan investasi. Tahap pembangunan
kawasan stralegis berhasis indusin diarahkan uniuk (1} mempercepat pembangunan
infrastruktur di dalam kawasan; (2) menjaga kesesuaian kawasan strategis yang akan
dikemnbangkan dengan Rencana Detanl Tata Ruang (RDTE]; [3) mengembangkan
kapasilas dan laia kelola kelembagaan dalam mendukung pengembangan kawasan
strategis; serta (4) meningkatkan kerja sama antara pelaku usaha lokal dengan pelaku
usaha potensial Arah kebijakan kawasan strategiz berbasis industri pade tahap
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operasionalisasi kawasan meliputi (1) mempercepat pembangunan infrastruktur di luar
kawasan; (2) meningkatkan jaminan ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja lokal
serta rantai pasok industri. Sementara itu, pada tahap peningkatan investasi kawasan
strategis berbasis industri diarahkan untuk mempercepat realisasi investasi pada
kawasan melalui optimalisasi paket insentif fiskal dan nonfiskal.

(b) kawasan strategis berbasis pariwisata meliputi Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional (KSPN)/Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), Destinasi Pariwisata
Pengembangan dan Revitalisasi serta KEK. Tahap pembangunan kawasan strategis
berbasis pariwisata diarahkan untuk (1) mengembangkan amenitas pariwisata
didukung oleh pembangunan infrastruktur di dalam kawasan; (2) memperkuat aspek
mitigasi bencana khususnya pada daerah dengan risiko bencana tinggi;
(3) meningkatkan keberagaman atraksi pariwisata skala nasional dan internasional;
(4) mengembangkan desa wisata dalam rangka meningkatkan keterkaitan antara
kawasan strategis pariwisata dengan hinterland-nya. Pada tahap operasionalisasi
kawasan strategis berbasis pariwisata diarahkan untuk (1) mengoptimalkan peranan
kelembagaan pengelola kawasan dan dukungan pemerintah daerah; (2) meningkatkan
kerja sama antara badan usaha, pemerintah daerah dan masyarakat sebagai upaya
pelibatan multi-stakeholder di kawasan strategis berbasis pariwisata. Sedangkan pada
tahap peningkatan investasi kawasan strategis berbasis pariwisata diarahkan untuk
mempercepat realisasi investasi pada kawasan melalui optimalisasi promosi pariwisata
serta paket insentif fiskal dan nonfiskal.

(2) Pengembangan Sektor Unggulan

Pengembangan komoditas unggulan dengan nilai tambah tinggi yang sesuai dengan
kebutuhan industri substitusi impor dan mampu meningkatkan ekspor.

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan
(a) penerapan prinsip kota cerdas untuk mendukung pemulihan ekonomi;

(b) penguatan manajemen bencana (alam dan nonalam), khususnya di perkotaan yang
berisiko lebih tinggi dibandingkan dengan nonperkotaan, dengan jumlah penduduk
besar, kepadatan tinggi dan investasi besar;

(c) penguatan kota sedang dan kota kecil (intermediary cities) untuk memperkuat
ketangguhan dan menata ulang keterkaitan desa-kota;

(d) pengarusutamaan pengembangan infrastruktur hijau serta pengembangan compact
dan mixed-use cities, tidak hanya di wilayah metropolitan dan kota besar, tetapi juga
di kota sedang dan kota kecil, untuk mendorong efisiensi layanan yang berkualitas,
meminimalkan pertumbuhan kawasan perkotaan yang menyerak (urban sprawling)
dan mengurangi dampak dari ancaman penyebaran penyakit yang muncul di masa
mendatang.

(4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

(a) pemulihan ekonomi desa melalui penguatan BUM Desa dan pengembangan desa
wisata serta penajaman prioritas penggunaan Dana Desa yang difokuskan untuk
kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD);

(b) pengembangan produksi dan pengolahan nilai tambah komoditas unggulan bernilai
ekonomis dengan masa panen pendek dan menengah untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat lokal dan sekitarnya di kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan,
kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal;

(c) pemanfaatan teknologi informasi untuk menjangkau pasar yang lebih luas pada
kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, dan daerah
tertinggal dalam kerangka pemulihan ekonomi masyarakat;
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(d) penguatan sistem informasi desa sebagai sarana pelaporan dan pengawasan dana
desa, serta keterpaduan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

(e) penguatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan kolaborasi para pihak
dalam pemulihan ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi, kawasan
perbatasan, kawasan perdesaan dan daerah tertinggal,;

(f) perluasan akses serta penyediaan prasarana dan sarana untuk pemenuhan
pelayanan dasar di kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan,
dan daerah tertinggal;

(g) penguatan tata kelola desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan
pemerintah desa, pendampingan masyarakat, penetapan dan penegasan batas desa,
serta penataan aset desa.

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah

(a) peningkatan kualitas tata kelola pelayanan dasar di daerah yang lebih efektif dan
efisien;

(b) peningkatan daya saing dan kemandirian daerah melalui pengembangan kerja sama
daerah, pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah;

(c) penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah dalam mendukung
kemudahan berusaha dan pemulihan ekonomi di daerah dampak pandemi
COVID-19;

(d) optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam
pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung transformasi
digital;

(e) penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis melalui penguatan peran
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP);

(f) optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah khususnya dana transfer khusus dalam
mendukung penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan sentra IKM,
pengembangan food estate dan sentra produksi pangan, serta peningkatan kawasan
untuk pembangunan inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua;

(g) peningkatan pendapatan asli daerah melalui peningkatan rasio pajak daerah;
(h) peningkatan akuntabilitas keuangan daerah;

(i) peningkatan kualitas belanja daerah yang berfokus pada layanan dasar serta
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

4.1.2.3.1 Program Prioritas Pembangunan Wilayah Sumatera

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Sumatera,
kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah
Sumatera dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Upaya untuk Pembangunan Wilayah Sumatera akan didukung dengan lima KP sebagai
berikut:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK Arun Lhokseumawe dan
KPBPB Sabang yang berlokasi di Provinsi Aceh; KI/KEK Sei Mangkei dan DPP Danau
Toba dan sekitarnya yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara; KI Bintan Aerospace,
KI/KEK Galang Batang, Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam-Bintan, dan KPBPB
Batam-Bintan-Karimun yang berlokasi di Provinsi Keptuilauan Riau; KI Sadai dan DPP
Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung; serta Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi yang berlokasi di
Provinsi Sumatera Barat;
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(2) Pengembangan Sektor Unggulan yang difokuskan pada peningkatan produktivitas
kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, kakao, lada, dan pala. Pengembangan sektor unggulan
berupa perikanan tangkap dan perikanan budidaya dilakukan melalui pengembangan
tiga Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yaitu SKPT Sabang di Provinsi Aceh,
SKPT Natuna di Provinsi Kepulauan Riau, dan SKPT Mentawai di Provinsi Sumatera
Barat. Selain itu, terdapat peningkatan diferensiasi produk turunan pertambangan
seperti batu bara, timah, emas, dan migas, dengan tetap memperhatikan kelestarian
lingkungan dan pengembangan energi baru terbarukan;

{3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan di 2 wilayah metropolitan (WM
Medan dan WM Palembang), 5 kota besar (Padang, Pekanbaru, Batam, Jambi, Bandar
Lampung), 12 kota sedang (Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Pematangsiantar,

Gunungsitoli, Dumai, Bukittinggi,

Tanjungpinang,

Bengkulu,

Lubuklinggau,

Prabumulih, Pangkalpinang), dan 3 kota kecil (Sabang, Sibolga, Solok};

Gambar 4.4

Peta Pembangunan Wilayah Sumatera
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(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 3 PKSN
yaitu PKSN Sabang, PKSN Bengkalis, dan PKSN Ranai; pemenuhan pelayanan dasar,
infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 36 kecamatan lokasi
prioritas perbatasan; 12 kawasan transmigrasi yaitu Kawasan Transmigrasi Ketapang

Nusantara, Kawasan Transmigrasi Samar Kilang,

Kawasan Transmigrasi Selaut,

Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu, Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang, Kawasan

Transmigrasi Lunang Silaut, Kawasan Transmigrasi

Parit Rambutan, Kawasan

Transmigrasi Telang, Kawasan Transmigrasi Kikim, Kawasan Transmigrasi Lagita,
Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu, dan Kawasan Transmigrasi Mesuji; 14 Kawasan
Prioritas Perdesaan Nasional (KPPN) yaitu KPPN Aceh Timur, KPPN Toba Samosir, KPPN
Samosir, KPPN Agam, KPPN Bintan, KPPN Karimun, KPPN Bengkulu Tengah, KPPN
Banyuasin, KPPN Belitung, KPPN Belitung Timur, KPPN Bangka Selatan, KPPN Muaro
Jambi, KPPN Mesuji, dan KPPN Tulang Bawang; 3.097 desa tertinggal dan 1.156 desa
berkembang; 7 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan
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fokus intervensi pada lima kabupaten di tahun 2022, dan enam kabupaten daerah
tertinggal terentaskan yang dibina sebagaimana terdapat pada Tabel 4.6; dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan capaian rata-
rata penerapan SPM daerah hingga 83,16 persen (khususnya bidang perumahan rakyat,
sosial, dan Trantibumlinmas}, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ASN yang
selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sumatera,
penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah
kabupaten/kota, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas
belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertipikasi tanah,
penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan
modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang
pusat dan daerah, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Tabel 4.6
Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE] di Pulan Sumatera

Provinsi Daerah Tertinggal (Kab) Daerah T";’lgb‘fg" Entas
Lampung Pesisir Barat* Lampung Barat
Sumatera Barat Kepulauan Mentawai Pasaman Barat, Solok Selatan
Sumatera Selatan | Musi Rawas Utara* Musi Rawas
Sumatera Utara Nias, Nias Selatan®*, Nias Barat*, Nias Utara* | -
Aceh - Aceh Singkil
Bengkulu - Seluma

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020 dan Kepmendes PDTT No. 79 Tahun 2019
Keterangan: ® Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2022

4.1.2.3.2 Program Prioritas Pembangunan Wilayah Jawa-Bali

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Jawa-Bali,
kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah
Jawa-Bali dapat dilihat pada Gambar 4.5.

Upaya untuk Pembangunan Wilayah Jawa-Bali akan didukung dengan lima KP sebagai
berikut:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada DPP Borobudur dan
sekitarnya; KEK Kendal dan KI Terpadu Batang yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah; DPP
Bromo-Tengger-Semeru dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi yang berlokasi
di Provinsi Jawa Timur; KEK Tanjung Lesung vang berlokasi di Provinsi Banten; KI Subang
vang berlokasi di Provinsi Jawa Barat, Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-
Halimun-Bandung-Pangandaran yang berlokasi di Provinsi Banten dan Jawa Barat; serta
Revitalisasi Destinasi Pariwisata Bali yang berlokasi di Provinsi Bali. Selain itu, juga terdapat
KEK Singhasari yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur yang didukung oleh sumber
pendanaan lainnya;
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(2)

)

(4)

(5)

Pengembangan Sektor Unggulan yang difokuskan pada peningkatan produktivitas, pala,
cengkeh, kopi, kelapa, tebu, kakao, garam, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;

Pengembangan Kawasan Perkotaan melalui pengembangan 5 wilayah metropolitan (WM
Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, WM Surabaya, dan WM Denpasar); pembangunan
Kota Baru Maja; pembangunan 3 kota besar (Serang, Surakarta, dan Malang); dan
11 kota sedang (Cilegon, Sukabumi, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Magelang, Yogyakarta,
Kediri, Batu, Pasuruan, dan Probolinggo);

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perdesaan yang difokuskan pada percepatan
pembangunan 197 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 2.893
desa berkembang menjadi desa mandiri; pengembangan 8 KPPN yaitu KPPN Pandeglang,
KPPN Sukabumi, KPPN Magelang, KPPN Kendal, KPPN Pamekasan, KPPN Banyuwangi,
KPPN Buleleng, dan KPPN Klungkung; serta 6 kabupaten daerah tertinggal terentaskan
yang dibina sebagaimana terdapat pada Tabel 4.7; dan

Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata
capaian penerapan SPM daerah hingga 85,93 persen (khususnya bidang perumahan
rakyat, kesehatan, dan pekerjaan umum), peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ASN
yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Jawa-Bali,
penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah
kabupaten/kota, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas
belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertipikasi tanah,
penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan
modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang
pusat dan daerah, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.
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Tabel 4.7
Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Jawa-Bali
Provinsi Daerah Tertinggal Entas (Kab)

Banten Pandeglang, Lebak
Jawa Timur Situbondo, Bondowoso, Bangkalan, Sampang

Sumber: Kepmendes PDTT No. 79 Tahun 2019
4.1.2.3.3 Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara,
kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah
Nusa Tenggara dapat dilihat pada Gambar 4.6. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Nusa
Tenggara akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada DPP Labuan Bajo yang
berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika
yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

(2) Pengembangan Sektor Unggulan berupa perikanan tangkap dan perikanan budidaya
terutama pada SKPT Sumba Timur dan SKPT Rote Ndao, pengembangan food estate di
Kabupaten Belu dan Kabupaten Sumba Tengah, sentra produksi peternakan dan
perkebunan, serta peningkatan produktivitas kelapa, kopi, tebu, dan garam,;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan, yaitu kota besar (Mataram) dan kota sedang
(Kupang);

(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara terutama di
2 PKSN yaitu PKSN Atambua di Kabupaten Belu dan PKSN Kefamenanu di Kabupaten
Timor Tengah Utara; pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas
wilayah, dan tata kelola di 18 kecamatan lokasi prioritas perbatasan; 5 kawasan
transmigrasi yang direvitalisasi yaitu Kawasan Transmigrasi Tambora, Kawasan
Transmigrasi Labangka, Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur/Tanyu Manu, Kawasan
Transmigrasi Ponu, dan Kawasan Transmigrasi Melolo; 7 KPPN yang dikembangkan yaitu
KPPN Lombok Tengah, KPPN Lombok Timur, KPPN Sumbawa, KPPN Dompu, KPPN
Ngada, KPPN Manggarai Barat, dan KPPN Sumba Timur; 1.079 desa tertinggal yang
dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang, dan peningkatan 143 desa
berkembang menjadi desa mandiri; 14 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat
pembangunannya dengan fokus intervensi pada 11 kabupaten di tahun 2022, dan 12
daerah tertinggal terentaskan yang dibina seperti pada Tabel 4.8; dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata
capaian penerapan SPM daerah hingga 79,89 persen (khususnya bidang perumahan
rakyat, Trantibumlinmas, dan pendidikan), peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Nusa
Tenggara, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah
kabupaten/kota, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas
belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertipikasi tanah,
penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan
modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang
pusat dan daerah, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.
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Gambar 4.6

Peta Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
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Daerah Tertinggal (DT) dan
Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Kepulauan Nusa Tenggara

Provinsi

Daerah Tertinggal (Kab}

Daerah Tertinggal Entas (Kab)

Nusa Tenggara Barat

Lombok Utara*

Sumbawa Barat, Lombok Barat,
Lombok Tengah, Lombok Timur,
Sumbawa, Dompu, Bima

Nusa Tenggara Timur

Sumba Tengah*, Sabu Raijua*, Alor*,
Rote Ndao*, Malaka*, Timor Tengah
Selatan*, Sumba Barat Daya*,
Sumba Timur*, Manggarai Timur*,
Lembata*, Kupang, Belu, Sumba
Barat

Nagekeo, Ende, Timor Tengah
Utara, Manggarai Barat,
Manggarai

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020 dan Kepmendes PDTT No. 79 Tahun 2019
Keterangan: * Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2022
4.1.2.3.4 Pembangunan Wilayah Kalimantan

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Kalimantan,
kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Kawasan
Kalimantan dapat dilihat pada Gambar 4.7. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Kalimantan
akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

(1} Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK Maloy Batuta Trans
Kalimantan dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau yang berlokasi di
Provinsi Kalimantan Timur; KI Ketapang dan Destinasi Pariwisata Pengembangan
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Sambas-Singkawang yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat; serta KI Surya Borneo
yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah;

(2) Pengembangan Sektor Unggulan yang difokuskan pada food estate di Kalimantan
Tengah; peningkatan produktivitas karet, lada, kelapa sawit, kopi; serta perikanan
tangkap dan perikanan budidaya melalui pengembangan SKPT Sebatik;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan dengan fokus pada pembangunan IKN dan kota
besar penyangganya (Balikpapan dan Samarinda), pengembangan WM Banjarmasin,
pembangunan Kota Baru Tanjung Selor, pengembangan kota besar (Pontianak) dan tiga
kota sedang (Singkawang, Palangkaraya, Tarakan);

Gambar 4.7
Peta Pembangunan Wilayah Kalimantan
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(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 6 PKSN
yaitu PKSN Paloh Aruk, PKSN Jagoi Babang, PKSN Long Nawang, PKSN Long Midang,
PKSN Tou Lumbis dan PKSN Nunukan, pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur
dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 10 kecamatan lokasi prioritas perbatasan,
9 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi yaitu Kawasan Transmigrasi Salim Batu,
Kawasan Transmigrasi Seimenggaris, Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya, Kawasan
Transmigrasi Gerbang Mas Perkasa, Kawasan Transmigrasi Subah, Kawasan
Transmigrasi Belantikan Raya, Kawasan Transmigrasi Kerang, Kawasan Transmigrasi
Maloy Kaliorang, dan Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru; 2 kawasan transmigrasi yang
mendukung pengembangan food estate yaitu Kawasan Transmigrasi Lamunti Dadahup
dan Kawasan Transmigrasi di Pulang Pisau sesuai direktif presiden dalam rangka
penguatan ketahanan pangan nasional; 11 KPPN yang dikembangkan yaitu KPPN Barito
Kuala, KPPN Banjar, KPPN Kotawaringin Barat, KPPN Kutai Timur, KPPN Berau, KPPN
Bulungan, KPPN Nunukan, KPPN Kubu Raya, KPPN Sambas, KPPN Bengkayang, dan
KPPN Mempawah; 1.460 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa
berkembang dan peningkatan 232 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 12
kabupaten daerah tertinggal terentaskan yang dibina sebagaimana terdapat pada Tabel
4.9; dan
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(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata
capaian penerapan SPM daerah hingga 81,80 persen (khususnya bidang perumahan
rakyat, sosial, dan pendidikan), peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ASN yang
selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Kalimantan,
penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah
kabupaten/kota, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas
belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertipikasi tanah,
penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan
modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang
pusat dan daerah, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Tabel 4.9
Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulan Kalimantan

Provinsi Daerah Tertinggal Entas (Kab)

Kalimantan Barat Bengkayang, Sambas, Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Melawi, Sintang,
Kayong Utara

Kalimantan Selatan | Hulu Sungai Utara

Kalimantan Tengah | Seruyan

Kalimantan Timur Mahakam Ulu

Kalimantan Utara Nunukan

Sumber: Kepmendes PDTT No. 79 Tahun 2019
4.1.2.3.5 Pembangunan Wilayah Sulawesi

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Sulawesi,
kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah
Sulawesi dapat dilihat pada Gambar 4.8. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Sulawesi akan
didukung dengan KP sebagai berikut:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pengembangan KEK/KI Palu yang
berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah; KEK Bitung sebagai  pusat
industrialisasi/hilirisasi komoditas unggulan wilayah; DPP Manado-Likupang/KEK
Likupang yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara; Destinasi Pariwisata Pengembangan
Toraja-Makassar-Selayar yvang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan; serta DPP
Walkatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai kawasan pariwisata unggulan;

(2) Pengembangan Sektor Unggulan yang difokuskan pada peningkatan produktivitas
kelapa, lada, pala, cengkeh, kopi, kakao, tebu, kelapa sawit, garam serta perikanan
tangkap dan perikanan budidaya melalui pengembangan SKPT Talaud;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pengembangan wilayah
metropolitan (WM Makassar dan WM Manado); lima kota sedang (Gorontalo, Paluy,
Parepare, Palopo, Kendari}; dan satu kawasan perkotaan kecil, yaitu Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW) Mamuju;
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Gambar 4.8
Peta Pembangunan Wilayah Sulawesi
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 2 PKSN
yaitu PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane, serta, pemenuhan pelayanan dasar,
infrastruktur dasar, konektivitas wilayah; tata kelola di 15 kecamatan lokasi prioritas
perbatasan; 18 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi yaitu Kawasan Transmigrasi
Tinanggea, Kawasan Transmigrasi Mutiara, Kawasan Transmigrasi Asinua-Routa,
Kawasan Transmigrasi Tobadak, Kawasan Transmigrasi Sarudu Baras, Kawasan
Transmigrasi Pasang Palolo, Kawasan Transmigrasi Bungku, Kawasan Transmigrasi Air
Terang, Kawasan Transmigrasi Tampo Lore, Kawasan Transmigrasi Padauloyo, Kawasan
Transmigrasi Bahari Tomini Raya, Kawasan Transmigrasi Bekkae/Gilireng, Kawasan
Transmigrasi Masamba, Kawasan Transmigrasi Mahalona, Kawasan Transmigrasi
Sumalata, Kawasan Transmigrasi Pulubala, Kawasan Transmigrasi Paguyaman Pantai,
dan Kawasan Transmigrasi Pawonsari; 16 KPPN yang dikembangkan yaitu KPPN
Minahasa Utara, KPPN Gorontalo Utara, KPPN Gorontalo, KPPN Boalemo, KPPN
Morowali, KPPN Buol, KPPN Poso, KPPN Mamuju Tengah, KPPN Mamuju, KPPN Barru,
KPPN Pinrang, KPPN Bone, KPPN Luwu Timur, KPPN Konawe Selatan, KPPN Wakatobi,
dan KPPN Muna; 1.043 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa
berkembang dan peningkatan 507 desa berkembang menjadi desa mandiri; tiga
kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dan menjadi fokus
intervensi di tahun 2022, serta 15 kabupaten daerah tertinggal terentaskan yang dibina
sebagaimana terdapat pada Tabel 4.10; dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata
capaian penerapan SPM daerah hingga 82,81 persen (khususnya bidang perumahan
rakyat, sosial, dan Trantibumlinmas) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ASN yang
selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sulawesi,
penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan Kkinerja pemerintah
kabupaten/kota, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas
belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertipikasi tanah,
penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan
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modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang
pusat dan daerah, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Tabel 4.10
Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah
Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Sulawesi

Provinsi Daerah Tertinggal (Kab) Daerah Tertinggal Entas (Kab)

Sulawesi Tengah Donggala*, Sigi*, Tojo Una-una* | Morowali Utara, Banggai Kepulauan,
Buol, Banggai Laut, Parigi Moutong, Toli-
toli

Sulawesi Barat - Mamuju Tengah, Polewali Mandar

Sulawesi Selatan - Jeneponto

Sulawesi Tenggara | - Konawe, Bombana, Konawe Kepulauan

Gorontalo - Boalemo, Pohuwato, Gorontalo Utara

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020 dan Kepmendes PDTT No. 79 Tahun 2019
Keterangan: ¥ Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2022

4.1.2.3.6 Pembangunan Wilayah Maluku

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Maluku,
kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah
Maluku dapat dilihat pada Gambar 4.9. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Maluku akan
didukung dengan lima KP sebagai berikut:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang meliputi KI Teluk Weda dan DPP Morotai/KEK
Morotai yang berlokasi di Provinsi Maluku Utara;

(2) Pengembangan Sektor Unggulan yang difckuskan pada sektor perikanan (melalui
pengembangan SKPT Moa, Saumlaki, dan Morotai, serta pembangunan Pelabuhan
Ambon), perkebunan, pertambangan, pariwisata, dan peningkatan produktivitas pala,
cengkeh, kelapa, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pembangunan pusat
pertumbuhan baru dilakukan melalui pembangunan kota baru (Sofifi), dan
pengembangan kota sedang (Ternate dan Ambon), serta kota kecil (Tual);

(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
yang difockuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 2 PKSN
yaitu PKSN Daruba dan PKSN Saumlaki; pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur
dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 16 kecamatan lokasi prioritas perbatasan;
3 kawasan transmigrasi vang direvitalisasi yaitu Kawasan Transmigrasi Kobisonta,
Kawasan Transmigrasi Mangole, dan Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai, 2 KPPN yang
dikembangkan yaitu KPPN Maluku Tengah dan KPPN Morotai; 675 desa tertinggal yang
dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang dan peningkatan 39 desa
berkembang menjadi desa mandiri; 8 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat
pembangunannya dengan fokus intervensi pada 6 kabupaten di tahun 2022, serta 6
kabupaten daerah tertinggal terentaskan yang dibina sebagaimana terdapat pada Tabel
4.11; dan
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Gambar 4.9
Peta Pembangunan Wilayah Maluku
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(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difckuskan pada peningkatan rata-rata
capaian penerapan SPM daerah hingga 81,83 persen (khususnya bidang perumahan
rakyat, sosial, Trantibumlinmas, dan pekerjaan umum), peningkatan kualitas dan
kuantitas SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan
kewilayahan Maluku, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja
pemerintah kabupaten/kota, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan
daerah, kualitas belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan

tanah, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital,

penvelesaian sengketa dan konflik pertanahan, serta percepatan penyusunan dan
penetapan rencana tata ruang pusat dan daerah.

sertipikasi

Tabel 4.11

Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah
Tertinggal Entas (DTE) di Kepulauan Maluku

Provinsi Daerah Tertinggal (Kab) Daerah Tertinggal Entas (Kab)
Maluku Seram Bagian Timur*, Kepulauan Buru, Maluku Tengah
Tanimbar*, Maluku Barat Daya*, Kepulauan
Aru*, Seram Bagian Barat, Buru Selatan
Maluku Utara | Pulau Taliabu*, Kepulauan Sula* Halmahera Timur, Halmahera
Barat, Pulau Morotai, Halmahera
Selatan

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020 dan Kepmendes PDTT No. 79 Tahun 2019

Keterangan: * Foku
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4.1.2.3.7 Pembangunan Wilayah Papua

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Papua, kawasan
yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Papua
dapat dilihat pada Gambar 4.10.

Gambar 4.10
Peta Pembangunan Wilayah Papua
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Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas, 2021
Upaya Pembangunan Wilayah Papua akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis melalui fasilitasi investasi pengembangan dan
penumbuhan KI Teluk Bintuni, fasilitasi penyelesaian masalah strategis KEK Sorong,
dan pengembangan DPP Raja Ampat yang berlokasi di Provinsi Papua Barat; serta
pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cendrawasih yang
berlokasi di Provinsi Papua;

(2) Pengembangan Sektor Unggulan yang difokuskan pada sektor perikanan (melalui
pengembangan SKPT Biak Numfor, SKPT Mimika dan SKPT Merauke), serta peningkatan
produktivitas kakao, kopi, pala, sagu, kelapa, buah merah, ubi jalar, dan perikanan
tangkap;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pembangunan kota baru
(Sorong) dan kota sedang (Jayapura);

(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
yvang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 3 PKSN
yaitu, PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke; pemenuhan pelayanan
dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 17 kecamatan lokasi
prioritas perbatasan; revitalisasi 5 kawasan transmigrasi yaitu Kawasan Transmigrasi
Werianggi Werabur, Kawasan Transmigrasi Bomberay-Tomage, Kawasan Transmigrasi
Senggi, Kawasan Transmigrasi Salor dan Kawasan Transmigrasi Muting/Jagebob;
pengembangan 4 KPPN yaitu KPPN Jayapura, KPPN Merauke, KPPN Raja Ampat, dan
KPPN Manokwari; percepatan pembangunan 2.449 kampung tertinggal menjadi
kampung berkembang, dan peningkatan 30 kampung berkembang menjadi kampung
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mandiri; 30 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan

fokus intervensi pada 19 kabupaten di tahun 2022, serta 5 kabupaten daerah tertinggal
terentaskan yang dibina sebagaimana terdapat pada Tabel 4.12; dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata

capaian penerapan SPM daerah hingga 77,78 persen (khususnya bidang sosial,
Trantibumlinmas, dan perumahan rakyat), peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Papua,
penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah
kabupaten/kota, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas
belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertipikasi tanah,
peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, penyelesaian sengketa dan
konflik pertanahan, serta percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang
pusat dan daerah.

Tabel 4,12

Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah
Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Papua

Provinsi

Daerah Tertinggal (Kab)

Daerah Tertinggal Entas {Kab)

Papua

Nduga*, Yahukimo*, Tolikara*, Puncak Jaya*,
Yalimo*, Puncak®*, Lanny Jaya*, Intan Jaya,
Dogiyai, Paniai, Mamberamo Tengah, Mamberamo
Raya, Jayawijaya, Deiyai, Mappi, Asmat*,
Waropen*, Pegunungan Bintang*, Boven Digoel*,
Nabire, Supiori*, Keerom*

Merauke, Biak Numfor,
Kepulauan Yapen, Sarmi

Papua
Barat

Sorong Selatan, Tambrauw, Pegunungan Arfal*,
Maybrat*, Manokwari Selatan*, Teluk Bintuni*,
Sorong*, Teluk Wondama*

Raja Ampat

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020 dan Kepmendes PDTT No. 79 Tahun 2019
Keterangan: * Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2022

4.1.2.4 Proyek Prioritas Strategis/Major Project (MP)

Pada tahun 2022, perencanaan dan penganggaran PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan akan difokuskan pada pelaksanaan
delapan Proyek Prioritas Strategis/MP dengan rincian informasi urgensi, outcome/impact,
kelembagaan, lokasi, sumber pendanaan, alokasi pendanaan, serta proyek terpilih (selected)
beserta aspeknya yang dijabarkan sebagai berikut.
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MP Pembangunan Wilayah Batam - Bintan

Urgensi

= Tingkat pengangouran termnggi dl Provns Kepulauan Rlau
pada tiga tahun terakhir (2018-2020) berada di Kota Batam,
Kota Tanjungpinang, dan Kabpaten Bintan. Sementara i,
pada tiga wilayah tersebut telab diduking dengan adanyd
pengembangan kawasan pertumbuhan skanomi

& Terdapat beberapa-pusat pertumbuhan ekasnaml, samun
belum optimal péngembangannya, yaitu KEK Galang Batang.
KPEPE Batam, rencana pengambangan kI Bintan Aerospecs,
KEPM Nongsa, dan KiPN Lago-Bintan,

* 5

Qutcomedmpact Instansi Pelaksann
Penanggung Jawab Progek:
= Keien PRRBappenas.
Maniokatma 2 Lintas KiLD:
pertumbuhan ekonom) « FFKPEBatam
Prowvinsi Kepdlauan Riau * Kemendas POTT;
sebesar 4,80-5, 14% - :Kw::wnkrﬂ.'
. -
di tahiun 2022, bl .
= AUMN;
* Swasia,
Selected Profect
Infrastrukiur Strategis Eawatan Paslwisata
« Perigambangan Bandars Hang Nadim = 'Sarana Prasarana Desa Wisata
[BLARN] yang Dibangun untulk Mendekung
= Pekerjaan Muft Years Pembangunan Destinas Pariwisata - Kak. Bintan
Tarminal Kargo KL, [KeL]- 2
Infrastoikiur Pendukung Kawiasan industri
* falan RE Martadmata Tahap 7 [Ki). = PTRintan Alumins indonetls
Peralatan Kewehatan Srmelter Grads Alurmina (S0A)
+ Pengadaan Peralatan Penanganan [Swastal,
CantdrRadiatherap) ASEP [RILL

MP Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM):
Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar

Lokasi Sumber Pendanaan
* Kota Batam; KIL BUMN dan Swasta,
* Kabupaten Bintam;
SR Alokasi
Pendanaan
Rpa.906,26 M
Urgensi
Peninghatan jumlah perkotaan

Pk
* Padatahun 2045, 67.1% penduduk indonesia o proyeksikan tinggal
di perketaan atau setara dengan 220 juta jiwa imeningket sebesar
10, 74% dars Konalini tahup 2020 56,4%).
Urbanksasi belum menyejahierakan
+ Kenaikan 1% penduduk perkotadn hanys meningkatosn ml sehetar
1.4%,

Jumiah penduduk dan PORE W
= Sekitar sperempat penduduk Indonesia tinggal di 10 Wi (BFS, mm
dan kontribusi PORE W hampdr sstengah PRB Nasional tanpa migas
{BPS, 2017)

1&*&

Lokas|
& Wi Palerriiang Kiote Pefembarg, Kab,
Danyumin Kb, Ogan il Kab, Ogan
omerieg Wy (Prowlns Sumatedn Selatany
* Wk Denpaset Kol Denipase, Kb
Dadirg, Kab, Gistpar, Cab. Tabmnan

Sumber
Pendanann

KL, KPBU, dan DAK,

(Prmmd il
. :l.lil‘ldrilnn'::lt I[qh-mrn.:n: Mk dinkas)
njarman, . i, Kisala,
a‘wum Kalimaninn Pendonaan
el

Tahualdr, Haal, Maros, Kals. Giwsa |Picwinl
Serlaww Se'azan,

Outcomaimpact Instansi Pelaksana
Meningkatkan Indeks Penanggung lawab Proyek:
Kota Berkelanjutan {|KB) Kemen PPNBappenas.
Wilayah Metropalitan Lintas KD
sebesar 4% menjadi = Kemen I'I.II’.‘Ft.I
48,54 (skenario rendah) * Keman ESD
ditahun 2022, 1 mlh"hf
Selected Project
Soadal Linghkungan

= FaU Parumahan Bagl MBER - Kota Peiembang (AL .

= Pamugaran Peemuokiman Ramih - Kah, Banje [21],

Ekornoami

o i Talur KA Trans Sulawses! Antaca Maksssar

Pariguei Sogrmian 3 [Makaedr - Rar) (KL

= Pembanparin iglon Sorategis PP dale Ban b
KErita Singaraja - Wieregwatani Thik 1s 76, 7o dan Tiik
ALy

® Porhm e lan K katal Paie - Pae (Rotiuisl -
veestan BUP KPEL) (PRI,

PLTS Atags - Phowiend Sulaaasl
Swatan (KA
= Pangundalian Uan|ir Songal
- Se hanak yarg il
~ Fruswieni fumaters Solatan (KA}
& Seaitmi @I - Kot Banjarmman)
[Et].

Ketsrangan: =) «ebutuhat pendansan termasuk 2lokas atggaren untuk kegiatan yeng bersits: nasisral.
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MP Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Urgensi Outcome/mpact Instansi Pelaksana
= Terpusatnya keglatan perekonomian di Proyek: i.'m'mh
lakarta dan Pulau Jawa mengakibatkan Kemen PPAMappenas.
kesenjangan ekanomi Pulau Jawa dan luar Peningkatan Laju Pertumbubian
Pulau Jawa; PORA Wilayah Kalimantan 5,22- Lintas “g - RN
« Pertumbuhan ekonami dan share 5,52% (baseline 2015; 4,99%). : m:: mfﬂ? o o Keman LHE:
pembangunan yang didominasi oleh Pulau o Kamenhuly » Poiri;
Jawa dan Kawasan Barat Indonesia. » Kemen PRNRE; = BUMN,

Lokasi Sumber

: Pendanaan
Kabupaten Penajam PaserUtara

dan Kabupaten Kutal Kartanegara, /L dan BUMN,
Prowinsi Kalimantan Timwr.

s Alokasi
Tanegar:

") Daftar kegiatzn o gtar adalan keaiata v perviapan Pendanaan

peabangieminn, o mEaraganar BN e e

piigenhan SUL KN Untuk pernsamad 3 pemoa gunan

yeng me-alul te ania KA akan dd ekl Ws,“ﬁ L

ey ar dan stau reslokas i
*#1 Armgek mask clalam proses pea

Selected Project

Penylapan Lahan
* Rahabilitas Hutan dan Lahan di IKN dan DAS Sekitarmya (KLl

= Aren KN yang Dilakukan Pemulihan Ekodistern [

Pembangunan Infrastruktur

. munpn Sepaku Semal yang Dibangun - Provimi Kalimantan Timar

= Pombangunan infrastruktur kanngan Utarma Telokomunikani {Alaes
FBackbone. Core System) [BUMN]*®;

Pengamanan
= Pengarmanan b Kota Megara (KNG TPRY L]

MP Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong

Urgensi Outcomedmpact Instansi Pelaksana
* Adanya tren urbantsasd yang terus meningkat, Penanggung Jawab Proyek:
tatapi ﬁ@lk diwrl_li derigan plrtuw!huhin Kemen PPN Rappenss din Kemenks Ekon,
e it Meningkatkan Indeks Kota i S
iy Berkelanjutan (IKB) Kota Baru %
» Mandukiing pencapaan target SOGS, khususiya sebesar 6% menjadl 36,82 = Karnan ESOM:
Tujuan 11 Kota dan Permukiman Berkelanjulan; | * Kemenaker;
o Adtanya posens| kolabarast pamerintan dan {skenario rendahj di tahun 2022, + Kemanhuby
badan usaha dalam memaksimalkan keuntungan : :::::E::Ilr[:;
agbomeras perkotaam il
Lokasi Sumber Selected Project
» Maja {Kab. Lebak, Provins Banten]; Pendanaan St
* ‘Banjung Sior (ikab- Bulungan, Froving R = PSU Perimmahan bani MAR - Kab, Lobak L}
Kaimuptoh Laral; ¥ * Prciiiahn P UK Iman oraul = et Sarag TRIEL
' mkﬁ;:;?‘“! Kepulsan; Provif) Alokasi Ekonomi
Wota Pendanaan = Pengernbangan Bandar Udara Kuabang Kao - P -
= Sarong (Kota Sorong, Proves) Pagoa Barat), Kal. Halmahers Wiara KL
= alan Strateqis [ProPN - BTS. Bulungan - TH S&lar (XA,
Keterangan: Rp527,12 M™

#) Kobegt . han pendanacr termasuk g ok
saggeren urtuk kegiater yeng bersitat nasiosal
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MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat
Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay

Urgensi Dutcomafmpact Instansi Pelaksana
Penanggung Jawab Proyek:
Kamen PPNMap
* Magh hanyaknyi daerah teringgal; ; i r Lintas K/LD: r
= Kondisi gangrafis dan aksesibititas vang sulit; Meningkatnya IPM di Witayah phpmrelas gl & Katan FUPR:
* Kualitas SBM torendat: Papua sebesar 62,06-65,92. + E=mendikbudrek; * Keren ESOM,
» Junlah penduduk minkin tertinggi sl I SRR
+ Kamenpariny
# Kemendow

Lokasi Sumber Selected Profect
Pa Puricwk, Punicak Ja dnfrostruktur Kawnsan ‘msndar Ulars
:;kai-immunmai'nnﬁni;:'&nw Pendanaan - firdaku l:l'l{liq:mrqyughﬂllr'wu “Wouinsi+ perperhangat Dandar Udiea Warers Talo 1~
-Jaya, Neuiga, Jayawijaya, Yalime, KL Produksi Homosas Infrastrubitur Permubiman
Yahilkimo, Feg.Rintang, » Wi Kol (WL, # “Rutman Susun Hinjan m.l.nl.up [KaLy
Domboray: Kab Raja Ampat, g i
ool Seyyict: Kk by Kl Alokas| el g ok o b R o A i
Tambraw, Kab Maybrat, Kab Somong Pend Dhakniiumira L] [ n..; m
Selatary, Kab Pegunungan Arfak, nEanaan "-‘F‘" + Mahasis ﬁmn Baasvei Afirmac
Tt Kﬂ:nrrnuk I.l lr.lh.n' PlndldlhanquHN!
Kl Manakwari, Kab-Manskiar] "'ﬂ? , B A
Satatan, Kab, Teluk Blntunl, s Teluk Rp1.528,13 M h-amvuna m-du o HekAD) - Vv POPRA st Koo
‘Wondama, Pariwinata napun..immpm at (B
® v g ok Puiivelsata Dl fad Paios latd Tanaga Mutis

| Mru— .-m'imm'l' . mmjhuﬂmmln i Pagin dan
*} Tanged Lvtuk Prowving Papus dar Pagis Boret sehaoyni 5307 acang = LTS A - Proversl Pt Rar KA, w"“ d-;h\:lhwmm-“

SRTRET BT J hétm € di KAGNA sebanyes E301 orang BJ-I'E"| uﬂtJl m”n s l.llklg He..u.mld'l mwm

*] Targes merunocan slokay se Powvrs Froue det Paous Sacat - m‘mﬁ&“ﬂ I = o)

MP Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya,
Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda

Urgensi DutcomeAmpact instansi Pelaksana
Kamen PRNBappeni, .
- L] i, .
+ Berbagal kemerterianiembaga memil k| kegiatan M"h'm:.'“‘k"""tmf“""": * BNPL
pascabencana namun sampal saat inl beliam publik yang terdamp Lintas KLD;
mengajukan pricdtas ntervers: kegistan untui akibat bericana sampai Pusat {Kelembagasn Kundi
setiap sektormy dengan 50% dan dapat ¥ L e
» Musih minirnrnya manajemen penangarnan berfungsi untuk melakukan o e u?:m, ¢
pascabencana lintas saktor pembangunan, pelayanan masyarakat di + Reinen PUPR:
tahun 2022 + Kemenhub,
4 Ko
o BUMN,

Lokasi sumber
o i Sl Tt Pendanaan
* Provinal Nusa Tengsara Kil dan BURMN.
Barat)
+ Provins Banten: Alokasi
S yidal T mpUre, Pendanaan
Keterangarn: ﬂpTﬁ.ﬂﬁ’.M M

4} Proyek masin dalam proses
pomutakniran
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Prayeh Fisik
® feskonstruksi ﬁn Rehabititas) !hru:llrudan Whutiars S Al-dufrie Pk (0|

= fmergency Loan far |
Pelatui

and Keeonstruction: Pelsbuhsn Panioloan,

han Ompgaka dan Petbiln Wark - nmthulmn‘r:nnﬂ [HALL
= [izhabilitas dan Reravasi Sekolah Daar dan Menengah [_I?L]
= Pernbangunan Jalan Tol Geodebage- Taukmakeys-Cilncag [EUMNT®.

Proyek Nonfisik.
- I.n_y:lmn Fasilitas Pernuliban dan Perunghatan Spanl Dionome don Sumber h_ﬂ.:l’l Blam
Pascabsncana [KLL
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MP PKSN Kawasan Perbatasan Negara

Urgensi Qutcomaimpact Instansi Pelaksana

= Mendorong pengembangan wilayah urtuk mengurang| Penanggung Jawab Proyek:
kesanjangan dan menjamin pamerataan, mﬁg&mﬁ:&zlﬂ; BNPP sebagail koordinator pembangunan,

* Belum optimalnya aktivitas ehonomi diwilayah perbatasan ‘ . Lingas KD
Al 4SRN P M AR AN BLAT gt kenaikan rata-rata nilai Indeks : o Kamendag
periumbuhan bar di kavwasan peratasan negars: Perigelalaan Kawasan Perbatasan oK i
= Mendorong pengembangan kawasan perbatasan sebagal (PKP) pada 18 PKSN menjadi 0,47 * Kemen KUEM
Beranda depan negara ol hagapan negars tetangga. di tahun 2022; * Pemda.
* | * =
Selectod Project
4 Lokas| Sumber slmpu Utarma Transportasi e
+ PRSN Paloh Aruk [Provins Pendanaan »  Purmnisangueyen Teeminal Bararg brieynadonal ek Kl s Tabug ' (Tormas Sapamd K]
Kalimantan Barat, Kabupaten = Pembungunm Seeminal Baraeg ternmicns fotssin NTT Tahea v [Termm Supemind) [RLl
Sarnhail ki d BAK. = Pembanguesn falan Akses 5impal Transporssi {foPhy - Permbangunan aian Nunpo - inbsre
* PHSN Nunukan {Previns e . mmw‘uuu Baatiukan R
Kalimarntan Utara, Kabupaten * Pumnbangunan falam Srategis (P - jalen Tk - Aruk KL
Hunubar « Wi Progect falan Strateqls Dess pang Ditingksthon d) Kawesan Perbatasan (1]
« PRSN Atambua [Provinst NTT; Alokash = Pumbsngunan Terminal Banare iternasenal Skaus (KL
Kabupaten Balu); Pendanaan . Eg?ﬂmmmﬁm Simmpul Tramaortay {ProfHl - lalen diae Jembatas Sotiskemp
» PIEN Katamenanu [Provirs NTT,
’ Pugat Pertumbuban Ekonomi
SabupatenTimor Feniah Uiars; = Prlntuhnn Peviknman di Lokasi SKET yarg Gikieinla din Opérmional Seauai Sbdar - £ab. Merme [Si11
* PRSM layapura |Proving Papus, Bp772.50 M * Pembangunentesitelises Paar Rakyat - Kab, Sambay K],
Kota Jayapural, = Pembanguraneviteised Gusang M S0 = Kabs Helis AL
& PRSH Merauke {Provins iy * Reyltalice) Pasar Biskyst, pang Dketnla obeh Kopetad - Brolmi Faoua KA
xabupamnunhrauh] 2l + Eawasan lada - Kab Sambus [€11
» Ikl Kecll dan Manangah - Temari Fenguatan DPP dan SIKK (R100 - Ksh, Samhm) (DA
MP Manajemen Aset Lahan dalam
Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria)
Urgens| Dutcomefimpact Instansi Pelaksana
» Kiemn Hila! Kepastian dan
Parlird Mk Atat Tarah i 5 Penanggung Jawab Proyuk:
* Ketimpangan ponilican dan ponguaaan tanah di ;mtm A . H@nunmm
;m-h tinge; mulhn kontiik pertanaban P N Trrobee G K el i LD
miadyaakat. Permilikan Tanah ubmr 1, 0025 eff tatwir * Kerandss FOTE:
= Kesejabitersan masparakat peritik tansh masih 2033; »iCaman kR
rendih, * Mieringhatkan Pendapatan Perkapiti  Kaman KLKM
Maxyarakat pererima Refarma Agraria « ‘Ramantan,

sebei=ar 1 5% di mhon 2022

Lokasi Sumber Selected Project
Pendanaan B Pt don ik
. muumhx-ﬂ Tanah dan
Jawa Timur, Silawesi o Surat Pemebartaban Koputusan Pasgolosalan = Pnueus, Peroecls, P dan e
Tengoara, Sulawesi Utars, KL Kaofli Hﬁqnnhau—hm-luul kAl E_Iwn‘kfrquwlmmrm = Prosimi Lias
Fats ‘Tanah tf
:m;_‘r-jngahé:a!r. E:_i'_!_ngkulu. i bbb wm‘ml_m e RSt i
ambi, Jawa Barat, dan Alokas) Taih iy Fhvusiy et [RA]
Banten. Redvtrinus Tanah Bukungan Modali Keunngan Mikm,
Pendanaan » 44T Recirba Tanafi - K&, £ohatn Infrastrisctur, dan Teknologi Topat Guna
Sl iy L] # Pianarana Pengoaian Tandiman Perkaliumnd gl
Pamimfaaten dan Parggunass At Tanal Rerguibi Teragan KA
= Aled Hefonra Agrang Kategor| V- Kah Pemanaran dan interkoneksi dengan Dunia
Rp143,65 M Letaah [MALE. Wsahs
Kol Kilnmbagasn malalis GTRA . mlmbanwmbn Prevlinh] Javea Timis
« bata 6 TiA Prowirist [KL. L
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4.1.2.5 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung PN Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan adalah:

(1) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN);

(2) Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) tentang Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Pusat Pemerintahan Kawasan Strategis
Nasional (KSN) Ibu Kota Negara (IKN);

(3) Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) tentang Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Pusat Ekonomi Kawasan Strategis Nasional
(KSN) Ibu Kota Negara (IKN).

4.1.3 Prioritas Nasional 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan
Berdaya Saing

Pembangunan SDM Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM,
yang merupakan salah satu prasyarat dalam upaya pemulihan pembangunan akibat pandemi
COVID-19. Pembangunan SDM pada tahun 2022 akan ditekankan pada Reformasi Sistem
Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Percepatan Penurunan Kematian
Ibu dan Stunting, Pembangunan Science Technopark (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major
Universitas), serta Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0.

4.1.3.1 Pendahuluan

Dengan terus meningkatnya penduduk usia produktif 15-64 tahun (70,72 persen dari total
penduduk), peluang untuk mengoptimalkan bonus demografi semakin besar. Di sisi lain,
jumlah penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) semakin meningkat sehingga memerlukan
perhatian untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial. Upaya
meningkatkan IPM Indonesia yang telah masuk pada kategori tinggi, yaitu 71,94,
menghadapi tantangan besar dengan adanya pandemi COVID-19. Jumlah orang miskin dan
rentan miskin meningkat terutama dari kelompok rentan dan pekerja informal, bahkan
kelompok menengah dan pekerja formal. Aktivitas ekonomi yang melambat berdampak pada
29,12 juta penduduk usia kerja, yang berubah statusnya dari bekerja menjadi penganggur
(2,56 juta), bukan angkatan kerja (0,76 juta), sementara tidak bekerja/dirumahkan
(1,77 juta), serta mengalami pengurangan jam kerja (24,03 juta). Tingkat pengangguran
terbuka lulusan SMK meningkat menjadi 13,55 persen dan lulusan SMA menjadi 9,86
persen. Keterbatasan keahlian dan kurangnya spesialisasi yang dimiliki menyebabkan
lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas)/SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) ini rentan lebih
dahulu dirasionalisasi oleh pemberi kerja. Pada jenjang pendidikan tinggi, peningkatan
relevansi dan daya saing lulusan masih menjadi isu penting. Perguruan tinggi juga perlu
didorong menjadi sumber penghasil inovasi, bersamaan dengan institusi litbang (penelitian
dan pengembangan) dan industri. Selain itu, pelayanan kesehatan esensial yang meliputi
pelayanan bagi ibu, anak, gizi, dan kesehatan reproduksi menurun akibat fokus utama
pelayanan kesehatan pada penanganan pandemi. Kemampuan masyarakat dalam
kepesertaan dan kolektabilitas jaminan sosial juga terpengaruh, terutama bagi kelompok
pekerja informal. Pemassalan dan pembinaan olahraga prestasi tidak optimal sehingga
berpengaruh pada daya saing prestasi olahraga di tingkat dunia. Pembatasan sosial selama
masa pandemi juga berpotensi meningkatkan kasus kekerasan pada perempuan dan anak.
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Tujuh isu strategis pembangunan SDM pada tahun 2022 adalah (1) pengendalian
pertumbuhan penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, serta pengembangan
statistik hayati; (2) pelaksanaan perlindungan sosial yang lebih akurat, terintegrasi, adaptif,
dan efektif untuk mengurangi dan mencegah kemiskinan; (3) percepatan pemenuhan
pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah dengan meningkatkan pelayanan
kesehatan esensial, penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan (health security dan
resilience), serta upaya promotif dan preventif; (4) peningkatan pemerataan pelayanan
pendidikan berkualitas dengan mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun,
meningkatkan penguatan layanan satu tahun prasekolah, penguatan pendidikan tinggi,
penguatan pembelajaran dan pengajaran terutama mempercepat pemanfaatan teknologi
dalam pendidikan, serta meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
(5) pewujudan lingkungan ramah anak, mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan, utamanya di bidang ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan,
memperkuat sistem layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), perkawinan anak, bentuk pekerjaan terburuk
bagi anak, serta memperkuat layanan kepemudaan terutama dalam kewirausahaan dan
pencegahan perilaku berisiko pada pemuda; (6) pembukaan akses dan keperantaraan
penduduk miskin dan rentan terhadap aset produktif, sumber daya penguatan usaha, dan
kesempatan kerja; dan (7) peningkatan keahlian tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar
kerja antara lain melalui reskilling, upskilling, dan pembekalan keahlian digital;
meningkatkan kualitas penyediaan informasi kebutuhan keahlian di pasar kerja;
memastikan adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan penciptaan inovasi berjalan
dari hulu hingga komersialisasi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional; serta
memastikan pemassalan dan pembinaan olahraga untuk optimalisasi prestasi di tingkat
dunia.

Arah kebijakan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2022 adalah sebagai
berikut:

(1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui penurunan angka kelahiran total dan
memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan dengan strategi pada
(a) peningkatan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, terutama
menjangkau wilayah 3T, kelompok rentan administrasi kependudukan, dan kelompok
khusus, termasuk pemutakhiran data penduduk pascapandemi COVID-19 berdasarkan
hasil Sensus Penduduk (SP) 2020; (b) pemanfaatan data kependudukan untuk
pembangunan dan pelayanan publik sebagai bagian dari transformasi digital; dan
(c) penyediaan dan pengembangan statistik hayati yang akurat dan terintegrasi.

(2) Menyempurnakan penyelenggaraan program bantuan dan jaminan sosial bagi
seluruh penduduk yang lebih akurat, terintegrasi, dan adaptif yang difokuskan pada
reformasi sistem perlindungan sosial dengan strategi yang terdiri dari (a) perluasan
cakupan kepesertaan jaminan sosial khususnya bagi sektor informal untuk mendorong
pemulihan pascapandemi; (b) peningkatan keaktifan serta kapasitas pemerintah daerah
dalam melakukan pemutakhiran dan perluasan data penduduk miskin dan rentan
secara berkala dari tingkat desa/kelurahan untuk meningkatkan ketepatan sasaran
program; (c) penguatan integrasi dan digitalisasi penyaluran program bantuan sosial;
(d) pengembangan mekanisme graduasi program-program bantuan sosial; (e) perluasan
jangkauan bantuan dan rehabilitasi sosial terhadap kelompok rentan, seperti anak,
lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja sektor informal, korban bencana, penduduk
terdampak pandemi COVID-19, korban perdagangan manusia, korban penyalahgunaan
Narkoba, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), penderita HIV/AIDS,
dan kelompok rentan lainnya; (f) pengembangan perlindungan sosial yang adaptif
terhadap bencana, termasuk bencana pandemi; (g) pengembangan registrasi sosial
ekonomi melalui digitalisasi monografi desa/kelurahan untuk mendukung pengelolaan
data penduduk, meningkatkan akurasi sasaran penerima manfaat, meningkatkan
perencanaan penganggaran yang inklusif dan berpihak kelompok rentan, serta
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mendukung identifikasi penduduk yang termiskin dan rentan untuk pengurangan
kemiskinan ekstrem; (h) transformasi subsidi energi (LPG 3 kg dan listrik) menjadi
bantuan sosial agar program lebih efektif, tepat sasaran, dan adaptif kebencanaan; dan
(i) integrasi dan peningkatan kesinambungan data, proses pemantauan dan evaluasi,
serta pengembangan skema pembiayaan program perlindungan sosial yang
berkesinambungan.

(3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama
keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, penguatan pelayanan kesehatan ibu
dan anak, Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, pelayanan gizi, pelayanan
kesehatan usia lanjut, serta pengendalian penyakit didukung dengan upaya promotif dan
preventif serta digitalisasi pelayanan kesehatan. Reformasi sistem kesehatan nasional
akan difokuskan pada (a) penguatan pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan;
(b) penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); (c) peningkatan kapasitas
Rumah Sakit (RS) dan pelayanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan
Kepulauan (DTPK); (d) peningkatan kemandirian farmasi dan alat kesehatan;
(e) penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan (health security dan resilience);
(f) pengendalian penyakit dan imunisasi; (g) peningkatan efektivitas pembiayaan
kesehatan; dan (h) pengembangan teknologi informasi, digitalisasi, dan pemberdayaan
masyarakat termasuk pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat (germas). Upaya
pengendalian pandemi COVID-19 akan tetap dilakukan dengan melanjutkan vaksinasi
COVID-19. Upaya percepatan penurunan kematian ibu akan difokuskan pada
pengembangan sistem rujukan maternal, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan,
penguatan deteksi dini faktor risiko ibu hamil, pemenuhan sarana, ketersediaan darah
setiap waktu, KB pascasalin, serta revitalisasi akses dan kualitas pelayanan KB dan
kesehatan reproduksi melalui pengembangan akses ke poskesdes dan Pelayanan KB di
RS (PKBRS) serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan pendampingan bagi
remaja dalam penyiapan kehidupan berkeluarga. Upaya percepatan penurunan stunting
akan dilakukan melalui penajaman intervensi spesifik dan sensitif dengan menjamin
ketersediaan obat dan makanan tambahan, pemantauan pertumbuhan dan
perkembangan balita, edukasi pola asuhan gizi, peningkatan cakupan imunisasi dasar
lengkap, penguatan tatalaksana gizi buruk, akses air minum dan sanitasi layak, serta
memberikan pendampingan bagi keluarga 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK).

(4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan strategi
(a) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan penerapan kurikulum dan
model pembelajaran yang dapat mendorong penguasaan kemampuan berpikir tingkat
tinggi, sistem kualitas penilaian hasil belajar termasuk penilaian pada tataran kelas oleh
pendidik, peningkatan kompetensi pendidik, penguatan keterampilan nonteknis dan
pendidikan karakter, peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, peningkatan
kualitas kepemimpinan sekolah, serta peningkatan pengasuhan dan peran keluarga
dalam pendidikan, dan kesentosaan siswa (student well-being) serta kesehatan mental
dalam pendidikan; (b) percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, dengan
meningkatkan pencegahan putus sekolah, strategi pendataan, penjangkauan, dan
sinkronisasi upaya lintas sektor dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS),
pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memperhatikan asesmen kebutuhan
dan afirmasi kewilayahan termasuk pemulihan akibat bencana, (c) peningkatan strategi
lintas sektor untuk penerapan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI),
dan penguatan layanan satu tahun pra-sekolah; dan (d) peningkatan pengelolaan,
penempatan, dan pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, dengan
percepatan revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan
Pendidikan Profesi Guru (PPG), peningkatan kualifikasi guru dan dosen, penerapan
strategi distribusi dan redistribusi berbasis pemetaan kebutuhan, peningkatan kualitas
sistem penilaian kinerja, dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga
kependidikan.
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(5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Peningkatan perlindungan
anak difokuskan pada (a) penguatan layanan penanganan kekerasan bagi anak secara
terpadu, termasuk di ranah daring; (b) optimalisasi upaya pencegahan perkawinan anak
dan penarikan anak dari pekerjaan terburuk bagi anak dengan melibatkan berbagai
pihak; (c) optimalisasi pengasuhan berbasis hak anak pada lembaga pengasuhan
alternatif; (d) peningkatan koordinasi dalam upaya pemenuhan hak anak yang berada
pada kondisi khusus; dan (e) penciptaan lingkungan ramah anak. Peningkatan
kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan akan difokuskan pada
(a) penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pelaksanaan
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di kementerian/lembaga
dan pemerintah daerah; (b) peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya
perempuan miskin, korban kekerasan dan bencana, serta perempuan kepala keluarga,
melalui kewirausahaan dan penguatan kapasitas pendamping program pemberdayaan
ekonomi; (c) peningkatan literasi politik perempuan; dan (d) penguatan regulasi,
kelembagaan, sinergi data, dan mekanisme koordinasi pencegahan, penanganan korban,
serta pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan dan TPPO. Peningkatan kualitas
pemuda difokuskan pada (a) penguatan koordinasi lintas-sektor pelayanan kepemudaan
terutama sinergi pusat dan daerah; (b) peningkatan partisipasi aktif pemuda terutama
melalui kewirausahaan berbasis inovasi dan teknologi; dan (c) pencegahan perilaku
berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan,
intoleransi, penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS,
dan penyakit menular seksual.

(6) Mengentaskan kemiskinan. Penguatan akses penduduk miskin dan rentan terhadap
aset produktif dan kesempatan kerja untuk mendukung akselerasi graduasi program,
melalui (a) pendampingan kelompok miskin dan rentan usaha produktif; (b) peningkatan
keperantaraan akses bagi pelaku usaha miskin dan rentan terhadap pasar,
pengembangan kapasitas kewirausahaan dan teknis, sumber permodalan;
(c) peningkatan akses penduduk miskin dan rentan pada aset produktif lainnya,
termasuk lahan melalui pelaksanaan reforma agraria; dan (d) peningkatan dukungan
yang inklusif bagi kelompok penduduk miskin dan rentan, termasuk penyandang
disabilitas, lansia, korban perdagangan manusia, korban penyalahgunaan NAPZA,
penderita HIV/AIDS, korban bencana termasuk penduduk terdampak pandemi COVID-
19, dan kelompok rentan lain untuk memperoleh kesempatan berusaha dan mencari
pekerjaan. Upaya pengurangan kemiskinan ekstrem secara khusus didorong melalui
intervensi kolaboratif di tingkat desa/kelurahan. Pengembangan digitalisasi monografi
desa/kelurahan dan registrasi sosial-ekonomi memperkuat desa/kelurahan untuk
mengidentifikasi penduduk miskin ekstrem dan permasalahannya, untuk kemudian
turut mengembangkan rencana intervensi lintas sektor dan kolaboratif yang terfokus
bagi kelompok penduduk tersebut.

(7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing, melalui (a) reformasi pendidikan dan
pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan berbasis digital; (b) pengembangan
sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan berkelas dunia; (c) peningkatan kualitas
lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan prodi yang adaptif dan desain
kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan aktual dan masa depan;
(d) penguatan pembinaan perguruan tinggi swasta dalam rangka peningkatan kualitas
pendidikan tinggi; (e) penguatan kapabilitas riset dan inovasi melalui dukungan sarana
dan prasarana strategis, peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM iptek (dosen,
peneliti, dan perekayasa), serta penguatan kerja sama inovasi Triple-Helix di Science
Techno Park (STP); (f) pemfokusan anggaran penelitian dan pengembangan untuk
flagship Prioritas Riset Nasional 2020-2024; serta (g) pembudayaan olahraga melalui
sport tourism, perbaikan sistem pembinaan olahraga melalui satuan pendidikan di
tingkat pusat dan daerah serta pengembangan pembinaan olahraga jangka panjang
sesuai Perpres Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional.
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4.1.3.2 Sasaran Prioritas Nasional

Sebagai keberlanjutan proses pemulihan dampak COVID-19, sasaran utama pembangunan
SDM difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan
dan perlindungan sosial melalui Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem
Perlindungan Sosial, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, Pembangunan STP
(Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas), serta Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0. Sasaran yang akan dicapai dalam rangka Meningkatkan Sumber Daya
Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.13.

Tabel 4,13
Sasaran, Indikator, dan Target PN 3
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Baseline | Realisasi Target
No. Sasaran/Indikator

2019 2020 2021 2022 2024

1 Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan

1.1 | Angka Kelahiran Total 2,281 2,402 2,24 2,21 2,10
(Total Fertilify Rate/ TFR}
(per wanita usia subur
usia 1549 tahun)

1.2 Persentase cakupan 95,173 98,004 99,00 99,00 100,00
kepemilikan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) (%)

2 Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk

2.1 | Proporsi penduduk yang
tercakup dalam program
perlindungan sosial (%):

2.1.1 Proporsi penduduk 83,615 82,075 85,00 87,00 98,00
yang tercakup
dalam program
jaminan sosial (%)

2.1.2 Proporsi rumah 58,603 65,103 72,00 75,00 80,00
tangga miskin dan
rentan yang
memperoleh
bantuan sosial
pemerintah (%)

3 Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan

3.1 | Angka Kematian Ibu {AKI) 3050 N/A 217 205 183
{per 100.000 kelahiran
hidup)

3.2 | Angka Kematian Bayi 24,004 N/A 19,50 18,60 16,00
(AKB) {per 1.000 kelahiran
hidup}
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Baseline | Realisasi Target
No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2024
3.3 | Prevalensi stunfing 27,676 N/A 21,10 18,40 14
(pendek dan sangat
pendek} pada balita (%)
3.4 | Insidensi tuberkulosis (per 3127 3017 252 231 190
100.000 penduduk)
3.5 | Prevalensi obesitas pada 21,808 N/A 21,80 21,80 21,80
penduduk urmur > 18
tahun (%)
3.6 | Persentase merokok 9,108 N/A 9,00 8,90 8,70
penduduk usia 10-18
tahun (%)
3.7 | Nilai rata-rata hasil PISA:
3.7.1 Membaca 3719 N/A 394 394 396
3.7.2 Matematika 3799 N/A 385 385 388
3.7.3 Sains 3969 N/A 399 399 402
3.8 | Rata-rata lama sekolah 8,750 8,9015 9,01 9,13 9,36
penduduk usia 15 tahun
ke atas (tahun)
3.9 | Harapan lama sekolah 12,9519 12,9815 13,40 13,57 13,89
{tahunj
4 Meningkainya kualitas anak, perempuan, dan pemuda
4.1 | Indeks Perlindungan Anak 62,7216 66,8910 68,10 69,87 73,49
{IPA)
4.2 | Indeks Pembangunan 91,0710 91,0615 91,10 - 91,11 - 91,24 -
Gender (IPG) 91,15 91,22 91,54
4.3 | Indeks Pembangunan 52,6711 51,0011 54,59 55,61 57,67
Pemuda (IPP}
] Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan
5.1 | Persentase rumah tangga 30,409 31,85% 35,00 36,00 40,00
miskin dan rentan yang
memiliki aset produlktif
{%)
6 Meningkatnya produktivitas dan daya saing
6.1 | Persentase angkatan kerja 43,7212 44,8412 45,43 46,87 49,75
berpendidikan menengah
ke atas (%)
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Baseline | Realisasi Target
No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2024

6.2 | Jumlah PT yang masuk ke

dalam world class

university (PT):

6.2.1 Top 200 Q13 Q13 0 0 1

6.2.2 Top 300 113 [ 1 wam) 3 1 1 2

6.2.3 Top 500 211 [ 2 U1&I1TB) 2 2 3

13}

6.3 | Proporsi pekerja yang 40,6012 39,9212 41,55 41,92 43,10

bekerja pada bidang

keahlian menengah dan

tinggi (%)
6.4 | Peringkat Global 8514 8514 80-85 80-85 75-80

Innovation ndeks

Sumber: 1) Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), 2015; 2) Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017;
3] Survei Sosial Ekonomi Nasional {(Susenas), 2019, 2020; 4) Sistern Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK),
2020; 5) Dewan Jamman Sosial Nasional, 2019, 2020; 6) Survei Status Gizi Balita Indonesia (353GBl), 2019; 7)
Global Tuberculosts Report, 2020-2021; 8) Riset Kesehatan Dasar {Riskesdas), 2018; 9] Programme for Intemational
Student Assessment (PISA), 2018 dilaksanakan tiga tahun sekali yaitu tahun 2018, 2021, dan 2024; 10) BPS,
2019; 11) Diolah dari Susenas dan Sakernas, 2018; 12) Survei Angkatan Kerja Nasional {Sakernas), 2019, 2020;
13) QS8 World University Rankings, 2019, 2020-2021; 14} INSEAD-WIPO Global Innovation index Report, 2019,
2020; 15) BPS, 2020; 16) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2019, 2020.

Keterangan: N/A=data tidak tersedia tahunan;
4.1.3.3 Program Prioritas

Pencapaian sasaran PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya
Saing dilakukan melalui tujuh PP, yaitu (1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata
Kelola Kependudukan; (2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial; (3} Peningkatan
Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan; (4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan
Berkualitas; (5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda; (6) Pengentasan
Kemiskinan; dan (7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, seperti pada Gambar 4.11.
Sasaran, indikator, dan target PP pada PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas
dan Berdaya Saing dapat dilihat pada Tabel 4.14.
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Gambar 4.11
Kerangka PN 3 Meninglkatkan Sumber Daya
Manusia Berkualitas dan Berdaya Baing
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Tabel 4.14
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 3
Meningkatkan Bumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Baseline | Realisasi Turget

SasaranfIndikator
2019 2020

2021 2022

2024

PP 1. Pengendalian Pendoduk dan Penguatan Tata Kelola Kepsndudukan

Meningkatnya calkupan pendaftaran panduduk dan pencatatan sipil dan srenguatnpa sistem
pemutakhiran data kependudukan

1.1

Persentase dasrah yang 35,000 4.3 000 70,00 78,00

menyelengearakan layanan
terpadu penanggulangan
kemiskinan (%)

100,00

12

Persentase 30,002 40,00 60,00
provinsif kabupaien/ kota
vang memanfaatkan sistem
parencanaan, penganggaran
dan moenitering evaluasi unit
rerpadu dalam proses
penyusunan programs-
program penanggulangan
kemiskinan (%)

16,007

100,00
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No.

Sasaran/Indikator

Baseline
2019

Realisasi
2020

Target

2021

2022

2024

1.3

Persentase daerah yang aktif
melakukan pemutakhiran
data terpadu
penangpgulangan kemiskinan
(%}

15,000

30,001

60,00

80,00

100,00

1.4

Persentase kepemilikan akta
kelahiran pada penduduk 0-
17 tahun (%}

86,012

93,804

95,00

97,00

100,00

1.5

Persentase

kementerian /lembaga yang
mengadopsi kualifikasi
standar nasional
pendamping pembangunan
(%)

52

10

20

50

PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial

Menguatnya pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan
kelompok rentan

2.1

Persentase calkupan
kepesertaan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) {%)

§3,615

82,075

85,00

87,00

98,00

2.2

Tingkat kemiskinan
penduduk penyandang
disahilitas (%)

14,853

14,533

14,70

13,00

11,00

2.3

Tingkat kemiskinan
penduduk lanjut usia (%)

11,12

11,243

11,00

10,50

=10,00

2.4

Pemerintah daerah yang
menerapkan prinsip-prinsip
inklusif (%}

3,502

6,40

8,95

11,65

20,00

2.5

Persentase cakupan
kepesertaan Badan
Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan:

2.5.1 Pekerja formal (%)

56,516

63,826

53,374

56,192

74,574

2.5.2 Pekerja informal (%)

3,858

3,216

8,484

13,062

25,944

PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui peningkatan
kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah

3.1

Angka Kematian Neonatal
(AKN) (per 1.000 kelahiran
hidup)

15,007

N/A

12,20

11,60

10,00
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No.

Sasaran/Indikator

Baseline
2019

Realigsasi
2020

Target

2021

2022

2024

3.2

Persentase persalinan di
fasyankes (%)

85,908

87,908

89,0

91,0

95

3.3

Angka prevalensi kontrasepsi
modern/ modemn
Contraceptive Prevelance Rate
{mCPR) (%)

57,207

57,9032

62,16

62,50

63,41

34

Persentase kebutuhan ber-
KB yang tidak terpenuhi
(unmet need) (%)

10,607

13,4032

8,30

8,00

7,40

3.5

Angka kelahiran remaja
urmur 15-19 tahun/Age
Specific Fertility Rate (ASFR
15-19) {kelahiran hidup per
1.000 perempuan)

367

31,9032

24

21

18

3.6

Prevalensi wasting (kurus
dan sangat kurus) pada
balita (%)

10,199

N/A

7,80

7,50

7,00

3.7

Jumlah kabupaten/kota
yang mencapai eliminasi
malaria (kabupaten/kota)

28510

31811

345

365

405

3.8

Insidensi HIV (per 1.000
penduduk yang tidak
terinfeksi HIV)

0,249

0,181

0,21

0,19

0,18

3.9

Persentase imunisasi dasar
lengkap pada anak usia 12-
23 bulan (%)

57,909

70,0011

68,00

71,00

90,00

3.10

Persentase fasilitas
kesehatan tingkat pertama
terakreditasi (%)

46101

57,0010

80

85

100

Persentase rumah sakit
terakreditasi (%)

raslls]

88,0011

90

95

100

3.12

Persentase puskesmas
dengan jenis tenaga
kesehatan sesuai standar (%)

231

39,611

59

65

83

3.13

Persentase RSUD
kabupaten/kota yang
memiliki 4 dokter spesialis
dasar & 3 dokter spesialis
lainnya (%)

61,7010

69,7711

75

BO

90
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Baseline | Realisasi Target
No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2024
3.14 | Persentase obat memenuhi 78,6012 87,0912 83,60 92,25 94,75
syarat (%)
3.15 | Persentase makanan 7612 81,6412 80 83 86
memenuhi syarat (%}
PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas
4.1 Rasio Angka Partisipasi
Kasar (APK) 20 persen
termiskin dan 20 persen
terkaya (rasio):
4.1.1. SMA/SMK/MA 0,778 0,778 0,80 0,81 0,83
Sederajat
4.1.2. Pendidikan Tinggi 0,188 0,288 0,20 0,24 0,26
4.2 | Proporsi anak di atas batas
kompetensi minimal dalam
tes PISA (%):
4.2.1. Membaca 30,1013 N/A 33,00 33,00 34,10
4.2.2. Matematika 28,1013 N/A 30,00 30,00 30,90
4.2.3. Sains 40,0013 N/A 42,60 42,60 44,00
4.3 | Proporsi anak di atas batas
kompetensi minirmal dalam
asesmen kompetensi (%]):
4.3.1, Literasi 53,2014 N/A 58,20 59,20 61,20
4.3.2. Numerasi 22,9014 N/A 27,40 28,30 30,10
4.4 | Tingkat penyelesaian
pendidikan {%):
4.4.1 SD/MI/sederajat 95,4815 96,0015 97,16 97,93 98,94
4.4.2 SMP/MTs/sederajat 85,2315 87,8915 89,15 90,54 93,33
4.4.3 SMA/SMK/MA/ 58,3315 63,9519 68,69 69,08 71,71

sederajat
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Baseline | Realisasi Target
No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2024

4.5 Persentase anak kelas 1 63,303 62,4831 68,06 69,63 72,77

SD/MI1/SDLB yang pernah

mengikuti Pendidikan Anak

Usia Dini (%)
4.6 Angka Partisipasi Kasar 30,28% 30,853 31,16 31,52 32,28

(APK) Pendidikan Tinggi (PT)

(%)

PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan,
pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda
dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha

tahun) yang bekerja dengan
status berusaha sendiri dan
dibantu buruh (tetap dan
tidak tetap) dalam jenis
jabatan wwhite collar (%)

5.1 Persentase perempuan urmur 10,823 10,35% 9,80 9,44 8,74
20-24 tahun yang menikah
sebelum 18 tahun (%)
5.2 | Prevalensi anak usia 13-17 Laki-laki: N/A | Menurun | Menurun { Menurun
tahun yang pernah 61,70
mengalami kekerasan Pererm-
1 3 0,
sepanjang hidupnya (%) puan:
62,0018
5.3 Indeks Pemberdayaan 75,248 75,578 75,49- 75,57- 79,16~
Gender (IDG) 76,28 76,73 81,21
5.4 | Tingkat Partisipasi Angkatan 51,8917 53,131 53,13 53,76 55,00
Kerja (TPAK) Perempuan {%)
5.5 Prevalensi kekerasan 9,4018 N/A Menurun § Menurun | Menurun
terhadap perempuan usia
15-64 tahun di 12 bulan
terakhir (%)
5.6 | Persentase pemuda (16-30 81,3619 N/A 82,58 [Meningkat 82,58m
tahun) yang mengikuti
kegiatan sosial
kemasyarakatan dalam tiga
bulan teralhir (%)
57 Persentase pemuda berumur 66,3619 N/A 6,72 |Meningkat 6,72
16-30 tahun yang mengikuti
kegiatan organisasi dalam
tiga bulan terakhir (%)
5.8 Persentase pemuda (16-30 0,477 0,4434] 0,39 0,55 0,43w
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Baseline | Realisasi Target
No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2024

PP 6. Pengentasan Kemiskinan

Memperiluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan

6.1 Persentase rumah tangga 233 21,603 38 40 50
miskin dan rentan yang
mengakses pendanaan
usaha (%)

6.2 | Jumlah rumah tangga yang 668.04020 290.902 482.521 419.935 201.890
memperoleh akses
kepemilikan tanah (rumah
tangga)

PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

Meningkatnya produktivitas dan daya saing

7.1 Jumlah lulusan pelatihan 0,78 5,9428) 2,20 2,40 2,80
vokasi {juta orang)

7.2 Persentase lulusan pendidikan| 46,6017 22,1317 48,40 24,11 26,08
vokasi yang mendapatkan
pekerjaan dalam 1 tahun
setelah kelulusan (%)

7.3 Persentase lulusan PT yang 64,3417 58,2117 58,96 59,71 61,71
langsung bekerja dalam
jangka waktu 1 tahun
setelah kelulusan (%)

7.4 | Jumlah prototipe dari 9421 22 182 219 243
perguruan tinggi (prototipe)

7.5 | Jumlah produk inovasi dari 14321 1582% 150 400 600
tenant Perusahaan Pemula
Berbasis Teknologi (PPBT)
yvang dibina (produk)

7.6 | Jumlah inovasi yang 5221 462 20 150 210
dimanfaatkan
industri/badan usaha
{inovasi}

7.7 | Jumlah permohonan paten 1.36222 1.27830 2.000 2.500 3.000
yang memenuhi syarat
administrasi formalitas KI
domestik (paten)

SK No 130209 A



REPUBLIK INDONESIA

=

B

PRESIDEN

-IV.62 -

No.

Sasaran/Indikator

Baseline
2019

Realisasi
2020

Target

2021

2022

2024

7.8

Jumlah paten granted
(domestik) [paten)

79022

1.21830

850

900

1.000

7.9

Persentase sumber daya
manusia iptek (dosen,
peneliti, perekayasa)
berkualifikasi 53 (%)

13,7323

14,1429

14,55

14,96

20,00

Jumlah Pusat Unggulan
Iptek yang ditetapkan (PUI)

8121

10929

120

126

138

Jumlah pranata litbang yang
terakreditasi {aktif) (lembaga)

4824

7029

60

65

75

7.12

Jumlah infrastruktur iptek
strategis vang dikembangkan
(infrastruktur]e

6234

231

11

100

7.13

Jumlah Science Techno Park
yang ada yang
dikembangkan:

45251

431

7.13.1 Berbasis perguruan
tinggi (unit)

1725

331

7.13.2 Berbasis
nonperguruan tinggi
(unit)

2825

131

Jumlah produk inovasi dan
produk riset Prioritas Riset
Nasional yang dihasilkan
(produk)

N/A

029

40

7.15

Jumlah penerapan teknologi
untuk mendukung
pembangunan yang
berkelanjutan:

7.15.1 Penerapan teknologi
untuk berkelanjutan
pemanfaatan sumber
daya alam (teknologi)

1225

1433

15

15

24

7.15.2 Penerapan teknologi
untuk pencegahan
dan mitigasi
pascabencana
(teknologi)

3525

3533

35

35

35
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Baseline | Realisasi Target
No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2024
7.16 | Peringkat pada Asian Games | 4 (2018 N/A N/A 12 besar N/A
7.17 | Peringkat pada Asian Para 5 (20187 N/A N/A 8 besar N/A
Games

Catatan: a) pemutakhiran metode perhitungan dengan data pembilang jumlah peserta pekerja formal dan informal
d1 BPJS Ketenagakerjaan dan data penyebut jumlah penduduk bekerja semesta berdasarkan segmentasi PPU,
PBPU, dan Jasa Konstruksi; b) hasil perhitungan sementara; ¢] pemutakhiran (data realisasi); d} pemutakhiran
target; e} capaian kumulatif; f) target RRJMN 2020-2024 adalah 10 infrastruktur, akan tetapi dunungkinkan akan tercapai
14 infrastruktur; N/A=data tahunan tidak tersedia.

Sumber: 1) Kemensos, 2019, 2020; 2) Kementerian PPN/Bappenas, 2019, 2020; 3) Susenas, 2019, 2020;
4) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kemendagri, 2020; 5) Dewan Jaminan Sosial Nasional
(DJSN), 2019, 2020; 6) BPJS Ketenagakerjaan, 2019, 2020; 7) SDKI, 2017; 8} BPS, 2019, 2020; 9} Riskesdas, 2018;
10) Kemenkes, 2018, 2019; 11) Kemenkes, triwulan 1V 2020; 12) BPOM, 2019, 2020; 13] Programme for International
Student Assessment (PISA), 2018, dilaksanakan tiga tahun sekali yaitu tahun 2018, 2021, dan 2024; 14) Asesmen
Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), 2016; 15) Susenas 2019 dan 2020 berdasarkan metode perhitungan UNESCO
Institute for Statistics; 16) Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR), 2018; 17} Sakernas,
2019, 2020; 18} Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHEN), 2016; 19) Susenas, Modul Sosial Budaya
dan Pendidikan, 2018; 20} Kementerian ATR/BPN, 2019; 21) Kemenristekdikti, 2017-2018; 22) KemenlaamHAM,
2018; 23) Kemenristekdikti, LIPI, BPPT, 2018; 24) KNAPP, 2018; 25) Kemenristekdikti dan LPNK Iptek, 2019; 26}
18th Asian Games Jakarta-Palembang 2018 (Indonesia); 27} Indonesia 2018 Asian Para Games; 28) Realisasi
pelaksanaan pelatihan vokasi pada 13 kementerian /lembaga {(430.870 orang) dan Program Kartu Prakerja (5,5 juta
orang); 29) Kemenristek/BRIN; 30) Digjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hullum dan HAM; 31) Perhitungan
Kementerian PPN/Bappenas; 32) BKKBN, 2020, 33} LPNK IPTEK, 2020; 34) Kemenpora (menunggu konfirmasi BPS3)

4.1.3.4 Proyek Prioritas Strategis/Major Project

Dalam PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing telah
disusun lima MP sebagai langkah konkret dalam pencapaian sasaran yang dirinci
berdasarkan urgensi, outcome/impact, kelembagaan, lokasi, sumber pendanaan, alokasi
pendanaan, serta proyek terpilih (selected) beserta aspeknya. Major Project tersebut
dijabarkan pada gambar di bawah ini.
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MP Percepatan Penurunan Kematian |bu dan Stunting

Urgensi
CAngka Kematian |Bu (AT masih doggl
« SUPAS 2015 subiesar 305 pee 100000 kelanirar hidug,
= Penuninan 5 tabon terakhie £201 0-2045) llwgm;
= Dahutubkan penuromnan 8,5%tabun untuk mencapal
;Etﬂﬁq. global dan 5% bk tamet PN 2020~

Prewdanst Stunting masih tinggi:
« 55, 2019 abesar 27, 7% Lermaik Kategon taggi

« Dyperiukan porcopatan hingga dus Kal {2,7% ratarats
et Lnan per tatwin) Ltak mencdpal arget RPN,

Dépariuban |mberverdl lintas saktarn

Outvomempact Instansi Pelaksana
Penanggung Jawab Proyek:
* Menurunkan anoks kematian ibo * Kemenkes (7KL
sesual target RPIMN sebesar 205 = BEEBN (Sturringh
far 100,000 keighiran hdup pada Lintas KLD:

Tahun 2022

= Menurunkan prevalens stunting
pads bafita menjad) 18,40% pada
tahun 2022

Kemenka PMK, Bappenay, Kemendagr,
Remarikei, Kemensos, Kemesded POTT, Kemen
PUPR, Kemensatney, Kemendikbudristey,

KSP Kormen PRPA, Kemen KR Km_mlnfq
Kementan, BNFF dan BFOM;

Pamanntah Daesih.

Lokas| Sumber s A Selected Project
Pendanaan o Fonveals Rekomenisas| Ksbijaban Tets Laksaiss ghis P
. Prntegahan Kematian ik dan Byl di Fhuﬂﬂklllm = Juminh Perdiudub parg Mendspatoens lampersal KAL),
KA dan DAK. Kaguasitas Palayanan, Penceganan, dan Caseksi Dini o Reknomandial Keti|ukan Haxll Shidl Kasus Seinting Brovii
* Lokod = Pentdampingan Taide Tassak Darat Aemags Pued (€00
penumninan * Inilermetesl Skrining Layek Pamil bogi P ol Kaiiots  PAROUALEN Saeana-Prisdrana )
stuniing: 514 Alokas] Lok el i DEILL = fnfrastiuu Al Mim Buriesh Masankat (KL
kabikota; [ Pomberelayadn Masparakat (inlersml Sansitil
» Lokui Pandanaan * Tenaga Kesehalan yarg Dokl Rercogshin dan Teislssana * Kekusa yang Mondopst Bartuan Soual Berwart (K],
ponmEnAn 27.821.60 M Balits Gle Bonk paka Balita L) Pei Gartah
kimatian lbu Rp37.821, = Tanaga Kieafuatan Tarlaiih Kegawatderuratat Matarnal dan  » Feoyeienggarann Koordinail Saig Peree patan Ferurunan
MM [ Anggare heilat Meiitasal (£ Stwiting Frovieal din dabMota (K]
220 kabkta. bancribui, 2 Anagain.  « Fenguaten Senrunen Ak Kematinn lu dan oyl [BAXL  Pungusstan Dady
N Falk; 1 Ahoanian Pemberdayaan Masyarakad (iniervend Spesifit] = Farriila Rk ereidas aksjakam Pergrinan Sutem
bl rercalup CAK, * Agyetalnasl Pospandu LY mw:flhllrn :-m"l::h. umme'len
7 ®  daluaiga o Ferchinais lam Ranghka ) nn I
i) Iumhl#:.n‘lnﬂ m"fw"n o aka = pkta Kalabiran yang DeoroMan (il

MP Pembangunan Science Technopark
{Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)

Urgensi

- K.hm‘l oA mdcen s mmon belum barkem
wpaidn thmw-uun ks {511} iiresia tal

ditandal nloh wagmasl
2021 yan huirrps

Outcomadimpact

* Meningkatrya peringkat Gobal innovatin s
Indonesia pada BO-85 di !th.ln 02z

Instansi Pelaksana

bulu peringhkat ke:B7 darl 132 skonami regara dl dunla, Padahal, & hl'n‘il ok dibina:

MEH l..ntﬂdll.n -ﬂnﬂi]ﬂ&dﬂ pereiptanh inovasl i h F" I'rmuni?ﬂl-!'qu 0
mlnildl:pn 4 wtama perumhuhan skong PE“HE!'HH 1 b
= Pemisstan kesmerualiyas) dirscarsksn o lakubar i STR Namme, 2 Mﬂ’l: mgmﬁfm‘:‘;“ H‘P;h P'I'Wlh 9 m

bardataresn
KEmenrichel

Inclanasia balism mamdiki KST ar Litama yalna 5TF yasg
secara penih mengelala riset menuu inavat vang disdcead aleh
Hal ini karena Tasilitas, i i S0

kurangriya kernftraan dengan industri;

= Fandieen| COD-19 manuniut adaryd Komaigian dsonsl ik
‘mardnfaathan Himd rwt momjadi produl nownd yang siap diprodaks di

indaite|

puriEaan Tingkat Maturitas di 22 5TR tabun 2000 st
dlitctl, hanys 10 'ﬂFmvanqher.ln packs Tingkat Madys

Ineduistri,
clim

= Jurrsh inovas yang dimandaatkan ndustry badan
usaha; 150 Inewatk;

= Jurribah hasll inovas fsgehip PRNG 2 produl,
= Jurniah kakayazn intalektual yang didattarkan dan
hail itbang 1352

= Jurrdah publiast (miss o jurnal intemasional:
20536

= Jurniah sitast di Jutnal Internasional: 51291 sitasl,

i s Kemendikbudristek,

L]
Lokasi Sumber Pendanaan Selected Project

= Institut Teknologi Bandung; B Penyediann Sarana | n:

» Instinut Pertanion Bogor: * Sarana Perguruan Tinggl yang Diresitalivadl {SESN - IPE) (L)

o Einiiisaias Wslandar Alokasi * Sarana Parguruan Tinggl yang Direvitalisa) PHLN - UGM) (kAL
Pendanaan Penvgembangan Prasarada

* Univeristas Gadjah Mada. bl . Prasarana Perguruan Tinggh yang DI5angunN (SBSN - 118, (48, Ul
Rp1.48377 M~ IR

Extemngmne *| Tarnesuk alokind o oo loeos M2
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MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
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4.1.3.5 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yvang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan PN Meningkatkan
Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing adalah:

(1) PP Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
{a) Rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.
(2) PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

{a) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan di
Kabupaten/Kota;

{b) Rancangan Peraturan Presiden tentang Sertifikasi Halal Produk Obat, Produk Biologi,
dan Alat Kesehatan;

{¢) Rancangan Peraturan Presiden tentang Dokter Layanan Primer; dan

{d) Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Keschatan.

{3) PP Peninglkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

(a) Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender (PUG).
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4.1.4 Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diarahkan untuk memperkuat karakter dan
sikap mental yang berorientasi pada kemajuan, serta meningkatkan peran kebudayaan
sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan dalam percepatan pemulihan
ekonomi pascapandemi COVID-19.

4.1.4.1 Pendahuluan

Khazanah budaya yang melimpah merupakan kekuatan bangsa Indonesia sebagai modal
sosial dan modal budaya untuk bangkit pascapandemi COVID-19. Hal ini tercermin dari
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), terutama pada dimensi ketahanan sosial budaya
yang mengukur indikator-indikator berkenaan dengan modal sosial dan modal budaya terus
mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 dimensi ketahanan sosial budaya sebesar 72,84
dan meningkat menjadi 73,55 pada tahun 2019. Modal sosial dan modal budaya menjadi
landasan utama bagi terwujudnya sikap gotong royong, saling tolong-menolong, kerja sama,
dan kolaborasi antarwarga dalam mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-
19.

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan pada tahun 2022 masih menghadapi
sejumlah tantangan. Dalam upaya penguatan gerakan revolusi mental dan pembinaan
ideologi Pancasila, menghadapi tantangan antara lain (1) pembumian nilai-nilai Pancasila
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai katalisator pendorong
pemulihan ekonomi nasional; (2) penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan nilai dasar,
kode etik, kode perilaku, dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan
disiplin PNS dalam birokrasi; (3) optimalisasi proses internalisasi nilai-nilai esensial revolusi
mental melalui pendidikan agama dan pendidikan karakter; (4) penyelenggaraan layanan
publik oleh ASN yang memiliki budaya birokrasi bersih, melayani, dan responsif; (5)
pengembangan pola asuh, perubahan pola hubungan antaranggota keluarga, penyiapan
kehidupan berkeluarga bagi remaja, pendewasaan usia perkawinan untuk mencegah
perkawinan anak, serta penguatan perawatan jangka panjang bagi lansia untuk
memperkuat sistem sosial keluarga dan masyarakat; (6) pembentukan Gugus Tugas
Gerakan Nasional Revolusi Mental di K/L, provinsi, dan kabupaten/kota; dan (7)
peningkatan kontribusi koperasi dalam sektor riil dan rantai pasok, serta peningkatan citra
koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan.

Upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan juga masih menghadapi tantangan antara
lain (1) pelindungan cagar budaya dan warisan budaya tak benda sebagai khazanah budaya
bangsa; (2) pengembangan dan pemanfaatan khazanah budaya bangsa sebagai kekuatan
penggerak dan modal dasar percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19;
(3) peningkatan kualitas talenta seni budaya berkelas internasional; dan
(4) penyelamatan, pengolahan, dan pendokumentasian arsip pandemi COVID-19 untuk
pembelajaran generasi mendatang dalam memahami dampak pandemi dan langkah
penanganannya.

Sementara itu, upaya penguatan moderasi beragama masih menghadapi tantangan sebagai
berikut (1) pengembangan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang saling
menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta (2) pengembangan dan
pemanfaatan dana sosial keagamaan untuk meningkatkan kesejahteraan umat; dan
(3) peningkatan kualitas layanan keagamaan yang merata bagi semua agama.

Adapun tantangan dalam upaya meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
yaitu peningkatan kemampuan literasi masyarakat dalam memperoleh, mengolah, serta
memanfaatkan informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan.
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Untuk itu, pada tahun 2022 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan diarahkan
sebagai berikut.

(1) Memperkuat pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental melalui (a) penguatan
pendidikan karakter yang mendorong tumbuhnya nilai integritas, etos kerja, gotong
royong, dan budi pekerti, serta jiwa nasionalisme dan patriotisme peserta didik, melalui
(i) peningkatan kualitas pendidikan agama, pendidikan kewargaan, pendidikan moral
dan budi pekerti; dan (ii) pengembangan integrasi nilai-nilai karakter unggul dalam
kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di satuan pendidikan; (b) peningkatan mutu
pelayanan publik melalui pelatihan revolusi mental bagi ASN untuk penguatan budaya
birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif; (c) penegakan disiplin ASN melalui
optimalisasi penerapan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN; (d) peningkatan
kualitas keluarga sebagai bagian dari sistem sosial yang berperan penting dalam
pembentukan karakter sejak usia dini melalui (i pengasuhan berbasis hak anak
berdasarkan karakteristik wilayah dan target sasaran; (ii) penyiapan kehidupan
berkeluarga dan kecakapan hidup bagi remaja; dan (iii) pendampingan perawatan jangka
panjang bagi lansia sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga; (e) penguatan
peran Gugus Tugas dan pusat-pusat perubahan revolusi mental di K/L dan daerah
dalam melaksanakan kegiatan atau rencana aksi yang sesuai dengan nilai-nilai esensial
revolusi mental (integritas, etos kerja, gotong royong) dan relevan dengan kondisi di
daerah; dan (f) penguatan gerakan ekonomi kerakyatan melalui (i) penguatan
kelembagaan dan modernisasi koperasi; (ii) pendidikan dan pelatihan perkoperasian; dan
(iii) penciptaan wirausaha baru yang berdaya saing.

(2) Memperkuat pemajuan kebudayaan untuk mengembangkan nilai luhur budaya
bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui (a) pengembangan dan
pemanfaatan cagar budaya dan warisan budaya tak benda, serta revitalisasi jalur
rempah dalam rangka mendukung PEN berbasis kebudayaan; (b) revitalisasi museum,
taman budaya, sanggar, dan kelompok seni budaya sebagai pusat pengembangan talenta
seni budaya, termasuk pemanfaatan gedung pemerintah yang tidak terpakai untuk
kegiatan seni budaya; (c) perluasan bantuan sosial untuk meningkatkan produktivitas
dan kreativitas para seniman, pelaku budaya, dan pekerja kreatif, terutama yang
terdampak COVID-19, untuk melakukan kegiatan kebudayaan; (d) pengembangan media
baru berbasis Teknologi Informasi (TI) untuk memperluas wahana ekspresi budaya; dan
() penyelamatan, pengolahan, dan pendokumentasian, serta pemanfaatan arsip
penanganan pandemi COVID-19 agar dapat menjadi sumber pembelajaran di masa
depan.

(3) Mengembangkan moderasi beragama untuk memperkuat kerukunan dan harmoni
sosial melalui (a) penguatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang
substantif, serta praktik beragama yang moderat, menghargai agama/keyakinan yang
lain, berkarakter inklusif dan toleran; (b) pelaksanaan dialog internal dan antarumat
beragama, serta bimbingan-penyuluhan praktik peribadatan di musim wabah; (c)
pengembangan dana sosial keagamaan, seperti zakat dan wakaf, untuk usaha produktif;
(d) pemberdayaan ekonomi umat dan pengembangan layanan sertifikasi halal, termasuk
kebijakan afirmasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil; dan
(e) pembangunan sarana prasarana layanan keagamaan, antara lain balai nikah,
manasik haji, pelayanan haji dan umrah terpadu, dan asrama haji.

(4) Mengembangkan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi dalam wupaya
meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, melalui (a) peningkatan kualitas
layanan perpustakaan umum dan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial; (b)
pengembangan konten literasi terapan; dan (c¢) pengembangan pusat-pusat layanan
literasi berbasis digital.
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4.1.4.2 Sasaran Pricritas Nasional

Pada tahun 2022, sasaran vang akan diwujudkan dalam rangks memperkuat PN Revolusi
Mental dan Pernbangunan Kebudayaan dapar dilihat pada Tabel 4.15.

Tabel

4.15

Sasaran, Indikator, dan Target FN 4
Revolusi Mantal dan Pembangunan Hebudayaan

Baseiine | Realisasi Tasget
No. Sasaran/Indiketor
019 2020 2021 2022 2024
1 | Meaguatnya revolusi mental dan pembinaan ideslogi Pancasils untuk memantapkan
ketuhanan badaya
1.1 | Indeks Capaian Revolusi 645,304 69,574 70,78 71.96 74,29
Mental
2 | Meningkatnya peomajuan kebadayanan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam
pembangunan
2.1 | Indeka Pembangunan 55,01 56,724 58,21 50.71 62,70
Kebudayaan
3 Meningkatnya kualitas kehidopan masyarakat dan daya rekat sosial
3.1 | Indeks Pembangunan 061 0,62 0,63 4,64 0,65
Masyarakat (2018
4 | Menguatiya moderasi beragama untuk mevujudkan kerukunan umat dan membangnn
harmioni sosisl deba kehidopan masvarakat
4.1 | Indeks Kerukunan Umat 73,83 74,220 72,300 74,70 75,80
Beragama
T | Meningkatnys katahansn keluatge untuk memparkukuh karakter bangsa
5.1 | Indeks Pembangunan 53,57 53.54 55,00 57,00 1,00
Kel
cuares (2018)
5.2 | Median Usia Kawin Pertama 21,80 20,70 22,00 22,00 22,10
Perempuan (tahun]
(2017)
6 | Meningksinya budaya literasi nntuk mewnjodkan masyarakat berpengetabhuan, inovatif,
dan kreatif
6.1 | Nilai Budaya Literasi 99.11 60,374 63.03 65,70 71,04

Sumber: Kementerian FPN/Bappenas, Kemenko PME, Kemendikbudnsiek, Kemenag, BEKBN, BPS, 01822021
Keterangan: a) Berdasarkan angka proveksi, b) Hasil survei ndeks KUP Tahun 2021,
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4.1.4.3 Program Prioritas

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN Revolusi
Mental dan Pembangunan Kebudayaan dilakukan melalui empat PP, yaitu (1) Revolusi
Mental dan Pembinaan ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa
dan Membentuk Mentalitas Bangsa yvang Maju, Modern, dan Berkarakter; (2) Meningkatkan
Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati
Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan
Peradaban Dunia; (3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi,
Kerukunan, dan Harmoni Sosial; dan (4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan
Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter, sebagaimana
disajikan pada Gambar 4.12. Adapun sasaran, indikator, dan target PP pada PN Revolusi
Mental dan Pembangunan Kebudayaan dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Gambar 4.12
Kerangka PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PP REVOLLUSI MENTAL DAN PP MENINGKATKAN PEMAJUAN
PEMBINAAN IDEDLOGI

DAN PELESTARIAN
PAMNCASILA KEBUDAYAAN
i "
1
i II
! ' -
PRICRITAS NASIONAL 4
REVOLUS MENTAL DAN PEMBANGLUMNARN
KEBUDAYAAN
@
PP PENIMNGKATAN BUDAYA PP MEMPERKUAT MODERASI
LITERAS], INOVASI DAN BERAGAMA
KREATIVITAS s

Surnber: Kementerian PPN /Bappenas, 2021
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Tabel 4.16

Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 4
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

No.

Sasaran/Indikator

Baseline
2019

Realisasi
2020

Target

2021

2022

2024

PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan
Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter

Terwujudnya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan
Indonesia Bersatu

1.1 | Nilai Dimensi Gerakan 78,982 79,062 79,14 79,22 79,38
Indonesia Melayani

1.2 | Nilai Dimensi Gerakan 68,984 69,972 70,96 71,96 73,95
Indonesia Bersih

1.3 | Nilai Dimensi Gerakan 76,424 76,962 77,34 77,64 78,08
Indonesia Tertib

1.4 | Nilai Dimensi Gerakan 50,084 53,463 56,70 59,93 66,39
Indonesia Mandiri

1.5 | Nilai Dimensi Gerakan 67,034 68,403 69,74 71,06 73,65
Indonesia Bersatu

Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter

1.1 | Indeks Kerentanan Keluarga 12,29 11,92 11,50 11,00 10,00

1.2 | Indeks Karakter Remaja N/A 79,60 68,42 68,92 69,92

PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan
Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah
Perkembangan Peradaban Dunia

Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan

Ibadah Haji

2.1 | Nilai Dimensi Warisan 43,89 46,614 49,36 52,11 57,60
Budaya

2.2 | Nilai Dimensi Ekspresi 37,14 37,384 37,79 38,19 39,01

2.3 | Nilai Dimensi Ekonomi 33,79 37,032 40,28 43,52 50,00
Budaya

PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan

Harmoni Sosial

Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan

moderat di kalangan umat beragama

3.1 | Indeks Kepuasan Layanan 85,91 N/AD 85,96 85,97 86,00
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Baseline | Realisasi Target
No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2024
3.2 | Indeks Kepuasan Layanan 77,28 78,00 81,00 82,00 84,00
KUA
3.3 | Nilai Dimensi Toleransi 72,37 72,754 68,724 72,29 73,39
3.4 | Nilai Dimensi Kesetaraan 73,72 73,98a 75,034 76,23 77,33
3.5 | Nilai Dimensi Kerja Sama 75,40 75,954 73,44 75,86 76,96

PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Tervujudnya Masyarakat
Berpengetahuan dan Berkarakter

Meningkatnya akses dan kumalitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat
berpengetahuan, inovatif, dan kreatif

4.1 | Indeks Pembangunan Literasi 10,12 12,93 12,00 13,00 15,00

Masyarakat

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Kemenag, Perpusnas, BKKBN, BPS,
2019-2021

Keterangan: a) Berdasarkan angka proyeksi, b) Tahun 2020, Ibadah Haji tidak dilaksanakan akibat pandemi COVID-
19, ¢} Survei hanya dilakukan di Pulau Jawa akibat pandemi COVID-19, dan d] Hasil survei Indeks KUB Tahun
2021.

4.1.4.4 Proyek Prioritas Strategis/ Major Project

Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan tidak memiliki MP.
Namun demikian pada RKP Tahun 2022 PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
mendukung beberapa MP yaitu (1) MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting,
(2) MP Destinasi Pariwisata Prioritas, (3) MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan
Wilayah Adat Domberay, dan (4) MP Pendidikan dan Pelatihan Vekasi untuk Industri 4.0,
sebagaimana disajikan pada Gambar 4.13.

Sebagai contoh, dalam rangka mendukung MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat Domberay, PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PP
Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan melaksanakan beberapa proyek
prioritas, antara lain (1) pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan
lingkungan hidup; (2) pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya; dan (3)
pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta.
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Gambar 4.13

Dukungan PN 4 Revalusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
terhadap Pelnksanaan Major Project
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Sumber: Kementerian PPN /Bappenas, 2021

4.1.5 Prigritas Nazional 5, Memperkuat Infrastrukiur untuk Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastrukiur ighun 2022 masith difokuskan pada pembangunan infrastruktur
pelayanan dasar untuk memperkuat kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi,
serta pembangunan infrastruktur uriuk mendukung sektor-sektfor yong menjodt penggerak
bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi,

—— E—— . EE— L e EE—— o E—

4.1.5.1 Pendahuluan

Dalam upaya mendukung percepatan pemulihan ekonomi, pembangunan infrastrukiur pada
tahun 2022 diarahkan pada [1] pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang meliputi
perumahan vang lavak, penyediaan air minum dan samtasi yang layvak dan aman guna
memperkuat  kesehatan  masvarakat  termasuk dalam menghadapl  pandemi;
{2} pembangunan infrastruktur konektivitas untuk mendukung sektor pertanian (food
estgte), industri dan pariwisata vang menjadi motor penggerek pemulihen serta
pertumbuhan ekenemi; (2] pembangunan infrastruktur perkotaan, termasuk pembangunan
angkutan umum massal perkotaan; (4] pembangunan energi dan ketenagalistrikan,
termasuk pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBET), dan (5] pembangunan
infrastruktur komunikasi den informasi, sebagai bagian den transformas digital.
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Terdapat sejumlah isu dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan fokus
pembangunan infrastruktur tersebut. Upaya penyediaan perumahan yang layak dan
terjangkau dihadapkan pada isu masih rendahnya akses terhadap rumah layak huni dengan
akses air minum dan sanitasi layak, sehingga meningkatkan risiko penyebaran penyakit
(termasuk COVID-19) dan menurunkan produktivitas. Industri perumahan, baik rumah
yang dibangun secara swadaya maupun formal, belum pulih sepenuhnya. Dalam penyediaan
akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, terdapat isu masih rendahnya komitmen
dan kapasitas teknis pemerintah daerah maupun operator air minum dan sanitasi dalam
memperluas dan meningkatkan permintaan masyarakat terhadap layanan. Pemanfaatan
infrastruktur air minum dan air limbah domestik yang telah terbangun juga masih rendah.
Isu lain yang masih dihadapi yaitu terbatasnya ketersediaan akses air minum dan sanitasi
pada daerah kepulauan, kawasan perbatasan, serta daerah rawan air dan sanitasi.
Sebaliknya, pada wilayah perkotaan, terjadi ekstraksi air tanah yang tinggi sehingga memicu
kerusakan lingkungan seperti penurunan muka tanah. Pada masa pandemi COVID-19 ini
juga terdapat isu meningkatnya konsumsi barang sekali pakai (disposable) dan konsumsi
air domestik akibat bertambahnya kebutuhan higienitas masyarakat.

Penyelenggaraan keselamatan transportasi serta penyediaan infrastruktur untuk ketahanan
bencana yang merupakan bagian dari pelayanan dasar masih menghadapi sejumlah isu.
Pada moda transportasi jalan, terdapat isu terbatasnya ketersediaan data terpadu sebagai
basis perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), masih banyaknya
lokasi rawan kecelakaan (blackspot) termasuk pada lintas jalan utama/jalur logistik, masih
banyaknya pelanggaran kelebihan dimensi dan muatan angkutan jalan, serta masih
lambatnya penanganan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Pada moda transportasi laut dan
penyeberangan, masih kerap terjadi kecelakaan kapal pada jalur utama maupun feeder
pelayaran akibat keterbatasan sarana navigasi, fasilitas keselamatan pelayaran, dan
rendahnya kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kelaikan pelayaran.
Penyelenggaraan pencarian dan pertolongan pada peristiwa kecelakaan dan bencana
dihadapkan pada kendala terbatasnya jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),
serta terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan. Di sisi lain,
bahaya bencana di berbagai wilayah Indonesia masih cukup tinggi. Bencana
hidrometeorologi menjadi jenis bencana alam dengan frekuensi yang paling sering terjadi.
Risiko ini akan terus meningkat seiring tingginya arus urbanisasi dan perubahan iklim.
Tantangan akan semakin berat jika peningkatan risiko bencana ini masih diatasi dengan
bisnis proses seperti sekarang (business as usual).

Dalam upaya peningkatan ketersediaan air, beberapa isu yang dihadapi adalah masih
rendahnya efisiensi dalam alokasi dan penggunaan air, tingginya pencemaran di badan air
yang mengakibatkan turunnya kualitas air yang tersedia, dan berkurangnya kemampuan
lahan dalam konservasi air yang menyebabkan turunnya cadangan air saat musim kemarau.
Selain itu, terdapat tantangan kuantitas dan kualitas tampungan air yang menurun karena
keterbatasan sumber daya untuk pemeliharaan. Dalam penyediaan air untuk mendukung
ketahanan pangan, terdapat beberapa isu antara lain belum efisiennya penggunaan air
untuk irigasi, semakin meningkatnya kompetisi penggunaan air, tingginya alih fungsi lahan
sawah menjadi permukiman, serta tingginya tingkat kerusakan jaringan irigasi akibat
terbatasnya kapasitas pendanaan untuk pemeliharaan infrastruktur irigasi.

Pembangunan infrastruktur konektivitas masih menghadapi beberapa isu dan tantangan
antara lain adalah belum optimalnya konektivitas pada koridor utama angkutan penumpang
dan barang (backbone) yang disebabkan oleh terbatasnya jaringan jalan dan jaringan kereta
api, pengembangan transportasi antarmoda yang masih belum terintegrasi, belum
terstandarnya pelabuhan-pelabuhan utama sebagai simpul angkutan barang, belum
efisiennya jaringan rute penerbangan, belum memadainya ketersediaan konektivitas untuk
mendukung kawasan prioritas dan terbatasnya layanan, sarana dan prasarana, serta
penyediaan angkutan keperintisan laut, penyeberangan dan udara di wilayah 3T. Sedangkan
dalam pembangunan infrastruktur perkotaan yang difokuskan pada pengembangan sistem
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angkutan umum massal perkotaan, masih menghadapi isu utama yaitu belum mapannya
pendekatan perencanaan mobilitas terpadu, belum adanya kelembagaan pengelolaan
transportasi lintas wilayah dalam kawasan metropolitan, serta belum terbangunnya skema
pendanaan yang dapat menjamin keberlanjutan pembangunan, pengelolaan dan
pengoperasian angkutan umum massal oleh pemerintah daerah.

Dalam pembangunan energi dan ketenagalistrikan, terdapat sejumlah isu yang harus
dihadapi, termasuk kendala yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, di antaranya adalah
terjadinya penurunan konsumsi energi oleh masyarakat, bisnis, dan industri, terlambatnya
pelaksanaan pembangunan proyek-proyek energi dan ketenagalistrikan, adanya
kesenjangan antara pasokan dan pemanfaatan energi dan tenaga listrik, masih rendahnya
dan belum meratanya konsumsi listrik di seluruh wilayah Indonesia, dan belum meratanya
akses serta rendahnya tingkat keandalan. Investasi sektor ketenagalistrikan dan EBT juga
mengalami kendala, antara lain karena masih belum ditetapkannya peraturan terkait yang
terbaru, terutama tentang harga listrik EBT yang menyebabkan banyaknya pengembang
mengambil sikap menunggu.

Pembangunan infrastruktur, pemanfaatan dan fasilitas pendukung Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) menghadapi beberapa tantangan, antara lain adalah masih rendahnya
jangkauan dan keandalan akses infrastruktur TIK, belum optimalnya adopsi teknologi digital
dalam sektor strategis (pemerintahan, pendidikan, kesehatan, industri, dan pariwisata serta
sektor lainnya) maupun dalam mendukung pengembangan kota cerdas, terbatasnya
kemampuan SDM dalam mendukung transformasi digital, dan belum optimalnya
penggunaan platform digital karena masih rendahnya literasi digital, belum terintegrasinya
data antar-platform digital, dan belum terjaminnya keamanan data.

Sejumlah arah kebijakan pembangunan infrastruktur pada tahun 2022 telah dirumuskan
untuk menjawab isu-isu yang telah diuraikan serta dalam rangka pencapaian sasaran
pembangunan. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar untuk
perumahan dan permukiman meliputi (1) Perluasan akses masyarakat terhadap perumahan
dan permukiman yang layak dan terjangkau termasuk dukungan untuk pemulihan industri
perumahan; (2) Penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan permukiman kumuh
terpadu, khususnya di perkotaan; (3) Penyediaan infrastruktur dasar permukiman termasuk
air minum dan sanitasi (air limbah domestik dan pengelolaan sampah); (4) Penyediaan akses
air minum aman yang difokuskan pada rencana pengamanan dan pengawasan kualitas air
minum, penyediaan akses sanitasi aman yang berfokus kepada pengembangan sambungan
rumah yang terhubung Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD), serta penyediaan
akses pengelolaan persampahan; (5) Pengembangan layanan lumpur tinja dan layanan
persampahan khususnya melalui upaya 3R (reduce, reuse, recycle) untuk mendukung
peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan; (6) Peningkatan ketersediaan akses air
minum jaringan perpipaan yang difokuskan pada optimalisasi kapasitas SPAM yang sudah
terpasang dan penyediaan akses air minum untuk daerah kepulauan, kawasan perbatasan,
daerah rawan air, dan daerah prioritas nasional lainnya; serta (7) Percepatan penyediaan
akses air minum dan sanitasi aman dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat
melalui penguatan kapasitas pemerintah daerah serta penyelenggara air minum dan
sanitasi, baik dari sisi perencanaan, teknis dan strategi pendanaan.

Arah kebijakan untuk penyelenggaraan keselamatan dan keamanan transportasi serta
pencarian dan pertolongan adalah (1) Pelaksanaan 5 (lima) Pilar Rencana Umum Nasional
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ), termasuk penanganan integrasi
data dan sistem informasi, penanganan lokasi rawan kecelakaan (blackspot) melalui
penanganan infrastruktur jalan dan penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan,
penyediaan fasilitas jembatan timbang, serta penerapan regulasi untuk mengatasi kelebihan
dimensi dan muatan angkutan jalan; (2) Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan dan
keamanan transportasi termasuk sarana bantu navigasi serta fasilitas keselamatan
infrastruktur dan sarana transportasi; dan (3) Peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM
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serta pemenuhan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana di bidang pencarian
dan pertolongan.

Arah kebijakan untuk pendayagunaan sumber daya air serta ketahanan bencana mencakup
(1) Peningkatan ketersediaan dan keamanan air, melalui pembangunan dan optimalisasi
pemanfaatan infrastruktur penyedia air, peningkatan pengelolaan dan efisiensi pemanfaatan
sumber daya air, peningkatan operasi dan keamanan bendungan eksisting, serta konservasi
dan pengendalian kerusakan dan pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk menjaga
sumber air; (2) Peningkatan layanan dan efisiensi sistem irigasi untuk mendukung
ketahanan pangan melalui pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi baru untuk
komoditas padi dan komoditas pertanian bernilai tinggi, rehabilitasi, operasi dan
pemeliharaan jaringan irigasi eksisting, serta modernisasi irigasi dengan pemantauan
pemakaian air dan peningkatan kelembagaan irigasi; (3) Peningkatan ketahanan bencana
melalui perencanaan terpadu dan penyediaan infrastruktur kebencanaan berbasis
kewilayahan yang diprioritaskan pada daerah pascabencana, wilayah perkotaan, serta
kawasan ekonomi dan strategis, termasuk pusat-pusat pariwisata; serta (4) Dukungan bagi
program pemulihan ekonomi melalui skema padat karya misalnya untuk pembangunan
drainase, rehabilitasi sistem irigasi, termasuk pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan
Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI).

Arah kebijakan pembangunan konektivitas mencakup (1) Pembangunan jalan tol baru, jalan
baru dan pembangunan jalur kereta api pada koridor utama angkutan penumpang dan
logistik termasuk kereta api cepat untuk penumpang antar kota — kota besar di Pulau Jawa,
serta pembangunan akses jalan dan kereta api ke simpul transportasi (pelabuhan, bandara,
terminal) dengan memperhatikan aspek kemanfaatan; (2) Penyediaan konektivitas
multimoda mendukung kawasan prioritas (food estate, industri dan pariwisata); (3)
Implementasi Major Project Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu yang meliputi standardisasi
infrastruktur, fasilitas dan kinerja pelabuhan utama simpul angkutan domestik, integrasi
pelabuhan dan kawasan industri serta reformasi tarif jasa pelabuhan; (4) Peningkatan
kapasitas bandara primer dan akvitas jaringan hub and spoke penerbangan; (5) Penyediaan
infrastruktur dan layanan transportasi di wilayah 3T, termasuk keperintisan, program tol
laut bersubsidi dan jembatan udara; serta (6) Peningkatan infrastruktur konektivitas milik
daerah dalam mendukung prioritas nasional, melalui pengoptimalan APBD, pemanfaatan
skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan dan Program Hibah Jalan Daerah untuk
peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan daerah serta DAK Bidang Transportasi
Perairan untuk rehabilitasi prasarana pelabuhan dan pengadaan sarana transportasi
perairan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur perkotaan difokuskan pada pengembangan
sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan, yang meliputi (1) Mendorong
penyusunan Rencana Mobilitas Perkotaan yang terpadu dan berkelanjutan (Urban Mobility
Plan) oleh pemerintah daerah sebagai acuan dalam kegiatan pengembangan sistem angkutan
umum massal di wilayah metropolitan; (2) Mendorong pembentukan kelembagaan pengelola
transportasi perkotaan untuk wilayah metropolitan, oleh seluruh pemerintah daerah yang
berada dalam satu wilayah metropolitan tersebut; (3) Pengembangan skema pendanaan
pembangunan sistem angkutan umum massal perkotaan yang memberikan tanggungjawab
kepada pemerintah daerah serta memberikan ruang bagi dukungan pendanaan pemerintah
pusat, dengan tetap menjamin kepemilikan (ownership) serta keberlanjutan pengelolaan dan
pengoperasian oleh pemerintah daerah; (4) Pengembangan angkutan umum berbasis rel
maupun berbasis jalan yang berperan sebagai angkutan komuter di wilayah perkotaan (5)
Melanjutkan program dukungan penyelenggaraan angkutan umum massal antara lain
melalui skema Buy the Service (BTS) dan Public Service Obligation (PSO); serta (6) Mendorong
penguatan infrastruktur TIK dengan teknologi terbaru dalam mendukung pengembangan
kota cerdas.
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Arah kebijakan pembangunan energi dan ketenagalistrikan mencakup (1) Memberikan
subsidi dan stimulus tarif listrik untuk meringankan beban kelompok masyarakat tidak
mampu dan rentan; (2) Memfasilitasi dan membangun infrastruktur minyak dan gas bumi
seperti ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi; (3) Membangun infrastruktur
ketenagalistrikan, terutama energi terbarukan dan konservasi energi, termasuk untuk
mendukung penuntasan elektrifikasi rumah tangga; (4) Optimalisasi penyediaan Bahan
Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi melalui fasilitasi pelaksanaan BBM satu harga; dan
(5) Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan antara
pemerintah pusat, daerah, serta badan usaha.

Sedangkan arah kebijakan pembangunan infrastruktur TIK sebagai bagian dari transformasi
digital meliputi (1) Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur TIK, terutama pada
daerah non komersil dalam rangka penyediaan layanan publik, pertumbuhan sektor
pariwisata, industri dan kegiatan ekonomi strategis lainnya; (2) Mendorong penggunaan
pusat data nasional dan aplikasi umum secara berbagi pakai antara pemerintah pusat,
daerah, dan badan usaha; (3) Mendorong migrasi penyiaran dari sistem analog ke sistem
digital, dengan pengembangan infrastruktur dan ekosistem pendukung penyiaran digital;
dan (4) Mendorong percepatan adopsi digital pada sektor-sektor strategis seperti
pemerintahan, pendidikan, kesehatan, industri, pariwisata dan sektor lainnya, melalui
percepatan pembangunan infrastruktur TIK, peningkatan kapasitas SDM digital, keamanan
informasi dan kesiapan industri dalam negeri.

4.1.5.2 Sasaran Prioritas Nasional

Sasaran dan indikator utama PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17
Sasaran, Indikator, dan Target PN 5
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar

Baseline | Realisasi Target

No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2024

1 | Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar

1.1 | Rumah tangga yang 56,51 59,54 62,32 65,10 701
menempati hunian layak dan
terjangkau (%)

1.2 | Penurunan rasio fatalitas 53 56 55 60 65
kecelakaan jalan per 10.000
kendaraan terhadap angka
dasar tahun 2010 (%)

1.3 | Persentase luas daerah irigasi 0 0 5,0 5,0 19,6
premium yang dimodernisasi
(kumulatif, %)

1.4 | Persentase pemenuhan 30,0 31,7 33,7 35,0 38,9
kebutuhan air baku
(kumulatif, %)

2 Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju
pelayanan dasar

2.1 | Waktu tempuh pada jalan 2,30 2,16 2,20 2,09 1,90
lintas utama pulau (jam/100
km)
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Baseline | Realisasi Target
No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2024
2.2 | Persentase rute pelayaran 23 24 25 26 27
yang saling terhubung (loop)
(“o)
2.3 | Kondisi jalur KA sesuai 81,50 82,83 83 87 94
standar Track Quality ndex
(TQI) kategori 1 dan 2 (%)
2.4 | Persentase capaian On Time 85,73 86 87 88 90
Performance (OTP)
transportasi udara (%)
3 | Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan
3.1 | Jumlah kota metropolitan 1 6 6 ) 6
dengan sistem angkutan (berlanjut) | (berlanjut) | {berlanjut)
umum massal perkotaan yang
dibangun dan dikembangkan
(kota)
3.2 | Persentase rumah tangga 61,09 63,24 -2 68,2 73
yang menempati hunian layak
dan terjangkau di perkotaan
(“o)
4 | Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan
4.1 | Rasio elektrifikasi (%) 98,89 99,20 ~100 ~100 ~1003
4.2 | Rata-rata pemenuhan 1.084 1.089 1.203 1.268 1.400
kebutuhan (Konsumsi) listrik
(kWh/Kapita)
4.3 | Penurunan emisi GRK sektor 54.8 64,4 67 91 142
energi (juta ton)
S | Meningkatnya layanan infrastruktur TIK
5.1 | Persentase populasi yang 97,25 97,5 a8 98,5 100
dijangkau oleh jaringan
bergerak pitalebar (4G} (%)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: 1) RPJMN 2020-2024; 2] indikator “Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan
terjangkau di perkotaan (%0)” tidak tercantum dalam RKP Pemutakhiran 2021; 3} mendekati 100.

4.1.5.3 Program Prioritas

Strategi untuk penyelesalan isu strategis dan dalam rangka pencapaian sasaran PN 5
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan
Dasar dilakukan melalui lima PP, vaitu (1) Infrastruktur Pelayanan Dasar, (2) Infrastruktur
Ekonomi, (3) Infrastruktur Perkotaan, (4) Energi dan Ketenagalistrikan, dan (5) Transformasi
Digital, sebagaimana disajikan pada Gambar 4.14. Untuk sasaran, indikator, dan target PP
dapat dilihat pada Tabel 4.18.
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Gambar 4.14
Kerangka PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Tabel 4.1B
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN &
Memperkuat Infrastruktur untnk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pslayanan Dasar

Baseline | Realisasi Target
No. Sasaran/ Indikator

2019 2020 | 2021 | 2022 | 2024

PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar

Meningiainya akses masyarakat terhadap perumahan dan permulriman layak, aman, dan
terjanghkau

L.l Raszio outstanding KPR terhadap 2,90 3,05 3.10 3,30 4,00
FDB (%%
o (2018)

L.2 | Persentase rumah tanggs yang 91,621 92.15 92 .67 G4 952
menempat hunian dengan
keculmipan luas lantai per
kapita [%]
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Baseline | Realisasi Target
No. Sasaran/ Indikator
2019 2020 2021 2022 2024
1.3 Persentase rumah tangga yang 80,751 82,20 81,99 84,08 874
menempati hunian dengan
ketahanan bangunan (atap,
lantai, dinding) (%)
1.4 | Persentase rumah tangga vang 57,98 61,17 -3 63,20 65,00

Meningkatnya akses masyarakat terha

dap air minum dan sanitasi yang layak dan aman

1.5 Persentase rumah tangga vang 89,27 90,21 92,81 95,10 100
menempati hunian dengan
akses air minum layak (%)

1.6 Persentase rumah tangga yang 6,70 11,90 8,40 13,45 15
menempati hunian dengan (2018)
akses air minum aman (%)

1.7 Persentase rumah tangga 20,18 20,69 23,54 25,57 30,45
dengan akses air minum
jaringan perpipaan (%}

1.8 Persentase rumah tangga 69,08 69,52 69,27 69,53 69,55
dengan akses air minum
bukan jaringan perpipaan (%}

1.9 Persentase PDAM dengan 58,95 61,76 75,40 83,60 100
kinerja sehat {%)

1.10 | Persentase rumah tangga vang 77,4 79,53 79,43 82,07 90
menempati hunian dengan layak layak, layak, layak, layak,
akses sanitasi {air limbah termasuk | termasuk [termasuk |termasuk [termasuk
domestik] layak dan aman (%) 7.5 7.64 10 11,5 15

aman aman aman aman aman

1.11 | Persentase rumah tangga yang 7,61 6,19 4,46 2,98 0
masih mempraktikkan buang
air besar sembarangan (BABS)

di tempat terbuka (%)

1.12 | Persentase rumah tangga vang 59,08 54,85 73,70 75,28 80
menempati hunian dengan penangan- | penangan- [penangan (penangan lpenangan
akses sampah yang terkelola an dan andan | -andan | -andan ] -an dan
dengan baik di perkotaan (%) 1,55 0,88 5,51 9,13 20

pengura- pengura- | pengura- | pengura- j pengura-
ngan ngan ngan ngan ngan
{2016} (2019)
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Baseline | Realisasi Target
No. Sasaran/ Indikator
2019 2020 2021 2022 | 2024
Meningkatnya layanan keselamatan dan keamanan transportasi
1.13 | Rata-rata waktu tanggap 28 27,50 27 26 25
pencarian dan pertolongan
{menit)
Meningkatnya layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan
1.14 | Jumlah kabupaten/kota yang 154 163 173 180 200
terpenuhi kebutuhan air
bakunya secara berkelanjutan
{kabupaten /kota)
Meningkatnya optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi
1.15 | Volume tampungan air per 51,30 52,57 53,53 53,90 56,98
kapita (kumulatif, m?/kapita)
1.16 | Persentase luas sawah 52,60 53,80 54 54,1 59,30
beririgasi (%)
1.17 | Luas daerah irigasi premium 0 0| 308.704 | 308,704 | 597.226
yang dimodernisasi (hektar)
PP 2. Infrastruktur Ekonomi
Meningkatnya konektivitas wilayah
2.1 Persentase kondisi mantap 92/68/ 90/68/ |93/69,50 | 94/72f | 97/75/
jalan nasional/provinsi/ 57 57 /58,50 60 65
kabupaten/kota (%)
2.2 Panjang jalan tol baru yang 1.461a 246 339.,8 327,77 2.500b
terbangun dan/ atau
beroperasi (kmy}
2.3 Panjang jalan baru yang 3.387~ 255,5 9199 347 3.000Y
terbangun (km)
2.4 Panjang jaringan KA yang 6.164 6.325 6.355 6.487 7.451
terbangun (kumulatif) (km)
2.5 | Jumlah pelabuhan utama 1 1 2 3 7
yang memenuhi standar (berlanjut) [{berlanjut) [{berlanjut)
(lokasi)
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Baseline | Realisasi Target
No. Sasaran/ Indikator
2019 2020 2021 | 2022 | 2024
2.6 | Jumlah rute subsidi tol laut 14 21 26 35 25
{rute)
2.7 | Jumlah pelabuhan 244} 19 20 14 36b
penyeberangan baru yang pelabuhan § pelabu- | pelabu-
dibangun (lokasi) (5 selesai, han han
14 |(6 selesai, {(6 selesai,
berlanjut) 14 8
berlanjut} |berlanjut)
2.8 | Jumlah bandara baru yang 154 7 10 10 214
dibangun {kumulatif) (lokasi) (berlanjut) |(berlanjut) |(berlanjut)
2.9 | Jumlah rute jembatan udara 35 28 39 42 43
(rute)
PP 3. Infrastruktur Perkotaan
Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan
3.1 | Jumlah kota yang dibangun 3 #] 5 5 6
perlintasan tidak sebidang {berlanjut) |(berlanjut)
kereta api/ flyover/ underpass
{kota)
3.2 | Jumlah sistem angkutan 1 1 1 5 6
urnum massal di perkotaan {berlanjut) (berlanjut)
besar lainnya yang
dikembangkan (kota}
3.3 | Jumlah kawasan di 0 o 0 5 10
permukiman kumuh
perkotaan yang ditangani
melalui peremajaan kota
(lkawasan)

PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan

Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga Listrik yang merata, andal, dan efisien

4.1 Jumlah produksi tenaga listrik 275.900, 272.420,| 359.946,| 382.696,| 431.281,
({GWh) 00 00 10 10 20

4.2 Penurunan emisi CO2 3,88 8,78 4,92 5,36 6,07
pembangkit (juta ton)

4.3 | Jumlah pengguna listrik (ribu 75.705 78.663 79.187 81.217 85.216
rumah tangga-lkumulatif)
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Baseline | Realisasi Target
No. Sasaran/ Indikator
2019 2020 2021 | 2022 | 2024
4.4 | Jumlah sambungan rumah 537.9364 673.222| 843.998, 983.998|4.010.445
jaringan gas kota (kumulatif,
sambungan rumah)
4.5 | Jumlah kapasitas kilang 1.151.000| 1.151.00041.151.000{1.176.000(1.276.000
minyak-kumulatif (Barrel per
Calendar Day/BPCD)

PP S, Transformasi Digital

Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor
informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi

5.1 Persentase rata-rata 941 10,58 8,80 | 9,8-10,0 8,80
pertumbuhan sektor TIK (%)

5.2 Persentase pengguna internet 64,80 73,70 74,20 79,20 82,30
(%)

5.3 Proporsi individu yang 67 70 72 73 75,70
menguasai/memiliki telepon
genggam (%)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2021, 1) Susenas 2019; 2} RPJMN 2020-2024; 3) indikator “persentase
rumah tangga yang memiliki sertifikasi hak atas tanah untuk perumahan” tidak tercantum dalam RKP
Pemutakhiran 2021

Keterangan: a) kumulatif 2015-2019; b} kumulatif 2020-2024;
4.1.5.4 Proyek Prioritas Strategis/Major Profect

Untuk mendukung pencapaian sasaran PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, telah dirancang Major Project (MP) sebagai
berikut (1) Rumah Susun Perkotaan {1 Juta); (2) Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah); (3) Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 persen
Rumah Tangga); (4) Pemulihan 4 DAS Kritis; (5) 18 Waduk Multiguna; {(6) Pengaman Pesisir
5 Perkotaan Pantura Jawa; (7) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu; (8) Kereta Api Makassar-
Pare Pare; (9) KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Medium Speed Jakarta-Semarang dan Kereta
Cepat Jakarta-Bandung); (10} Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung; (11) Jalan Trans
pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan; (12) Jalan Trans Papua Merauke-Sorong;
(13) Jembatan Udara 37 Rute di Papua; (14) Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar; (15)
Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 Megawatt (MW), Transmisi 19.000
kms dan Gardu Induk 38.000 Mega Volt Ampere (MVA); (16) Infrastruktur Jaringan Gas Kota
untuk 4 Juta Sambungan Rumah; (17) Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km); dan
(18) Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak; serta {(19) Transformasi Digital.
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Gambar 4.15
Proyek Prioritas Strategis/Major Project PN 5 Memperkuat
Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Infrastruktur 2020-2024

{1 ¥
i - " Jaringan KA Makasar-Fare |
' Akses Alr Mlm - & i
i oy, Rumah Susun Sl -' Pelabuhan Utama Fare Shitem Anglutan !
i !:ﬂ: Parkotoan {1 juts] il Permipaan (10 juta To !
| : i iy KA Kecopatan Tingg3 Miouedls |
i lalan Tal Trans Pulau sawa [sakarta- Witaysh Matropolltan |
H Aksos Sanitas] H . !
i = {air imbah Pamalihan & o g :M !
| B domestik}tayak Oaarah Aliran !
i dan Aman (80% sungal Kritls 18bin Trans Papua Jalan Trans pada 18 i
! Rumnah Tangga) |
! M Pulau Tartinggal, 1
| m erauks-Sorong plat |
| 18 Waduk . . Pangaman Pesisic @ Jnraten Udira E
1 Ml 5 Parkotann s

: tiguna  apsnnpuse # 7 57 Rute di Papus !
| INFRASTRUKTUR LINTAS AGENDA |
| . ; ; = il i
i { l mmlMﬂm m’-’m m: Kalimantan -! 3 Pangambangan = w"““:u“ i
H uts (2218 Kilang Min !
i Kires mmm Sambiengan Rumah i i un j e !
i 36,000 MVA |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2021

MP Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)

Urgensi Qutcamedmpact Instansi Pelaksana
. waﬁ“‘irummtingg. Yany menempat = Meningkatnys akses rumalbl tangga yang:
hunian layak (202 menempati hunlan kayak huni di tahun 2022 Panmngaung Sk
= faat ini sudah |uhih banyak masyarakat yang sebesar 65,10%; i T PUPR
renghuni periataan sehinggs kebutihan akan LUt !
perumaran yang layak, aman, dan terangkau . ‘Erhenmknya ’Blt;ﬂ purlufnahan ﬁuhlik
b ekttt e yang profesional di level nasional, Litas KIL/D:
» Perlunya itensifikasi pemanfaptan [ahan * Jumnlah hunian baru yang terbangun * Pemda;
perumahan di perkotasn mebalul transformasl melalui peran pemernntah pada tahun 2022 = BUMN.
rumrah tapak menjadi fumah susin sebanyak 2781 unit
Lokasi Sumber Pendanaan Selected Project
KA, BUMN, APBD, dan Swasta. Pombangunan Rumah Susin
* it SusLin Murlan ASNTHRUPOLR) (KL
Tahiin 2020-2022 Alokasi Pendanaan * Rumah Susun Hunian MBRPekeria (PEN) (KL
34 Provinsi. = ‘Fumal Susun Hunian MERMPekeria (KL
Rpl.08091 M Revitalisash Rumah Sisun
{Balurn termasuk dukurgan * Revitaliasi Rumah Susun dan integrated
BUMN, APED, dan Swasta) Trampartation Project [HURKN]*

Heterangan
*i Progek Mag " dalam Protes Peenutakniran
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MP Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)

Urgensi Qutcomefdmpact Instansi Pelaksana

Aksesalr minwm jaringan peepipasn merupakan « Meningkatkan jumish ruman tangga yang
awah

slstem ediaan alf minum yang lebih mmﬁ? akies alr minum perplpaan dari f".:'m"f'.'ﬁ“;'.?.ﬁﬁ_ i
marijamin layanan dan kualitas sir minum ), 1B% i tabun 2012 menjadi 25.57% di Lintas kLD
untuk masyarakat. Hinggatahun 2020, baru Lahiun 2022 dan I0A5% di tahun J024; * Kemmndagri
20,69% rurmah tangga di inddnesia yang = Maningkaticar kesahatan dan kualitas sumbsr. * Kemenkes;
memiliki akses 3ir minum perpipaan: Untuk daya rmanusia melshui skves air minum arman » Ko ESDM;
itw diperiukan peicepatan penyediaan melalul yarg memenuhi standad kisehatan dengin * Peinda;
Major Project Akses Air Minum Perpipaan (10 target tabesar 13,45% di tahun J022 dan 15% * BUSAD Alr Minuir.
Juta sambungan wmah, di fakin 2024

Lokasi Sumber Pendanaan Selected Profect

aﬂﬂﬁ”ﬁm L SRl Panqanbangan Al Sak
dan Swasta, = Pembangunan SFAM Kabupaten/eta KL & Pramarana Alf sk Jonggol dan Klapanomogs! yang

Tersebar * Peniragkatan SIAM Knbupatenicots UL Gaibangun RiLE _
di selurub ® imtrasiruktue Alr Minum Berbaiis Basy [LANSL A Bakin Ermbiatg CRalong wing Dikangsin

Alokasi Pendanaan o s yinom 1601 kab Ogan komenng Ui fae), U
Pravkint Rp8.046,22 M Pengembangan SEAM Regional # Air Bsky Bendungan PaseSarers yang Dibangun [1AL]]

{Balum tormaslis dukisigan e Pembanguan SPAM Repionsl (K1), = Air Baku Berelungan Lotak yang Disangis
BUMD Air Minunidan o peningkatan SPAM Reglonal KAL) i i
Swasta) = SEAM Regicnal Jathubur | [EUATY, e . e
Keteumgan = SPAM iegional Kanan Serpandg |[BUMN] " !

) Proyed Masih doam Prows Pemubikiingm

MP Akses Sanitasi (air limbah domestik)
Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga)

Urgensi Outcomefdmpact Instansi Palaksana
= Peripntase fumah tangga yANg menempat hunian ) z
dengan akses sanitasi (alr limbah domastik) layak dan Mhm_‘g"ﬁﬂ Froyek:
Meningkstkan jumiah rumah A (W) GOG33 03,07 sl okt 4 11.5% * Kemen PLPK.
tangga yang menempai hinian i ekl i : Mt R
= Pemantase tumah tangos yang masin mamprakbikkan x
z:g;?:anhu sanitasl yang layak Bukaric #r Besae Serrd 7 BABS) di tempat (2022) : Kamandagri;
= 2,38%;
= Prevaiersl stinting (pendek dansangat pendek) pads £ :"m‘" i
balra (L) TE4N, ¥

Lokasi Sumber Pendanaa; Selected Project
Tespaisat Kelembagaan
Aceh; Surmatera Utara, Sumatera A S OVl « SPALDT Skata Kerta [Kitl; » Pombinaan dan Pengawasan

Salatan, Riau, Jambs, Bengkulu,

Jawa Baran, OKI lakarta; Bawa * SPALDAT Skaka Permukirnan [KAL Pengeaidangan Sanitas il
Tangah, DIY, Java Timur * SPALDLT Befhasls Magyarakat /L]

Sulwesi Sedatan, Sulawesi Liara, Alokasi Pendanaan Setempat

Gorontalo, NTH, NTT Pagua + SPALD-S Skala Kota (L

Barat, Papus. R 381,75 M * SPALDS Shals Individu [KIL]:

= Sanitas (1102 - Kab, Acah Singkil) [DAak]
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MP Pemulihan 4 DAS Kritis

Dutcomaimpact

Instansl Pelaksana

* Lahan di Indenesia dengan Kondis kil Penanggung lawab Proyik:
Shluag 243 firta Wekiat, ampak pads = Peningkatsn Kuslitas v menjadi kelas 1t » Krnienke Mares
isalitas dan kuantitas sumber daya air « Banupunan2rosl d| wilayah DAS Kritls dengar Rt
AN R penghijauan lahap knts; i
+ Kisalitas alr wngai pada DAS kritia * Meredulsl rislka bancana Danjie o) Provirst Lintas K/L/D-
1ercomas yedang beear; Banten, DRI lakarta, Jawa Barat, dan Sumater + Hamen LHK = Pemprov Sumut, F;mwmv
» Monitnring kisalitas air di DAS Krits Uti; T e
wmiasin sangat rendah dan barsifat = % panambahan jumlah korban bencana banjir % “':'1 o Nt ar +
kanvemional df DS CHarum, Cillwung, Gsadane. dan Asahan - Rrickag ¥
» Frehuens! bercans barjl di DAS Kritis Taba
semaiin meninpkat
Lokasi Sumber Pendanaan Selected Project
KiL Pangendalian
+ Fehabilitas) Hutsn dan Lahan sscars Sipll Teknis (KT
« DAS Citarum; + Rehabilltas! Hutan dan Lahan secara Veaetatit (/L]
P 1 Pambangunan
= DAS Ciliwuing + Pamga dnenl Santiong yang Dibangun KA
* DAS Cisadane; Alokasi Pendanaan * Fengendalian Banjir Sungal Cllming yang Dibangun K]
= DAS Asahan Taba. ] rhngundiim Banjir Sungai Cixadario yang Dibangan
! Kl
BpT ST B + Sudatan Cliing - KET gang Dibangun kL],
MP 18 Waduk Multiguna
Urgensi Qutcomefmpact Instansi Petaksana

18% akibat sedimentas| {Pulau lawa hingga
II);

fungsl tiinggal, terutama untuk IFgasl;
fiendah iy eleslens premmantaatai alr ogas
{tinglcat kmandalan jaringan ingas (0%
Zemakin tinggings kompetisl alr selring

pertumblihan pepulas dan ekanami (erutama

di Pulal Jawal.

Herkurangnya total volume tampungan sebesar

Sakitar 59% bendungan easTing hanya memilk
i

-

Tersadianya pasokan &l Baku dar wistak 23,5 midet

= Tersedianys pasokan airdi 51 dasrah irlgasl premium ﬁm;ﬂm
uniuk manduicung ketahanan pangan;

® 5% dasrah irigadl peemium dimaderniast 5, 18 millar Eivitas KD
M wolking tampunigan barg ku;mirl',

-
» Tersedianyd pasokan hstrik, termeiik uniuk &

mendukuing KERMKI dar mchusiri sobosar 2RS35 70 M i
* Terdediarmys tampurgan ale lntik meredulsl rlske. .
Bencana ban|ir sebesar 7,323,320 midet.

Eementan;
Badan Ussha;
Pamda

Lokasi

Wadik Rliam Kiva, Waduk Mbay, Waduk
lenelata, Waduk Pelosika, Waduk Merangir;
* Moo isasl T Rentang, DI Karang Agung
Hili, O Jatiluhur, T Cleausik, DI Kedung
Putri, Of Talang, DI Katingan, Ol Jurang Batu,
Dl Parmuilgksil.
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i Seudi
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{ESR KOICA) KA, L

Kenatrubsi

« Bendungarn Miay yang ibangun (KLl

* Polouika Mulnpurpose Dam Constrpction Profect KL
Modernisasl Dasrah irigasl
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MP Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa

Urgensi
+ Banjir rob terjadi di kawman perkotam
Fartai Utira Jawa (labodetabek, Clrenod

Raya, Kedungsepur Petanglong. dan
Gerhangkertasisila);

# Kualitag air de 10 wilwyah songai di Kawasan Pantal
Utara Pulau Jawa tercemar sadang hingga befat
= Wehutubon skan s tmggi dan ketersediaan mr

peemkaan terbatas,

+ Ehcitraksi aif tanah berlebitan mengakibatkan

pemrinan muka fanah

Lokasi

Kawiasan perkotaan Panoura Utara
Jawa yaitu Jabodetabek, Cirebon
fiaya, Kedungsepur, Petanglang, dan

© ' Gerbangkertosusila.

Koon 1 mrgan
R

Dutcomelmpact

* Mengatmi bencana banjir rob di Inkarta.
Utara, Sematang, Fekilongan, Demak. dan

Instansi Pelaksana

. Penanggung Jawab Proyek:
Clrebae; 3 - = Kemen PUPR; :
* Meningkathan kuslitas air sungai tercemar * Kpmon ESDM
menjad) kualitas kalas |t tinens KILIDY
7 v

= Mangurang) laju pendrunan tamah dan
darnpaknya: * Badan Usaha {BUMN an Swasta),
* 0% panambaban jumlah korban bencana
abiraiiipasang (aut di pesisle Pantura Jawa.

Sumber Pendanaan Selected Project
Fergoniabian Bangr
* Pungersdalian Banji Aok Semarang-Dermal yang Tlangun (KAL)
KL dan BUMN, * Sudetan Floadway Sedayy Lawes yang Datingkatian (KL,

Pengaman Pantal
o Pergamatsn Pantsl Dapop pang Db gur (L],
& Paisganinan Fanth) o lkarta yang Ditsangun (K1)
Jalar Tod
Alokasi Pendanaan = Permbangunen lalan Bebay Hamibseten -—'I'nlimlylnn =Desmak 18, & 18 KL
= Pembangunast Jalan Toe Semarang-Demak [BURMNL*
Ervabibes
* fiskomendas Geolg) Fertiirunan Mika Tanah ol Kawasan Pesisic Panisi LUtara Pulay
dawa (PATETL) kAL
« Ackarwondail Goolog| Hed Pomantauen Fedaruinan Mids Tinah di Celutsgan Alr
Tarphi {CAT) Jakarta [KLL

Rp4.249,95 M

MP Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

Urgensi

Instansi Pelaksana

Outcomedmpact

* Giaya ogistlk nasionil hinggas kini masit mabal,

4% dan total FOS, : = Meningkatnya persentase rute * Kemenhiib; * Kemenkeu;
» Pelabuban simpul petl kemas yang belum pelayaran yang saling terhubiing .k f ,'" * Kemen KP;
WpL QSO IR DETG {loop) sebesar 25% (tahun 2021) o Kemen BUPR; Badan Usaha;
* Kawasan yang belim terkanakst dangan menjadi 26% {tahun 2022) dari = Karveretin: » Pemdes
ik A e e ol tatal pelayaran naslanal. diprinading » BLMM.
» Belutn adarys sistarm data untik memperepat 3 . ;i
prasas administrau pelayanan kapal,
o O |
Lokasi Sumber Pendanaan Selected Project
v Standsrdisasi Pelobuihan Kawitan Industils Logists
KiL, BUMN, KXPBU, dan * Per gan Pelabuhar el [BUIMNL Hanterlans :
Tersehar di 10 lakal Swasta. * Pengembangan Fetabuhan K|ng focm]; + Pergermbangan Petabuhan Kuals
Pelatinan : Balawarn, « Fergembangan Terminal Potl Komas Pelabuban Tnjung | TERlegBUMNL
Kl Tanjung, Kliing, Prick [BLINI], Komultivitas Integrasi dangan
Tanjung Prick, Patimban, = Perygesnls Pelatuahan fakassar [BLIAR); Hantarlane
Tanjung Perak, Makassar, Alokasi Pendanaan s Pernbangunan Petabuhan Patinman 1) KL, # N'ﬂh*wlm"mﬂ* Eartor
Bltuirg, Ambon Bar, dan « Fatimban Aart Devalopiment Prafect Prase 12 [KiLL b
Sarfang, Rp15.645,74 M* « Teknologl indarmas dan Kamaeikas) Priceitas Masional “"‘“‘f Ky
{Gelum 1ermask ] iy Petafukim pods Backip dri
rngyethicchitons] . Pelatuhan Patimban (KL

Pielsbiaar Raritirnbae (Komstrikil - imvestad DUP KPOLY
[ePgUL

*'Bcborapa sokas pendanasn proyek BUMK mast dalam proses porajaman
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MP Kereta Api Makassar-Pare Pare

Urgensi Outcomedmpact Instansi Palaksana
* Terhangunnya KA Makassar - Parepare sepanjang 145 km akan
berkontribiusi dalam mengurang] beban anghutan barsng di Jalan Penanggung jawab
* Mendorong penurunan Nasloria! Lintas Barat Sulawesi 20 - 30% para tahun 2045, Proyek;
Hiaya logistik; = Peaghendtan waktu lempuh Makasssr —Parepars dengan keréts apl . K fiuh
» Mendukung eiisiens] dari 3 jam menjaal 1,5 jam safak dioparas/in; bl
Wkt perialanin » Meningiatian kapasitas angkutan Lintas K/LD:

k'u.':g! e i * Demand anghutan barang dart Semen Tonasa [2078: 7,3 juta tonfahun) » Kemen PPN/Bappenas;
AR SimagpLn dar Semen Bovewa (2018 4.2 juta tonftabun} dipmysksikan mencapal o Pt
penumpang, kigaran 12 juta ton gada tahun 2038; s

¢ Demand penompang Khhhhg:lrFmplmdiFn‘nym meningkat * Badarn Usaha.
1,08% per tahun ssjak dioperaikan,
Lokasi Sumber Pendanaan Sefected Project
Infrastmiktur Kereta
KL dan KPEU. .

= Permbangunan Jalur K6 Tramna Sulawes sntars Makassar

= Parepane Segmen 3 (Makassar - Barou) [KAL]

Sulawesi Selatan:
Alokasi Pendanaan

* Perkenataapian Makassar Pare - Pare [Ranstruksi—
Irvestani BUP KPALY.
Peimislayaan Layinan Operasional

« Kewajiban Fembayaran atas Kateriadiaan Layanan

Rp761.26 M

(A iaidability Bayment) KL

+ Subsidi Parintiv KA Makassar - Parspare [RL1

MP KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa
(Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)

Urgensi Outcome/impact Instansi Pelaksana
o AR * Memperkuat konektiyitas wilayah dengan
! ng terbangunnya KA Cepat lakarta - Bandung 4
biaya logistik (kelancaran s 142 kim (Baglan darl target panjang Penanggung jawab Proyek:
distribusl barang dan mabilitas faringan KA kumulatif yang terbangun sepanjang * Kemenhub.
masyarakat); B.467 km hingga tahun 2022 se-indonesial; Lintas KIL/D:
*» Mendukung efisiensi waktu * Maengurangl ywaktu tempuh koridor Jakarta - * kemen PPN/Bappenas;
perjalanan angkutan barang Semarang (dar 5 jam - 3 jam 30 menit) dan = Pamda;
mauspun perumpang. takarta - Randung {dari 3 jam = 40 menit) = Badan Usaha.
serta mendorong pertumbuhan TOD sejak
pngbpErasan.
Lokasi Sumber Pendanaan Selected Project
Kil, BUMN, dan Swasta. ¥ r T -

* DKl Jakarta; = Pembanguran High Speed Rallway lakarta

« Jaiva Barat: Alokasi Pendanaan - Bandung [BUMNL*

* Jawa Tengah, Wﬂ : ek

Rp25.003,20 M + Pendampingan Pelakianaan Pemncangan
: Danar Jalur Kereta Afi Tambahan lakarta -
{Belum termasuk o
dukungan Swasta) S5
Ketprangen:
% Puctysk Manih aalam Proses Pemutakhiran

SK No 130236 A
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MP Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung

Urgensi
= Fackbone komektlvitas utams
kondiinya karang efisien dengan
sakckil tempuh rata-rata =25 jsm
el 100 ke
* Hiaya logisik yang relatif mahal
124'% dar| POEL

Lokasi

Outcomedmpact

* Menurunkan wakty lempuh pada jalur lintas utama

pulau pada tahin J022 mengad] 2,09/100 kiry
= fdeawirurikan waktu tempub Ateh - Lampling dar
&4 am manjadi 30 jam pada tahun 2024;

+ enjadi enabler bagi pengembarigan kawnsan dan

pertumbuban-akenom: (5 Kawasan).

Sumber Pendanaan

Instansi Pelaksana
Penanggung [awab Proyek:
= Kemen PLPR.

Lintas KA

& Komankew

* Kermen LHK;

* Kemenhib;

= Womanko Marvos
* Pemda)

= BUMN|
= KPRIP:
= LMAN,

Selected Proyek

Terditi dari 2 rum dalem T kandar jﬂ‘lnlﬂ‘slpln{ﬂ Prowinai

i ek Pranirns Lam g taf o J080-207 2

= Medon —Brjal
o Pakantan — Eanels - Dumal
# Sugli - Bancla
# Birgal - Lanera
& Kharan - indfaoung
* Siincin — Pacdsrg:

* Kuala Tanjung - Tebirg Tingg - "'-HF‘“-
= g, Indralm = Hmlnlm.

KL diap BUMMN.

Alokasi Pendanaan

Toeriing: Rip 41, 0080, 50 M

Karidor | | Banda Aceh -
Medan

= Medan - Blrjak II.IM!‘-I

* Binjai - Langea [SUM

Karidos 1l Jmn

Pokanbary

= Kuals Tanjung = Parapar
B

& Klsaran - indrapum
1B

Karidos N - Pakanbiarn -
- Palemby

\bang
. Betung _—Jmhlil’:Lll
= “larnbi—fn L]
rm.l gt

Nuﬂ;hﬂlw

- B-uhunnnl T Besar
[BLIMN]

- TBPHAI"BIMM[

Koridor ¥ = Falemibian,

Bengiul

L mmn Ir=alaya

[HUMN
. Induh = Muyara Enim
[BUMN]
Ihrhlu'ﬂ:hhuhm—
Fadang
= Gitingin - Pasang (UM
= Pamghalan - Pekanbaru
[BLIMN],

MP Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan

Urgensi

» |nfrastruktur konektivitas di
‘willayah tertinggal, terpencil,
dan terdepan yang masih

Outcomedmpact

* Persentase kondlsi mantap |alan nasional?

Instansi Pelaksana
Peranggung Jawab Proyek:
= Kmmen PUPR;
= Pomda,

terbatas baik dari aspek
lualitas dan kapasitas;

* Biaya transportasi di wilayah
AT yang relatif mahal.

Lokasi

T8 Pulau 3T i Provinsd Maluka (Barams Kei

L Wetar, o, Selaru, Aru, Babios Bura)
Mhluuu Utam{ldnmlmLSumaiera Biasat
(Mentawal), sumatera Utara (Nias), Sulawes
Tenggara (Muna, Buton],' Aceh (Simewded),
Benghiilu [Engganal, Nuis Tamgaara Timur
(Suimial, Papua {Biak], Natuna (Kep. Riau),

SK No 130237 A

= WWigktu

pravinsifcabupaten/iota, tahun 2022 =
Q7280

Lirtes B/LIE:
* Komen LHK;

tempuh pada/jalan |intas utama
pulay, tahun 2022 = 2,09 jamd100-km.

Sumber Pendanaan

KL

Alokasi Pendanaan

Rp630,29 M

Sefected Profect

Fambangusian b

* Pembangunan |slsn Treen pada 18 5ulaa Tertingoal Terl L,
dln'hdnplntMP] Jalan Tejuik Buton - Kiarik L]

Pembangunan fernbatan

* Pernbanguian Jemibaten Tree pada 18 Pula Tertingoal.
“Tewbuar, dap Tardepan - v batan Wal Teesa L)L

Fraservas! lalan

= lalan Trans pacla T8 Pulau Tertinggal, Terluar can Terdepan
NP = Sinabaneg = Lasikin = inpe + Nasweuhe (KL

Preservin Jembaton

® lalan Trars pada t8Pulau Tertinggal, T!rh.m. thin T e
(NP = T = Magbuar - Letwaring [KiL]
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MP Jalan Trans Papua Merauke-Sorong

Urgensi Outcomefmpact Instansi Pelaksana
= Meninghatkan konektivitas midlai 1 LT [alan (487 Penanggung lawab
2l ;:ﬂ?m g::::*’mmm;:w o) e S t1|.1|511uduum‘gm s:lluﬂ liir o e P i
‘it sangat teshate . entas utama; L
- A g tingiol * Penentsse konoii mantap jalan nunq:l.ﬁ:mmd Lintas KALD:
mengakibuton harga logistik baban mﬁ;m“m“hﬂmﬁrxﬁm'fm b g X mm -
+ f = ;
PaKCrEIRUE IGRE ik 2,00 jamd1 00 fein, * Pemda
Lolkasi sumber Pendanaan Selected Proyek
Pembarngunan kalan Pembangunan fembatan
* Provinst Papaa L * falan Sp 3 MAMEH - Windesi [KiLL  » Jalan Kampung M - Kwatison
Barat dan Papua, qu;;]rj.!unt Kwatisare (B1s, Pravinai 1B Isrm:mhurn
Fapual Jk/L - mi -
* Terbagl menjadi 2: ; » Jalan Mamberamo— Elslim | (KIL].
segmen di Provinst Alokasi Pendanaan .E:m':_i':.:““ Lt S Sambatan Anak Ny Cs (KL,
Papua Barat dan B * Yatti - Sanggl - Mamberame ), Presennsi Jembatan
segmen di Provinsd Rp2.640,11 M » Usilima - Karubaga [KLE = Mindiptana - Tanah Merak) [/L1;

Papua,

* Saredala - Dekai {KiL],

= Ransiki — Mamah [KILI;
* \Wagets— Moansmani L]

MP lembatan Udara 37 Rute di Papua

Urgensi

= intrastruktur konektivitas di wilayah Papua

masih sahgat tergatitung dengan moda udara
distribust barang dan mobkitas manusia;
= Haga hatan pokol paog sangal mahat akibat

torbatasnya jaringan dan lavanan infrastrktur

transparasi di Wiksyah Papus
* Kondisi bandara yang ade memariukan perin

lapasitas dan oukungan subisis prfmll-hlk untuk

DONVENPANG Maupun Kiigo

g @

Sumber Pendanaan

Lokasi

K

Wilayah Pegunungan
Tengah Papua.

Rpa3? 73

SK No 130238 A

; . i e
sangat terbatas dan aspek Kapasitay dan kualitas;
» Sitem [aringan jalan di Papus maaih terbatas dan

Alokasi Pendanaan

Outcomedmpact
= Wtemperkunt infrastruktur uetuk mendukung:
pengembangan ekonami dan
tar

T
bk 2 sebesar §,03-56,32%:;

* Menurunian nargs bahan pokok di Wilayan Papua rampal

dangan 20-30%

Indodiesial;

dan dikembargkan pada tahun 2022 sebanyak 7 lok

Aspek Pangembangan Infrastrultur

= Pembangunan Bandar Udara Nabire Baru [
* Pengembangan Bandar Udara Wamena Tahap 1) KAL)

» Pengambangar Bandar Udara. Kepi 11l 18/LE

* Pengembangan Bandar Udaes Tanah herah (K1
» Pengembangan Bandar Udara Aganduguma KL,
M = Pengembangan Bandar Udara Mozes Kilangin [KiLE
+ Pangembangan Bandar Udara Sobaham KL

pelayanan dasar r dengar
i ekohoml Brovingl Papud pada Whun

+ Target jurmlah eute jembatan udars ol Wikayah Papua
pada tahun 2022 wehanyak 35 fute {darl 1613 &2 rute se-

Instansi Pelaksana

* Kemenhub;
. Kam!ndlg.

= Jumlah bandara perduliung jembatan udara ym dlblﬂgun

Selected Project

: Layanan

=+ Subsidl Operasl Angkutan
Udara Kargo [KLL

* Angkutan Karga Pavintis
Rl

* Amgkutan BEM wiuk Kargo
Perintis (K],
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MP Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah
Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar

Urgensi Outcamedmpact Instansi Pelaksana

+ lakarta, iur:baw dan Bandung masuk dalam kot & Meningkatkan mobilias matparakat diwilayah

eermncet of Asia; perkotaan metalul pengembangan sistem anglutan Fenangoung jem s Prayei:
* Pangsa angkutan umum kota-kota d| indonesia urnuem mansal perotaan berbasis rel maupun jalan di * Bamanhub

masih di bawah 20%; 6 wilayah imstrapalitan; Lintas )iL/D,
* Kemacetan berdampak pads kenegian ekanami; . lldmzilriml ﬂu;:nl keruglan ekonom| dan = Keman PPVBagoenas

- rpura lingkungan akibat kemacetan serta meningicathan * Pemdal
: ﬁm:&:"m:ﬁm‘: i dainpak LrbsnKAL Lerhada peningkatan POB per = Baran Usaha.

metropolitan: s,

Lokasi Sumber Pendanaan Selected Profect
] St Asghatan Liniss Misal Sebasls lain
KL KPBEU, damn BUNN, = Pengentibanygan Tunsportas Mazal (hrmudo Bus) Perkotoon di 8 Kats Metopoiiban (U]
= Pembanguran Satem Anghitai Umunm Masal Friotias Hasional) i)

Wilayah Metropalitan = A Tratie Enmival Sy (ATCE) Tepadk, iabeststabel (KA
lakarta Band-ung Eu'rhbaz.ﬁl. Sirtewm Anghutan Lirmen Massnl Bevtasis el . '
s Mqi":ii dn Alokasi Pendanaan » Pembanguran LAT labedebeh [SUMN]S. * Sumbaya Regional Rakway Line (S
MBERNGL . Can = Prnngkaran FasllLas Oyt Ploksnelanpii el
Makassar. Pada Lintes tntin=gara~fogos & banggar ~+ Perh Il Garula A Warmanderg
karta Kals £ i i mpﬂ Segmen Gedehage -
= Engiracng Servces For adara M Trarit
W-ﬂn-la M Eait . Wit Ling Proyect My | Stage | [€10L] - Hmwm]alurﬁﬂluwnm
= Enginering Seriioed Of fakania Mass Ry o] = Cicalgngka Tlhlni-lnumin Kiarpsonciong -
et - e i oot Bt IStag (L b “T-hnlhil kAL
= lobodeiabek failivay Copaciiy {0 - i pobciy =
Kot rancian Fhue |} L] s !HI:N"\“ (ledtin — Lsbwsim) POV,
* Proyek Masin dalam Froses Pemuaknican = Pagt & F Eamllitas T * dalur 84 Mieders - Binjai (KL

ulllilwl il mbmnuu # Paneriiban Labuary il P b igpamam Jafan.
= 2 ik arviara Madin - Binja) i)

MP Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW,
Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA

Urgensi Ourcomedmpact Instansi Pelaksana
A Penanogung kowab Proyak:
= Tingkat lpyanan tenaga Istrik betum optimal; Maringkatkan skeas, keandatan, dan kebemanfutan,  KESDM.
= Tingkat Karkum {ndrik par kapita maih prnm_dlhn tenaga listrik dangan: = Perwikilan géneintah yanip mamiik tusé
rerdah jika dibandingkan dengan regar » Meninglkstkan raiio letrifikas] menjad| - 100%; terkait raguissl ket=nagalivtrikan
£ = “-':I“i'; y g 52 it i i it f1-I:.‘Ii'nlll i ueaha dan wilayah ugana
= Wutai I:‘-jm?mgny-mud&w I:t.nrm.rrrrm listrik 1268 K\Whiapita pada tahin g ARETR G L ITEnasls MFsy BT
= Komitmen pprmrm'tah unmtmumurm * Penurunan emis GRK sektor anengd 31 juta ton um ;
emial GRE pada tahan 2022 * Daerah [penyedis ishan dan peszinank
* Badan Usaha {pelnkzana proyek),
Lokasi Sumber Selected Project
Pendanaan Pershiarghit Listrik Techandan Pengarvanan dan Pengendalinn Pembn
KL, BUMN, dan = Co-firitg Permbanghit Hatu Bara [ELIMN|® » RAaskbmondasl Pongendasisn Fembanginan Pembangkit
Badan Usaha.  * PUTSAtapi) SRR
" P“ﬂ‘-d] daringan Last M dan Sambsngan Listrik * mﬂmw bangunan Jaringen
arsebar = Porssnipan Samounoan Bare Listrik bagl fumal Tanaos o
34 Provinisi, Alokasi Beluiin BRIt AN Titssk Mamgu sau Bersds ) Kebiakin Gigtalias din Tehrologi .
Pendanaan Dagrah AT (k] * Tekamendas| Pungandaan Fengambangan Smart Grig!
Digttalisasi Penysaliaan Listrik fian Polahianaan Korjasma Sokiar Ketonagalicrikan (ki)
Rp24.424,18 M = Advarite Metermg fnfrastreichure QAL [BUMN]F, Kebijakan Tarif, Haega. dan Sobsidi
! . 'ldum\rndnl Peegerlalion Pembanguinan Pembanghit
Heterumgms

#1 Provek Maih daam Prosed Peenctakhlram

No 130239 A
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MP Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah

Urgensi Outcomedmpact Instansi Pelaksana
* Mengurangd impor gas khususnya LPG  Terbangunnya infrastruktie ?g’.mﬂi: ESDM;
‘urtulk sektor rumah tangga: laringan Gqs Bumi wniuk g r
* Menghemat subsidl LPG. Rumah Tangga sebanyak =
140,000 SR (AFBN dan BUMMN). '.-“:"-“";E‘EJM‘
* Badan Wsaha,
Lokasi Sumber Pendanaan Selected Project
A i u_ude- i
o b Musl Banpaase o DKN Jakail = Meclan
¢ Fa Mo T T e KL char BUMN,
¥ b + Haten Pembangunan infrastruktur Janngan Gas
: m”m'“ Anrat. : ?&m : ?.mmp-“' . hﬂmmlmmnﬁhﬂm urtus
* Kb, Dgan Eomering Uu Teae. = Sllugan Rumsh Tangos [m_j
* Kb ey Aoy ‘Pembanguinan larngan Gas. Kots sntuk
5 m:wm veichi Alokasi Pendanaan Aumak Tangga
: B o : S Y i
+ ks Lumiiang. * Pamiruen FLpE. 400,00 M
Heterangan
=1 Ll L Masth rlalaim P Pesiitakhinam

MP Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km)

Urgensi Outcomedmpact Instansl Pelaksana
* Mendukung pengembangan infrastrukiur gas
bumi untuk menghubungkan antara sumber gas = Tarlaksananya dukungan
dengan pengguna bk untul numah tangga. pembangunan pipa gas bumi
dransportasi, industri, dan kelistrikan uohik dengan tanget pEnjang raa plpa Penanggung Jawab Proyek:
wilayah Kalimartan; transmisk dan distribusi pada tabhun = Kemen ESDM,
= Wik U panyedidan enangianiuk calan i 2022 {kumulatif tervebier) sepanjarg s
Kota Negara (IKN); 16:380 krn®,
* Mendarang pemanfaatan potensi gas bumi di
wallayah Matuina:
Lokasi Sumber Pendanaan Selected Project
‘KL dan Badan Ukaha.
Pusat®®_ Menunggu penetapan Rencana induk
Tatingn Trarsmis] Distribis| Gas Bl
Alokasi Pendanaan Masional (AUTDGEN) sebiagai dasar
pelaisanasn pambangunan infrestruktur pips
otcrangan e Ararisimisl dan distribus gas bumi nasional.
*) Sy apaken oD TG ENGUNG e e pgan FITTGES %

5 Lowasi s alchkm pavdenzan mEnuhogy peretadar ALTOGEN.

No 130240 A
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MP Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak

Urgensi Outcomeafimpact
* Meningkatkan kapasitas dan kualitas
produk BBM; . ﬂ;ﬁhngmﬂmﬁxﬂml
engurangi tin lume impar ng miry; ulatif}.
Dbt e sebanyak 1,176,000 (Barre! per
Calendar Day/8PCD),

= Mendukung produk olahan lsinmya,

Lokasi
APEN
= Pusat
BUMN
& KabTuban,
# Kota Durnai;
* Kota Palombang:
= Kote Cilacag
* ¥ota Ballkpagan
= Kab. Indramaji.

Keteranpgan:

=i Brpgre Bag S e am Sroam Sergtakhign
=47 Pt BUMB masih delam aroses pendje nan

Aan parnnathian

Sumber Pendanaan

KL dan BUMMN.

Dukungan Fasilitas

Instansi Pelaksana

Penanggung Jawab Proyek:
* Kemen ESDM;

* BUIMM,

Lintas K/L/D:

* Kemen ESOM;

« Badan Usaha,

Selected Profect

* Faifitay Peningkatan nfrastrukiur Kilang Miryak Bumi [KiLL

‘Pembangunar Infrastrukiue Kilang Minyak
« Pemhangunan Grass Roar Refinery (GRR) Tuban [BUMNE

Alokasi Pendanaan

= ROMP Rescaling RU 1 Dumak [BURMN]**;

« REMP fescaling RU N Plaju [BURIN]*®,
* ROMP Rescaling RU IV Cilacap [BUMNL

Rp72.270.78 M

MP Transformasi Digital

= ROMP fescaling RU ¥ Balikpagan [BUMNL
= REMP frscahing AU W Balongan [BUMNE
* Pembangunan Kilang thefin [BUMN]*.

Urgensi Oure Instansi Pelaksana
Memperiuas permanfaatan 1 Porgntann ratarata ponumbeihan sektor TIE sehosar 98- 1004,
i prmifmmm?m 2 Meni lecamartan yang terjangkau nfrastrubtr lringan Serat Dt Fenanggung Jawah Proyek:
witin stk Heralh m kuirmualabf cdari 37, T5% CROFTE ke 42 8580 1202) dan messgkatrys mmyarakas & Kemenkominfo.
Ghstioml il o pengguna ormt darl 78,2% G021 ke T8.30% [2023) Lirrtas KALID:
S ey e TR N T SR by
= ul -
efisiefsl, elekinvitad Kegiatan 0% 2033) antuk prowinet; o’ dari 70t GO0 ke 30% (2022 antuk kahikota: : :Epr . mmmr.c
helajar dan mengajar, serta A Poriuritasy pomariastan dan paeiblajaran borbasls TIC 56,25%; + BPPT P
aksesibilitas pongguna 5 Perwuiation (Kot digetsl kisshatan sejumlah | siskon informas pada 2032 o BSEN: « Kamankoiy
dan fleksibilitas waktu ﬁ.hlllrhd purgmh-ngn 140 Seart i pada 2022, « BORI o Keman KUKM:
peserta didis dalam proses. hantuan sealal docara Bertahap dengan | o Mg » Marmenakar
permbelajaran; Shmm Infnrrrun] K psejshierann Souial ferpadu pacs 020 b nd"tgl:m . = i B b
= Meningkatken kusiitas & #4 Pennahan dengan nilal indonesla incias oy 4,0 Reediress indes (ING1 &) » 58; b :' Kb » Ksmarn Kraf:
efisiersi, d!‘lrﬁrhﬁlmil:tin a9 ltrcmbihm 5 it matyarakat yang merdapathian it di bidang digitel pats ! m:ag{. = AR
layanan kesehatan pubiik, Kerra Famen:
serta aksedilsilitas dar w-mnnqleaun el ftas 200 04 S il cianng knun kel tan (nfarmatika yang *» Kemandagti il
fleksibillitas wakeu pasien dan bampietei| dan profesonal; * Kemerperin, *+ TvAL.
tafiaE e, 1. Mhésingkntrya Gitsbaf Exteer Security e dari 0,792 GO21) imenindh 8826 (0235
Lokasi Sumber Selected Project
Pendanaan Fenyodinan Akses |iirries Cepet Slsten) ffarmi Kesehatan i Frningkitin |issrast Mavgnrssiat
KL clan BUMN. e o = El Digital Kauibatay o Ltaras Digeal [}
seluruh 34 * S Knmunike Knbel Lait GKEL [ B gkt Kot S216 pe
: Al Alakasi Fupun Wiars (91 HAL [DLIRNL Engitalivi) U Kt L mdang
Provinai Funar Tasa Masional * Enpeios yars Dol ihes Shiom Digitaksay + it Tlest Sohalarsiip (L)
di Indonesia; Pendanaan » Dt Curttw Nasunal (KL pen] . B
m_‘z*ﬁg BA= . mﬁm Exchangs Battferm Sary m:-m rﬂh—nh’rﬂ- ey n Lakr (1TE%) PER|
atars TIK uritiik b = Clata Terpadu Kmijarerin kodal (011 Pembangunan den Pengusten Tim Capat
o '"x ,.:.," T Teknoiogl il ‘W“’"’".ﬂu’ﬁm fsliy
Beloga ¥
hl:ﬂ::rﬂ-lr 1Al K * Puntdampingan irgreneniadl du 4.0

Peinuriitals Piadit yang
E;‘D‘ﬂrmllﬂ-}-

BLI WM sy hn.ml Kirwia Wil dan Eaerna (K]

A ririy gaetnf A
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4.1.5.5 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang diperlukan untuk mendukung PN 5 Memperkuat Infrastruktur
Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar antara lain:

1. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Urusan Bidang Perumahan di Daerah;

3. Rancangan Peraturan Menteri tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Pilar 1;

4. Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selain regulasi tersebut di atas diperlukan dukungan regulasi untuk mendukung
pencapaian PP- Transformasi Digital yakni Peraturan turunan dari Undang-Undang
Perlindungan Data Pribadi (PDP).

4.1.6 Prioritas Nasional 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim dalam RKP Tahun
2022 difokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih tangguh dan
adaptif untuk mendukung pemulihan dan transformasi dampak COVID-19 menuju
pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Transformasi pascapandemi COVID-19
pada pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim akan
dititikberatkan pada upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penanganan limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan pemantauan kualitas lingkungan secara
otomatis; perbaikan sistem ketahanan bencana yang tanggap terhadap bencana yang bersifat
seketika (sudden onset) maupun perlahan (slow onset); serta pelaksanaan pembangunan yang
menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

4.1.6.1 Pendahuluan

Pada tahun 2022, isu utama yang masih akan dihadapi dalam PN Membangun Lingkungan
Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim pascapandemi COVID-19,
meliputi: (1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung penguatan
ketahanan kesehatan masyarakat, melalui penanganan limbah B3 medis, serta pengelolaan
limbah B3 dan sampah lainnya; (2) memperkuat ketahanan bencana dan iklim, baik bencana
yang bersifat sudden onset maupun slow onset; serta (3) mengelola emisi GRK.

Guna mendukung pemulihan dan transformasi ekonomi pascapandemi COVID-19,
kebijakan pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim pada
tahun 2022 akan memprioritaskan pada: (1) pengurangan dan penanggulangan beban
pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
terutama penanganan limbah B3 medis pascapandemi COVID-19 serta peningkatan kualitas
udara, air, air laut, dan lahan sebagai penyangga sistem kehidupan masyarakat;
(2) penguatan sistem ketahanan bencana dan peringatan dini terhadap multiancaman
bencana, baik yang bersifat seketika (sudden onset disasters) seperti gempa bumi, tsunami,
likuefaksi, gerakan tanah, banjir bandang, maupun yang bersifat perlahan (slow onset
disasters), seperti kerusakan lingkungan dan kerusakan akibat perubahan iklim; dan
(3) peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK pada masa pemulihan
aktivitas sosial ekonomi dengan fokus penurunan emisi GRK di sektor lahan, industri, dan
energi.
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Pada saat ini, pemerintah juga tengah menginisiasi konsep ekonomi sirkular untuk dapat
diimplementasikan secara menyeluruh dalam rantai pasok ekonomi sebagai bagian dari
tanggung jawab terhadap komitmen produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan dan
rendah karbon. Untuk melakukan operasionalisasi program ketahanan iklim, maka disusun
dokumen kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI} yang menjadi pedoman dalam
perencanaan dan pelaksanaan aksi ketahanan iklim. Dokumen PBI berisi: (1) lokasi prioritas
dan daftar aksi ketahanan iklim; (2) kelembagaan ketahanan iklim; (3) peran lembaga
nonpemerintah untuk mendukung aksi ketahanan iklim; {(4) sumber-sumber pendanaan
untuk mendukung aksi ketahanan iklim; dan (5) mekanisme pernantauan, evaluasi, dan
pelaporan.

Selanjutnya, melanjutkan wupaya penguatan sistem ketahanan bencana dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlu dilakukan peningkatan upaya
pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan; pemantapan sistem data kebencanaan terpadu;
sistem peringatan dini terintegrasi; penguatan kelembagaan kolaboratif dan pemberdayaan
masyarakat; serta pengembangan inovasi dan sinergi pembiayaan penanggulangan bencana.
Upaya penguatan sistem ketahanan bencana akan didukung dengan investasi pemulihan
pascabencana, penegakan standar bangunan, integrasi kebijakan pengurangan risiko
bencana, penguatan tata kelola pemanfaatan ruang dan penegakan hukum pada
pelanggaran tata ruang, serta penguatan literasi dan edukasi kepada masyarakat.

4.1.6.2 Sasaran Prioritas Nasional

Pada tahun 2022, sasaran yang akan dicapai dalam Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim dapat dilihat pada Tabel 4.19.

Tabel 4.19
Sasaran, Indikator, dan Target PN 6
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim

Baseline | Realisasi Target

No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2024

1 Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup

1.1 | Indeks Kualitas Lingkungan 66,55 70,27 68,96 69,22 69,74
Hidup (IKLH)

2 | Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim

2.1 | Penurunan potensi N/Aa 0,440 0,69 0,91 1,25
kehilangan PDB akibat
dampak bencana dan iklim
terhadap total PDB (%)

3 | Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

terhadap baseline

3.1 | Persentase penurunan emisi 23,46 25,930 23,559 26,87 27,279
GRK (%)

3.2 | Persentase penurunan 20,75 24,570 23,400 21,54« 23,2249

intensitas emisi GRK (%)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a] belum dilakukan penghitungan; b} angka sementara; ¢) analisis dan proyeksi Kementerian
PPN /Bappenas, 2021
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4.1.6.3 Program Fricritas

Priorites Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubehan 1klim terdiri atas 3 (tiga} FP, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup,
(2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, dan (3) Pembangunan Rendah Karbon,

sebapaimana ditunjulkkan pada Gambar 4.16. Selanjutnya, sasaran, indikator, dan target PP
scbagaimana pada Tabel 4.20.

Gambar 4.16

Kerangka PN 6 Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Sumber: Kementerian PFN/Bappenas, 2021
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Tabel 4.20
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN &6
Membangun Linglkungan Hidap, Meningkatkan Hetahanan Bencana,
dan Perubahan Iklio

Ne.

Saxacan/Indikator

Bossline
2019

Realisani
2020

Target

2021

2022

2024

PP 1. Peningkaten Kuslites Lingkungan Hidup

Meningkatnya kualtas afr, kualitss air laut, kaalitas udam, serta kualitas tutupan Inhan dan

skosistem gambut
1.1 | Indeks Kualitas Air ([KA) 52.65 £3,53 55,20 55,30 55,50
1.2 | Indeks Kualitas Air Laut N/Aa 68,94 50,00 59,50 60,50
TKAL}
1.3 | Indeks Kualitas Udara (IKU} 86,57 87,21 84,20 84,30 84,50
1.4 | Indeks Kualitas Tutupan 62,00 54,54 62,50 63,50 65,50
Lahan dan Ekosistem
Gambut {IKL)

PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencena dan IkHm

Berkurangnya potensi kehilangan FDB akibat dampak bencane daon baheya iklim, serta
meninglatnya kecspatan penyampajsn informasi peringatan dini bencans kspads masyarakat

2.1

Persentase penurunan
potensi kehilangan PDB
akibat dampak bencana (%)

N/ A=

0,084

0,10%

Q.10

(, 108

2.2

Fenurunan potensi
kehilangan PDB sektor
terdampak bahaya iklim (%6}

Ny A2

0,340

0,59

0,81

1,15

2.3

Kecepatan penyampaian
informasi peringatan dini
bencens kepada masyaralean
{menii)

=5,00

5,00

4,50

4,00

3,00

PP 3. Pambangunan Rendah Karbon

Meningkatnys capalan penuranan emisi GRK terhadap baseline pada selctor energi, lahan,
Limbah, IPPU, serta pesisie dan kelaatan (%)

Al

Penurunan emisi GRK
terhadap basefine padsa
selctor energi (Y6

10,30

14,455

14,06

10,58

0,354

1.2

Penuminan emisi GRK
tethadap baseline pada
sektor lahan (%)

306,40

28,020

25,11

39, 55¢

42 359

3.3

Penumnan emisi GRK
terhadap baseline pada
sektor limbah (%%)

£.00

7,700

6,89

35,706t

37,01
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- n . Baseline | Realisasi Target
0. Sazaran/Indikatar
201% 2020 2021 2022 2024
3.4 | Penurunan emisi GRK 0,60 1,950 4,18 17,87 17,464
terhadap baseline pada
scktor IPPU %)
3.5 | Penurunan emisi GRK 6,30 £,500 6,60 5,80¢l 7,308
techadap basetine pada
asektor pesisr dan Kelautan
%)
Sumber: Kementerian PPN /Bappenas, 2021
Keterangan: &) belim dilabnikan penghstungan; bl angka cementara; cf analisis dan proyeksi Kementerian

FPN/Bappenas, 2021

4.1.6.4 Proyek Prioritas Btratepis/ Major Project (MP}
Dalam PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan [klim telah disusun dua MP sebagai langkah konkret pencapaian sasaran yang

dirinci hingga urgensi, outcomes/impact, kelembagaan, lokasi, sumber pendanaan, alokasi
pendanaan, serta proyek terpilih {selected) heserta aspeknya. Kedua MP tersebut sebagai

herikut:

MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3

Urgensi

* Tingginya timbulan limbah B3 di
Indonesia;

* Timbalan limbah B3 medis
meningkat selama pandemi;

= Minimnya fasilitds pengolahan
limbah B3,

=500.204 ton),

Sumber
Pendanaan

Lokasi

Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis

= Pron. Maluki Utara, Papua, Kalimantan
Utara, Maluku, Sulawes! Litara.

Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Terpadu

= Praw, Jawa Timur, Sumatera Utara,
Kalimantan Timiir,

Alokasi
Pandanaan

ApA7.61 M

{Belum teenasuk
dukungan DA o
Swastal
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Outcomefmpact

Mendukung pencapaian target Indeks Kualitas
Lingkurgan Hidup dari 66,55 di tahun 2019
menjad| 69,22 di tahun 2022;

Meningkatkan kapasitas pengolahan limbah 83
webeiar +204:380 tan pada tahun 2022 (baseline
200 pada 21 Jata Pengolah Limbah B3 sebesar

KiL: DAK, dan-Swasta.

Instansi Pelaksana

Penanggung lawab Proyek:
& Kemen LHK.

Limtas KL D:
= Kemenbes;
* KE&metperiy
= Swasta)
= Pemda
=

I _“'[\ m T r_',/

4u 8 -4

b ad

-
Selected Profect

Fembangunan Fasilitas Pengalahan Limbah B3 Modis

+ Pombarigunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasyankes |[KAL

* Insialasl Pengolahan Limbah {Autociave, Microwave. TPS, IPAL LE3,
Insireralos, dan Cold Storage Limbal Medis bndekelus) o]

Pembangunzn Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Terpadu

+ Pambangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 Terpadu Wilayah
Sumatera [KIL];

= Failitos Pengolahan Limbah B3 Wilayah fawa Timur [Sviastal,

Enabiers

= Palatifan Limbab Medis df Fagan kas (KL

« Kebljakan Pengelalaan Limbatk Bahan Berbahays Befacun B3 di
Sedcor Industrl [R/LL
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MP Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana

Urgensi Qutcome/dmpact Instansi Pelaksana
= Menurunkan potons kehilangan PO8 akibat dampak Ponanggung lawab Proyek:
bentana dan hahaya ikdim terhadap total POB sehesar = HMKG,

- nggm:‘la ringkat ristko dan 0,51% di tabun 2022 dan 1,25% di tahan 2024; & BHPE:

kerentanan bencana; = Meningkatkan ketspatan penyampaisn infopmas gempa * Kermen LHK,
» Kerapatan, kelengkapan, bBurnl dan peringatan dinl bencana tsenam| Kepada Lintas K/L/D:

. f iR e :Ew Flr i masyarakat manjadi di bawah 4 manit pada tahun 2022 « Kamen ESDM;

Jangrasiar, can aras dan di bawah I monit pada tabaen 2024 Kemandagri;

sistern peringatan dini. BiG
Permerintah (APBOY,

LPP RR|

Persentaie kelenghapan sistemn-peringatan dini bencana
hidremeteorabogil dan bektonls menadi 94% pacls tatn
2072 dan 100% pada tahun 2024

Lokasi Sumber Selected Profect
Pendanaan Penguatan EWS Bencans Geoffslke. Bunami dan  Penguatan EWS Bencana Lingkungan
Gunung Apl = Alat Pemantaean Kuslitas Al ooty
KL dan DAK = Layanan Informas GN\pat_mml dlaty ParingataAn KLl
Dini Tianami yang Barkualitas (KL » Alat Pamantauan Kualitas Udara
# Stasiun Pasang Surut Permanen yang Dibangun Ciarnatis [KAL);
Terselbar pada LN » Sub Bidang Lingkungan Hidup - Tematik
39 provinsi di Alokasi » Shtem Mitigasi Bencana Gealogl yann Fenpembangan food Exfate dan Sentra
Indanesia. Pendanaan Dikembangkan [KiL]. Produksi Fangan [DAK]
Penguatan EWS Bencana Hidrometeonologl Penguatan Tata Kelola EWS Bencana
# Layanan Poringatan Dini Cuaca dengan Scaling:. * Penguatan Desa Tangguh 8ancana [KiLL
Rp1.585 98 M Lig Weathier Capacity If [KILE & Layanan Sidtern Peringatan Dini (KAL),
* Pembangunan Alat Perdetskil Gesst Angin
{Winalshear) [KeL]

Dalam upaya peningkatan Kkesiapsiagaan di masa prabencana, strategi akan difokuskan
untuk: (1) memperkuat manajemen bencana berbasis masyarakat dengan tetap memperkuat
kolaborasi multipihak (pentahelix); (2) menyusun rencana penanggulangan kedaruratan
bencana yang dilengkapi dengan rencana kontingensi dan strategi lainnya, termasuk
protokol turunan yang diperlukan hingga level administrasi terkecil (desa/Rukun Warga
(RW)/Rukun Tetangga (RT)); dan (3) meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana
dengan menyusun rancang bangun sistem penanggulangan bencana yang tepat sasaran,
antisipatif, dan fleksibel untuk berbagai ancaman.

Penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat dilaksanakan melalui pembentukan
dan penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana), peningkatan budaya sadar bencana, serta
pendidikan dan pelatihan teknis simulasi dan geladi penanggulangan bencana yang
mengutamakan peningkatan pemahaman risiko bencana berdasarkan ilmu pengetahuan,
teknologi, serta kearifan lokal kepada masyarakat dan aparat. Penguatan Standar
Operasional Prosedur (SOP) penanganan bersama untuk antisipasi kejadian bencana melalui
penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang dilengkapi dengan
rencana Kontingensi penyusunan rencana operasi penanganan darurat bencana pada saat
kejadian bencana dan strategi lainnya juga diperlukan pada wilayah rawan terdampak
seperti kawasan perkotaan padat penduduk dan mobilitas tinggi, pusat-pusat investasi,
industri, pariwisata, serta kawasan produksi pangan dengan melibatkan kerja sama
antarpemerintah daerah dan lintas K/L. Penguatan didasarkan pada kajian pemetaan dan
analisis risiko bencana yang komprehensif serta perlu didukung dengan peningkatan
investasi pengurangan risiko bencana yang diutamakan untuk ancaman bencana pandemi,
yaitu melalui: peningkatan kapasitas dan sumber daya kesehatan wilayah, seperti rasio
tenaga medis, relawan, dan fasilitas pelayanan kesehatan (pusat kesehatan masyarakat
(puskesmas)/rumah sakit).
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Strategi penguatan manajemen penanganan darurat bencana akan difokuskan pada:
(1) meningkatkan kecepatan dan ketepatan respons kedaruratan terpadu, multisektor, dan
multipihak; (2) memperkuat sistem data bencana terpadu yang termutakhir, mudah diakses
publik, transparan, dan berbasis satu referensi; (3) memperkuat sistem logistik (terutama
pangan dan alat kesehatan) dan jaring pengaman sosial untuk mengurangi dampak sosial-
ekonomi pada masa krisis dan mempercepat pemulihan kondisi menjadi lebih baik; serta
(4) meningkatkan kapasitas adaptif dan membangun masyarakat tangguh. Dalam
mendukung upaya tersebut, peran pendampingan dan pembinaan pusat terus diperkuat
untuk pengendalian operasi di daerah guna memperkuat manajemen kedaruratan bencana
di daerah.

4.1.6.5 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dalam RKP Tahun 2022 yang diperlukan untuk mendukung pencapaian
PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan
Iklim adalah revisi PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana. Revisi regulasi tersebut diperlukan untuk perbaikan tata kelola pendanaan di
bidang penanggulangan bencana, baik untuk pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD,
dan/atau masyarakat.

4.1.7 Prioritas Nasional 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik

Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya
pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Pemulihan ekonomi didorong melalui
perbaikan pada sistem hukum ekonomi dan pemberantasan korupsi di tengah pandemi, serta
penguatan kerja sama pembangunan internasional untuk pengamanan pasokan vaksin dari
negara produsen utama. Hal ini didukung penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di
tengah peningkatan respons pertahanan dari beberapa negara di Asia dan keamanan siber.
Pada bidang pelayanan publik difokuskan pada penguatan kelembagaan, tata kerja, dan
standardisasi penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, tahapan persiapan pemilu akan
dimulai dengan verifikasi data Kartu Tanda Penduduk secara online.

4.1.7.1 Pendahuluan

Mengacu pada RPJMN 2020-2024, pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan
Keamanan (Polhukhankam) tahun 2022 akan tetap diarahkan untuk mewujudkan
konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan,
birokrasi yang profesional dan netral, penguatan politik luar negeri dan kerja sama
pembangunan internasional, rasa aman bagi seluruh masyarakat, serta keutuhan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Arah kebijakan tersebut akan difokuskan
untuk mendukung tema RKP Tahun 2022 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi
Struktural. Dalam konteks tersebut, lebih khusus untuk meningkatkan efektivitas dalam
merespons dampak pandemi COVID-19, tetap diperlukan situasi yang kondusif, antara lain
melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (law and order) dalam situasi politik
yang stabil.

Terdapat sejumlah isu strategis pada aspek Polhukhankam yang akan dihadapi pada tahun
2022. Pada bidang politik dan komunikasi, proses tahapan Pemilu 2024 akan dimulai,
sebagai bagian dari siklus penting konsolidasi demokrasi di Indonesia. Merujuk pada
indikator Indeks Demokrasi Indonesia 2020, independensi penyelenggara pemilu masih
merupakan tantangan dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, partai politik perlu terus
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meningkatkan kinerjanya. Masalah tingginya biaya politik dan maraknya korupsi perlu terus
ditangani, karena akan berdampak langsung pada keuangan negara, rusaknya tatanan
sosial, serta hancurnya nilai-nilai luhur bangsa. Selanjutnya di bidang komunikasi, kualitas
konten informasi masih harus terus ditingkatkan. Efektivitas komunikasi publik pemerintah
juga masih kurang terintegrasi dan informasi yang diperoleh masyarakat belum merata dan
berkeadilan, meskipun hampir seluruh rakyat Indonesia sudah memiliki telepon seluler
(ponsel), bahkan 25 persen penduduk memiliki lebih dari satu ponsel, serta sebanyak
73,7 persen telah terkoneksi internet.

Pada bidang politik luar negeri, masih terdapat tantangan dengan semakin banyaknya kasus
menimpa WNI di luar negeri, khususnya dari ancaman keamanan nontradisional seperti
pandemi. Upaya penguatan strategi dan langkah responsif penanganan WNI di luar negeri
yang terdampak pandemi COVID-19 terus dilakukan, dan dilakukannya upaya percepatan
penyelesaian kasus/sengketa. Pemutakhiran data serta integrasi portal WNI dengan sistem
administrasi kependudukan perlu dilakukan guna peningkatan kualitas rekomendasi
strategi kebijakan pelindungan WNI dan peningkatan pelayanan publik di perwakilan luar
negeri. Di sisi lain, sebagai langkah strategis dalam pemulihan ekonomi dalam negeri, kerja
sama pembangunan internasional perlu terus ditingkatkan, termasuk untuk mengamankan
pasokan vaksin dari negara produsen utama. Lebih dari itu, kerja sama pembangunan
internasional tetap menjadi instrumen penting dalam memperkuat multilateralisme serta
posisi Indonesia di tingkat regional dan global melalui Kemitraan Multi-Pihak (KMP).

Pada bidang hukum upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi masih menjadi
tantangan yang ditandai dengan banyaknya kasus korupsi dalam pelaksanaan program
penanganan pandemi COVID-19. Selain itu, beberapa isu strategis lainnya di bidang hukum
yang masih menjadi fokus perbaikan ke depan di antaranya penguatan penegakan hukum
pidana yang mengedepankan keadilan restoratif, perbaikan overcrowding pada lembaga
pemasyarakatan yang masih mencapai 94 persen per Mei 2021, penguatan pelaksanaan
Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), serta penguatan
integritas dan pengawasan aparat penegak hukum dan hakim. Perbaikan pada sistem
hukum ekonomi juga perlu diperkuat, mengingat Indonesia masih menggunakan rezim
hukum dan kerangka hukum warisan kolonial.

Pada bidang aparatur negara, beberapa isu strategis terkait implementasi manajemen ASN
di antaranya adalah perbaikan manajemen data PNS, serta penguatan koordinasi
pelaksanaan manajemen talenta dan sistem merit ASN. Isu strategis pada bidang pelayanan
publik di antaranya adalah terkait dengan penguatan kelembagaan, tata kerja, dan
standardisasi proses penyelenggaraan pelayanan publik secara terpadu dan integratif, baik
elektronik maupun nonelektronik. Dalam konteks kelembagaan, perlu percepatan
pelaksanaan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional. Terkait
pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu penguatan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan
reformasi birokrasi secara nasional yang berdampak besar dalam tata kelola pemerintahan
yang baik.

Pada bidang pertahanan dan keamanan, beberapa isu strategis tahun 2022 di antaranya
adalah, potensi eskalasi ketegangan di kawasan yang ditunjukkan dengan peningkatan
respons pertahanan dari beberapa negara di Asia, peningkatan aspek koordinasi dan
implementasi di ranah keamanan siber, peningkatan pelayanan publik oleh kepolisian
melalui digitalisasi layanan, peningkatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika,
perkembangan doktrin radikalisme lintas yurisdiksi, pendanaan kelompok terorisme dengan
strategi yang adaptif, serta tantangan dalam membangun sistem pertahanan, keamanan,
dan tata ruang pertahanan negara di wilayah ibu kota negara.
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4.1.7.2 Bazaran Prioritaz Nazional

Pads tahun 2022, sasaran vang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat satabilitas
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dapat dilihat pada Tabel 4.21.

Tabel 4.21
Sasaran, [Indikator, dan Target PN 7
Mempserkuat 8tabilitas Polhukhonknm dan Traosformasi Pelayanan Publik

Haseline Realisnsi Target

No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2024

1 Tervujudnys Demokrasi yang Terkonsolidas, Terpeliharanya Kebebusan, Menguatnys
Kapasitas Lembags-Lembage Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara

secar Optimal
1.1 | Indeks Demokrasi Indoneasial) 74,92 73,66 77,72 78,0641 78,6608
1.2 | Tingkat kepercayaan 69 430 70.4 65 75 80
Masyarakat terhadap Konten
dan Alses Informasi Pubilik

terkait Kebijakan dan Program
Prioritas Pemerintah (%)

2 Optimalnys Hebijnkan Luar Negeri

2.1 | Indeks Pengaruh dan Peran 05,20 55,58 95,00 96,30 97,07
Indsonesia di Dunia
Internasionals

a Meningkatnya Penepakan Hulum Nasional yangy Mentap

3.1 | Indeks Pembangunan Hukum 0,62 0,544 0,554 0,500 G,584

4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

4.1 | Indekes Pelayanan Publik? 3,63 3,84 4,05 4,29 4,79

5 | Terjaganys Heutuhan Wilayah Negara Kesatoan Republik Indonesia

Persentase Luas Wilayah NKEI 100 100 100 100 100
5.1 | yang Dapat Dijaga
Keutuhannya (%)%

Sumber: 1] BPS. 2) Kemenkominfa, 3] Kemenly, 4] KemenPAN RE, 5} Kementerian Fertahanan

Keterangan: a] Pembaran metods penghitungen pada tahun 2020-2024; b) Metode penghitungan hanya sempai
pada tingkat kepuasan: ¢f Niad [PH tahun 2020 dalam kategori cukuap (IPH 2020 dilikukan pengembangan dengan
pertibahan kerangka pikir, metodologl pengumpulan dan pengubucan data. Skala nilai [PH 0,20-0,80 yaitn 0,20-
0,40~ kurang: 0,41-0,60= cukup; 0,6 1-0,80= baik}. Nilai IPH 2020 menjadi boseling awal untuk penphitungan target
tabun 2021-2024; d} penyesnaian target nilai [PH berdasarkan pade baseline ewal nilei IPH 2020,
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4.1.7.3 Program Prioritas

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dilakukan melalui lima PP, yaitu (1)
Konsolidasi Demokrasi, (2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, (3} Penegakan Hukum
Nasional, (4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta (5) Menjaga Stabilitas Keamanan
Nasional, sebagaimana pada Gambar 4.17.

Gambar 4.17
Kerangka PN 7 Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas, 2021

Sasaran, indikator, dan target PP pada PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik dapat dilihat pada Tabel 4.22.
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‘Tabel 4.22

Sasaran, Indikator, dan Turget PP dari PN T
Memperkuat Stabilitas Polhbukhankam dan Trunsformasi Palayanan Publik

Baseline Realisasi Target
Na. Sazaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2024
PP 1. Xonsolidasi Demolrasi
Terwujudnya Stabilitas Politik yang Kondusif serta Komunikasi Publik yang Efektif,
Integratif, dan Partisipatif
1.1 | IDI Azpek Kapasitas 78,73 75,66 76,30 77,25 80,23
Lembaga Demokrasi
1.2 | IDM Aspek Kebebasan 77,20 79,40 22,50 83,00 24 .00
1.3 | I Aspek Kesetaraan 70,71 67,85 77,90 TR, B2 20,47
1.4 | Jumlah 3 H 3 3 2
Regulasif Kebijakan Tata
Kelola Informasi dan
Komunikasi Publik di
Pusat dan Daerah yang
Teritibegrasi Sesuai Asas-
Asas Keterbulcaan
Informasi Publik
{dokumen)
PP 2. Optimatisssi Kebljakan Lunar Negeri
Meningkatnya Efektivitas Diplomasi dan Pemanfeatan Kerjn Sama Pembanpunan
Internasional
2.1 | Jumlah Forum yang B 20 10 i3 1&
Dipimpin oleh [ndonesia
pada Tingkat Regional dan
Multilateral [forum)
2.2 | Indeks Citra Indonesia di 3,78 3,82 3,85 3,90 4,00
Dunia Internasional
2.3 | Indeks Pelayanan dan 89,914 88,33 a7.00 B5.00 90, )
Pelindungan WHNI di Luar
Negeri
PP 2. Penegakan Hulum Nasional
Meningkatnya Penegakan dan Pelayanan Huinim serte Akses terhadap Eeadilan
3.1 | Indels Perlalou Ant 3,70 2,84 4,03 4,06 4,14
Korupsi
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Baseline Realisasi Target
No. Sasaran/Indikator
2019 2020 2021 2022 2024

PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Xelola
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
4.1 | Indeks Reformasi

Birokrasi Rata-Rata

Nasional:
4.1.1 Kementerian/ 73,66 74,63 81,56 84,22 89,53
Lembaga

4.1.2 Provinsi 63,70 64,28 70,85 73,65 79,27

4.1.3 Kabupaten/Kota 55,49 53,85 66,96 69,15 73,62
PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional
Terjaganya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
5.1 | Indeks Kekuatan Militer 0,28 0,26 0,25 0,24 0,20
5.2 | Indeks Terorisme Global 5,07 4,63 4,39 4,34 4,24
5.3 | Persentase Orang yang 53,324 53,32¢ >55 =55 »60

Merasa Aman Berjalan

Sendirian di Area Tempat

Tinggalnya {%o)a
5.4 | Indeks Keamanan dan N/Ad 4,23 3,20 3,20 3,40

Ketertiban Masyarakat

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas, 2021

Keterangan: a} indikator nasional yang sesuan dengan indikator global untuk SDGs; b) Data baseline 2019
menggunakan metode perhitungan lama; ¢} Data baseline tahun 2017; d) Indikator baru pada tahun 2020-2024.

Sebagai upaya memulihkan dampak pandemi COVID-19, kegiatan-kegiatan penting yang
dilakukan di bidang politik dan komunikasi serta politik luar negeri-kerja sama
pembangunan internasional, antara lain (1) dukungan pembiayaan partai politik;
(2) peningkatan kualitas tahapan pemilu pada 2022 serta pengembangan teknologi pemilu,
termasuk teknologi pungut-hitung dalam varian rekapitulasi elektronik (e-rekap) serta upaya
rintisan untuk pemungutan suara secara elektronik (e-voting); (3) sosialisasi dan diseminasi
informasi yang merata dan berkeadilan dengan berinovasi dan memanfaatkan teknologi;
{4) meningkatkan kualitas konten informasi; (5) pelindungan, pendampingan, dan bantuan
terhadap WNI di luar negeri yang terdampak pandemi dan penyelesaian kasus lainnya,
seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pemenuhan hak finansial Pekerja Migran
Indonesia (PMI), penyanderaan, jeratan hukuman mati, serta permasalahan keimigrasian;
(6) penguatan diplomasi dan kerja sama pembangunan internasional guna pemulihan
ekonomi, termasuk pemberian hibah kepada negara-negara sahabat; (7) penguatan
partisipasi aktor nonpemerintah dalam kerja sama pembangunan internasional yang
mendukung perdagangan dan investasi; (8) penguatan posisi dan kontribusi Indonesia di
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tingkat global melalui: (a) kerja sama bilateral dan regional termasuk Kerja Sama Selatan-
Selatan dan Triangular (KSST) yang inovatif; (b) kepemimpinan dan kontribusi di organisasi
maupun forum internasional antara lain G20, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Dewan HAM
PBB, Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, serta Global Platform for Disaster Risk Reduction
(GPDRRY); (c) diplomasi komoditas.

Kegiatan-kegiatan penting pada bidang hukum di antaranya (1) penguatan pencegahan
korupsi melalui pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di bidang perizinan dan
tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi; (2) sinergi
kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana yang mengedepankan
keadilan restoratif; (3) percepatan berbagi pakai data penanganan perkara melalui SPPT-TI;
(4) penguatan integritas dan kapasitas aparat penegak hukum dan hakim; (5) peningkatan
kualitas dan cakupan layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak
mampu/marjinal; (6) peningkatan akses kemudahan berusaha melalui pembaruan kerangka
hukum memulai usaha, reformasi sistem jaminan benda bergerak, reformasi eksekusi
putusan perdata pengadilan dan optimalisasi sistem kepailitan dan penundaan kewajiban
pembayaran utang; dan (7) pengembangan prosedur beracara (e-court) untuk perkara niaga
guna mendukung pemulihan ekonomi.

Kegiatan-kegiatan penting pada bidang aparatur negara, antara lain: (1) penguatan data PNS
dan instrumen pemetaan kompetensi ASN untuk mendukung pembangunan manajemen
talenta ASN; (2) penyusunan rencana pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia
(SDM) ASN nasional; (3) penjaminan kualitas penerapan sistem merit di instansi pemerintah;
(4) implementasi manajemen kinerja ASN berbasis sistem informasi; (5) pembangunan
rancangan portal pelayanan publik; (6) penguatan koordinasi untuk percepatan proses
reformasi birokrasi nasional; dan (7) penguatan dan percepatan koordinasi pelaksanaan
kebijakan SPBE nasional.

Kegiatan-kegiatan penting pada bidang pertahanan dan keamanan, antara lain
(1) pembangunan gelar kekuatan TNI; (2) pembangunan kemandirian industri pertahanan,;
(3) peningkatan keamanan laut; (4) peningkatan pelayanan kepolisian yang Prediktif,
Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (Presisi) berbasis digital; (5) peningkatan
resiliensi masyarakat, terutama remaja dalam mencegah penyalahgunaan narkotika;
(6) peningkatan pencegahan penyebaran ekstremisme dan radikalisme melalui sarana
digital; dan (7) penguatan keamanan dan ketahanan siber.

4.1.7.4 Proyek Prioritas Strategis/Major Project

Di dalam PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik,
terdapat dua Major Project (MP) yaitu (1) Penguatan National Security Operation Center
(NSOC)-Security Operation Center (SOC) dan Pembentukan 121 Computer Security Incident
Response Team (CSIRT), serta (2) Penguatan Keamanan Laut di Natuna. Lebih lanjut MP
tersebut dijabarkan pada uraian di bawah ini.

Major Project Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT

Major Project Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT merupakan proyek
prioritas strategis RPJMN 2020-2024 yang didasari oleh direktif presiden dalam upaya
penguatan keamanan dan ketahanan siber serta mendukung upaya transformasi digital.
Sasaran utama MP ini adalah stabilitas keamanan siber sektor pemerintah dengan
mempertimbangkan tingginya serangan siber yang ditujukan ke domain pemerintah, baik
pusat maupun daerah.
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Hasil evaluasi MP pada awal tahun pelaksanaan RPJMN 2020-2024 menunjukkan adanya
penyesuaian target prioritas dikarenakan pembatasan aktivitas dalam skala besar sebagai
akibat dari pandemi COVID-19. Meskipun demikian, output/kegiatan prioritas yang memiliki
dampak langsung terhadap kemajuan MP seperti Perluasan Cakupan NSOC, Pembangunan
Kapabilitas National CSIRT, Penanganan Tindak Pidana Siber, Pembentukan CSIRT pada
sektor pemerintah, dan Pengembangan SDM Bidang Keamanan Siber tetap dapat
dilaksanakan dengan baik sesuai dengan amanat RPJMN 2020-2024. Dari sisi pendanaan,
pelaksanaan MP tersebut dibiayai oleh APBN dengan indikasi sebesar Rp8 triliun pada kurun
waktu lima tahun.

MP Penguatan NSOC-50C dan Pembentukan 121 CSIRT
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Major Project Penguatan Keamanan Laut di Natuna

Dilatarbelakangi oleh adanya eskalasi ancaman di Wilayah Natuna dan meningkatnya risiko
percmpakan; kekerasan dan tindak kejahatan di laut; flegal, Unreported, and Unregulated
(IUU) Fishing,; serta transnational crimes. Oleh karena itu, MP tersebut diarahkan untuk
pembangunan sarana prasarana pertahanan dan dukungannya serta pengadaan alat
peralatan keamanan laut (alpalkamla).

MP Penguatan Keamanan Laut di Natuna diharapkan dapat meningkatkan deterrent effect
dan penegakan kedaulatan di Perairan Natuna; menurunkan aktivitas perompakan;
kekerasan dan tindak kejahatan di laut; IUU Fishing, serta transnational crimes. Dari sisi
pendanaan, pelaksanaan MP tersebut dibiayai dari APBN dengan indikasi pendanaan selama
lima tahun sebesar Rp12,2 tnliun.
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MP Penguatan Keamanan Laut di Natuna
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4.1.7.5 Kerangka Regulasi

Kebutuhan regulasi pada PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik pada tahun 2022 sebagai upaya mendukung penataan regulasi nasional
diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kerangka regulasi dalam RPJMN 2020-2024,
yang meliputi: (1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; (2)
Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata; dan (3) Rancangan Undang-
Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Usulan Kerangka Regulasi dalam mendukung PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang merupakan respons pemerintah terhadap perkembangan
dalam bidang perekonomian dan perdagangan, serta kebutuhan masyarakat terhadap
perangkat hukum dalam pembiayaan usaha khususnya penyelesaian utang piutang
yang tidak efisien dan berbiaya tinggi. Penyelesaian berbagai permasalahan dalam
praktik penyelenggaraan kepailitan dan PKPU dapat menjamin kepastian hukum dan
pelindungan yang adil bagi pelaku usaha, sehingga diharapkan dapat mendorong iklim
investasi yang kompetitif. Penyusunan naskah akademik revisi UU Kepailitan dan PKPU
telah selesai dilakukan pada 2021. Pada tahun ini proses pembahasan oleh panitia
antarkementerian sedang dilakukan guna menyepakati substansi penyusunan naskah
RUU. Pada 2022 diharapkan proses revisi undang-undang telah selesai pada tahap
harmonisasi.

(2) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata

Peraturan perundang-undangan terkait hukum acara perdata yang ada dan berlaku
sampai saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik
peninggalan Pemerintah Hindia Belanda maupun produk Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pengusulan RUU ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan
pengaturan hukum acara perdata yang substansinya masih menimbulkan multitafsir,
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tidak relevan dengan perkembangan zaman, dan mendukung penyelesaian sengketa di
bidang perdata dengan cara yang efektif dan efisien sesuai dengan asas sederhana,
mudah, dan berbiaya ringan guna menjamin kepastian hukum. Kementerian Hukum
dan HAM telah menyampaikan kembali naskah RUU kepada Presiden guna dilakukan
pembahasan kembali dengan DPR, sehingga pada tahun 2022 diharapkan pembahasan
bersama DPR telah selesai dan dapat segera diundangkan.

(3) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (RUU KUHP) dimaksudkan untuk memperbaharui hukum pidana nasional guna
memenuhi tuntutan perubahan akibat perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.
KUHP yang ada saat ini merupakan sistem hukum pidana yang tidak utuh karena
terdapat pasal-pasal yang diubah, ditambah, maupun dihapus dengan berbagai
undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta belum mengakomodir
berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru.
Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan diskusi publik RUU KUHP yang
bertujuan untuk menyerap aspirasi dan memberikan pemahaman yang utuh kepada
masyarakat. Pada tahun 2022 diharapkan RUU KUHP sudah dapat disahkan menjadi
undang-undang.

4.2 Pendanaan Prioritas Nasional

Pendanaan Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2022 diarahkan pada upaya pemulihan
ekonomi serta reformasi struktural melalui langkah-langkah konkret yang dituangkan dalam
Major Project tahun 2022.

Pembangunan nasional tahun 2020 dan 2021 masih dibayangi oleh krisis akibat pandemi
COVID-19. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun kunci Indonesia terlepas dari tekanan
pandemi COVID-19. Tidak hanya pemulihan ekonomi, namun juga transformasi ekonomi
yang didukung oleh reformasi struktural diharapkan dapat terwujud pada tahun 2022.
Untuk mendukung upaya tersebut, alokasi pada Prioritas Nasional RKP Tahun 2022
diarahkan pada program-program pembangunan yang dirinci dalam 7 Prioritas Nasional
pada tabel 4.23.

Prioritas Nasional tersebut dipilih beberapa isu yang menjadi kunci pencapaian sasaran
pembangunan. Hal ini diwujudkan dalam MP atau Proyek Prioritas Stategis. Major Project ini
disusun secara tajam, konkret, dan terintegrasi hingga tingkat lokasi dan instansi
pelaksananya. Major Project tidak hanya melibatkan K/L, namun juga pemerintah daerah,
badan usaha (BUMN/swasta), dan masyarakat. Major Project ini selanjutnya menjadi fokus
rencana dan pendanaan RKP Tahun 2022.

Kondisi ketersediaan anggaran yang terbatas di tahun 2022 mendorong pemerintah untuk
lebih menajamkan efektivitas dan efisiensi dalam pengalokasian anggaran. Untuk itu,
integrasi kebijakan merupakan strategi yang dilakukan khususnya dalam MP yang bersifat
lintas atau kewilayahan untuk mendorong bergeraknya ekonomi seperti Pengembangan
Kawasan Pariwisata dan Industri. Hal ini sejalan dengan tema RKP Tahun 2022 “Pemulihan
Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Di samping itu, upaya pemulihan ekonomi tersebut
juga didorong melalui peningkatan peran UMKM. Hal ini ditunjukkan dengan disusunnya
MP baru pada tahun 2022 yaitu Pengelolaan Terpadu UMKM. Peran UMKM di antaranya
akan dilakukan melalui pengembangan sentra-sentra kawasan serta pengintegrasian data
UMKM. Data ini dibutuhkan agar program pengembangan UMKM nasional menjadi terpadu
dan tajam. Selain itu, langkah pemulihan ekonomi juga didukung oleh Transformasi Digital
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antara lain melalui penyediaan akses internet cepat. Sedangkan untuk pembangunan
infrastruktur lebih diarahkan untuk memastikan tidak ada proyek vang terbengkalai dan
mempertajam dukungan untuk pembangunan kawasan atau pusat pertumbuhan.

Tabel 4.23
Alokasi pada Prioritas Nasional Tahun 2022

Alokasi
No. Prioritas Nasional
{Rp Triliun)

1. | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang 47,9
Berkualitas dan Berkeadilan

2. | Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan 96,7
Menjamin Pemerataan

3. | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 266.,6

4. | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 5,7

5. | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan 129,9
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

6. | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, 6,8
dan Perubahan Iklirn

7. | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan 35,7
Publik

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Catatan: a) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dan 1 (satu) Prioritas
Nasional; b} Prioritas Nasional mencakup rincian belanja K/L, Dana Transfer Khusus Fisik, dan KPBU,

Langkah strategis lainnya untuk mendukung pemulihan ekonomi dilakukan melalui
peningkatan ketahanan pangan. Upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di
antaranya dituangkan dalam MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan).
Pengembangan Food Estate yang telah dimulai sejak tahun 2021, akan kembali
dilaksanakan di tahun 2022 dengan fokus pelaksanaan di Kalimantan Tengah serta
Sumatera Utara. Di tahun 2022, pengembangan Food Esfate ini direncanakan terpadu
antara belanja K/L dan sumber pendanaan lainnya, antara lain Dana Transfer Khusus Fisik.

Di sisi lain, reformasi struktural juga akan didorong untuk semakin memantapkan
pemulihan ekonomi. Reformasi struktural utamanya dilakukan melalui peningkatan
kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial. Major Project terkait Reformasi
Sistemn Kesehatan Nasional akan tetap dilanjutkan untuk menuntaskan penanganan COVID-
19 di antaranya melalui pemberian vaksin kepada seluruh penduduk. Sedangkan
perlindungan sosial akan dilaksanakan antara lain melalui pemberian bantuan sosial bagi
keluarga miskin.
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BAB V
KAIDAH PELAKSANAAN

“Untuk memastikan upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dapat
dilakukan secara efektif, terukur, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh
masyarakat, diperlukan dukungan kerangka kelembagaan, kerangka regulasi,
serta kerangka evaluasi dan pengendalian pada implementasi RKP Tahun 2022.”

5.1 Kerangka Kelembagaan

Urgensi Kerangka Kelembagaan (KK) dalam dokumen perencanaan dimaksudkan untuk
(1) mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian dari
7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) serta merespons berbagai perubahan dan permasalahan
yang ada; dan (2) mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi,
ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta mengurangi duplikasi tugas dan fungsi
organisasi sehingga pelaksanaan pencapaian PN tidak terkendala oleh kelembagaan yang
tumpang tindih dan/atau berkonflik.

5.1.1 Kerangka Kelembagaan yang Mendukung Prioritas Nasional

Prioritas Nasional 1 “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan”

(1) Badan Pangan Nasional

Kerangka kelembagaan dibutuhkan untuk mendukung Program Prioritas (PP)
Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan, serta Kegiatan
Prioritas (KP) Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional. Kerangka kelembagaan
ini bertujuan sebagai kerangka pengaturan tata kelola sektor pangan dan pertanian
yang terintegrasi dari hulu ke hilir, penyelesaian tantangan pada sektor pangan, dan
peningkatan kontribusi sektor pangan pada pencapaian target pembangunan nasional
dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals. Selain itu,
kerangka regulasi ini juga turut mendukung pencapaian beberapa Major Project (MP)
seperti MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan), MP Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan, dan MP Wilayah Adat Papua: Wilayah
Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay. Dalam kaitannya dengan PN lain, kerangka
kelembagaan juga dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN 2 Mengembangkan
Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, khususnya lokasi
pembangunan food estate sebagai bagian dari pengembangan kawasan ekonomi dan
pengembangan kawasan.

5.2 Kerangka Regulasi

Tujuan utama dari pelaksanaan Kerangka Regulasi (KR) adalah untuk memastikan
terjadinya sinergi antara kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan kebutuhan PN, PP, KP,
dan Proyek Prioritas Strategis/MP pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
2022. Pelaksanaan pencapaian PN dan MP tidak boleh terkendala oleh berbagai regulasi baik
pada tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu penyelesaian tumpang tindih dan konflik
regulasi yang dikarenakan ego sektoral masih tinggi harus diselesaikan sebelum
pelaksanaan RKP Tahun 2022 mulai dilaksanakan.
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5.2.1 Kerangka Regulasi yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional

Prioritas Nasional 1 “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan”

(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (RUUPK)

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah,
Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi, serta KP Perbaikan
Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan. Kerangka
Regulasi ini bertujuan sebagai penyesuaian atas kerangka pengaturan perlindungan
konsumen di Indonesia sebelumnya yang diatur pada Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun
1999. Mempertimbangkan sektor perdagangan yang berkembang cepat seiring
kemajuan teknologi informasi. Salah satunya ditandai dengan pertumbuhan e-commerce
yang sedemikian pesat, maka diperlukan substansi pengaturan yang komprehensif dan
akomodatif bagi konsumen maupun penyedia barang dan jasa sebagai bagian dari
pelaksanaan kepastian hukum.

(2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata
Nasional Manado-Likupang

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah,
Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi, serta KP Peningkatan
Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang
Didukung Penguatan Rantai Pasok. Kerangka Regulasi ini bertujuan sebagai kerangka
pengaturan pembangunan destinasi pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan,
percepatan pemulihan ekonomi, dan menumbuhkan investasi khususnya di Destinasi
Pariwisata Prioritas (DPP) Manado-Likupang yang meliputi Taman Nasional Bunaken
dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang. Selain itu, kerangka regulasi ini juga
turut mendukung MP Destinasi Pariwisata Prioritas. Dalam kaitannya dengan PN lain,
KR juga dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN 5 Memperkuat Infrastruktur
untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, khususnya terkait
pembangunan infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas di DPP Manado Likupang
sebagai bagian dari DPP.

(3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata
Nasional Bangka Belitung

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah,
Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi, serta KP Peningkatan
Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang
Didukung Penguatan Rantai Pasok. Kerangka Regulasi ini bertujuan sebagai kerangka
pengaturan pembangunan destinasi pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan,
percepatan pemulihan ekonomi, dan menumbuhkan investasi khususnya di DPP
Bangka Belitung yang meliputi KEK Tanjung Kelayang. Selain itu, KR ini juga turut
mendukung MP Destinasi Pariwisata Prioritas. Dalam kaitannya dengan PN lain,
kerangka regulasi juga dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN 5 Memperkuat
Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
khususnya terkait pembangunan infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas di DPP
Bangka Belitung sebagai bagian dari DPP.

(4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia
Pascapandemi COVID-19

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung 3 PP yaitu PP 6 Peningkatan Nilai
Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi; PP 7
Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam
Negeri (TKDN); dan PP 8 Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi.
Kerangka Regulasi ini bertujuan sebagai landasan untuk menyinergikan penyusunan
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dan pelaksanaan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Indonesia 2022-2045. Penyusunan
peta jalan dimaksud juga meliputi strategi transformasi ekonomi pascapandemi
COVID-19. Selain itu, kerangka regulasi ini juga turut mendukung MP Industri 4.0
di 6 Subsektor Prioritas, Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dan Transformasi Digital.
Dalam kaitannya dengan PN lain, kerangka regulasi juga dibutuhkan untuk mendukung
pencapaian PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
serta PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim.

(5) Rancangan Peraturan Presiden tentang Peningkatan Daya Saing Jasa Konsultansi
Nasional

Kerangka regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung sasaran PN nomor 2 Meningkatnya
Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian.
Kerangka regulasi ini bertujuan untuk mewujudkan jasa konsultansi nasional yang
andal, kompeten, dan profesional. Serta mendorong penggunaan jasa konsultansi oleh
stakeholder dan pelaku usaha. Selain itu, kerangka regulasi ini juga turut mendukung
MP Destinasi Pariwisata Prioritas, Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan),
Industri 4.0 di 6 Subsektor Prioritas, Kawasan Industri Prioritas dan Smelter. Dalam
kaitannya dengan PN lain, kerangka regulasi juga dibutuhkan untuk mendukung
pencapaian PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya
Saing khususnya terkait peningkatan kapasitas individu dan perusahaan.

Prioritas Nasional 2 ‘’Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan”

(1) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (RTRWN)

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Sumatera,
Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta KP
Pengembangan Kawasan Perkotaan. Revisi peraturan dilakukan sebagai implikasi
pascaterbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa muatan tentang
RTRWN perlu disesuaikan terutama dalam mendukung upaya simplifikasi dan
sinkronisasi regulasi pengaturan pemanfaatan ruang tingkat nasional yang mencakup
matra darat dan matra laut. Dalam kaitannya dengan PN lain, KR juga dibutuhkan
untuk mendukung pencapaian PN 7 terkait penataan ruang di kawasan perbatasan
negara yang mendukung keamanan dan pertahanan nasional.

(2) Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) tentang Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Pusat Pemerintahan Kawasan Strategis
Nasional (KSN) Ibu Kota Negara (IKN)

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah
Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini
merupakan rencana rinci tata ruang sebagai penjabaran Rencana Tata Ruang (RTR) KSN
IKN yang bertujuan sebagai acuan bagi penyusunan rencana teknis sektor dan
pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang serta dalam penyusunan Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di wilayah pusat pemerintahan IKN. Selain itu, KR
ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Pembangunan IKN.

(3) Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) tentang Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Pusat Ekonomi Kawasan Strategis
Nasional (KSN) Ibu Kota Negara (IKN)

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah
Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini
merupakan rencana rinci tata ruang sebagai penjabaran RTR KSN IKN yang bertujuan
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sebagai acuan bagi penyusunan rencana teknis sektor dan pelaksanaan pengendalian
pemanfaatan ruang serta dalam penyusunan RTBL di wilayah pusat ekonomi IKN. Selain
itu, KR ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Pembangunan IKN.

Prioritas Nasional 3 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya
Saing”

(1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Kerangka regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung PP Penguatan Pelaksanaan
Perlindungan Sosial, serta KP Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran. Kerangka
regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi target program perlindungan sosial,
proses penyaluran dan perluasan bantuan sosial, program perlindungan sosial, serta
bertujuan sebagai protokol standar modifikasi program bantuan sosial untuk
meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan perubahan
iklim. Selain itu, regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Reformasi Sistem
Perlindungan Sosial.

(2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan
di Kabupaten/Kota

Kerangka regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan, serta KP Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan
Makanan. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan distribusi
tenaga kesehatan, dengan fokus pada pemenuhan dan pemerataan, peningkatan
kompetensi dan pendidikan serta karir jabatan fungsional. Selain itu, KR ini turut
mendukung pencapaian MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional.

(3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Sertifikasi Halal Produk Obat, Produk
Biologi, dan Alat Kesehatan

Kerangka regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan, serta KP Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan
Makanan. Kerangka regulasi ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor
39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dengan fokus
pada kehalalan produk obat, produk biologi dan alat kesehatan yang beredar di
Indonesia. Selain itu, KR ini turut mendukung pencapaian MP Reformasi Sistem
Kesehatan Nasional.

(4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Dokter Layanan Primer

Kerangka regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan, serta KP Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan
Makanan. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan
kesehatan di Indonesia seperti penyakit infeksi new emerging dan re-emerging, masih
terdapat penyakit menular yang belum teratasi, dan penyakit tidak menular cenderung
meningkat (triple burden), melalui penguatan pelaksanaan Dokter Layanan Primer dan
penguatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Selain itu, KR ini turut
mendukung pencapaian MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional.

(5) Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Kerangka regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan, serta KP Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan
Makanan. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk memperbaiki sistem dan tata kelola
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui perbaikan sistem utilitas JKN. Selain itu, KR
ini turut mendukung pencapaian MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional.
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(6) Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender (PUG)

Kerangka regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Kualitas Anak,
Perempuan, dan Pemuda, serta KP Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan
Perlindungan Perempuan. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk menyusun dasar
hukum yang dapat mengatur pelaksanaan PUG di tingkat pusat, daerah, dan desa serta
mempercepat pelaksanaannya dalam rangka menurunkan kesenjangan gender.

Prioritas Nasional 5 “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar”

(1) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Infrastruktur Pelayanan Dasar,
serta KP Konektivitas Jalan. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk mendukung
kebijakan dalam rangka percepatan proses penyediaan infrastruktur jalan tol melalui
penyederhanaan proses, penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jalan tol,
pengusahaan jalan tol, pinalti jalan tol, penyesuaian tarif, pengumpulan tol, dan
perubahan spesifikasi teknis. Selain itu, KR ini juga turut mendukung pencapaian MP
Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung.

(2) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Urusan Bidang Perumahan di Daerah

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Infrastruktur Pelayanan Dasar,
serta KP Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau
di Perkotaan. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk meminimalkan gap kebijakan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta membuka limitasi bagi
pemerintah daerah dalam melakukan penyediaan perumahan untuk Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) yang disebabkan oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah.

(3) Rancangan Peraturan Menteri tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Pilar 1

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Infrastruktur Pelayanan Dasar,
serta KP Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Kerangka regulasi ini bertujuan
untuk menjadi acuan bagi kementerian/lembaga (pelaksana) dan pemerintah daerah
dalam menerapkan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (LLAJ). Selain itu, KR ini turut mendukung Proyek Prioritas (ProP)
Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan Search and Rescue
(SAR), ProP Pembinaan dan Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) Keselamatan dan
Keamanan Transportasi, Pencarian dan Pertolongan.

(4) Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Aksi
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Infrastruktur Pelayanan Dasar,
serta KP Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Kerangka regulasi ini bertujuan
untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan. Selain itu, KR ini turut mendukung ProP Pemenuhan Fasilitas
Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR, ProP Pembinaan dan Pendidikan
SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Pencarian dan Pertolongan.
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Prioritas Nasional 6 “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana, dan Perubahan Iklim”

(1) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan
Ketahanan Bencana dan Iklim, serta KP Penanggulangan Bencana. Kerangka regulasi
ini bertujuan untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam
mengawal pendanaan di bidang penanggulangan bencana, khususnya pendanaan yang
bersumber dari masyarakat (crowdfunding). Selain itu, KR ini juga turut mendukung
pencapaian MP Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana. Dalam kaitannya dengan
PN lain, KP ini juga dibutuhkan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 2
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
khususnya terkait MP Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau
Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda.

Prioritas Nasional 7 “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik”

(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional, serta
KP Penataan Regulasi. Kerangka Regulasi ini bertujuan untuk mengakomodasi
perkembangan dalam bidang perekonomian dan perdagangan, serta kebutuhan
masyarakat terhadap perangkat hukum dalam pembiayaan usaha khususnya
penyelesaian utang piutang yang tidak efisien dan berbiaya tinggi, serta menjamin
kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi pelaku usaha untuk mendorong iklim
investasi yang kompetitif.

(2) Rancangan Undang-undang tentang Hukum Acara Perdata

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional, serta
KP Penataan Regulasi. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk menyelesaikan
permasalahan pengaturan hukum acara perdata yang substansinya masih
menimbulkan multitafsir, tidak relevan dengan perkembangan zaman, dan mendukung
penyelesaian sengketa di bidang perdata dengan cara yang efektif dan efisien sesuai
dengan asas sederhana, mudah, dan berbiaya ringan guna menjamin kepastian hukum.

(3) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional, serta
KP Penataan Regulasi. Kerangka Regulasi ini bertujuan untuk memperbarui hukum
pidana nasional serta mengakomodir berbagai masalah dan dimensi perkembangan
bentuk-bentuk tindak pidana baru.
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5.3 Kerangka Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Sebagai upaya penyempurnaan fungsi serta mekanisme evaluasi dan pengendalian
pembangunan, maka disusun kerangka pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pada
aktivitas pelaksanaan pembangunan termasuk pelaksanaan RKP. Penyusunan kerangka
evaluasi dan pengendalian pembangunan dimaksudkan untuk (1) menggambarkan
perkembangan terkini atas proses kebijakan evaluasi dan pengendalian, serta (2) menjamin
tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan melalui tindakan korektif selama
pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi amanat PP Nomor 17 Tahun
2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
yang mengamanatkan pelaksanaan evaluasi pembangunan dalam kerangka penyusunan
RKP (Pasal 5:1-4), sekaligus pengendalian pembangunan (Pasal 33:1-3).

Fokus dan objek dari kerangka evaluasi dan pengendalian mengikuti dinamika
perkembangan penyusunan RKP Tahun 2022, terutama dalam upaya mengidentifikasi
seberapa efektif pelaksanaan kebijakan, Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP),
Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP), dan Proyek Prioritas Strategis/Major Project
(MP). Adapun momentum penting dari penyusunan RKP Tahun 2022 adalah menyiapkan
landasan transformasi ekonomi dan reformasi struktural dengan penekanan pada
pembangunan industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi
digital, kegiatan pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi
pendidikan keterampilan, serta reformasi kesehatan.

5.3.1 Kerangka Evaluasi Pembangunan
Secara garis besar Kerangka Evaluasi RKP mencakup beberapa hal sebagai berikut:
(1) Tujuan Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan

Pelaksanaan Evaluasi RKP bertujuan (a) mengetahui hasil capaian kinerja
pembangunan yaitu pencapaian PN, PP, KP, ProP, dan MP sebagai bahan untuk
perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan; dan (b) memberi feedback
serta landasan dalam penyusunan tema dan fokus pembangunan pada RKP tahun (n+1).
Lebih lanjut untuk menjaga konsistensi pelaksanaan dan evaluasi, penyusunan RKP
Tahun 2021 hingga 2024 berisi tujuh PN yang sesuai dengan agenda pembangunan
dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

(2) Cakupan Evaluasi Pembangunan

Evaluasi RKP Tahun 2022 mencakup evaluasi atas kinerja pelaksanaan PN, PP, KP,
ProP, serta MP. Adapun evaluasi atas kinerja pelaksanaan MP dilakukan terhadap
13 MP Prioritas dalam RKP Tahun 2022 namun tidak mengesampingkan MP lainnya
dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Dengan demikian, substansi evaluasi RKP mencakup
kinerja pembangunan tahunan berdasarkan dua hal, yaitu:

(a) Kinerja efektivitas pelaksanaan pembangunan meliputi (i) pencapaian sasaran PN
sebagai capaian outcome, (i) pencapaian sasaran PP sebagai capaian immediate
outcome, (iii) pencapaian sasaran KP sebagai capaian output 1, (iv) pencapaian
sasaran ProP dan MP sebagai capaian output 2, dan (v) pencapaian output (Rincian
Output/RO) K/L sebagai capaian output 3; serta

(b) Kinerja optimalisasi pelaksanaan pembangunan meliputi (i) kinerja di level PN,
(ii) kinerja di level PP, (iii) kinerja di level KP, dan (iv) kinerja di level ProP dan MP
yang diukur dari aspek pencapaian sasaran dan aspek implementasi pelaksanaan
pembangunan (capaian kinerja dukungan output (RO) K/L dan penyerapan
anggaran).

Berdasarkan dua hal tersebut, disusun nilai kinerja akhir dalam bentuk rasio. Rasio
kinerja ditentukan berdasarkan perbandingan antara kinerja efektivitas dengan kinerja
optimalisasi.
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(3) Pelaksana Evaluasi Pembangunan

Evaluasi RKP dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas berdasarkan data dan informasi dari K/L sebagai pelaksana RKP dan
Kementerian PPN/Bappenas selaku penanggung jawab penyusunan RKP. Sebagai salah
satu bentuk akuntabilitas pemerintah, hasil evaluasi RKP digunakan sebagai salah satu
bahan pertimbangan dalam penentuan tema, fokus, dan masukan dalam penyusunan
narasi RKP periode selanjutnya.

(4) Mekanisme Evaluasi Pembangunan

Sesuai tahapan pelaksanaan dalam proses penyusunan RKP, secara garis besar evaluasi
RKP terbagi menjadi dua, yaitu:

(a) Evaluasi dalam rangka persiapan penyusunan tema dan fokus pembangunan RKP
tahun (n+1) berdasarkan evaluasi kinerja RKP tahun sebelumnya (n-1) hingga
triwulan III, seperti pada Gambar 5.1, dan

(b) Evaluasi dalam rangka penyusunan RKP tahun berikutnya berdasarkan evaluasi
kinerja RKP tahun sebelumnya (n-1) hingga triwulan IV, seperti pada Gambar 5.2.

Alur dan mekanisme evaluasi RKP pada tahap [ (data capaian hingga triwulan IlII} terdiri dari
(i penyusunan kertas kerja evaluasi dan konfirmasi data e-Monev; (ii) identifikasi data
capaian pembangunan melalui Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian per Bidang
Kementerian Koordinator serta Rapat Koordinasi Teknis bersama PJ PN, PP, KP, ProP, dan
MP Kementerian PPN/Bappenas dan seluruh K/L Pelaksana; (iii) pengumpulan data dan
informasi pencapaian PN, PP, KP, ProP, MP, dan output (RO) K/L; (iv) pengolahan dan analisis
data; serta (v) perumusan alternatif usulan tema dan fokus pembangunan tahun (n+1).

Gambar 5.1
Alur Evaluasi RKP Tahap I (capaian hingga triwulan III)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Evaluasi tahap II (capaian hingga triwulan IV) merupakan tahapan pemutakhiran data yang
dilakukan mulai dari (ij pemutakhiran kertas kerja evaluasi oleh para PJ PN, PP, KP, ProP,
MP Kementerian PPN/Bappenas, maupun K/L pelaksana; (iij pertemuan konfirmasi/
finalisasi data dengan para PJ PN, PP, KP, ProP, MP Kementerian PPN/Bappenas, maupun
K/L pelaksana; (iii) pengolahan data dan penulisan laporan evaluasi RKP tahun (n-1); serta
{iv) hasil pemutakhiran akan digunakan dalam penyusunan naskah RKP tahun (n+1), yaitu
pada Subbab Evaluasi RKP.
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Gambar 5.2
Alur Evaluasi RKP Tahap II (capaian hingga triwulan IV)

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas, 2021
(5) Metode Evaluasi Pembangunan

Metode evaluasi RKP yang digunakan mencakup evaluasi atas kinerja pembangunan
berdasarkan (1} evaluasi kinerja efektivitas dengan metode analisis gap dan rata-rata
tertimbang; serta (2) evaluasi kinerja optimalisasi dengan metode indeks optimalisasi.
Berdasarkan dua evaluasi kinerja tersebut, disusun nilai kinerja akhir dalam bentuk
rasio kinerja. Rasio kinerja ditentukan berdasarkan perbandingan antara kinerja
efektivitas dengan kinerja optimalisasi, seperti pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Metodologi Evaluasi RKP: Kinerja Pencapaian Pembangunan

Aspek Uraian

I. Evaluasi Kinerja Efektivitas

{1} Metode Evaluasi Metode Analisis Gap dan Rata-Rata Tertimbang

(2} Sumber Data 1. Data capaian sasaran PN, PP, KP, ProP, dan MP dari PJ PN-PP-
KP-ProP-MP (self assessment pencapaian sasaran PN-PP-KP-ProP-
MP Kementerian PPN/Bappenas);

2. Data e-Monev Kementerian PPN/Bappenas; serta

3. Self assessment dukungan output (RO) K/L.

(3} Mekanisme Pencapaian Kinerja ditentukan berdasarkan:

Penghitungan . - .
1. pencapaian sasaran PN sebagai capaian outcome;

2. pencapaian sasaran PP sebagai capaian immediate outcome,

3. pencapaian sasaran KP sebagai capaian output 1;

4. pencapaian sasaran ProP dan MP sebagai capaian output 2; serta
5. pencapaian output (RO) K/L capaian output 3.

a. Pencapaian Sasaran Penghitungan persentase pencapaian sasaran PN dengan
PN membandingkan angka capaian terhadap target PN
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Aspek

Uraian

b. Pencapaian Sasaran
PP

Penghitungan persentase pencapaian sasaran PP dengan
membandingkan angka capaian terhadap target PP

c. Pencapaian Sasaran
KP

Penghitungan persentase pencapaian sasaran KP dengan
membandingkan angka capaian terhadap target KP

d. Pencapaian Sasaran
ProP dan MP

Penghitungan persentase pencapaian sasaran ProP dan MP dengan
membandingkan angka capaian terhadap target ProP dan MP

e. Pencapaian Qutput
(RO} K/L

Penghitungan persentase pencapaian dukungan output (RO} K/L
berdasarkan rata-rata tertimbang terhadap pagu anggarannya

{4} Kategori Kinerja

Kategori kinerja terdiri atas:

1. baik, neotifikasi hijau, capaian >90 persen;
2. cukup, notifikasi kuning, capaian 60-90 persen; dan
3. kurang, netifikasi merah, capaian <60 persen.

II. Evaluasi Kinerja Optimalisasi

{1} Metode Evaluasi

Metode Indeks Optimalisasi

(2) Sumber Data

1. Data capaian sasaran PN, PP, KP, ProP, dan MP dari PJ PN-PP-
KP-ProP-MP (self assessment pencapaian sasaran PN-PP-KP-ProP-
MP Kementerian PPN/Bappenas);

2. Data e-Monev Kementerian PPN/Bappenas; serta

3. Self assessment dukungan output (RO) K/L.

(3) Mekanisme

Penghitungan

Pencapaian kinerja ditentukan berdasarkan:

1. kinerja optimalisasi PN;
2. kinerja optimalisasi PP;
3. kinerja optimalisasi KP;
4. kinerja optimalisasi ProP; dan
5. kinerja optimalisasi MP;

a. Kinerja optimalisasi
PN

Penghitungan dilakukan dengan merata-ratakan angka capaian
sasaran PN dan rata-rata Kinerja optimalisasi seluruh PP pada PN

b. Kinerja optimalisasi
PP

Penghitungan dilakukan dengan merata-ratakan angka capaian
sasaran PP dan rata-rata kinerja optimalisasi seluruh KP pada PP

¢. Kinerja optimnalisasi
KP

Penghitungan dilakukan dengan merata-ratakan angka capaian
sasaran KP dan rata-rata kinerja optimalisasi seluruh ProP pada KP

d. Kinerja optimalisasi
ProP

Penghitungan dilakukan dengan menggunakan bobot tertentu pada
kinerja dulkungan output (RO) K/L, penyerapan anggaran dan
capaian sasaran ProP

e. Kinerja optimnalisasi
MP

Penghitungan dilakukan dengan menggunakan bobot tertentu pada
kinerja dukungan output {RO) K/L, penyerapan anggaran, dan
capaian sasaran MP
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Aspek Uraian

(4) Kategori Kinerja Kategori kinerja terdiri atas:

1. baik, notifikasi hijau, capaian »90 persen;
2. cukup, notifikasi kuning, capaian 60-90 persen; dan
3. kurang, notifikasi merah, capaian <60 persern.

111. Rasio Kinerja

Mekanisme Nilai kinerja akhir dalam bentuk rasic ditentukan berdasarkan
Penghitungan perbandingan antara kinerja efektivitas PN/PP/KP/ProP/MP dengan
kinerja optimalisasi PN/PP/KP/ProP/MP.

Rasio kinerja terdiri atas tiga kategori:

1. Rasio >1 menunjukkan kinerja efektivitas pelaksanaan PN relatif
lebih baik dibandingkan kinerja optimalisasi pelaksanaan PN
(termasuk kemampuan penyerapan anggaran);

2. Rasio <1 menunjukkan kinerja optimalisasi pelaksanaan PN
(termasuk kemampuan penyerapan anggaran) relatif lebih baik
dibandingkan kinerja efektivitas pelaksanaan PN; dan

3. Rasio =1 menunjukkan kinerja efektivitas pelaksanaan PN setara
dengan kinerja optimalisasi pelaksanaan PN (termasuk
kemampuan penyerapan anggaran).

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas, 2021

5.3.2 Kerangka Pengendalian Pembangunan
Secara garis besar kerangka pengendalian RKP mencakup beberapa hal sebagai berikut:
(1} Tujuan Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan

Pengendalian pelaksanaan RKP dilaksanakan untuk menjamin dan memastikan agar
pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih dengan pertimbangan strategis dari
program/kegiatan /proyek strategis dan besaran anggaran minimal yang ditentukan}
sesuai dengan rencana dan/atau berjalan on track dengan memperhatikan rekomendasi
atas hasil evaluasi.

(2) Cakupan Pengendalian Pembangunan

Pengendalian pelaksanaan RKP berupa rekomendasi tindakan korektif dari pelaksanaan
PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih), yang dilakukan pada semester kedua seperti Gambar 5.3.
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Gambar 5.3
Cakupan Pengendalian Pembangunan
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Sumber: Kementenian PPN /Bappenas, 2021

(3) Pelaksana Pengendalian Pembangunan

Pengendalian RKP dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas berkoordinasi dengan K/L terkait dan/atau pemerintah daerah. Data dan
informasi pengendalian utamanya mencakup data dan informasi tertentu atas (a)
capaian sasaran pembangunan, (b) laporan hasil pemeriksaan, (c) realisasi anggaran
dan evaluasi kinerja, serta (d) laporan hasil pengawasan. Hasil pengendalian
pembangunan disampaikan kepada K/L pelaksana berupa rekomendasi berupa
tindakan konstruktif, yaitu refocusing atau penajaman/pemfokusan langkah percepatan
pencapaian target PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih).

(4) Mekanisme Pengendalian Pembangunan, antara lain sebagai berikut:

Pengendalian dilakukan melalui penilaian (assessment) PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih)
berdasarkan tiga aspek utama yaitu perencanaan strategis, manajemen pelaksanaan,
dan kinerja pembangunan. Proses pengendalian pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP
(terpilih) dilakukan melalui alur (a) penentuan fokus pengendalian; (b) assessment
berupa pengisian instrumen pengendalian dan crosscheck lapangan konfirmasi atas
pelaksanaan; (¢} penyusunan tindakan konstruktif pengendalian; serta (d) pengendalian
pelaksanaan tindakan konstruktif.

Keputusan untuk melakukan rekomendasi tindakan  korektif terhadap
PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih} dilakukan hanya mencakup tindakan konstruktif yaitu
refocusing atau penajaman/pemfokusan langkah percepatan pencapaian target
PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih}). Mekanisme pengendalian RKP tersebut dapat dilihat
pada Gambar 5.4.
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Gambar 5.4
Mekanisme Pengendalian REP

Sumber: Kementerian PPN fBappanas, 2021

(5] Insttumen Pengendalian Pambangunan
Instrumen pengendalian pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP [terpilih) dalam RKP yang
digunakan mencakup (a) deskripsi dan logical framework; (b) self assessment atas
perencanaan strategis, manajemen pelaksanaan, dan kinerja pembangunan; serta {c)
early warning mitigasi utamanya ProP terpilih yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel
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Tabel 5.2

Metode Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Deskripsi
PN/PP/KP/ProP/MP
{terpilih) dan Logical
Framework

Self Assessment atas

Perencanaan Strategis,

Manajemen
Pelaksanaan, dan

Kinerja Pembangunan

PN/PP/KP/ProP/MP
(terpilih)

Early Warning Mitigasi

PN/PP/KP/ProP/MP,

Utamanya ProP (terpilih)

Definisi

Merupakan data dan
informasi
PN/PP/KP/ProP/MP
(terpilih) yang terdiri atas:

(1) Indikator, target,

alokasi pendanaan,
sumber pendanaan,
penanggung jawab
Kementerian

PPN /Bappenas, K/L
pelaksana; dan

(2) sasaran, indikator,

dan target outpuf,
oulcome, dan impact
dari
PN/PF/KP/ProF/MP
(terpilih).

Merupakan penilaian (self

assessment) terhadap
pelaksanaan
PN/PP/KP/ProP/MP
{terpilih)

Merupakan segala
sesuaty yang dapat
diprediksi dan berpotensi
terjadi di masa depan
yang dapat menghambat
pencapaian tujuan
PN/PP/KP/ProP/MP,
utamanya ProP (terpilih)

Tujuan

(1)

(2)

Memberikan
gambaran umum atas
PN/PP/KP/ProP/MP
{terpilih).

Memberikan informasi
cascading sasaran dan
indikator sasaran
cutput, otifcome, serta
impact dari
PN/PP/KP/ProP/MP
(terpilih).

(1} Memberikan

(2)

penilaian terhadap
perencanaan
strategis, manajemen
pelaksanaan, dan
kinerja pembangunan
PN/PP/KP/ProP/MP
(terpilih).

Memberikan indikasi
awal tindakan
korektif atas
PN/PP/KP/ProP/MP
(terpilih).

(1) Mengidentifikasi dan

(2)

menibai
kemungkinan
terjadinya risiko dan
dampak risiko.

Mengidentifikasi
langkah atau
tindakan yang alkan
diambil jika risiko
terjadi.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021
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BAB VI
PENUTUP

“Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 merupakan respons pemerintah
yang sistematis, konkret, antisipatif, dan adaptif dalam menjawab tantangan
serta dinamika pembangunan, termasuk pandemi COVID-19. Tahun 2022 menjadi
momentum bagi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural agar Indonesia
lepas dari tekanan COVID-19 dan kembali bangkit melanjutkan Agenda
Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN])
Tahun 2020-2024.”

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 disusun untuk memenuhi amanah Undang-
Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Kedudukan RKP Tahun 2022
adalah sebagai penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang memuat komitmen pemerintah untuk
memberikan kepastian kebijakan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka
regulasi, serta kerangka evaluasi, dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan
nasional. Berdasarkan prosesnya, penyusunan RKP dilaksanakan melalui pendekatan
politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up).
Sementara itu berdasarkan substansinya penyusunan RKP dilaksanakan melalui
pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan
Reformasi Struktural”. Tema tersebut disusun dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN
Tahun 2020-2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020,
kebijakan pembangunan tahun 2021 serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian.
Tema RKP Tahun 2022 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang
sedang berada dalam proses pemulihan COVID-19. Dalam perspektif pencapaian Agenda
Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Visi Indonesia 2045, peran RKP Tahun 2022
sangat strategis sebagai tahun kunci bagi Indonesia untuk lepas dari tekanan COVID-19 dan
kembali bangkit untuk meneruskan transformasi ekonomi, agar target Indonesia keluar dari
jebakan negara Middle Income Trap (MIT) dapat tercapai.

Untuk mencapai sasaran pembangunan dan tema RKP, dilakukan berbagai penguatan pada
proses penyusunan RKP Tahun 2022. Dalam konteks ini, dimensi penguatan mencakup
penguatan pada tahapan penyusunan, dan penguatan pada substansi RKP. Pada tahapan
penyusunan dilakukan upaya peningkatan sinergi perencanaan pembangunan pusat dan
daerah melalui sinkronisasi berbagai rapat koordinasi dan musyawarah perencanaan
pembangunan. Di samping itu, juga dilakukan peningkatan integrasi berbagai sumber daya
pembangunan dalam RKP, termasuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN]), sehingga
teridentifikasi kontribusi sumber daya dari BUMN terhadap pencapaian sasaran
pembangunan nasional.

Selanjutnya, penguatan pada substansi dilakukan dengan optimalisasi pelaksanaan
evaluasi ex-ante dalam penyusunan dokumen RKP Tahun 2022. Hal ini ditujukan untuk
memastikan koherensi intradokumen dan antardokumen, serta menyempurnakan
arsitektur kinerja RKP yang terdiri dari Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP),
Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas Strategis/Major Project (MP), Proyek Prioritas (ProP)
dan Proyek/Rincian Output (RO). Lebih lanjut, untuk menjamin hasil pelaksanaan proyek
dapat bermanfaat bagi masyarakat, dilakukan penerapan mekanisme Clearing House pada
Proyek Prioritas Strategis/MP yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran
pembangunan dan tema RKP Tahun 2022. Upaya tersebut juga dalam rangka menjalankan
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mandat dari Presiden RI agar hasil dari pelaksanaan proyek tidak hanya sent, namun
delivered.

Langkah penguatan di atas dilakukan dengan tetap menjaga kesinambungan pembangunan
antara RKP Tahun 2022 dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan
RPJMN tetap dipertahankan menjadi tujuh PN sebagai koridor pencapaian tema, arah
kebijakan dan strategi pembangunan RKP Tahun 2022. Tujuh PN dimaksud terdiri dari
(1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,;
(2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
(3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental
dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung
pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup,
meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan (7) Memperkuat stabilitas
polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Untuk mendukung pelaksanaan PN, RKP Tahun 2022 memuat 45 MP yang diharapkan
memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan RPJMN maupun
RKP. Dalam pelaksanaannya, jumlah MP selalu mengalami pemutakhiran, pada RPJMN
Tahun 2020-2024 terdapat 41 MP, kemudian bertambah menjadi 43 MP pada RKP Tahun
2021. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika pembangunan, jumlah MP kembali
bertambah pada RKP Tahun 2022 menjadi 45 MP.

Dalam perspektif perencanaan, upaya pencapaian tema RKP Tahun 2022 secara spesifik
dijabarkan ke dalam sepuluh strategi pembangunan tahun 2022 beserta indikator kinerja
yang digunakan untuk merepresentasikan keberhasilan pencapaian tema RKP Tahun 2022.
Sepuluh strategi dimaksud meliputi (1) meningkatkan nilai tambah sektor industri;
(2) mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata; (3) meningkatkan
ketahanan pangan masyarakat; (4) meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) terhadap ekonomi nasional; (5) meningkatkan pemerataan infrastruktur;
(6) meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital; (7) meningkatkan capaian
penurunan emisi dan intensitas emisi GRK; (8) mempercepat reformasi perlindungan sosial;
(9) meningkatkan kualitas dan daya saing SDM;, serta (10) memperkuat sistem kesehatan
nasional dan penanganan COVID-19.

Sebagai wujud operasionalisasi dari sepuluh strategi pembangunan di atas, pada RKP Tahun
2022 menuntut adanya komitmen konkret melalui pelaksanaan beberapa MP yang secara
langsung memiliki relevansi terhadap tema dan mendukung pencapaian strategi
pembangunan. Untuk itu ditetapkan 13 MP yang menjadi penekanan (highlight), yakni
(1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi
Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) Food Estate (Kawasan Sentra
Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat
Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota Negara, (8) Reformasi
Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistemm Kesehatan Nasional, (10) Reformasi
Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0),
(11) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (12) Transformasi Digital, dan (13) Pembangunan
Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Proses perencanaan MP, seperti disebutkan sebelumnya, diperkuat dengan penerapan
mekanisme Clearing House. Mekanisme ini menggunakan beberapa instrumen, di antaranya
project executive summary, cascading dan quality assurance terhadap MP. Tahapan tersebut
dilakukan sebagai upaya memenuhi readiness criteria MP yang dapat menjamin keterpaduan
dan kesiapan pelaksanaan proyek. Dengan demikian, diharapkan manfaat proyek dapat
secara optimal dinikmati oleh masyarakat luas, bukan hanya sent namun delivered.

Dokumen RKP Tahun 2022 menjadi acuan proses perencanaan, penganggaran, dan
pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah pusat dan daerah. Bagi pemerintah pusat, RKP
menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) serta
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L, yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan
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Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Bagi Pemerintah Daerah, RKP
digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang
kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (Raperda APBD). Sementara itu bagi BUMN, RKP dapat menjadi acuan dalam
perencanaan proyek-proyek yang secara langsung mendukung prioritas nasional.

Berbagai langkah yang telah ditempuh dalam penguatan RKP Tahun 2022 menunjukkan
komitmen pemerintah untuk menyejahterakan rakyat dan membawa optimisme bagi
keberhasilan pembangunan nasional. Dokumen RKP bukan hanya milik
kementerian/lembaga, melainkan dckumen bersama yang dapat dimanfaatkan sebagai
rujukan seluruh pemangku kepentingan, mengingat pembangunan merupakan upaya
bersama untuk mencapai cita-cita bangsa. Oleh karena itu, berbagai dukungan dan
tindakan kolektif dengan pendekatan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan
menjadi suatu keniscayaan dalam mencapai pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO
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